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KATA PENGANTAR

Perangkat daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan
daerah. Kematangan organisasi tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam
mencapai tujuan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik. Melalui pengukuran yang sistematis, diharapkan setiap
perangkat daerah dapat mengevaluasi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta
merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan.

Untuk mengukur kematangan perangkat daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendaliaan
Penataan Perangkat Daerah. Salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat
daerah dalam peraturan tersebut adalah penilaian kematangan organisasi. Penilaian
kematangan organisasi daerah dalam peraturan ini dilakukan terhadap dimensi tata
laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi yang meliputi 11 aspek.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mengganggap
perlu untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang
tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan
masukan hingga pengukuran kematangan perangkat daerah dapat diselesaikan.
Semoga dokumen ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota
Samarinda dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif.

Samarinda, Juni 2024
Kepala Bapperida Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.So0s.,M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek
pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek
atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur
dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Eksistensi sebuah organisasi,
termasuk organisasi pemerintah tidak terlepas dari kemampuan organisasi dalam
mengoptimalkan aspek-aspek yang dimilikinya untuk beradaptasi dengan lingkungan
internal dan eksternal

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengelola aspek-aspek pokok yang dimilikinya
menjadi salah satu indikator kinerja organisasi. Hal ini terkait erat dengan manajemen
kinerja organisasi yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki kinerja
organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Konsep
terpenting dari manajemen kinerja sendiri adalah terkait proses mengelola dan
mengembangkan standar kinerja yang mencerminkan proses yang baik dalam
menetapkan arah, monitoring serta mengukur kinerja. Oleh karena itu kinerja organisasi
merupakan hasil proses yang kompleks, dalam mewujudkan tujuan jangka pendek
maupun jangka panjang. Pengelolaan organisasi yang profesional dapat meningkatkan
kinerja dan mampu mempermudah pencapaian tujuan organisasi (Febriyan et.al, 2022)

Untuk menghasilkan kinerja organisasi perangkat daerah yang optimal sesuai dengan
tata kelola yang baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendaliaan Penataan Perangkat Daerah.
Salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah dalam peraturan tersebut
adalah penilaian kematangan organisasi. Penilaian kematangan organisasi daerah dalam
peraturan ini dilakukan terhadap dimensi tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi
dan inovasi yang meliputi 11 aspek, yakni perencanaan, monitoring dan pengendalian,
penjaminan mutu layanan, standar opersional prosedur, pendidikan dan pelatihan,
analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur,
manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, serta budaya
organisasi. Adapun perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi dan sangat
tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola
manajemen organisasi yang baik.

Menurut Nugroho (2020) level kematangan perangkat daerah dapat menggambarkan
tingkat kematangan pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya
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bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi. Sejalan
dengan hal tersebut, Kohlegger et al. (2009) menyatakan bahwa dengan melakukan
pengukuran tingkat kematangan organisasi dapat membantu untuk menilai kapabilitas
kematangan unsur-unsur dalam organisasi serta menentukan tindakan yang tepat agar
organisasi dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Fabbro
dan Tochia (2021) dalam analisis nya melihat bahwa penelitian tentang model
kematangan organisasi telah banyak dilakukaan dengan memperhatikan berbagai aspek,
mulai dari tugas organisasi dari operasional sampai dengan strategis, tata kelola
organisasi, serta peran staf serta operasi manajemen. Adapun beberapa poin kesamaan
dari bermacam model kematangan tersebut, yakni (Fabbro dan Tonchia, 2021)i:
1. Appraisal mengukur kematangan merupakan proses penilaian terhadap manajemen
organisasi, serta keuntungan dan kerugian dari implementasi manajemen organisasi;
2. Body of Knowledge and Evolution: melihat kapabilitas dan kompetensi yang berkaitan
dengan berbagai tahapan kematangan serta indikator berbasis kinerja;
3. Improvement. mengukur kematangan memungkinkan untuk memberikan
rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektifitas

Beberapa penelitian menjukkan bahwa tingkat kematangan organisasi berpengaruh
terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (Irfan, et al, 2020; Nugroho, 2022; Yahya,
2023). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mengganggap
perlu untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Samarinda.

B. Tujuan Dan Sasaran

Kajian Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Samarinda ini memiliki tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, serta;

2. Menyediakan hasil penilaian kematangan perangkat daerah berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Kajian Penilaian Tingkat Kematangan
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ini adalah
tersusunnya hasil penilaian kematangan perangkat daerah yang dapat menjadi bahan
bagi pejabat perancang organisasi dan pengambil keputusan dalam memperbaiki,
menyesuaikan, dan menyempurnakan tata laksana, budaya kerja serta inovasi pada
organisasi perangkat daerah di.



C. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, ruang lingkup
penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis),
budaya organisasi dan inovasi. Variabel dan indikator penilaian kematangan perangkat
daerah adalah sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan daerah;

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

Penjaminan mutu layanan perangkat daerah

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah;

Pendidikan dan pelatihan aparatur;

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah;

Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur;
Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur;

. Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur;

10 Pengembangan inovasi layanan perangkat daerah;

11.Budaya organisasi perangkat daerah.

WO NOUhAWDNE

D. Metode

Dalam rangka menghimpun temuan-temuan terkait fokus kajian ini, dilakukan upaya
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang akan menggambarkan secara
rinci terkait pengelolaan tata laksana, budaya organisasi serta inovasi perangkat daerah.
Adapun instrumen yang digunakan dalam kajian ini berbentuk kuesioner yang mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Selain penyebaran kuesioner,
pengumpulan data dan informasi juga dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder
(dokumen kebijakan, dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi serta data dukung lainnya
yang relevan dengan fokus kajian). Pengumpulan data sekunder ini dilakukan untuk
memperkuat hasil penilaian kematangan perangkat daerah yang dilakukan melalui
penyebaran kuesioner.

2. Lokus Penelitian
Lokus penelitian adalah 40 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota
Samarinda, yang terdiri dari 30 Dinas/Badan serfta 10 Kecamatan.



Tabel 1.1. Lokus Kajian

Perangkat Daerah

w

Sekretariat
Daerah;
Sekretariat
DPRD;
Inspektorat;
Satuan Polisi
Pamong Praja

1. Dinas Kesehatan;

2. Dinas Perumahan
Kawasan

dan
Permukiman;

3. Dinas Lingkungan

Hidup;
4. Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;
5. Dinas
Perhubungan;

6. Dinas Komunikasi

dan Informatika;

7. Dinas Penanaman
dan
Pelayanan Terpadu

Modal

Satu Pintu;

8. Dinas
Kerja;

9. Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak;

10.Dinas
Pengendalian
Penduduk
Keluarga
Berencana;

11.Dinas Perikanan;
12.Dinas

Tenaga

dan

dan

1. Badan
Pendapatan
Daerah;

2. Badan

Penanggulangan
Bencana
Daerah;

3. Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik:

4. Badan

Pengelolaan
Keuangan
Aset Daerah;

dan

5. Badan

Kepegawaian
dan

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia;

6. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan

Inovasi Daerah

Perdagangan;
13.Dinas  Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang;

1. Kecamatan
Sungai
Kunjang;

2. Kecamatan
Samarinda Ulu;

3. Kecamatan
Samarinda
Utara;

4. Kecamatan
Samarinda Ilir;

5. Kecamatan
Samarinda
Seberang;

6. Kecamatan
Palaran;

7. Kecamatan
Samarinda
Kota;

8. Kecamatan
Janan Ilir;

9. Kecamatan
Sambutan;

10.Kecamatan
Sungai Pinang.
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Perangkat Daerah
14.Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan;
15.Dinas  Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan;
16.Dinas Sosial dan
Pemberdayaan

Masyarakat;
17.Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian;
18.Dinas Koperasi,
Usaha Kecil

Menengah dan
Perindustrian;
19.Dinas Pemuda,
Olahraga dan
Pariwisata;
20.Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan

3. Analisis Data

Kajian akademik ini akan menilai kuesioner yang berisi 11 pertanyaan yang mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Masing-masing pertanyaan
akan diberikan empat opsi jawaban, yakni Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV
dan Tingkat V. Masing-masing tingkat jawaban memiliki keterangan yang
menggambarkan kesesuain dengan kondisi eksisting perangkat daerah. Berdasarkan
jumlah skor pada setiap indikator, maka akan tergambar tingkat kematangan organisasi
perangkat daerah sebagaimana yang tersebut pada tabel 1.2:

Tabel 1.2. Perhitungan Skor, Peringkat serta Tingkat Kematangan

SKOR PERINGKAT | TINGKAT KEMATANGAN
46,1 - 55 Tingkat V Sangat Tinggi
37,1 -46 Tingkat IV Tinggi
28,1 -37 Tingkat III Sedang




19,1 -28 Tingkat II Rendah

10-19 Tingkat I Sangat Rendah
Sumber: Permendagri Nomor 99 Tahun 2018

Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai

seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan

jumlah perangkat daerah. Adapun rumus perhitungan nilai kematangan organisasi

perangkat daerah bagi setiap daerah adalah sebagai berikut:

TNPD

KOD=——
JPD

KOD = Kematangan Organisasi Daerah
TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah
JPD = Jumlah Perangkat Daerah



BAB 11
TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

A. Konsep Organisasi Publik

Istilah organisasi tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat akademisi. Dalam kehidupan
manusia, organisasi memegang peranan yang sangat penting, baik itu di dalam
pemerintahan, lembaga swasta, bahkan dalam organisasi sosial masyarakat. Istilah
organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat. Sehingga menurut
Siregar, et.al (2021) organisasi adalah sebuah alat administrasi agar dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi dapat dianggap sebagai sebuah wadah, sebuah proses, serta sebuah sistem
yang dipandang sebagai alat agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli
dalam sebuah organisasi terdapat beberapa unsur, seperti unsur kerja sama orang atau
anggota yang bekerja sama, serta unsur tujuan bersama yang telah ditetapkan untuk
dicapai. Pada umumnya organisasi dianggap sebagai sebuah sitem terbuka. Dari sini
dapat diartikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan, yang
pada dasarnya memiliki tujuan umum sehingga terdapat keluaran dan masukan (Anggoro,
et.al, 2022).

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah
batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus menerus untuk
mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994). Organisasi
merupakan sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat di
dalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku,
tata hubungan, proses atau aktivitas, fungsi, tata nilai, struktur, prosedur dan tata
aturan, serta tujuan yang hendak dicapai (Robbins dan Judge, 2016).

Organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua
orang atau lebih yang mempunyai kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu
dan secara bersama guna tercapainya sasaran atau tujuan tertentu. Artinya disini dalam
sebuah organisasi terdapat pembagian kerja, yang mana dalam organisasi terdapat posisi
yang mengatur pembagian kerja dari setiap anggota organisasi, serta terdapat sistem
tata komunikasi kerja yang memiliki fungsi agar interaksi yang terjadi pada setiap
anggota organisasi dapat terjalin dengan baik guna demi kepentingan dan tercapainya
tujuan yang diinginkan (Armosudiro dalam Fithriyyah, 2021).

Menurut Muspawi et.al (2023) terdapat beberapa hal yang menjadi unsur dalam
organisasi yaitu: a) terdapat dua orang atau lebih yang melakukan sebuah pekerjaan, b)
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terdapat pembagian dan pengelompokan pekerjaan yang terstruktur, c) terdapat sebuah
sistem kerja sama yang terstruktur, d) terdapat pembagian kerja serta terjalinnya
hubungan kerja antar sesama anggota, e) terdapat proses penyerahan wewenang dan
koordinasi setiap tugas, g) terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh setiap
anggota organisasi.

Masih menurut Muspawi et.al (2023), berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dikatakan
bahwa organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih guna mencapai tujuan
bersama sehingga terbentuk sebuah kerjasama dengan sistem kerja yang teratur dan
pembagian tugas yang berbeda-beda. Secara konseptual ada dua hal yang sangat
penting untuk dibahas dalam organisasi, yakni istilah organization sebagai sebuah kata
benda dan organizing sebagai kata kerja, ini menggambarkan pada rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan dengan teratur.

Setiap organisasi, baik yang berstruktur formal maupun informal, pasti mempunyai tujuan
spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan
tersebut setiap organisasi akan mengonsumsi sejumlah input untuk menghasilkan output,
dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi sumber-sumber ekonomi dari
bentuk yang satu menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi.
Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Secara
umum terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu (1) pure profit organization, (2)
quasi profit organization, (3) quasi non-profit organization dan (4) pure non-profit
organization. Perbedaan empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat dari tujuan
operasi dan sumber pendanaannya. Berikut diuraikan karakteristik dari keempat tipe
organisasi tersebut Mahsun, 2019).
Tabel 2.1. Tipe Organisasi

Tipe Pure Profit Quasi Profit Quasi Non- Pure Non-
Organisasi Organization | Organization profit profit
Organization | Organization
Sumber Investor dan | Investor Investor Pajak, retribusi,
Pendanaan kreditor. swasta, pemerintah, utang, obligasi,
investor investor laba
pemerintah, swasta, dan | BUMN/BUMD,
kreditor, dan | kreditor. penjualan aset
para anggota. negara, dan
sebagainya
Tujuan Menyediakan Menyediakan Menyediakan Menyediakan
Organisasi atau menjual | atau menjual | atau menjual | atau  menjual




Tipe Pure Profit Quasi Profit Quasi Non- Pure Non-
Organisasi Organization | Organization profit profit
Organization | Organization
barang barang barang barang
dan/atau jasa | dan/atau jasa | dan/atau jasa | dan/atau jasa
dengan dengan dengan dengan
maksud utama | maksud untuk | maksud untuk | maksud untuk
untuk memperoleh melayani melayani dan
memperoleh laba dan | masyarakat meningkatkan
laba sebanyak- | mencapai dan kesejahteraan
banyaknya sasaran  atau | memperoleh masyarakat.
sehingga bisa | tujuan lainnya | keuntungan
dinikmati oleh | sebagaimana (surplus).
para pemilik. yang
dikehendaki
para pemilik.
Sumber: Mahsun, 2019.

Setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, yang secara
luas dapat dirumuskan untuk memuaskan keinginan, kebutuhan, atau sasaran-sasaran
para anggotanya. Sehingga berdasarkan sasarannya, Ruhana (2018) mengklasifikasikan
organisasi menjadi: a) Service Organizations (Organisasi-organisasi pelayanan), b)
Economic Organization (Organisasi-organisasi ekonomi), ¢) Religious Organizations
(Organisasi-organisasi keagamaan), d) Protective Organizations (Organisasi-organisasi
perlindungan), e) Government Organizations (Organisasi-organisasi pemerintah), f)
Social Organizations (Organisasi-organisasi sosial).

Service Organizations (Organisasi-organisasi pelayanan) merupakan organisasi yang
menawarkan dan bersedia membantu masyarakat umum dalam sebuah pelayanan yang
diperoleh tanpa adanya tuntutan agar melakukan pembayaran penuh dengan kata lain
seikhlasnya. Misalnya sekolah, perguruan tinggi, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya
(Ruhana, 2018).

Organisasi publik berfungsi untuk mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
secara umum. Menurut Miftah Thoha (dalam Solong & Yadi, 2021) struktur organisasi
formal akan mengalami penambahan dan perubahan yang bervariasi, oleh karena itu
perlu diketahui karakteristik organisasi sektor publik.



Organisasi publik adalah entitas formal yang didirikan oleh pemerintah atau lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dan
memastikan keadilan serta keamanan. Organisasi publik juga harus memenuhi tuntutan
masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis (Pollitt & Bouckaert, 2017). Sejalan
dengan pendapat tersebut, Stillman II (2010) juga menyatakan bahwa organisasi publik
adalah sebuah entitas yang didirikan oleh negara atau pemerintah untuk menyediakan
pelayanan publik atau untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, organisasi publik juga harus memastikan
bahwa pelayanan publik yang disediakan telah mencapai standar yang ditetapkan
(Stillman II, 2010).

Kinerja organisasi dan pelayanan publik merujuk pada kemampuan suatu organisasi
publik dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti memberikan layanan
publik yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik (Wardhana, Aditya, et.al, 2022).

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih
menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur yang berbelit-belit, ketidakpastian
waktu dan biaya, serta sikap apatis pegawai (Ombudsman RI dalam Kardina, M., &
Frinaldi, A. (2024).

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang nonprofit oriented.
Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti nonprofit. Anggapan ini kurang
tepat, karena organisasi sektor publik ada yang ber-tipe quasi non-profit. Seperti yang
disampaikan sebelumnya, quasi non-profit bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan
memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Jadi
perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan
hanya organisasi non-profit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi
sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan
penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan
negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2019).

Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain: 1) penyelenggaraan
layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, 2) bukan konsumsi
individual, 3) pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang
mengikat, 4) harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Berdasarkan batasan-batasan tersebut, area sektor publik berada pada (1) pure non-
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profit organization dengan output pure public goods, (2) quasi nonprofit organization
dengan output quasi public goods, dan (3) quasi profit organization yang menghasilkan
quasi private goods. Gambar 1.2 berikut ini mendeskripsikan area organisasi sektor publik.

0
o
o]
o
0
=)
—
o
=]
o
w
o
2
o

QUASI PUBLIC GOODS
QUASI PRIVATE GOODS
QUASI PRIVATE GOODS

quasi pure
profit profit

Sumber: Mahsun, 2019.
Gambar 2.1 Area Organisasi Sektor Publik

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati public goods
and services sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak
yang telah mereka lakukan. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara harus
bisa menyediakan public goods and services tersebut untuk kesejahteraan masyarakat
secara adil dan merata. Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang
bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi
keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial,
menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif
sehingga dapat terwujud good governance dengan sebenarnya (Mahsun, 2019).

B. Model Pengukuran Kematangan Organisasi

Kematangan organisasi akan melihat bagaimana kemampuan organisasi dalam
melaksanakan proses bisnisnya, yang nantinya akan dapat dinilai kemampuannya.
Organisasi dengan tingkat kematangan yang tinggi , akan menggambarkan tata kelola
organisasi yang baik, yang akan berpengaruh kepada kinerja di atas rata-rata.
Pengukuran kematangan organisasi pertama kali dikenal dengan istilah capability
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maturity model (CMM). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Software Engineering
Institute atas permintaan Departement of Defense (DOD) Amerika Serikat dengan tujuan
membuat ujian saringan masuk bagi kontraktor yang mendaftarkan diri untuk menjadi
konsultan DOD.

1 2 3 4 S

INITIAL | REPEATABLE| DEFINED | MANACED OPTIiMZED

Sumber : Joko, Edu Academia
Gambar 2.2 Lima Tingkat Kematangan Organisasi Software Engineering Institute

Initial (beberapa dicirikan dengan tidak adanya quality assurance, tidak adanya
mekanisme manajemen perubahan, serta sangat bergantung pada kemampuan
individual). Repeatable (beberapa dicirikan dengan perangkat lunak mulai bergantung
pada proses bukan pada orang, adanya quality assurance sederhana, serta masih rentan
terhadap perubahan struktur organisasi). Defined (beberapa dicirikan dengan standar
proses pengembangan sistem sudah dibuat dan dibakukan, Kualitas proses dan produk
masih bersifat kualitatif bukan kuantitatif (tidak terukur hanya kira-kira saja) dan tidak
adanya mekanisme umpan balik yang baku. Managed (beberapa dicirikan dengan proses
penilaian kualitas bersifat kuantitatif, terjadi pemborosan biaya pengumpulan data yang
masih berbasis manual, adanya kecenderungan yang bias, serta masih tidak adanya
mekanisme kontrol kualitas, dan Optimized (beberapa dicirikan dengan data sudan
dikumpulkan secara otomatis, mekanisme feedback sudah cukup baik, serta kualitas SDM
yang meningkat dengan diiringi peningkatan kualitas proses.

Model lain dalam melihat kematangan organisasi adalah Model COBIT 5. COBIT 5,
meliputi kegiatan : Control Objectives for Information and Related Technology,
merupakan panduan yang mengarah pada Manajemen TIK. Tingkat kematangan untuk
pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode
evaluasi Pemda dari level 0 (tidak ada) hingga level 5 (Optimis), secara self assesment
(Hasan dan Arief, 2018). Skala pembuatan indeks bagi pemetaan ketingkat model
kematangan terdapat pada tabel berikut ini. (Hasan dan Arief, 2018)
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Tabel 2.2 Penilaian Kematangan

Skor-Kematangan

0.00 - 0.50 0 Incomplete Process
0,51 - 1.50 1 Performed Process
1.51 -2.50 2 Managed Process

2,51 - 3.50 3 Established Process
3.51 - 4.50 4 Predictable Process
4.51 - 5.00 5 Optimizing Process

Sumber : Hasan dan Arief, 2018

Model lainnya yang dapat digunakan untuk melihat kematangan organisasi (dikaitkan
dengan e-Government), berhasil dikembangkan oleh Gottschalk (2009). Menurut
Gottschalk, kematangan e-Government digambarkan terkait ketersediaan informasi
dan penyampaian pelayanan kepada pengguna layanan tanpa terkendala dengan
diiringi tingkat kompleksitas yang tinggi di beberapa aspek. Interoperabilitas diartikan
sejauh mana organisasi dengan praktik kerja yang berbeda dapat saling

berkomunikasi.

MODEL

INTEROPERABILITAS

Interoperabilitas
Komputer

Nilai
Interoperabilitas

Sumber : Gottschalk, 2009

Interoperabilitas
Proses

Interoperabilitas
pengetahuan

Interoperabilitas

Tujuan

N\

Gambar 2.3 Model Interoperabilitas
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Interoperabilitas Komputer. Di level ini, diperlukannya sistem perangkat agar dapat
berkomunikasi satu sama lain, baik perangkat keras dan lunak. Level selanjutnya adalah
level Interoperabilitas Proses. Dalam level ini diperlukan keselarasan proses kerja yang
saling menjalankan operasionalnya. Level 3 meliputi Interoperabilitas pengetahuan.
Dalam level ini terkait munculnya kegiatan saling sharing pengetahuan. Saling
bekerjasama untuk mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan. Nilai Interoperabilitas
berada diLevel 4. Level ini diperlukan upaya menciptakan nilai dengan menyelesaikan
masalah secara kreatif (terdapat identifikasi masalah, pemecahan jalan keluar,
pembuatan keputusan, penerapan keputusan dan evaluasi. Level tertinggi adalah Level
5, berkaitan dengan Interoperabilitas Tujuan. Pada level ini sudah tidak terdapat lagi
pertentangan dalam pencapaian tujuan (Gottschalk, 2009).

C. Pengukuran Kematangan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri
Nomor 99 Tahun 2018

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, perangkat
daerah memiliki andil penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena
berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan Pembangunan daerah. Dengan demikian,
kinerja perangkat daerah akan menentukan maju atau mundurnya suatu daerah (Yahya
dan Amzan, 2022).

Untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola
yang baik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
Peraturan ini mengukur sejauh mana tingkat kematangan perangkat daerah, dimana
semakin tinggi nilai kematangannya maka perangkat daerah telah melaksanakan tata
kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal.

Kematangan perangkat daerah menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan
aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan melaksanakan
proses produksi (Yahya, 2023). Lebih lanjut Beni (tt) menyatakan bahwa tujuan
pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah adalah: (1) Membentuk
perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga tepat fungsi
dan tepat ukuran; dan (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permendagri Nomor
99 Tahun 2018 akan menentukan indeks kematangan organisasi perangkat daeah, yang
merupakan salah satu indikator penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) di daerah (sumbawakab.go.id, 2019).
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Pembinaan penataan perangkat daerah terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang ini, yang
menyatakan bahwa pembinaan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Menteri,
sedangkan pembinaan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun dalam pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan
yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Bentuk pembinaan
perangkat daerah dapat berupa fasilitasi melalui: (1) bimtek, seminar/lokakarya, rapat
kerja, penyediaan software dan hardware; (2) konsultasi untuk mendapatkan petunjuk,
pertimbangan, dan pendapat terhadap permasalahan yang mendesak dan belum diatur
jelas dalam ketentuan perundang-undangan; (3) penilaian terhadap tata laksana, budaya
organisasi, informasi organisasi, dan Tingkat kematangan organisasi; serta (4)
penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai teringgi pada hari
Otonomi Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Lebih lanjut pembinaan penataan perangkat daerah meliputi tiga kriteria yaitu struktur
organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi, sebagaimana tersaji sebagai
berikut.

Ruang Lingkup Pembinaan
Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 4-7 Permendagri 29/2018

1. Besaran organisasi Perangkat Daerah;

Budaya organisasi yang Inovasi daerah yang dimaksud
2. Susunan Perangkat Daerah; dimaksud merupakan adalah pembaharuan
3. Perumpunan urusan pemerintahan pengembangan nilai, sikap, terhadap proses kerja untuk
yang menjadi kewenangan daerah; dan perilaku yang meningkatkan efektivitas dan
4. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah; mendukung kinerja efisiensi pelaksanaantugas
dan Perangkat Daerah. dan fungsi Perangkat Daerah.

5. Tata kerja Perangkat Daerah.

Sumber: Permendagri Nomor 99 Tahun 2018
Gambar 2.4. Ruang Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah
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Penilaian Perangkat Daerah
Penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan
tingkat kematangan suatu organisasi dilakukan terhadap 11 (sebelas) variabel yang
digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah. Adapun variabel
dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Variabel dan Penentuan Peringkat Kematangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

No Variabel Indikator
Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5

1. Perencanaan Penentuan Penentuan Penentuan prioritas | Penentuan prioritas | Penentuan prioritas
Pembangunan | kegiatan vyang | kegiatan yang | kegiatan dalam | kegiatan dilakukan | dalam dokumen
Daerah diprioritaskan diprioritaskan dokumen rencana | berdasarkan  analisis | tahunan dilakukan

dalam dokumen | dalam dokumen | tahunan dilakukan | yang membandingkan | dengan
perencanaan rencana tahunan | berdasarkan hasil (outcome) yang | perbandingan hasil
tahunan dilakukan analisis hasil | akan dicapai antara | (outcome) antara
(Renja/RKPD) berdasarkan (outcome) dan | satu alternatif kegiatan | satu alternatif
dilakukan tanpa | analisis terhadap | analisis dengan alternatif | kegiatan dengan
ada kriteria | hasil  (outcome) | kemampuan kegiatan yang lain. alternatif  kegiatan
yang terukur. apa yang akan | kegiatan yang lain dan
dicapai  kegiatan | menghasilkan hasil dibantu dengan
tersebut. (outcome). teknologi informasi.

2. Monitoring dan | Monitoring dan | Monitoring  dan | Monitoring dan | Monitoring dan | Monitoring dan
Pengendalian pengendalian pengedalian pengendalian pengendalian dilakukan | pengendalian
Pelaksanaan dilakukan dilakukan secara | dilakukan secara | secara berkala dengan | dilakukan secara
Tugas dengan cara | berkala dengan | berkala dengan | kriteria penyimpangan | sistematis,
Perangkat sederhana dan | fokus yang | kriteria yang terstandarisasi | terstandarisasi
Daerah tidak ditentukan. penyimpangan dan diikuti dengan | termasuk umpan

terstruktur. yang umpan balik berupa | balik yang didukung
terstandarisasi perbaikan yang | oleh  penggunaan
pada setiap tahap | terdokumentasi dengan | teknologi informasi
kegiatan. baik. berbasis internet.

3. Penjaminan Tidak ada | Penjaminan mutu | Mutu produk dan | Penjaminan mutu | Penjaminan  mutu
mutu layanan | penjaminan produk dan proses | proses sudah | produk dan proses | produk dan proses
perangkat mutu atas | kerja  dilakukan | distandarisasi dan | sudah  distandarisasi | dilakukan
daerah produk  yang | secara berkala | dilakukan serta dilakukan | terstandarisasi dan

dihasilkan dan | namun tidak | pengujian secara | pengukuran/pengujian | berkala oleh tenaga
atas proses | mempunyai berkala secara | secara berkala oleh | ahli bersertifikat
kerja yang | standar mutu | internal. tenaga yang | serta didukung oleh
dilakukan. produk dan proses bersertifikat. teknologi  informasi
yang ditetapkan. berbasis internet.

4. Standar Tidak ada | Definisi proses | Definisi proses | Definisi proses | Definisi proses
operasional definisi  resmi | organisasi sudah | organisasi sudah | organisasi sudah | organisasi sudah
prosedur (SOP) | proses dituangkan dalam | dituangkan ke | dituangkan dalam SOP, | dituangkan dalam
pelayanan pelaksanaan standar operasi | dalam SOP dan | sudah dievaluasi secara | SOP dan sudah
perangkat pekerjaan pada | prosedur (SOP) telah dilakukan | berkala dan dilakukan | dilakukan evaluasi
daerah perangkat evaluasi berkala | tindak lanjut terhadap | serta tindak lanjut,

daerah. hasil evaluasi | kemudian
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Indikator

No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5
terhadap penerapan SOP berupa | disesuaikan dengan
penerapan SOP. Tindakan koreksi atau | kebutuhan/keluhan

perbaikan SOP. pelanggan serta
didukung oleh
teknologi  berbasis
internet.

5. Pendidikan dan | Belum ada | Dokumen rencana | Dokumen rencana | Rencana Hasil (outcome)
pelatihan dokumen resmi | kebutuhan kebutuhan pengembangan pengembangan
aparatur rencana pengembangan pengembangan pegawai dievaluasi | pegawai dievaluasi

kebutuhan pegawai  sudah | pegawai disusun | secara regular dan | secara regular
pendidikan dan | tersusun secara | untuk seluruh | seluruh pengembangan | sebagai umpan
pelatihan pada | parsial untuk | jabatan. pegawai sudah | balik.
perangkat jabatan tertentu. dilaksanakan seusai
daerah yang dengan dokumen
bersangkutan. rencana

pengembangan

pegawai yang sudah

ditetapkan.

6. Analisis Analisis Analisis kebijakan | Analis  kebijakan | Analisis kebijakan dan | Analisis  kebijakan
kebijakan dan | kebijakan dan | yang berdampak | dan pemecahan | pemecahan  masalah | dan pemecahan
pemecahan pemecahan ke publik | masalah yang | yang bersifat | masalah
masalah tugas | masalah dilakukan oleh tim | berdampak ke | strategis/berdampak ke | strategis/berdampak
perangkat dilakukan internal perangkat | publik  dilakukan | publik melibatkan tim | ke publik melibatkan
daerah secara daerah yang | menggunakan ahli. tim ahli dengan

sederhana dan | bersangkutan. metode/teknik melakukan

dengan metode ilmiah  oleh tim konsultasi publik dan

yang tidak internal dengan analisis umpan balik

terukur. melibatkan instansi yang terukur dan
pemerintah terkait. terdokumentasi.

7. Manajemen Penggunaan Penentuan Analisis kebutuhan | Penyediaan sumber | Penyediaan sumber
sumber daya | sumber daya | penggunaan input | input/sumber daya | daya dalam | daya dan
peralatan dan | dilakukan proyek dilakukan | proyek sudah | pelaksanaan proyek | pelaksanaan proyek
perlengkapan hanya berdasarkan distandarisasi dimonitor secara ketat | dimonitor secara
kerja yang | berdasarkan analisis kebutuhan | dengan proses uji | berdasarkan  standar | ketat berdasarkan
terukur ketentuan bahan/sumber coba secara | input sumber daya, | SOP dan prosedur

formal yang | daya yang sudah | terbuka dan | SOP dan prosedur | penjaminan  mutu
berlaku. ditetapkan. menggunakan penjaminan mutu | produk dan
metode ilmiah. produk. didukung oleh
teknologi  informasi

berbasis internet.

8. Manajemen Belum ada | Sudah ada | Perangkat daerah | Perangkat daerah | Perangkat daerah
resiko manajemen sebagaian sudah menetapkan | sudah menetapkan | sudah menetapkan
pelaksanaan resiko  dalam | pegawai yang | prosedur prosedur pengelolaan | prosedur
tugas aparatur | pelaksanaan melakukan pengelolaan resiko | resiko untuk seluruh | pengelolaan resiko

tugas pada | analisis resiko | dalam pelaksanaan | tugas pada perangkat | dalam pelaksanaan
perangkat dalam tugas tertentu yang | daerah yang | tugas serta semua
daerah. pelaksanaan dipandang bersangkutan, namun | resiko dapat
tugasnya, namun | mempunyai resiko | belum dilakukan | dikendalikan tanpa

tinggi. evaluasi secara berkala. | ada kerugian baik
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Indikator

No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5
hanya bersifat bagi pegawai
individu. maupun instansi.

0, Pengukuran Belum ada | Sudah ada target | Sudah ada target | Target kinerja | Pencapaian target
kinerja target/rencana | kinerja perangkat | kinerja perangkat | perangkat daerah | kinerja  perangkat
perangkat kinerja kinerja | daerah, tapi | daerah yang | sudah dilakukan | daerah sudah diukur
daerah dan | perangkat belum konsisten | konsisten dengan | pengukuran dan sudah tercapai
aparatur daerah yang | mengacu dokumen pencapaiannya. dengan baik (di atas

terukur. dokumen perencanaan. 90%) serta telah
perencanaan dilakukan  evaluasi

daerah. pencapaian target

kinerja serta

didukung  dengan

teknologi informasi.

10. | Pengembangan | Belum ada | Pengembangan Telah disusun | Telah ada inovasi yang | Perangkat  daerah
inovasi layanan | rencana produk dilakukan | rencana dikembangkan sendiri | sudah  mempunyai
perangkat pengembangan | dengan pengembangan oleh perangkat daerah | program pengkajian
daerah produk  yang | mengadopsi inovasi baik jenis, | yang bersangkutan. dan inovasi secara

akan dilakukan | inovasi yang | mutu maupun terencana dan
secara dikembangkan metodenyaa. berkelanjutan.
sistematis. oleh daerah lain

(replikasi inovasi)

11. | Budaya Belum ada | Sudah ada slogan- | Sudah ada | Sudah ada program | Budaya organisasi
organisasi budaya slogan yang | dokumen budaya | internalisasi budaya | sudah tercermin
perangkat organisasi pada | menggambarkan organisasi yang | organisasi yang | dalam sikap dan
daerah perangkat nilai organisasi | resmi berkelanjutan perilaku pegawai

daerah. pada perangkat | menggambarkan berdasarkan dokumen | pada perangkat
daerah yang | nilai-nilai, sikap dan | resmi. daerah yang
bersangkutan. perilaku di bersangkutan
perangkat daerah berdasarkan  hasil
yang evaluasi secara rutin
bersangkutan. dan berkelanjutan.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

Selanjutnya, penilaian kematangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi
pendukung sesuai dengan indikator kematangan organisasi yang dapat berupa dokumen
kebijakan (perda, perkada, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan
tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan lain sebagainya), atau data
dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Selain itu, kematangan perangkat
daerah juga dilakukan dengan memberikan skor berurutan pada masing tingkatan yaitu
antara 1-5, sesuai dengan indikator level mana yang sudah terpenuhi. Dari penjumlahan
skor tersebut, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya
sebagai berikut:

1. Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19.

2. Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28.
3. Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28.1-37.
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4. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37.1-46.
5. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46.1-55.

Pada tahapan selanjutnya, nilai kematangan organisasi bagi pemerintahan daerah diukur
dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan,
kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah, sebagai berikut:

KOD=TNPD

JPD

KOD = Kematangan Organisasi Daerah
TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah
JPD = Jumlah Perangkat Daerah

Penghargaan

Pemerintah daerah kategori daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daeah kota yang
memperoleh nilai agregat kematangan organisasi perangkat daerah tertinggi dapat
diberikan penghargaan. Penghargaan pada level pemerintah provinsi akan diberikan
kepada 3 (tiga) provinsi dengan nilai tertinggi, pada tingkat pemerintah kota diberikan
penghargaan pada 5 (lima) daerah dengan nilai tertinggi, dan diberikan 10 (sepuluh)
penghargaan bagi pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh nilai kematangan
daerah tertinggi.

Namun demikian, untuk memperoleh penghargaan ini terdapat dua persyaratan yang
harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah, yaitu:

19



Syarat Memperoleh Penghargaan
Nilai Kematangan Organisasi

Tidak ada perangkat daerah
atau unit kerja pada
perangkat daerah yang
susunan, besaran,
perumpunan, serta tugasdan
fungsi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja pegawai
tidak melebihi 50%
dari total belanja
APBD tahun
berjalan.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
Gambar 2.5. Syarat Memperoleh Penghargaan Nilai Kematangan Organisasi

Evaluasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung efektivitas penataan kelembagaan perangkat daerah,
Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah juga mengamanatkan untuk melaksanakan evaluasi perangkat daerah
2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah,
baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan
jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Adapun evaluasi yang
dilakukan meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi
perangkat daerah.

Evaluasi pada aspek produktivitas dan efisiensi struktur dilakukan dengan cara: (a)
Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini, yang
menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar
tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan,
pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan asset, peningkatan
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kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan tugas administrasi lainnya; (2)
Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan
tugas yang menghasilkan layanan utama; (3) Sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas
layanan utama; (4) Temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil
pelaksanaan tugas; dan (5) Kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas.

Sedangkan evaluasi pada aspek struktur organisasi terdiri atas: (1) Besaran organisasi,
yang dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan
tipe perangkat daerah; (2) Susunan Perangkat Daerah, untuk membandingkan susunan
perangkat daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan perangkat daerah yang dibentuk oleh daerah; (3) Pewadahan dan Perumpunan;
(4) Tugas dan Fungsi; dan (5) Tata Kerja Perangkat Daerah.
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BAB III
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN SELURUH PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

A. Analisis Ketersedian Data Pendukung Kematangan Perangkat Daerah
Setelah pengisian kuesioner kematangan oleh perangkat daerah, tahapan berikutnya
adalah konfirmasi data pendukung yang dimiliki oleh masing-masing perangkat
daerah. Tercatat dari 40 perangkat daerah, tersisa dua perangkat daerah yang tidak
mengisi kuesioner kematangan dan tidak melakukan konfirmasi data melalui
wawancara, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kecamatan Samarinda
Utara.

Selanjutnya, sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 33% telah memiliki data
pendukung yang lengkap. Adapun, lima perangkat daerah lainnya tercatat tidak
menyerahkan data pendukung (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga
Kerja, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, serta
Kecamatan Palaran) namun empat variabelnya telah distandarkan sehingga dianggap
telah memiliki 4 data dukung variabel dari 11 variabel yang ada. Kondisi ini
menggambarkan bahwa sebagian besar perangkat daerah kurang bisa memberikan
bukti dukung.

Berdasarkan data dukung yang telah ada, diharapkan perangkat daerah dapat
melakukan pendokumentasian dengan lebih baik terhadap seluruh data pendukung
terkait tata laksana, kebijakan dan prosedur, mutu layanan, inovasi serta budaya
organisasi.

Tabel 3.1 Kelengkapan Bukti Dukung Kematangan Perangkat Daerah

STATUS
NO PERANGKAT DAERAH (FORM + BUKTI DUKUNG
WAWANCARA)
1. | Sekretariat Daerah % Lengkap
5 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat V Lengkap
Daerah
3. | Inspektorat % 8 dari 11 variabel
4. | Satuan Polisi Pamong Praja % Lengkap
5. | Dinas Kesehatan % Lengkap
6. | Dinas Perumahan dan Kawasan % 8 dari 11 variabel
Permukiman
7. | Dinas Lingkungan Hidup % 9 dari 11 variabel
8. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan v Lengkap
Sipil
9. | Dinas Perhubungan % Lengkap
10. | Dinas Komunikasi dan Informatika v Lengkap
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan v Lengkap
Terpadu Satu Pintu
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STATUS

NO PERANGKAT DAERAH (FORM + BUKTI DUKUNG
WAWANCARA)

12. Dmgs Pemberdayaan Perempuan dan v 6 dari 11 variabel
Perlindungan Anak

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan % 8 dari 11 variabel
Keluarga Berencana

14. Dinas Perikanan % 10 dari 11 variabel

15. Dinas Perdagangan % 9 dari 11 variabel

16. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan % 10 dari 11 variabel
Ruang

17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan % 9 dari 11 variabel

18. | Dinas Pemadam Kebakaran dan v 8 dari 11 variabel
Penyelamatan

19. Dinas Sosial dan Pemberdayaan % Lengkap
Masyarakat

20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4 10 dari 11 variabel

21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah % Lengkap
dan Perindustrian

22. | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 4 10 dari 11 variabel

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan % 8 dari 11 variabel

24. | Dinas Tenaga Kerja 4 4 dari 11 variabel

25. Badan Pendapatan Daerah v Lengkap

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ' 6 dari 11 variabel

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik % 8 dari 11 Variabel

28. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset % 9 dari 11 Variabel
Daerah

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan % 10 dari 11 variabel
Sumber Daya Manusia

30. Badan Pergncanaan Pembangunan Riset N 8 dari 11 variabel
dan Inovasi Daerah

31. | Kecamatan Sungai Kunjang % 9 dari 11 variabel

32. Kecamatan Samarinda Ulu % Lengkap

33. Kecamatan Samarinda Utara - 4 dari 11 variabel

34. Kecamatan Samarinda Ilir % 7 dari 11 variabel

35. Kecamatan Samarinda Seberang % 4 dari 11 variabel

36. | Kecamatan Palaran % 4 dari 11 variabel

37. Kecamatan Samarinda Kota % 9 dari 11 variabel

38. Kecamatan Loa Janan Ilir % Lengkap

39. | Kecamatan Sambutan % 8 dari 11 variabel

40. | Kecamatan Sungai Pinang % 10 dari 11 variabel
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B. Analisis Capaian Kematangan Kelembagaan

Berdasarkan hasil analisis capaian kematangan kelembagaan yang telah dilakukan
diketahui bahwa secara umum tingkat kematangan perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Samarinda berada pada level tinggi. Sebanyak tiga puluh dua
perangkat daerah atau sebesar 80% nilai kematangan perangkat daerah berada
dikisaran 38-46, atau masuk kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata
laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi perangkat daerah sudah baik,
bahkan pada enam perangkat daerah sudah sangat baik, karena tingkat
kematangannya berada pada kategori Sangat Tinggi. Adapun keenam perangkat
daerah yang masuk kategori Sangat Tinggi adalah Inspektorat; Dinas Perhubungan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; serta Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Selanjutnya, agregat nilai perangkat daerah menjadi gambaran tingkat kematangan
organisasi bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Setelah dijumlahkan dan di rata-
ratakan, nilai kematangan organisasi Pemerintah Kota Samarinda berada di angka
42,58 atau masuk dalam kategori Kematangan Tinggi.

Meskipun mayoritas perangkat daerah sudah berada pada kategori Tinggi, namun
masing-masing perangkat daerah juga tetap harus memberikan perhatian terhadap
variabel yang belum berada pada angka maksimal, khususnya bagi perangkat daerah
yang nilainya masih berada pada nilai terendah di kategori Kematangan Tinggi.
Selanjutnya perhatian khusus juga harus diberikan kepada perangkat daerah yang
nilai kematangannya berada pada kategori Sedang dan Rendah, yakni Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; serta Kecamatan Samarinda Utara.

Langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang tingkat
kematangannya masih rendah salah satunya adalah dengan melakukan studi tiru
terhadap perangkat daerah yang sudah masuk dalam kategori kematangan Sangat
Tinggi. Studi tiru ini dapat dimulai dengan mempelajari dokumentasi proses, kebijakan
dan prosedur yang digunakan oleh perangkat daerah dengan kematangan tinggi,
untuk kemudian disesuaikan pelaksanaannya dengan konteks dan kebutuhan dari
perangkat daerah masing-masing.

Tabel 3.2. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

TINGKAT TOTAL

NO. PERANGKAT DAERAH KEMATANGAN | NILAI
1 | Inspektorat Sangat Tinggi 52
2 | Dinas Perhubungan Sangat Tinggi 52
3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangat Tinggi 51
4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sangat Tinggi 50
5 | Sekretariat Daerah Sangat Tinggi 48
6 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sangat Tinggi 48
7 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Tinggi 46
8 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tinggi 46
9 | Kecamatan Samarinda Ulu Tinggi 46
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TINGKAT TOTAL

NO. PERANGKAT DAERAH KEMATANGAN | NILAI
10 | Dinas Perikanan Tinggi 45
11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tinggi 45
12 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tinggi 44
13 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tinggi 44
14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tinggi 44
15 | Kecamatan Loa Janan Ilir Tinggi 44
16 | Kecamatan Sambutan Tinggi 44
17 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tinggi 43
18 | Kecamatan Samarinda Ilir Tinggi 43
19 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi 42
20 | Dinas Tenaga Kerja Tinggi 42
21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tinggi 42
22 | Kecamatan Palaran Tinggi 42
23 | Kecamatan Samarinda Seberang Tinggi 42
24 | Satuan Polisi Pamong Praja Tinggi 41
25 | Dinas Komunikasi dan Informatika Tinggi 41
26 | Badan Pendapatan Daerah Tinggi 41
27 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tinggi 40
28 | Dinas Kesehatan Tinggi 40
29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tinggi 40
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tinggi 40
31 | Kecamatan Samarinda Kota Tinggi 40
32 | Kecamatan Sungai Kunjang Tinggi 40
33 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tinggi 40
34 | Dinas Perdagangan Tinggi 39
35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tinggi 39
36 | Dinas Lingkungan Hidup Tinggi 38
37 Badan.Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Tinggi 38

Manusia

38 | Kecamatan Sungai Pinang Tinggi 38
39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sedang 36
40 | Kecamatan Samarinda Utara Rendah 27
RATA-RATA TINGGI 42.58

C. Analisis Capaian Variabel Kematangan Kelembagaan

Selain melihat capaian kematangan perangkat daerah, analisis ini juga mencoba
melihat kondisi perangkat daerah pada 11 variabel kematangan. Pada variabel satu
dan dua, seluruh perangkat daerah telah mencapai nilai optimal. Hal ini dikarenakan
seluruh perangkat daerah telah menggunakan aplikasi penunjang E-Planning, yakni
SIMDA, serta aplikasi penunjang E-Controlling, yakni E-Tepian dan E-Dalev. Melalui
aplikasi tersebut seluruh pencapaian kinerja perangkat daerah dapat termonitoring

dengan baik, serta pengendalian pelaksanan tugas dapat dilakukan secara optimal.

Selanjutnya, pada variabel ketiga, mayoritas perangkat daerah atau sebanyak 85%
berada pada tingkat III. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu produk serta
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proses yang dilakukan oleh perangkat daerah sudah terstandarisasi secara internal.
Selain itu dokumen standar yang digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan
proses kerja maupun pemberian layanan, yakni antara lain Standar Pelayanan (SP)
serta Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dimiliki oleh sebagian besar perangkat
daerah. Kedepan, untuk meningkatkan mutu layanan, perangkat daerah juga dapat
melakukan pengujian terhadap standar mutu produk serta proses yang telah
ditetapkan dengan menggunakan pengujian tenaga ahli bersertifikat seperti
ISO/Akreditasi dari Lembaga yang kompeten.

Pada variabel berikutnya, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perangkat Daerah, terlihat bahwa 15 perangkat daerah atau sebanyak 38% telah
memiliki SOP yang dievaluasi secara berkala serta ditampilkan pada official website
perangkat daerah tersebut. Adapun perangkat daerah lainnya cukup bervariasi, ada
yang berada pada tingkat 1V, III, IT dan I. Perangkat daerah yang belum mencapai
angka optimal, biasanya dikarenakan belum dievaluasinya SOP Pelayanan secara
berkala serta belum ditetapkan secara resmi. Selain itu juga sebagian besar perangkat
daerah belum mempublikasikan SOP layanan mereka dalam official website perangkat
daerah.

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan variabel kelima dalam mengukur
kematangan perangkat daerah. Pada variabel ini yang dinilai adalah sejauh mana
perencanaan serta pelaksanaan diklat telah dilakukan oleh perangkat daerah. Dari
hasil analisis terlihat bahwa mayoritas perangkat daerah berada pada Level II dan III.
Untuk meningkatkan level OPD diperlukan penyusunan rencana kebutuhan
pengembangan pegawai untuk seluruh jabatan, serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan diklat.

Kemudian pada variabel kematangan keenam, yakni Analisis Kebijakan dan
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah, baru 13 perangkat daerah atau sebesar
33% berada pada angka optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menganalisis
kebijakan serta menyusun pemecahan masalah yang berdampak ke publik, mayoritas
perangkat daerah yang berada pada level II dan I perlu menggunakan metode teknik
ilmiah dengan melibatkan instansi pemerintah terkait. Selanjutnya, untuk meningkat
level yang lebih tingi, yakni level IV atau V, perangkat daerah perlu melibatkan Tim
Ahli eksternal dalam menganalisi kebijakan strategis yang berdampak bagi publik.

Variabel selanjutnya yakni variabel Manajemen Sumber Daya Yang Terukur (Variabel
7) dan Variabel Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur (Variabel 9) pada
seluruh perangkat daerah telah mencapai nilai optimal. Hal ini dikarenakan seluruh
perangkat daerah telah menggunakan aplikasi SINJAB dalam memonitor kebutuhan
SDM serta penggunaan aplikasi E-Kinerja dalam pengukuran tingkat capaian kinerja.
Selain itu sebagian besar perangkat daerah capaian kinerjanya berada diatas 90%,
kecuali Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; Sekretariat DPRD;
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi; serta Badan Pendapatan Daerah
yang capaian kinerjanya <90%.

Pada variabel ke delapan yakni Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur,
mayoritas perangkat daerah atau sebanyak 60% berada pada level III. Untuk
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meningkatkan level OPD ke level IV diperlukan upaya pemenuhan kelengkapan
dokumen register resiko seluruh tugas sesuai tujuan sasaran renstra serta
pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Selanjutnya, pada variabel kesepuluh yakni Pengembangan Inovasi pelayanan
Perangkat Daerah, terpantau bahwa sebagian besar perangkat daerah telah memiliki
rencana pengembangan inovasi, hanya tersisa tujuh perangkat daerah (17%) yang
berada pada level II dan dua perangkat daerah (5%) yang berada pada level 1. Agar
kematangan perangkat daerah dari sisi inovasi dapat naik level, perangkat daerah
yang berada pada level I dan II harus menyusun rencana pengembangan inovasi serta
mendokumentasikan pelaksanaan inovasi yang telah berjalan.

Variabel yang terakhir adalah Budaya Organisasi Perangkat Daerah. Pada variabel
kesebelas ini, posisi perangkat daerah hampir merata diseluruh level, namun jumlah
terbanyak berada di level II, yakni sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 32%.
Untuk meningkatkan level OPD pada variabel budaya organisasi, maka perlu
diupayakan pemenuhan dokumen penetapan nilai budaya internal perangkat daerah,
sosialisasi nilai budaya organisasi serta evaluasi berkala terhadap penerapan.
Harapannya program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan dapat
berdampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku pegawai.

Tabel 3.3 Posisi Perangkat Daerah Pada Setiap Variabel Kematangan Perangkat

Daerah
No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH
I
II
I1I
v
SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH;
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO;
DPMPTSP; DP3A; DPPKB; DISKAN;
DISDAG; DPUPR; DISDIKBUD; DPK;
PERENCANAAN DINSOS; DINKETAPANG;

1 DISKOPUMKM; DISPORAPAR;
PEMBANGUNAN DAERAH Vv DISPUSIP,; DISNAKER; BAPENDA; BPBD;
(100%) KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM;
BAPPERIDA; KEC SUNGAI KUNJANG;
KEC SMD ULU; KEC SMD UTARA; KEC
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA

JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB;
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD

ILIR
e
MONITORING DAN I
2 PENGENDALIAN II
PELAKSANAAN TUGAS III
PERANGKAT DAERAH v

27



No VARIABEL TINGKAT | JUMLAH PERANGKAT DAERAH
SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH:
DISDUKCAPIL; DISKOMINFO:;
DPMPTSP; DP3A; DPPKB; DISHUB;
DISKAN; DISDAG; DPUPR; DISDIKBUD:;
DINSOS; DINKETAPANG;
DISKOPUMKM; DISPORAPAR;

v DISPUSIP; DISNAKER; BAPENDA; BPBD;

(100%) KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM:;
BAPPERIDA; KEC SUNGAI KUNJANG;
KEC SMD ULU; KEC SMD UTARA; KEC
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA
JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB;
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD
ILIR

e et s
I
(5%) KEC SMD UTARA
II
SETWAN; DINKES; SATPOL PP: DLH;
DISKOMINFO; DP3A; DPPKB; DISKAN;
DPUPR; DINSOS; DINKETAPANG;
DISKOPUMKM; DISPORAPAR;
DISPUSIP; DISNAKER; DISDIKBUD;
SENJAMINAN MUTU - BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL;
3 | LAYANAN PERANGKAT (85%) BPKAD; BKPSDM; BAPPERIDA; KEC
DAERAH SUNGAI KUNJANG; KEC SMD ULU; KEC
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA
JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB;
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD
ILIR
v DPMPTSP; DISDAG
(5%) !

\Y

55%2 DISDUKCAPIL; DISHUB

: KEC SMD UTARA

(5%)
(1{)1%) KEC LOA JANAN ILIR; DP3A; DPK
ﬁ;gggéﬁf?gggSIONAL DINKES; DISDAG; DISKOMINFO;
4 PELAYANAN PERANGKAT I11 DPUPR; BAPPERIDA; BAPENDA; BPBD;
DAERAH (23%) KESBANGPOL; KEC SMD ULU; KEC
SUNGAI PINANG
v DISKAN; DISKOPUMKM; DISPUSIP;

(25%) DISNAKER; DISDIKBUD; KEC PALARAN;
KEC SAMBUTAN; KEC SUNGAI
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PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR

ANALISIS KEBIJAKAN
DAN PEMECAHAN
MASALAH TUGAS
PERANGKAT DAERAH

MANAJEMEN SUMBER
DAYA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KERJA
YANG TERUKUR

No VARIABEL TINGKAT | JUMLAH PERANGKAT DAERAH
KUNJANG; KEC SAMSEB; DISPORAPAR;
DISPERKIM
SETWAN; SATPOL PP; DLH;
v DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP;
(37%) DINSOS; DINKETAPANG; DPPKB:;

I

BPKAD; BKPSDM; KEC SMD KOTA;
SETDA; INSPEKTORAT; KEC SMD ILIR

DISKOMINFO; DISDAG; DISDIKBUD;

(15%) | KEC SMD UTARA; KEC SUNGAI PINANG
SATPOL PP; DLH; DPMPTSP; DPPKB;
I DISKAN; DPUPR; DINSOS;
(38%) | PINKETAPANG; DISPUSIP; BAPPERIDA;
BPBD; KESBANGPOL; BKPSDM; KEC
SMD KOTA; BPKAD; KEC SMD ILIR
SETWAN; DINKES; DISDUKCAPIL;
- DISPORAPAR; DISNAKER; BAPENDA;
(35%) | KEC SUNGAI KUNJANG; KEC PALARAN;
KEC SAMBUTAN; DP3A; DPK; KEC
SAMSEB; DISPERKIM: SETDA
v
(10%) | DISHUB; DISKOPUMKM; KEC SMD ULU;
(z\f,/o) KEC LOA JANAN ILIR; INSPEKTORAT

I

DLH; DISDIKBUD; BKPSDM; KEC SMD

(10%) UTARA
- DPPKB; KEC SUNGAI KUNJANG; KEC
(12) | PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC SUNGAI
PINANG
SATPOL PP; DISDAG; DISNAKER;
III DISPORAPAR; KESBANGPOL; KEC LOA
(20%) JANAN ILIR; KEC SAMSEB; KEC SMD
ILIR
SETWAN; DINKES; DISKOMINFO;
v DINKETAPANG; DISKOPUMKM;
(25%) BAPENDA; BPKAD; KEC SAMBUTAN;
DP3A; DPK
DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP;
Y DISKAN; DPUPR; DINSOS; DISPUSIP;
(33%) BPBD; BAPPERIDA; KEC SMD ULU;

SETDA,; DISPERKIM; INSPEKTORAT

II

III

v

29



No VARIABEL TINGKAT | JUMLAH PERANGKAT DAERAH
SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH:
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO:;
DPMPTSP; DPPKB; DISKAN; DISDAG;
DPUPR; DISDIKBUD; DINSOS;
DINKETAPANG; DISKOPUMKM;
DISPORAPAR; DISPUSIP; DISNAKER;

v BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL;
(100%) BPKAD; BKPSDM; BAPPERIDA; KEC
SUNGAI KUNJANG; KEC SMD ULU; KEC
SMD UTARA; KEC PALARAN; KEC SMD
KOTA; KEC LOA JANAN ILIR; KEC
SAMBUTAN; DP3A; DPK; KEC SUNGAI
PINANG; SETDA; KEC SAMSEB;
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD

ILIR
e

DLH;KEC SMD UTARA

(7%)
(7I£/o) DP3A; DISPUSIP; DISDIKBUD; BPKAD
SATPOL PP; DINKES; DISDUKCAPIL;
DISKOMINFO; DISDAG; DINKETAPANG:
DISPORAPAR; DISNAKER; BAPENDA;
MANAJEMEN RESIKO I BPBD; KESBANGPOL; BKPSDM; KEC
8 | PELAKSANAAN TUGAS (61%) SUNGAI KUNJANG; DPUPR; KEC SMD
APARATUR ULU; KEC PALARAN; KEC SMD KOTA;
KEC SAMBUTAN: DPK; KEC SUNGAI
PINANG; SETDA: KEC SAMSEB;
DISPERKIM; KEC SMD ILIR
v SETWAN; DISHUB; DPMPTSP; DPPKB;

(20%) DINSOS; DISKOPUMKM; BAPPERIDA;
° KEC LOA JANAN ILIR;

;5\{)/0; DISKAN; INSPEKTORAT
I
I
III
v SETWAN; DISKOPUMKM: BAPPERIDA;
(10%) KEC SMD ULU;
SATPOL PP; DINKES; DLH:
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO:
DPMPTSP; DPPKB; DISKAN; DISDAG;
DPUPR; DISDIKBUD; DINSOS;
DINKETAPANG; DISPORAPAR;
DISPUSIP; DISNAKER; BAPENDA; BPBD:;
KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM: KEC

PENGUKURAN KINERJA
9 | PERANGKAT DAERAH
DAN APARATUR

Vv
(90%)
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No

VARIABEL

TINGKAT

JUMLAH PERANGKAT DAERAH

10

11

PENGEMBANGAN
INOVASI LAYANAN
PERANGKAT DAERAH

BUDAYA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

I

SUNGAL KUNJANG; KEC SMD UTARA;
KEC PALARAN: KEC SMD KOTA; KEC
LOA JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN;
DP3A; DPK; KEC SUNGAI PINANG;
SETDA; KEC SAMSEB; DISPERKIM;
INSPEKTORAT; KEC SMD ILIR

KEC SMD UTARA

(5%)
I DINKES; DISDAG; DISDIKBUD;
(17%) BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL:
BKPSDM
11 DISPORAPAR; SETWAN; SATPOL PP;
(15%) DPPKB; KEC PALARAN; DPK; KEC SMD
KOTA
DLH; DISHUB; DISKOMINFO; DPUPR;
DINKETAPANG; DISKOPUMKM;
v DISPUSIP; DISNAKER; BPKAD; KEC
(41%) SUNGAI KUNJANG; KEC LOA JANAN
ILIR; KEC SAMBUTAN; DP3A; KEC
SUNGAI PINANG; KEC SAMSEB; KEC
SMD ILIR
V DISDUKCAPIL; DPMPTSP; DISKAN;
(22%) DINSOS; BAPPERIDA; KEC SMD ULU;

I

SETDA; DISPERKIM; INSPEKTORAT

DPPKB; DISKAN; KEC SUNGAI
KUNJANG; KEC SMD UTARA;

o)
(15%) DISPORAPAR
SATPOL PP: DINKES; DLH: DINSOS;
11 DISPUSIP; DISNAKER; BPBD; BKPSDM:
(31%) DP3A; BPKAD; KEC SMD KOTA; KEC
SUNGAI PINANG; KEC SAMSEB
SETWAN; DISKOMINFO; DISDAG;
- DINKETAPANG; DISKOPUMKM:;
(27%) DISDIKBUD; BAPENDA:; KESBANGPOL:
KEC SMD ULU; KEC LOA JANAN ILIR;
KEC SAMBUTAN; KEC SMD ILIR
v DPUPR; KEC PALARAN; SETDA;
(12%) DISPERKIM: INSPEKTORAT
Vv DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP;

(15%)

BAPPERIDA; DPK
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D. Uraian Pencapaian Kematangan Kelembagaan Masing-Masing Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori
SANGAT TINGGI dengan nilai total 48. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 11

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 1

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 7

Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel memiliki nilai optimal, yakni 7.
Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 3 variabel
(27%) berada diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (variabel
8); Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 5); serta Manajemen Risiko Pelaksanaan

Tugas Aparatur (Variabel 8).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Sekretariat Daerah:

Variabel 5
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur)

Sekretariat Daerah perlu menyusun rencana
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi
secara reguler atas hasil pengembangan
pegawai sebagai umpan balik
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penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan

Variabel 8 Sekretariat Daerah perlu melakukan evaluasi
(Manajemen Risiko Pelaksanaan | terhadap pengelolaan risiko secara berkala,
Tugas Aparatur) serta memastikan semua risiko dapat

dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi
pegawai maupun instansi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Sekretatariat Daerah sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan  dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

g

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Rembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Sekretatariat Daerah secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet
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Bukti Dukung: Sekretatariat Daerah telah melakukan e-controlling dengan
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Sekretariat Daerah sudah distandarisasi dan dilakukan
pengujian secara berkala secara internal.

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi

STANDAR PELAYANAN
BAGIAN KERIASAMA DAN ADMINISTRASI WILAYAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA.

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan Sekretariat Daerah dalam SOP, sudah
dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP

34



Bukti Dukung: Telah terdapat Dokumen SOP yang telah dievaluasi, serta tersedia
secara online
PSR p s — T T ) YT —
. & ~ r [ Tangeei z T 20 November 2022 |
o, [ 1 —
* SEKRETARIAT DAERAH : [ ] R ————
[ [oncon | A T \
’ SEXAETARAT OAERA KOTA SAMARNOA |
o :::&, |
m :
e (w Tr—— ]
- = L — L — 1
: = P O Ly
3 A e [
a R < o
s :-v:‘nn Pomerntsh Nomor & 0
[ P e e o Loy
e = | PERALATAN GAN PERLENGKAPAN —
: o — A
ﬁ |2 peey ” 2 Kowpuet 7. Tehpen
e - — =T
[EeE— | T ATAN Do PENCATAAN 1
—
bR [ -

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Sekretariat Daerah Dokumen sudah menyusun rencana kebutuhan  Dokumen
rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam
penganggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah_

Administras ) ) - i ) 505.000.000,0(
|- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 505.000.000,0(
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.877.670.000,0(
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.627.670.000,0(
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,0(
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,0(

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik

melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Kebijakan yang melibatkan Tim Ahli eksetrnal

Nasbal Abadoride >
RANCANGAN PERUBAHAN PERDA TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NASKAH AKADEMIK
PENATAAN KELURAHAN PADA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023

L .

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA SAMARINDA

1. Dasar Hukum N o
1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. S e Eee T e
12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

penyusunan bersama dengan instansi tim teknis. Hal ini dikarcnakan adanya aturan yg terus
berubah ubah khususnya aturan pelayanan perizinan schingga mengubah mekanisme
pelaksanaan SOP .

Selain itu, Perwali tentang SOP DPMPTSP Kota Samarinda telah diajukan di bagian hukum

namun belum terbit dikarcnakan menunggu lampiran keputusan yang berisi tentang
mekanisme pelaksanaan SOP

Samarinda, 02 Juni 2022

Administrasi Pemerintahan,
13. Peraturan Walikota Samarinds Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Oy Prosedur F & Lingkungan Pemenintah
Kota Samarinda, s g ame
1.4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
ANALISIS JABATAN
Peraturan  Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Produk Y
Layanan Perizinan dan Non Penizinan D
ANALISIS BEBAN KERJA
et et e i e R st e At
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pada dasamya, Standr operasionl prosedar (SOF) yang b sedang alam ahap e T

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)

Sekretariat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko  dalam

pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti Dukung: Sudah terapat Dokumen Analisis Risiko

N

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Samarinda
Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Tahun Penilaian : 2023

Meningkataya Sistem Pelayanan Publik Nilai TRM 58  Ketepatan dara dukumg L

Ketelambatan

S [N S P T R p—
e e Nilai AKIP 6152 i | e ? Teskontrol tneay chabkan Sekretariat Daerah

dalem penenmazn data petdnt
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Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan

baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Sekretariat Daerah capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

& M zecciaasn

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.

Bukti Dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan serta Rencana
Pengembangan Inovasi ke depan

BAB 1
LATAR BELAKANG MASALAH

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
ak tanggal 18 Oktober 2019 perm

e a o
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40. Sistem Monitoring 2025-2029 | Tersedianya Sarana SETDA
Implementasi Reformasi monitoring dan
Birokrasi / e-RB evaluasi pelaksanaan
RB
41. Aplikasi TPAKD (Tim 2025-2029 | Mewujudkan SETDA
Percepatan Akses Keuangan masyarakat yang
Daerah) memiliki pemahaman
mengenai inklusi
keuangan

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.

Bukti dukung: Terdapat Budaya Kerja Pemberian Penghargaan ASN AWARD serta
Pedoman Kode Etik

Samarinda, 24 Mei 2022

Kepada Yth,
1. Sekretaris Daerah Kota Samarindi
2. Staf Ahli Walikota BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
3. Kepala Perangkat Dae & )

dilingkungan  Pemerintah K A %)

Samarinda =
4. Inspektur Daerah Kota Samarinda E
5. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
6. Direktur RSUD I.A Moeis 2 »
7. Camat dan Lurah se-Kota Samarit -
di- Nomor 11 [ Tahun 2012

SAMARINDA SALI NAN
SURAT EDARAN
Nomor : 061/ 0994 /013.02 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
Tentang NOMOR 11 TAHUN 2012
i ) SALINAN

IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRAN

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOT/ TENTANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagun
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Impl«
Employer Branding Aparatur Sipil Negara, dengan ini ¢
hal-hal sebagai berikut : N

! ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
IGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

 RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salal
pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas
keseragaman nilai-nilai dasar ASN, sehingga pa
Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan coi  Memsbens =
ASN “BerAKHLAK" dan employer branding /
Bangsa", Py 9 WALIKOTA SAMARINDA,

2. Core values ASN BerAKHLAK sebagaimana dimak
sebagai berikut:

+ Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen member
kepuasan masyarakat;
* Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas keperc

a. bahwa dalam rangka mewujudkan
Pegawai yang bersih, berwibawa, dan
bertanggung jawab serta memiliki
integritas dalam menjalankan tugas,
dinerlukan peninekatan disinlin Pegawai

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI

dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran
capaian sebagai berikut:
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Variabel 11

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 7

Variabel 1
5

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Sekretariat DPRD sudah optimal pada 4
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36.36%. Namun demikian, Sekretariat
DPRD masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3 (Penjaminan Mutu
Layanan Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 10
(Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya Organisasi

Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Sekretariat DPRD:

Variabel 3
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat
Daerah)

Sekretariat DPRD perlu melakukan
penjaminan mutu produk dan proses layanan
yang terstandar serta dilakukan pengukuran/
pengujian secara berkala oleh tenaga yang
bersertifikat (terakreditasi/

Variabel 11
(Budaya Organisasi Perangkat
Daerah)

Sekretariat DPRD perlu menyusun program
internalisasi budaya organisasi  yang
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi
hasil evaluasi rutin dan berkelanjutan.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Sekretariat DPRD sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosdime ® o0 &L P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

— | e | — [ N T

bt pmrinatae b [ enaz -

Cascading ——

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Sekretariat DPRD secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

| stan Basu Feanmat M. 2 Kelurahan Petsbun: arinda Keta Talapon (0541)
Samaneda { Kasmantan Timue | Koo Pos 75112
; Emad

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

208488 - 208487

NOTULEN RAPAT ST)
DPRD KOTA

TURAL
DA

a.  Hari/Tanggal i Kamis, 4 Januari 2024

b Pukul 10.00 Wita

c. Tempat :  Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Samarinda

d. Acara i Rapat Evaluasi Triwulan IV Pelaksanaan Kegiatan T.A 2023
. Pemimpin Rapat Ir. Agus Tri Sutanto. MT (Sckretaris DPRD)

£ Peserta

¢ 1. Seluruh Pejabat Struktural
3. Scluruh Sub. Koor Sckretariat DPRD
5. PPKom

I Notulen Rapat :

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Sckretariat DPRD Kota

Samarinda pada triwulan IV tabun anggaran 2023 adalah scbagai berikut ©

Tindak Lanjut Dari Permasalahan

Whats App:

Melakukan kreativitas dan inovatif untuk mencapai target kinerja tahun 2024;

Mengumumkan kepada sctiap bagian untuk mengumpulkan data melalui grup

Berkoordinasi dengan pihak bkpsdm dan pihak penyelenggara bimtek:

secara internal

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

e Bk Rt Mo 2 Keaton Pt Kocatan Sumad ok ek 541) 20565 - 10567
SunercsKaro T ) Kot Pon 510

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.8.3.200301020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : @ bahwa unluk melaksanaken amanal Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 fzhun 2008 tentang
Pelayanan Pubik pasal 20 dan Peraturan Daerah Koia
Samarnda _ Nomor O Tahun 203 tentang

Bukti dukung: Tersedia dokumen SPP dan SOP

‘Nomor SC™ SOPI0291020
| Tanggal Pembuatan S Januari 2022
| Tanggal Revisi 7 Januari 2022
Tanggal Efekif 4 Januari 2022
Disahkan Oleh & Dewan
) AN
5 ’
/2 a
L(sEAY))
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA b
199603 1 004
SUB KORDINATOR KEUANGAN Judul SOP Verifikasi Berkas Pea PP dan SPM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 7,
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana telsh diubsh dengan persturan permendagri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor $§ Tahun 2008 Tentang cara Penatausshasn dan
< 3 .

hara sampai

3. Keputusan Walikota Samarinda No.900/00%/HK-KS//2022 tentang Petunjuk Teknis
Peruntukan Belanja dan Pertanggung Jawaban Belanja Satuan kerja Perangkat Dacrah.

1. Memahami tentang proses verifikasi berkas pengajuan SPP

2. Memiliki kemampuan dalam verifikasi berkas pengajuan SPP
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

4. Pendidikann SMA, D3, dan S1

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan SPP dan SPM 1. Data- data 3
2. Komputer / printer / scanner / alat tulis kantor
3. Jaringan intemet
4. Petunjuk Teknis (JUKNIS) Perwali Tentang Teknis Verifikasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila ads keterlambatan Verifikasi maks akan berpengaruh terhadap pembuatan SPMU dan | 1. Disimpan sccara elektronik / manual
SP2D
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta

didukung oleh teknologi berbasis internet.

Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi dan penyampaian menggunakan
teknolog| informasi

enin, 8 Juli 2024
“} Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kota Samarlnda 11 07 58 AM
Beranda Sekretariat DPRD ~ Profil DPRD ~ Info. Publik - Alat Kelengkapan - Media - Unduhan -
Boranda /. ledormas Pubii 1 Dokusmen
Perencanaan Dokumen Pelayanan

Produk Hukum

1 Standar Pelayanan S sariat DPRD Kota Samarinda

Anggaran 2 SOP ( Standar Operasional Prosedur )

KU
FEMERINTAIAN KOTA SAMARINDA
RETARIAT DPRD
TH R = ANSiPE =

Doar Mot ICoamnihas Folakaane

T e T3 T S00n S emias Tempe i R e = T = = g P P <P
23 Tatwen S013 sensang Perstahan Kedis Atas Perrmendesss Nomer 13 Talwn 3506 2 Dwpeat Memartritho SPM sesiani Promedur

me” Tabam 2008 Temteng s Lagocan J—— era 3. Mumre Borhoondinast Sengan Semea Pihak Terkan Penangansel
b wall ~o. Letang Pemeniuk Teants Fersmietoe Fclanje fon Perton g [+ Pensisin DI 2am 51

A o o

Frreriaien Feratmean dan

T T Darn daie Pemiubn,
. K oespanen/PrineceSeunmerAlat Tulls Kantoe

3 Saremgen Srmernet

Feringaten Peecatatan dam
[ Terohat e ahan Terhadeg peh s SPAMU dam SP30. g e cleRarom maneal

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh

jabatan
Bukti dukung: Ada rencana kebutuhan diklat komprehensif
USULAN BIMBINGAN TEKNIS & DIKLAT SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024
b PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Diklat | Didat [Diklat/apung| Orientasi | lin |  Uji f ( £9)|  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
e B L o o e P Bt e
~ SURATTUGAS
1 Kearsipan v v Dinas Kearsipan ~ [Rp Nomor : 000.1.2.3 / 11/ Bimtek-Set.DPRD/ Vil /020
‘ Universitas/Lembaga
2 | BintekRencana Slrategls v Swasta Dasar: 1 Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi
Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Bimtek Manajemen Pokok : { Satuan Baya Peralanan D i)
3 " v Mendagri fip 2 Perwali No. 02 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota
Pikiran Samarinda
3. SuratUndangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Tanggal 10 Juni 2024
4 | Bimtek Manajemen Reses v Mendagri  [Rp
- . : MEMERINTAHKAN
5 Bimtek Website v fp
Kepada:
Diklat
v BKPSOM B
. Fungsional/Penyetaraan v
4 Asosiasi Sekretaris
1 Bimtek ASDEKS| v
Dewan
8 | Bimtek Publik Relation v fip
imtek P ]
9 i S V LKPP/Lembaga Swasta |Rp!
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REKAPITULASI DAN REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SEKRETARIAT DF

Mama Bimtek Tanggall Tempat

Dalarm Rangka FMenghadiri Lndangan Rapat
. . F.oordinas Tekni=s Yang diselenggarakan 03 =fd 05 kAdaret 2023, -

Dra. Ita Asrnaniah. bA.Si Olel Sekretariat Daerahk, Di Kantor Bupati F.ubar

FoLtai Barat

Dalarm Rangka FMenghadiri Lndangan Rapat
Foordinasi Teknis Yang diselenggarakan 03 =/d 06 karet 2023, -
Oleh Sekretariat Dasrak, O Kantor Bupati FLbar

Fotai Barat

Dalam$m Rangka kFMdenghadini Undangan

Rabeldin, S Kom FAerngernai Bimtek SIFD-RHl dengan Tema 29 Februari =fd 032 karet
T Gambararn Lmoum dan Fuang Lingkup SIFD- 2023, Yoguwakarta

Rl darn Praktikum SIFD-FI. di Yoguwalkarta,

Fladua lndresweari

Dalam$ RangkEEemghadiri Lndangan
FAerngerna Bimtek SIRFD-Fl desngan Tema 29 . FEebruari =d 0@ Fdaret
Gambaran Ummuco dan Foang Lingkdap SIFD- 202353 oguwakarta

Fl darn Praktikum SIFD-Flgdidfaguwakarta.

Eernnu

Dalarm$m Rangkas rdenghadiri Badangan
F.egiatarn “wWorkshop Jurnalistik, vang 0& =id 09 kAaret 2023,
di=zelenggarakan Oleh Faltinn Post, D Swiss- Balikpapan

Belhotel Balikpapan.

Ferru Sachfiari &, SE

Dalam$m Rangka kFMdenghadini Undangan
F.egiatarn “wWorkshop Jurnalistik, vang 0& =id 09 kAaret 2023,
di=zelenggarakan Oleh Faltinn Post, D Swiss- Balikpapan

Belhotel Balikpapan.

Fachrur Sofian Hadi

Dalarm Rangka FMenghadiri Lndangan Rapat
Foordirna=i ADIH. Yvarng diselenggarakamn Olek 05 =fd 02 kAaret 2023,
Sekretariat Dasrah. i Hotel FRowal “Yictoria F.kirm

Sarngatta Foutai Timmar.

Arga Oimas Anggara,. SE.MH

Dalarm$m Rangka FMengikut Fegiatan Felatiban
Harrod Fadatuan Sambo. SE RS0 Persiapan FMaza Pen=siun, di RMalang Jawa 14 =d 18 kAei 2023, kAal ang
Tirmr.

Dial oo Plamol o bdermoibes b W oeoiataes Belabilboses

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke
publik melibatkan tim ahli

Bukti dukung:

. > 1) pEM'mNIAHKO!ASAMARIN()A SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1 . DAERAH KOTA SAMARINDA SUB BAGIAN

SEKRETARIAT DAI‘:RAH KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

2 Telapon (0541) 741798 (Protokol) Fax 741455

Jatan Kesuma Rangss Nomor

SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA AMARINDA

)24

NOMOR: 100.3. 10-05/ 135/HK-KS/VIll

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSAN

BANTUAN HUK

A\

Rakyut Daerah K i ahut

bahw ntuk ksanakan Ul dan  fungm Tim
Peluksana  Pendampinga fan  Bantuan  Hukum TIM PELAKSANA
dimuksud, perlu dibantu oleh Tim Sekretariat Pelaksana PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT
Bantuan Hukum Sekretariat Dewan DPRD TAHUN 2023
Jaernh Kot Samarinda Tahun 2023 DAN

SEKERTARIAT TIM PELAKSANA
PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT

DPRD KOTA SAMARINDA

Pendampingan
Perwakila

¢ bahws  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud datam huruf @ dan hurul b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerat
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Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

@ AT et s & + 0 &P

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

AMIAB & ABK

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi
secara berkala

Bukti dukung: Telah disusun RTP Sekretariat DPRD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda ( Kalimantan Timur ) Kode Pos 75112
https_//dprd samarindakota go. id/ Email : sekretariatdprdsamarindai@gmail. com

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 400/ Ogylo20

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

Menimbang 3 a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan dan
memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Samarinda dan dalam rangka
mewujudkan dan periu menetapkan strategi manajemen resiko terintegrasi di
lingkungan Sekretariat DPRD Kota Samarinda periu adanya Langkah - langkah
perbaikan dan yang bersifat Intermal maupun eksternal termasuk resiko yang
bersifat factual maupun yang bersifat potensial;

=) Bahwa dalam rangka mengantisipasi berbayal potensi resiko tersebut periu
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ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN PEMANTAUAN RTP

Vo sudah | Existing i Respon Siatus Risiko setslah ada - Target Pelaksana N Waliu {Bulan) e Pemilik
ada MemadailT| Efektifl Residu Risiko [ e mungkin ne"m";:'l‘,d“k n""m"‘;:'l‘,d“k Pengedalian (Pihak | Risiko/Penang
(Kepatuhan /Aturan/SOP | idak Tidak | (AdaTidak) | (Diterima, an e P P [112|3|s[s|s|7|8[s|t0[11] 12| yamelaksankaan | gungjawab
diny memadai |  Efektif | (Likehood) ] |[Em RTP) Risiko
16 7 1 19 20 7 2 E 2 % %
1. SOP Pelayanan Tidak Tidak E fektif Ada Mitigasi 1 1 1 1. Mengikutsertakan 6Bulan |Sekretaris DPRD 1. Mengikutsertakan Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD
Masyarskat/ Penerimaan | Memadsi seluruh pejabat seluruh pejabat
Tamu sirukirural, sub sirubirural, sub
koordinator / pejabat koordinator / pejabat
Tk | TdakEfeltf | Ada fungsional dan staf fungsional dan siaf
Memadsi pelsksana mengiui pelakszna mengikuti
2 Mengkutsertakan Kepala bimtek keprotokolan bimtek keprotokolan
Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan serla
Kepals Sub Bagian Humas | Memacal |  Efekt Titak
g:;;’;“:‘:ﬂrﬁ;ﬂ stat 2 Wembuaiapikasi | 6Bukn |Kepala Bagian 3 Wembuat apikasi Kepala Bagian | Sekretaris DPRD.
Keprotokolan pelayanan Persidangan dan pelayanan masyarakat Persidangan dan
masyarakat Perundang-undangan Perundang-undangan
berserta Kepala Sub berserta Kepala Sub
Bagian Humas, Pratokol Bagian Humas,
3. Pengarahan kepada ASN |dan Publikasi Protokol dan Publikasi
dan fon ASN Selaetariat
DPRD Kola Samarinda

tentang afttude dantata cara 3 Kepala Bagian 12Buln |Kepala Bagian 3 Kepala Bagian epaa Dagian | Sekretaris DPRD.

penerimaan tamu dan Persidangan dan gan dan gan dan Persidangan dan
pelayanan masyarakat Perundang- Perundang-undang Perundang-undang Perundang-undangan
undangan berserta berseria Kepala Sub berserts Kepala Sub berserta Kepala Sub

Kepala Sub Bagian Bagian Humas, Protokol Bagian Humas, Bagian Humas,
Humas, Protokol dan dan Publikasi Protokol dan Publikasi Protokol dan Publikasi
Pubiikasi mengintensifkan
dan/atau meningkatkan
dan/atau frekuensi pemberian
meningkatkan pengarahan
frekuensi pemberian
pengarahan

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4)
Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.

Bukti dukung: Ada target kinerja, sudah dilakukan pengukuran

= DALEV || BAPPEDA ¥ E-SAKIP REVIU =

esrmenpan.goid

lretarist DPRD ) Setwan Samarinda login @ anau  (© WhatsApp @ AdobeAcrobat  «f Gmal  + YouTube & Maps ™ Login | Din Elektronik | Kot... » | [3 AllBookmarks

SAKIP REVIU a ‘ @ - onsamcinas

Laporan Kinerja Dashboard / Laporan Kinerjs

ahun  All gl Coari

Tgl
No T Username Unit Kerja Upload Dokumen Keterangan Aksi Tanggapan

an.kot.samarinc

LAPORAN KINE

216 PM
6/11/2024
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
Bukti dukung:

25 tdprdsamarinda.id $ O 5 tdprdsamarinda.id  + H 07.57

x @ Doshboard
samarindo.id

Rapat

Beranda / Rapat

Dashboard

Beranda / Dashboard Linaernita Daftar Rapat | Bjexport Kehadiran

<+ Tambah Data

Jumlah Rapat Angota DPRD @ Dashboard

136 45 I Alat Kelengkapan Nomor Undangan

Nomor Undangan

—~DPRD:Kota
o Samarinda Selengkapnya © Selengkapnya ©

Pimpinan Rapat

Sekretariat DPRD Jenis Rapat

. . Anggota 1 Jenis Rapat

Sign in to start your session

Username / Nik =

Selengkapnya© G ENEL)

Password a8 Tanggal :
Remember Me s/d
Aksi
Q cari

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.
Bukti dukung:

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR 814 / 096 7 020

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024

TENTANG : NAMA-NAMA PEMENANG ASN DAN PEGAWAI NON

ASN YANG BERPRESTASI DI SEKRETARIAT DPRD
KOTA SAMARINDA

S - T

NAMA

NO KATEGORI [ NILAI
T AT . J Pejabat Struktural ' — 1
1 Eni Sri Sulistyawati, S.Pi | Berkinerja Terbaik 97.18 |
1 I Pejabat |
. Fungsional/Sub |
2 Nanang Paderi, SE Kordinator Berkinerja 96,59 ‘
%) . | Terbaik Y
ASN Berkinerja |
2 Jariah, SE Terbaik 97.08 |
3 ! Romy Hartono, S.HI Asn Inovatif } o3 ‘

| 4 | Bebie Praseliana A, s | Nen AT Sotnena 96.83
| S Benny Non ASN Inovatif 98,00 ‘

Ditetapkan di Samarinda

Pada nggal - 16 Februari 2024

Rid<ota Samarinda

B & |>. mMT
»F oz Muda / IV.C

S P T
N DL BESOe=S0 199603 1004

3. Inspektorat
Inspektorat memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori SANGAT

TINGGI dengan nilai total 52. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

1,5

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa sembilan variabel (82%) memiliki nilai optimal,
yakni diangka 5. Adapun satu variabel berada diangka 4 yakni Budaya Organisasi
Perangkat Daerah (variabel 11), sedangkan sisanya, yakni sebanyak 1 variabel diangka
3 yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Inspektorat:

Variabel 3 Inspektorat perlu meningkatkan penjaminan
(Penjaminan Mutu Layanan | mutu produk dan proses serta dilakukan
Perangkat Daerah) terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli

bersertifikat serta didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Variabel 11 Inspektorat perlu melakukan monev budaya
(Budaya Organisasi) organisasi secara berkala yang digunakan
sebagai rencana tindak lanjut perbaikan.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Inspektorat sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan  dalam  dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi
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Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

« C % sipdgoid/mun/#

Y

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Inspektorat secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti Dukung: Inspektorat telah melakukan e-controlling dengan menggunakan
E-Tepian dan E-Dalev




Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Inspektorat sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian
secara berkala secara internal.

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen SOP dan SP

Nomor SOP [SOP/70(/ A0 3 200
[Tangear
Pembuatan 25-0ct-22

el Reviwr [ 5-0ct-23 S —
anggal BTkl [23-Oct- 23 Z RN
Disahian Olch 7S X :y§,\m-xn'§
el A
\>
(%[ mspextorat|”)| L4

I
#\  DAERAH
PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA : f—
INSPEKTORAT 15MAY/ANDI SUPRIANTO, SE
-?\,,\_, h4053 11986031001
SEKRETARIAT Nama SOP Pelayaban Kotisultasi Berbasis Web (Pesut-Web)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undsng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T Dapat menggunakan komputer
2. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Memuliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan
yang terkait
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tabun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelsyansn Publik 4. Diutamakan Jabatan Struktural (Irban) dan Jabatan Fungsional
Auditor / P2UPD Madya / Muda
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik $. Memuliki kemampuan komunikasi yang bask
5. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tabun 2021 tentang Perubshan atas Peraturan Dacrah Nomor 4 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan |6, Memiliki jiwa melayani

Perangkat Dacrah
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dacrah Kota Samarinda
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 104 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sorta Tata Kena Inspektorat

Kota Samarinda
Keterkaitan Peralatan dan Per n
SOP Penyusunan Laporan Kegiatan - Komputer
- Jaringan Internet
- ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendatasn
Apabila SOP tidak dilaksanakan, dapat mengakibatkan layanan konsultasi tidak tersampatkan sccars baik - Daftar Rekapitulass konsultas:

- Formulir Data Koasultasi
- Lembar jawaban koasultasi

- Drsampon schagai Data clcktronik

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
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Bukti dukung: SOP Inspektorat telah tersedia di website

Nomor SOP S0P 000.9.3 37 Gox /200
[Tangeal N
b lm-lul-.}
anggal Revist |
anggal Efcku 03-Jul-23 e
Disahkan Olch L.
..‘h)
PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA e 4 J f;
INSPEKTORAT 4 K MAS ANDI SUPRIANTO, SE
\ 4~ NIB 196405311986031001
N\ $ NTENFT
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN) Nama SOP | TATA CARAPENGENAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK APIP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 84 Tahun 1974 jo Undang Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian T Mcngetahui dan memahami Peraturan Perundangan yang terkait

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan nepotisme 2. Mcmahami Prosedur dan tata cara pengensan sanksi
pelanggaran kode ctik APIP

3. Undang Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparstur Sipil Negara 3. Memilii kemampuan analisa kasus kepegawaian terkait kode
jetik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 4. Memiliki kemampuan berkom ang cukup baik fisan
maupun tertulis

S, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 teatang Sistem Pengendalian Inten Pemerintah 5. Memiliki kemampuan menjaga informasi bersifat rahasia

6. Peraturan Dacrah Kota Samarinda Nomor § Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 6. mampu bertindak dan bersikap independent dan objektif

Perangkat Dacrah
7. Poraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
Keterkaitan Peralatan dan

1. SOP Surat Masuk T Alat Tulis Kantor

2. SOP layanan Pencrimaan Pengaduan Masyarakat 2. Peraturan Perundang undangan yang terkait
3. Komputer/laptop
4. Printer
S. Jaringan internct

¢} 25 inspektorat.samarindakota.go.id/sop b+ g L B M Relaunchtoy
brary. D.. M Gmail @B YouTube @ Maps [ New folder o At
SRk PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
g INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA HOME PROFIL ~ BIDANG ~ INFORMASI ~ PPID PEMBANTU~ PESUT~ DITA SIWAS
Show 10 v entries Search
No™ NamasopP Bidang
1 A Inspektorat
2 T ‘ l Inspektorat
3 A { Sub Bagian Administrasi dan Umum
4 4 Sekretariat
5 1 { Sub Bagian Administrasi dan Umum
6 ! N Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan / Perencana
7 J k Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan / Perencana
8 A NAN | l Sekretariat
9 AN N A Sekretariat

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 5)
Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan
balik.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.
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Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PISP KOTA SAMARINDA

ANALISIS JABATAN

i tentang SOP DPMP

erbit dikarenakan me:

chdr I
Nip. 19641106 198609 1003

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 5)
Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam

pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik
bagi pegawai maupun instansi.
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Bukti dukung: Telah terdapat dokumen register risiko di Inspektorat

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil ldentifikasi Risiko)

1_|Risiko
1 [ Target kinera nilsi AKIP komponen evaluasi [RS0.23.35.0 Inspekiur
internal lidak tercapai 4.01
2 |Target persentase capaian kinerja program  |[RS0.23.35.0| Inspekdur
perangkat daerah tidak lercapai 402
[ [Risike Operssionsl
1 |Pengawasan tidak tepat sasaran RO0.23.35 'l-"eneupan Program 'aeneupan PKPT P ] 0 Auditor, Irban Semester 2
0401 Kerja Pengawasan faktor risiko Manajemen Risiko OPD Pembantu
Tahunan
2 |Kelerbatasan waklu pelaksanaan reviu [ROCZ335. [Koordinasi dengan [Aturan kebijakan yang berubah |Peningkatan koordinasi dengan | Auditor, Irban Semester 2
laporan kinera 04 02 Obyek pemerksasn penyampaian list bahan reviu  |Pembantu
(suditan) lerkait kepada obyek pemeriksaan
pemyapan bahan reviu (suditan)
3 |Pelsksanaan pengasswan belum sesusi | |RO0 23.35 |Pembuatan pela didal  |Kelerbalasan anggaran Penyesuaian anggaran dilal | Auditor Semester 2
dengan standar dan kriteria yang beriaku 04.05 dan meningkatian intensitas
pelaksanaan PKS dan/atau
focus group discussion
4 |Animo pegawai | masyarakat dalam [ROOZ335. [Penetapan Peraluran | Belum ter dengan WBS, Inspeliur [Semester 2
melaporkan fraud rendah 0407 VW alikota optimal media WBS, penetapan
perlindungan pelapor
5 |Ketdaksesuaian lindak lanul dengan [RO0Z335. [Koordinasi intenst Kesaiahan pemahaman Penyusunan rencana aks: Auditor, Sub Semester 2
rekomendasi yang disajkan dalam LHP 04.04 [dengan obyek tindak lanjut penyelesaian hasil |Koordinator
pemeriksaan (auditan) rekomendasi | temuan atas Evaluasi dan
terkail penyelesaian setiap perugasan Pelaporan
tindak |anjut

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Inspektorat capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

u- Aecezaacn A Qe LZle
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen inovasi, rencana pengembangan inovasi,

SK TIM Inovasi, serta bukti replikasi dari pemerintah daerah lainnya.

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INS T DA AH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
e o 1
PROPOSAL o SEKRETARIAT DAERAH
LOMBA INOVASI KOTA SAMARINDA TAH ok Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455
Penajam, 18 April 2024 SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121
. Romor: (SN NTOA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
STRATEGI MENINGKATKAN EVALUASI AKUNTAB Lampiran : - NOMOR : 700.1-05/171/HK-KS/X1/2023
KOTA SAMARINDA Perihal Studi Tiru Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
TENTANG
Yth. Inspektur Kota Samarinda
d AN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNT ABILITAS
Samerinde. KINERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Dalam rangka peningkatan kineria Aparatur Pengawas dan pengkayaan
informasi tethadap pelaksanaan evaluasi SAKIP, kami bermaksud akan
melaksanakan studi tiru ke Inspektorat Kota Samarinda

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menerima
kunjungan tim kami pada
Hani Selasa

Tanggal : 23 Apri 2024
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTOR Jam 09.00 WITA s.d. Selesal
Rl i L FAEON Tempat : Inspekiorat Kota Samarinda
2. TIRTA NISA, SE Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
3. ADRIANY PADANDL SE, MM INSPEITUR DABRAN,
JENIS INOVASI : TATA KELOLA PEMERIN

J1. Dahlia
BUDI SANTOSO, AP
Samarinda ( Pembina Utama Muda (IV/C)
Email NIP. 197501221993111001

39 Pengembangan Aplikasi 2025-2029 | Meningkatkan [ INSPEKTORAT
DITA-SIWAS (Digitilasi akuntabilitas
Pengawasan) transparansi, dan

efisiensi dalam
pengelolaan temuan
audit

=

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

4. Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI

dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambarain
capaian sebagai berikut:
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Variabel 11

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 7

Variabel 1

5

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa dari 11 variabel yang ada, 5 variabel atau
sekitar 45% berada pada level tertinggi, yakni Perencanaan pembangunan Daerah,
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; SOP pelayanan
Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang
Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Berdasarkan hasil
penilaian pada masing-masing variabel tersebut, maka Satpol PP diharapkan dapat
melakukan perbaikan pada variabel lainnya yang masih berada dibawah angka 5,
khususnya pada 2 variabel terendah, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel
5) serta Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Variabel 9).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Satpol PP:

Variabel 5
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur)

Satpol PP perlu menyusun rencana kebutuhan
diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara
berkelanjutan
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Variabel 9 Perlu dibuat dokumen resmi program
(Budaya Organisasi Perangkat | internalisasi budaya organisasi berkelanjutan
Daerah) serta melakukan evaluasi rutin secara berkala.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Satpol PP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Satpol PP sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Satpol PP secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet
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Bukti Dukung: Satpol PP telah melakukan e-controlling dengan menggunakan E-
Tepian dan E-Dalev

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu Produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian
secara ebrkala oleh tenaga yang bersertifikat

Bukti Dukung: telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi, serta

evaluasi kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi
E-KIANPUAS

p—

e J Selamat datang di aplikasi
—— E-KIANPUAS

STA N DA R SEBUAH HARAPAN SEMAKIN PUAS YANG DITERIMA
PENGGUNA LAYANAN / MASYARAKAT / STAKEHOLDER
ATAS KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELALUT
O P E R AS ' 0 N A L Pz MEDIA APLIKASI SURVEL KEPUASAN MASYARAKAT
Apliasi diayanioleh
J Bagion OrganisasiSekretarak Doeio Koka Somarinda
r -
PROSEDUR 2023 - il

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

351 SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR:10036/021 /10015

TENTANG

KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

mmmmmmm
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet

Bukti Dukung: telah terdapat Dokumen SOP serta tersedia SOP secara online

®

Qs

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA
PEIABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTAS!

== PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Selasa, 16 Jull 2024
o @ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01:23:16 PM
$7 7 ) Balaikota feks )L Compaka) No. 26 Kattim | m—— R €mo100m |
BERANDA PROFIL ~ BIDANG ~ BERITA & INFORMASI ~ MEDIA ~

Berands  Dertaf iformasi  Layanan | SOP Kegiatan

| SOP Kegiatan

Show 10 v entries Search:

No' Namasop

1 Rekomendasi lzin Parkic Tepi Jalan

2

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu
Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam
penganggaran
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00008000 ﬁ o sosene

daa a®  Satpol PP Kota Samarinda Ikuti Workshop Manajemen Risiko di ! .,
OGN Hotel Mercure Samarinda e !

LAPORAN PERJALANAN DINAS ’
KEGIATAN RAKORNAS DAN APEL GELAR !
PASUKAN DALAM RANGKA HUT KE-73 |
SATPOLPP DAN KE-61 SATLINMAS DI |
MAKASSAR l

TAHUN 2023 |

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.

Bukti Dukung: Kerjasama lintas perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Kota
Samarinda, serta Nota kesepahaman dengan lintas instansi pemerintah

iy

g
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
Dukur;f::r:‘lun arahan serta P TAH KOTA SAM
ala 2 DENGAN
Kota Samarinda KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA

DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0901 SAMARINDA
SERTA
DETASEMEN POLISI MILITER VI/1 SAMARINDA
NOMOR: 301/25/Perj-II/NK/2022
NOMOR: B/08/XI1/2022
NOMOR: B/1176/XI1-2022
NOMOR: B/568/X11/2022
TENTANG

PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua, (19-12-2022), bertempat di Samarinda, yang
bertanda tangan di ba
I ANDI HARUN

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA SAMARINDA

1. Dasar Hukum -
1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - i meie Vi C
12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Admimistrasi Pemenntahan -

T )
| Prosedur Ads

Standar Opes & Lingkungan Pemenintah
Kota Samarinda; aounn s ame
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Produk

Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pada dasarnya, Standar operasional prosedur (SOP) yang terbaru sedang dalam tahap
penyusunan bersama dengan instansi tim teknis. Hal ini dikarenakan adanya aturan yg terus
berubah ubah khususnya aturan pelayanan perizinan schingga mengubah mekanisme
pelaksanaan SOP )

Selain itu, Perwali tentang SOP DPMPTSP Kota Samarinda telsh diajukan di bagian hukum
namun belum terbit dikarcnakan menunggu lampiran keputusan yang berisi tentang
mekanisme pelaksanaan SOP

Samarinda, 02 Juni 2022

Sekretaris Dinas,

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
elaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

.
Bukti Dukung: Dokumen Analisis Risiko (Rencana Tindak pengendalian)
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Unit Pemillik Risiko : SATUAN POUSI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA
Tahun 12025
No Respon Risiko Rencana Kegiatan Pengendalian Indikator Keluaran =
-
a b < d e [ 8 h i i k
Risiko Strategis (3b)
1 [Meningkatnya Kasus Kurangnya pemahaman Mitigasi i Patrol perdayang ditaati Kepala 5 Tahun 16 16
Pelanggaran Perda masyarakat terhadap Perda Rutin menjadi 4x sehari, Melakukan (masyarakat
pengawasan atau pengamanan
daerah rawan pelanggar perda dan 3
perkada serta meningkatkan
sosialisasi melalui media sosial
2 |Persentase penyelesaian Kurangnya sosialisasi mitigasi 3 peny Kepala 5 Tahun 16 16
pelanggaran ketenteraman  |terhadap masyarakat sosialisasi pelanggaran ketenteraman dan
dan ketertiban ketertiban ¥
3 |Targetkinerja indeks Kurangnya pemahaman dan [Mitigasi Memberikan Akses kemudahan Indeks Kepuasan Masyarakat Kepala 5 Tahun 15| 15|
kepuasan masyarakat (IKM)  |komitmen PD dalam dalam memberikan informasi yang 4
tidak tercapal melakukan pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat
Risik 1(3¢)
4 |penatausahaan keuangan Verifikasi berjenjang dan  [Mitigasi Lebih intensif dalam melakukan Jumlah Laporan Sekretaris Triwulan IV 25| 25| 1|
tidak tepat waktu koordinasi internal kurang koordinasi internal dan lebih
optimal yang ada
6 |Adanya perubahan standar  |Sehingga melakukan Mitigasi jumlah Doks I Peny Kasubbag. Keuangan 6 Bulan 25| 25| 1|
gaji pegawai NON ASN perubahan anggaran kas di sesuai Tugas ASN
8 |penyajian administrasi Kurangnya Koordinasi [mitigasi mengumpulkan data fisik SK ASN dan | Jumlah Pegawai Sekretaris Triwulan IV 20| 20| 2|
kepegawaian tidak tepat Internal Non ASN agar data yg dimiliki sesuai
waktu dengan kondisi riil Pegawai
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Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan

baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Satpol PP capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja
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Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.

KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

JUDUL INOVASI
TIM PATMOR TUPAI
(Patroli Motor Terampil, Unggul, Presisi dan Berintegritas)
dalam Pengawasan dan Pendeteksian Dini Pelanggaran Perda dan Perkada, gangguan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta

1 kan Perlind Masyarak

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA
NAMA INOVATOR : BENY HENDRAWAN, SE

JENIS INOVASI :
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

JL. Balai Kota No.26, Telp/Fax 0541 - 731351

Email : satpolpp.samarindakota@gmail.com

Bukti Dukung: Dokumen proposal inovasi serta SK Tim Inovasi

-

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. BALAI KOTA NO. 26 TELP/FAX (0541) 731351
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN PLT. KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/026.8/100.15

PEMBENTUKAN TIM INOVASI “TIM PATMOR TUPAI" TERAMPIL, UNGGUL
PRESISI DAN BERINTEGRITAS DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
PENDETEKSIAN DINI TERHADAP PELANGGAR PERDA. GANGGUAN

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang a Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Inovasi “TIM
PATMOR TUPAI" Patroli Motor Terampil, Unggul, Presisi dan
Berintegritas dalam rangka Pengawasan dan pendeteksian Dini
Terhadap Pelanggar Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaiman dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan keputusan PLT. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Samarinda Tentang Pembentukan “TIM
PATMOR TUPAI" dalam rangka Pengawasan dan pendeteksian
Dini Terhadap Pelanggar Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Dacrah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.
26 Tahun 2020 Tentang
Masyarakat

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
ctertiban Umum Dan Kete
Serta v.-mn.np‘ Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2023 Tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja

5. Peraturan Dacrah Kota Samaninda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,

6. Peraturan Dacrah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan.

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat

daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat slogan Sigap, Humanis dan Tegas yang tertuang di media

sosial

MERINTAF

o
o
e

JTAtSAMARK

i

SATURN[ROLISIE

. —

\

- SIGAP

EGAS
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5. Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN (DINKES) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DINAS KESEHATAN (DINKES) sudah
optimal atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau
mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen
Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur.
DINAS KESEHATAN (DINKES) masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 10
(Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya
Organisasi Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DINAS KESEHATAN (DINKES):

Variabel 10 DINAS KESEHATAN (DINKES) perlu menyusun
(Pengembangan Inovasi Pelayanan | rencana pengembangan inovasi baik jenis,
Perangkat Daerah) mutu maupun metodenya. Selanjutnya perlu

juga membuat inovasi yang dikembangkan
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sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan, serta mempunyai program
pengkajian dan inovasi secara terencana dan

berkelanjutan.
Variabel 11 Dapat diupayakan oleh DINAS KESEHATAN
(Budaya Organisasi Perangkat | (DINKES) dokumen budaya organisasi yang
Daerah) resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan

perilaku  lingkungan  DINKES. Program
internalisasi  budaya  organisasi  yang
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi
juga harus dilakukan. Yang paling penting juga
untuk dilakukan adalah budaya organisasi
harus tercermin dalam sikap dan perilaku
pegawai DINKES berdasarkan hasil evaluasi
secara rutin dan berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DINAS KESEHATAN (DINKES) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DINAS KESEHATAN (DINKES) sudah melakukan Penentuan prioritas  kegiatan
dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

% spdgosiin ® D & P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infg Rembangunan Daerah
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DINAS KESEHATAN (DINKES) secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Dokumen Standar Pelayanan yang sudah terpublish SK Tentang
Revisi Maklumat Pelayanan

1. STAMDAR PELAASAN FENEREITAN REKDME NOASE SERTIFSUNT 5TANOAR PUSAT KESEHATAN MULSSURAKAT

Kanrrapeaners Shardas Pelayaran pang berhanl dengan farcues pemyenms e pelepaan

P Peayanan
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.

Bukti dukung: Telah tersedia SOP pada DINAS KESEHATAN (DINKES)

Autosave (@ o) [H * ‘- [B %  Kalibrasi Alat Kesshatan - Protected View (7 Ganeral® = Saved to this PC £ search
Home Insert  Page Layout Formulas  Data  Review  View  Automate  Help

PROTECTED VIEW fie coreful—fites from the internet con contain vinuses. Unless you need to edit it's safer to stay in Protected View, | Enable Editing

PRODUCT DEACTIVATED  On Friday, July 19, 2024, mest features of Excel will be disabled. | Beactivate

Hubum

~ |1 Fo -
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NIP. 19680811

BIDANG SUMBER DAYA RESERATAN (SERST ALAT RISEHATAN DAN FERBERALAN
KESEHATAN RUMAH TANGGA )
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Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan

. B -
Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat
A b ¢ o ‘ 1 LAPORAN
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12 [Pelatihan PPGD Peahan Dtk D |Yorwm Kaske ko | 345
clathan 24 Bapelkes / Pihak Ketiga| Tenaga Perawst m} L 2] —— P el A e T
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Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke
publik melibatkan tim ahli

Bukti dukung: Penyusunan SK Tim Penanganan Stunting (TPPS)

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTI

WALS KC

Menimbang

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

s
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

v

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO. TELPI041) 734668, 24322, FAX (0441) 37606
£ e cem

AL : op_EkAiiyal
SAMARINDA

)
Nomae : §00/ O 2710002
TENTANG

™ DALAM PENERAPAN

KOTA SAMARINDA
DINAS KESEMATAN KOTA SAMARINOA

2 tahwa 353 Penyeiengoanan sstem pargandalan it &

Pemecetsh Kota Samavinde dopet Rrpkaans
scaa mersd G meyeknn pek: etk T
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PWMM«.‘ (SPIP) Pada Pemareiah Kota
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195 tortang Penelagan Undang-Undang Danvat Nomor 3

Nomor 72 Tambehan Lembaran Negara Republc ndonesa
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2 Unteng-Undarg Resublic ndoresa Nomor 10 Tabun 2008
m Perternian  Petsan Dwuvmw
embacan Negara Repcbiik Indonesia Tahn 2004 Nomor 53
vmlmmwwmmus
3, Undang Undarg Repudik Indonesia  Nomor § Tahen 2015
vmw:qmmmmen
Tatun 2014 Tertang Pemertshan Doscah

4_Dacsh e Domaciish Daevhic \ndrousia Nomer (4 Toh

Bukti dukung: RTP telah diterapkan
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Tajusn Resitra 1
mmmmmmmm Resira
bipurtic
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= Y S— Indikier Frogram Turgat  Sam— Ursiss Rishs ‘Sebab Riilke Sumber Reiihs o {h:l-’ prasnggung jomak! Fihak
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Standar
Program Peentian Upsya
| e n.mu,.np:..'.. il r— - Pelayanas Masparaia
paya Kesabatan Masyarakat A Himimm ¢ sk
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e e Da ompstarui Tanaga Kesebatan o Kap i Liuasa "j“‘:_‘:(‘;l“ beluss terlat c Mu!l:::\:nk Masyuraias

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

LIS S encCcEfiaasn

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU
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Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan
oleh daerah lain (replikasi inovasi).
Bukti dukung: SS Aplikasi

_ IIJJJ.I

ot betven bonean e

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat Slogan/budaya TUMBUHKAN 10 BUDAYA MALU

TUMBUHKAN
1O BUDAYA MALU

1. MALU KARENA DATANG TERLAMBAT PULANGS CEPAT
2. MALU MELMHAT REKAN SIBUK MELAKUKAN AKTIFITAS
3. MALU HANYA MENUNTUT HAK TIDAK TAHU KEWA NEAN
4. MALU KARENA KERJA SELALU SALAH

S. MALU KARENA BEKERJA TIDAK SESUAI ATURAN

5. MALU KARENA BEKERJA TIDAK BERPRESTASI

7. MALU KARENA TUGAS TIDAK TERLAKSANA ATAU TIDAK
TEPAT WAKTU

8. MALU BERBICARA TIDAK SOPAN

3. MALU TIDAK BERTEGUR SAPA SESAMA REKAN

0. MALU TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN
DAN L KANTOR

£, Beraxmad  EEER.
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6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh nilai tingkat kematangan
perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 48. Nilai ini merupakan

akumulasi dari 11 variabel dengan gamb?/ranb clalpaian sebagai berikut:
ariabe

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3

1,5

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel memiliki nilai optimal, yakni
diangka 5. Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 3
variabel diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3),
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 5), serta Manajemen Risiko Pelaksanaan
Tugas Aparatur (Variabel 8) .

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman:

Variabel 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Penjaminan Mutu Layanan | perlu  meningkatkan penjaminan mutu
Perangkat Daerah) produk dan proses serta dilakukan

pengukuran/ pengujian secara berkala oleh
tenaga yang bersertifikat.

Variabel 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | perlu mengevaluasi rencana pengembangan
pegawai secara reguler dan memastikan
seluruh pengembangan pegawai telah
dilaksanakan sesuai dengan dokumen
rencana pengembangan pegawai yang telah
ditetapkan
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah melakukan Penentuan prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi.

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan

menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgoidinnye x ¢ 0 L@

©

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh
penggunaan teknologi informasi berbasis internet

Bukti Dukung: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan e-

controlling dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah
distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.

Bukti Dukung: Telah terdapat SOP yang telah direvisi serta Survey Kepuasan

Masyarakat secara online
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Tanggal Efektif | 6 Oktober 203 1A/ e
/ D»sahkan Oleh | W AEPALA 5 ERUMAHAN DAN KAWASAN

KOTA SAMARINDA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
|

[ Nomor SOP

"‘8

BIDANG ssmsnmr ‘ Judul SOP [P (&46h BanFeny Informasi Publik
[ DASAR HUKUM ) ) S KUALIFIKASI AS| PELAKSANA - 7_ ]
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | lemang Ki f i shami tug i tugas, hmgsl dan kewenangan PPID
Publik; 2 Mem:lnu kemampuan pelayanan pubhc
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 3. p g gan keterbukaan ir i publik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Memen Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman |
i dan Dok ian Dalam |

Negen dan Pomenn(ahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dualankan sebagaxmana mestlnya akan berakibat pada tidak Dmmpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

lancarnya b public [
- s 3 — - |

Informasi Publik
| KETERKAITAN = __| PERALATAN DAN PERLENGKAPAN == e 4
| 1. Peny Daftar Inf i dan Dok tasi Publik |1. Komputer
2. Pelayanan informasi publik |2. Jaringan Internet
13. ATK ‘

23 perkiensamarindakota.goad/skm

D M Gmal @B VouTube @ Mapz [ Newfolder

Survey Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat : 3.485/4.0

//,”o’o\‘ Sangat /Z:\ 5 Q Kurang ?j_ﬁ Tidak
(@/) Puas .\ij uas w Puas ﬁ Puas

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4) _
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Terdapat SOP di website Dinas Perumahan dan Permukiman
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c 25 perkim.samarindakota.go.id/ppid/sop_permohonan_informasi T e 3

library. D... ™ Gmail @B YouTube 9 Maps [ New folder

SOP Permohonan Informasi

SOP Permohonan Informasi dapat didownload dengan mengklik tombol dibawah ini

& Download SOP

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh
jabatan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA SAMARINDA

1. Dasar Hukum -
1 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . e m— g

12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Administrasi Pemerintahan.

1.3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Op | Prosedur Ads P & Lingkungan Pemenntah

Kota Samarinda; aounn s ame
14 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubshan Ketiga Atas
un 2017 Pendelegasian Kewenangan Produk

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pada dasarnya, Standar operasional prosedur (SOP) yang terbaru sedang dalam tahap
penyusunan bersama dengan instansi tm teknis Hal ini dikarenakan adanya aturan yg terus
berubah ubah khususnya sturan pelayanan perizinan schingga mengubah mckanisme

pelaksanaan SOP.

Selain itu, Perwali tentang SOP DPMPTSP Kota Samarinda telah diajukan di bagian hukum
namun belum terbit dikarenakan menunggu lampiran keputusan yang berisi tentang

mekanisme pelaksanaan SOP

Samarinda, 02 Juni 2022

Sekretanis Dinas,

Nofiansvah H Hakim, S.IP, M
Nip. 19641106 198609 1 003

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Telah tersedia Dokumen Manajemen Risiko serta SK Tim Manajemen
Risiko
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2)Evabaasitontang rekuensi dan efeltivtas Permudiman

Nomor : 800 /53/ 100.80
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANEJEMEN RISIKO DAN
PENGENDALIAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan
melakeanakan manajemen rieiko secara komprehensif
serta melaksanakan ketentuari Paeal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun
0008 tentang Sistem

b. bahwa untuk meningkatkan kualitae penerapan SPIP dan
mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah,
perlu adanya penyelenggeraan proses pengelolaan risiko
yaitu manajemen risiko.

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan.sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota
Samarinda.

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman capaiannya diatas 90%
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.

Bukti Dukung: Terdapat Proposal Inovasi, Daftar Pengembangan Inovasi serta

Rencana Pengembangan Inovasi

° o @ °

. . . ‘ ] s e e g At e
51. SITARIK (Sistem informasi 2025-2029 | Membangun sistem DISPERKIM
database numerik kumuh) informasi yang
lengkap dan terpadu
Pelayanan Dinas | terkait database
numerik kumuh

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 000.9/603/HK-KS/XI1/2023

TENTANG

PROPOSAL

AN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Lomba |I10V?.Si ﬁ‘ “—F‘ .m WALI KOTA SAMARINDA,

KOta samarlnda a.bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung
Tahun 2024 peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran
inovasi daerah  diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya k k lalui
ingk Pel Publik, berd dan peran

JUDUL INOVASI serta kat, dan peningkatan daya saing daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan
APLIKASI SIBAPER memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi
Sistem Informasi Database Perumahan :ﬂmenxskat Pemerintah- Kota:iperta. diatir- Togglast

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penetapan Inovasi Dacrah Pemerintah Kota Samarinda.

KOTA SAMARINDA 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Per j Pemb k Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
JENIS INOVASI: Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
PELAYANAN PUBLIK Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1R2M\ eshaoaimana talah ditthah haharana Lali taralbhir

Nama Inovator : Riman, SP

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4)
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Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

7. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI (Perangkat Daerah Pelayanan Baik) dengan nilai total 38. Nilai ini
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BKPSDM sudah cukup optimal atau berada
pada level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%.
Ke-lima variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan
Kerja yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun
demikian, DPUPR masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis
Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah) dan Variabel 8 (Manajemen
Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur).
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DLH:

Variabel 6 DLH perlu menyusun Dokumen SK Tim Khusus
(Analisis Kebijakan dan Pemecahan | (internal), Teknis (lintas OPD), maupun Ahli
Masalah Tugas Perangkat Daerah) (Narsum dan Kerjasama) yang berisi kegiatan

tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan hasil
kajian. Selain itu, perlu dilengkapi juga dengan
konsultasi publik dan analisis feedback
(undangan, notulen, hasil, rekomendasi).

Variabel 8 Dapat diupayakan oleh DLH dengan
(Manajemen  Risiko  Pelaksanaan | melengkapi dokumen analisis risiko individual
Tugas Aparatur) (Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di

bawah OPD), Dokumen SK Satgas SPIP
(Kegiatan Satgas), Register Risiko tugas
berisiko tinggi, Dokumen Register Resiko
seluruh tugas (komprehensif) sesuai Tujuan
Sasaran Renstra, dan Dokumen laporan
penyelenggaraan SPIP, (laporan pengendalian
OPD/ Realisasi RTP tanpa kerugian), RTP
telah di-update.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DLH sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung:
1. SIPD
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Meeting SIPD

o g
Lapor Admin “

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Sistem Info .mbangunan Daerah

LOGIN KE SIPD DAERAH

Halaman Utama
Administras| Sistem

(%

Permohonan Konsultasi

Analisa & Profil

8 Pembangunan

Daerah

(Tingkat 5)

Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Monitoring dan pengendalian dilakukan BKPSDM secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis

internet

Bukti dukung:

1. E-Tepian

2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan
progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan.

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

0
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Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan
penguijian secara berkala secara internal.

Bukti dukung: Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sejumlah
layanan di DLH

ﬁ o
Pemerntah Kots Samarinds 2, \4
Dinss Linghungan Hiup Kota Samarinda > #
A
.
)
Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nama SOP |Penerbitan Rekc s 122 Pengumpul Limbah B3
1 |Ucang:Undang AT Nomor 52 Tar 2003 arand PArinGUnGandan Pergeisan Lngnungan | 1. Vel e mampusn dan pangaaman yan eean denga aa cara pangeoasnlimcen 55
i, po. 50
2 imoan
8
\rtara Pemerintah, e
3. |Peraturan Pemerirtah RI Nomor 101 Tahun 2014 tertang Pengeloiaan Limbah Bahan Berbshaya | 3 [Mampu melaksanakan venfikasi teknis lapangan atas sumber limban, kategori limbah okasi penyimy panen
Jan Beracun ergemasan. oitasparyimpanen an sarans prasarars ioya
4 | sipenh cleh pemohon.
s o Tatn o
Pemerrian Oaeran
o [Peren L Nom 14 Tatun 2013 Tersang Simbol 83

7. |PerMen LH Nomor $6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Tekois Pengelolasn

1 - oPMTSP

Timoah 83

Peringatan

mbatnya
1. |betambehroya waktu proses permotanan.

Iproses pelayanan. 2. [Kartu Kendali

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online pada website e-SOP

5150 % 0O
EEELTCE

\RIAN DOKUMEN ST

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat baik baik untuk struktural
maupun fungsional.

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DLH KOTA SAMARINDA
SERE e BREES NETUAN
KEBUTUMAN DIKIAT FUGSORAL | KESUTUMAN COGAT TExIS | | KERUTUMAN DILAT KEBUTIMAN BMTERIVORKIHORSOBIAL SAS O o KESUTURAN 1 KOMPTENS:
UGAS BELAAN
o T Uk Py Lrghingen s g 7
2. Unor Petet Porsmwes L e dowah sk
s
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““““““ 3 b Pangorsusan Dureak nghungen e i
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& o s i g sempaarain
— —
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s O,
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it KPP K Pevaio s dun P b
b ook KLHE (Rapn g ey S
-
it Per
rotah B3 nghirger o B Pengeltan 4 Paranganar | mean X1
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SN Priatrun Perg e sancab sk kammien s
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st et bk g 4
o * 53 Towa Urgemomn =
PENCERAMARAN [ouramaar oo |2 Dt Payinan
T ——— o Pagctann 8) e
INGRUNGAN Pancemarsn A et
1 Punnghara raomern Brvas Pecehan Kot Potigts S s Lew PG
PENARTAN Fancrargaan [y
PEMNGKATAN 2 Cuie St Kapmans
3 O T Porreies ae Sarin
Azows
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Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 1)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan
metode yang tidak terukur.

Bukti dukung: Sesuai dengan keterangan yang disampaikan ketika wawancara
lapangan maupun konfirmasi ulang via aplikasi Whatsapp.

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi
berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM

C A Tidakama * & 0 & P ok

3 Semua Bockmark

SAMARINDA
sasi

2 Kota, Kota Samarinia, Kalimantan Timur 75242

ANJAB & ABK

Copyright © 2017 PT. Geomedia Sinergi | BAGIAN ORGANISASI | G-Sinjab | Sistem Informasi Analists Jabatan & Analtsis Beban Kerfa

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 1)
Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.

Bukti dukung: Sesuai dengan isian kuesioner dan hasil wawancara lapangan

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung:
1. Terdapat E-Sakip
2. Terdapat laporan LHE SAKIP
3. Renstra

.
i j 1.707, 74,78 425 597,865,422 LT sT 83.4;
i i Dinas Pekerjsan Umum don Peasiasn Rusng Kots Samarinds 07945374788 1,42
Pelaporan Aplikasi E-Kinerja s ’
" .
s2400230 00 008 o .
[ il .
. P T .
wm | wmawzm | ow . s r
w oamwse | aseoess s o sz .
e at Ketananan Pangan gan Pertanian Kota Samarinds 45080387390 O] 973 s7 503
r -] P= - e
10 sa.eCcEzadcn

PEMERINTAH K
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LIN¢
INSPEKTORAT

JI. Dahlia No. 8 RT.04 Kel Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121

bitps./inspektorat sam sgoid  Email ai com
Nomor 700.1.2.1/725/200 Samarinda, 29 Mei 2024
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Lingkungan Hidup
tahun Anggaran 2023

Yth. , Kepala Dinas Lingkungan Hidup
* Kota Samarinda
di-
Samarinda

Berdasarkan Surat Tugas 800.1.11,1/473/200 Tim Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan
Hidup Tahun Anggaran 2023 Evaluasi Kinerja Instansi F
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 29 “Tahun 2014 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang

Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota

Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 18 Maret 2024, kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut

1. Tujuan Evaluasi AKIP:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
C. Memberkan  saran untuk
akuntabilitas instansi
d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
2. Evaluasi di terhadap 4

pening kinerja dan

kinerja, yang meliputi:
Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas
Internal

i : [ h (Tingkat 4)
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Pere_lr?gkat Daera
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.
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Bukti dukung: Terdapat aplikasi Si Damar (Sistem Informasi Pengendalian
Pencemaran

STSTEM ENFORMASE
RENGEN DA RENEERAREN

5? Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda &

16 Juli 2024 /13 : 40 : 23

Masuk / Daftar Layanan Data Profil Usaha
Pengendalian Pengendalian
Pencemaran Pencemaran

Web GIS
Pengendalian
Pencemaran

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat slogan “Hijau Bumi Samarindaku, Lestari

Lingkunganku!” pada laman Facebook DLH.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Pengaduan Masalah Lingkungan r@ @dlh.samarinda
(% WA : 0857-0503-9399 , B A
Kota Samarinda

@ dlh.samarindakota.go.id

&\_'/- Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

S LINGKUNGAN HY 2,2 rb pengikut + 33 mengikuti
VOTA SAMARIND*

Postingan Tentang Reels Foto Video
Intro Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
. 12 Juli puku! 02.49 - Q
Hijau Bumi Samarindaku, Lestari Lingkunganku! « FGD (Focus Group Discussion) Penyusunan Rencana Perlindungan
4 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Samarinda (12/07/2024) — Kegiatan FGD RPPLH Kota Samarinda d

€} Halaman - Pejabat Pemerintah Yen's Delight It. 2, Samarinda

. o Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
P4 dinkotasmdbersih@gmail.com merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.... Lihat

& dih.samarindakota.go.id selengkapnya
@ Buka

W Belum dinilai (2 Ulasan) o R
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8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) memperoleh tingkat
kematangan perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 51. Nilai ini
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DISDUKCAPIL sudah optimal pada 9
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 81,81%. Namun demikian,
DISDUKCAPIL masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan
Pelatihan Aparatur), dan Variabel 8 (Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDUKCAPIL:

Variabel 5 DISDUKCAPIL perlu menyusun rencana
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | kebutuhan diklat secara komprehensif untuk
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi
secara reguler atas hasil pengembangan
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 8 DISDUKCAPIL perlu menetapkan prosedur
(Manajemen Resiko  Pelaksanaan | pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas
Tugas Aparatur) serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDUKCAPIL:
ada kerugian baik bagi pegawai maupun
instansi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DISDUKCAPIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DISDUKCAPIL sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgoidmne ® 0 & P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISDUKCAPIL secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet

87




Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh
tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
Bukti dukung: Pemantauan mutu layanan dilakukan berbasis IT serta dilakukan
pemantauan layanan oleh Kemenpan-RB dan Ombudsman

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TI DALAM
PENGUKURAN KINERJA, SDM, DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

- °
- ] ©15 ©3 09 o5 Teknologi Informasi (TT) telah menjadi bagian integral dalam meningkatkan efisiensi dan
[] Qo ®9 &0 efektivitas berbagai aspek di instansi termasuk Dinas K. dan
_ A IVER— i, Pencatatan Sipil Kota Samarinda. TI digunakan dalum pengukuran kinerja. pengelolaan
P = sumber daya manusia (SDM). dan pemberian pelayanan publik. Moaitoring dan evaluasi
g: x_(t: ‘-I 8(1) pemanfastan TI sangat penting uork memastikan bahwa imvesmsi dalam tekuologi
[—— 2 o hasil yang diharapkan d: positif pada pelayanan kepada masyarakat

Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan dari laporan ini adalah unruk:

- Memlai efektivitas TI dalam kmenja, SDM. dan
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

- Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan TL

unmk TI dalam area tersebut

Ruang Lingkup
Eo o T ) Laporan ini mencakup analisis pemanfaatan TI di tiga area utama: peagukusan kineja,
manajemen SDM. dan pemberian pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Samarinda. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara,
dan dokusmen organisasi terkait

2. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pengukuran Kinerja
Tmplementasi T1 dalam pengukusan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Samarinda telah meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pelaporan Sistem TI
memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan memudahikan analisis kinera individu

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP secara online, dan evaluasi dilakukan
berkala

(7 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINI

Jalan Basuki Ral

SAMARINDAT75112

BERITA ACARA

Nomor: 470/ 220 /100.16

2 Sipil Kota Samarinda tahun 2022
Vome Teargiami. amesioywes. Pemeen. 0. [0 weve

S Adapun hasil monitoring dan cvaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagat berikut

; SOP Pelayanan Bidang Sekretariat seperti pe
e 7
= ! M l kenaikan pangkat, penerbitan surat cuti, lega

dan evaluasi ki

h berjalan d

v surat masuk, surat keluar,

! "[‘

sir dan kenaikan gaji berkala tclah

sunan usulan pergese

ran, penyusunan la
A, penetapan kiner
| Kota Samarinda

SOP & SP

perceraian, akia perkaw
akta kelahiran, kuti

dengan baik

Jemikian berita scara ini dibuat dan disyahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Me
N4

Keppf@Ftas Kegpdudukan ¢
J pamarinda

0s <;/VY—L N
A i\ Adullah, SH. M Psi
Nip. 196306021985031010

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh
jabatan

Bukti dukung: tersedia dokumen rencana kebutuhan diklat

T
Diklat | Diklat
No. Nama dan NIP Jabatan Yang Pernah ‘ Yang Akan
| | Diikuti | uti
] Nurdin Yusuf, S So Kepala Bidang | T Prajabatan Diklar Pim Tk 11
NIP, 19670708198! Pemanfaatan Data dan | 2. Adum
Inovasi Pelayanan 3 Diklat Pim Tk III
2| Muchammad Rofig, S Kom Prajabatan Diklat Pim Tk 111
| NIP._ 197503172001 121003 | 2 Diklat Pim IV
3 Didik Purwanto, S.STP., M.St | Prajabatan Diklat Pim Tk 111
NIP. 19830415 200112 1 005 o 2 Diklat Pim IV
Administrasi |
S— L N | S
vanto, A.Md.Kep.SKM , MS1 | Administrator Data | 1 Prajabatan | 1. Diklat Pim Tk 111
NIP )414 198703 1 011 Basc Kependudukan | 2 Diklat Pim IV | 2. Dikl angsional
5 Darush Maya Diane, SE., MM Kepala Sub, Umum 1. Prajabatan | 1. Diklat Pun 1V
NIP. 19770807 201001 2 001 dan Kepegawaian 2
[6 | Sri Anugrah, SE Admimistrator Data | | Prajabatan [
NIP. [97711042007012014 Base Kependudukan 2, &
7 daisylita, S Sos Admimistrator Data | Prajabatan Diklat Fungs
NIP. 197004241989122002 Base Kependudukan 2 Bendahara A
3 KKD
4 Diklat Pim IV
| 5 Diklat Pim Tkl |
8 Sn Hardani, SE Admimstrator Data 1. Prajabatan Diklat Fungsional
NIP, 19670317 199310 2 002 Base Kependudukan 2 Ad
9 Sriyanti, SI Administrator Data |. Prajabatar 1. Diklat Pim 1V
| Base Keperdudukan | | 2. Diklat Fungsional
) Administrator Data | 1 Prajabatan 1. Diklat Pim IV
Base Keperdudukan | | 2 Diklat Fungsional

Demikian disampaikan atas perhatian dan  kerjasamanya
diucapkan terimakasih

ﬂ;{\@&.L;\H M.Psi

NIP. 19630602 198503 1 010
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Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik

melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi

Bukti dukung: optimalisasi pelayanan dilakukan dengan menggelar forum

konsultasi publik
A |

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

Jalan Milono Nomor 1 Telp (0541) 732216742923
SAMARINDA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

g

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470/ 50 /100,16

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PEMATANGAN DALAM PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Menimbang : & bahwa agar Penyclenggaraan Sistem Pengendalian Intem  di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dapat terlaksana secara
intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Tim Peningkatan Pematangan Dalam

(SPIP) pada P

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penerapan Sistem
Kota Samarnnda,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf &, perlu
ditetapkan Kcputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Samarinda tentang P Dalam

Intern

Tim P gk

Pencrapan Sistem
Kota Samarinda;

Intern (SPIP) Pada

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan

Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah

Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tshun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundsng-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389),
Alamat : JI. Basuki Rahmat No. 78 Samarinda

Website : www.disdukcapil.samarindakota.go.id
Telp. (0541) = 732216 Fax. (0541) - 742923
Email : disdukcapilsamarinda@gmail.com

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S8 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara
sistem

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

.

AMJAB & ABK

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

dalam

Bukti dukung: Telah ditetapkan RTP

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Analisis Risiko Existing Pengendalian Status Risiko Setelah Penanganan
No| _ Risiko yang ko Peringlat | P ian yang i Pengendall Residu | Respon " R enank Rencana Tindsk | Target Pelaksana
M| Teridentifikasi Skor | Risiko Sudah Ada | MemadaiTidak] EfektifTiduk Risiko | N — P ian | Wakn| P i
Kemungkinan | Dampak| . N K Dampak| Level Risiko
Risiko Memadai Efekiif
- Feminkatan o
Kesalahan dalam 5 | . P (ST PPV MRS PP P ) ) PR v Kabid Pencatatan
pencatatan data staf sipil
validasi data
Penerapan standar N . Kubid Pencatatan
2 Kmfffm:”ium 3 3 9 1 |waktupelayanan  |Memadai Efekif ;ﬁ‘“ Diterim 2 2 1 0':"""]’?8;: 5'5':’“ Sipil, Kabid
cnerbitan dokumen w o antrian elekaronil
= (SLA) Pendaftaran Penduduk
- Backup daia berkala
K erusaks sl  Tidak Per 1z
3 [Rensakansistem 2 4 % 4 |don pemeliharaan  [Memadai Efciaif S Iiigasi 1 3 3 cmanan ruin Kabid PIAK
[informasi rutin [ Ada | dan audi
P
4 |Kerusakan jaringan 4 4 i6 | [Pomesauanjataganl e g adai |Tidak Efektit [Ada [Mitigasi 2 2 4 Peaingkaun Kabid PIAK
dan redundansi afrustrukiur juringan
Kekurangan staf yang Program rekrutmen Progtun
s : 4 3 12 2 [Tidak Memadai [Tidak Efcktit  [Ada [ Mitigasi 2 2 4 pengembangan Sckrctariat
korpeten dan pelatiban h
competensi staf
Ketidakpatuhan Audit kepatuhan o . Tidak |Diterim Pelatihan kepatuhan .
© |ianadap aturen 3 3 9 3 s [Momadai Efchif ol 5 1 2 4 o Sckretariat
 [Perubahan regulasi N B . B Tim pemaniauan |- . Tidak | Diterim B B R Sosialisasi cepul ——
mendadak regulasi Ada o perubaban repulasi
Tingginys rotasi Program Fvaluasi program
8 3 2 6 5 kesejahteraan dun Tidak Memadar |Tidak Efekuf [ Ada Mitigust 2 2 4 |Sekretarmat
aryawan kesciahtcrazn
retensi
Penjelasan Tabel:
.
. i: Deskripsi s sisiko yang

®  Analisis Risiko
- K Risiko (1-5): Penilaian terjadinya risiko

+  Dampak (1-5): Penilaian dampak yang diakibatkan oleh risiko
+  Skor Risiko: Skortisiko

®  Peringhat Risiko: Peringkat risiko berdasarkan skor risike (semakin tinggi skomya, semakin tinggi peringkat
risikonya)

*  Pengendalian yang Sudah Ada: Pengendalian yang saatini telsh diterapkan unfuk mengelola risiko.

®  Existing Pengendalian
. iTidak i): Penilaian apakah vang ada sudah memadai
+  (EfektifTidak Efektif): Penilaian apakah pengendalian yang ada sudah efektif.

*  Residu(Ada/Tidak Ada): Apakah masih ada risiko residu setelah pengendalian dilakukan_

*  Respon Risiko (Diterima/Mi i Respon yang diambil terhadap risiko (Diterima,
Mitigasi, Dibindari, atau Ditransfer).

. Status Risiko Setelah Penanganan
+  Kemunghinan (1-5): K risiko setelah tindekan p

+  Dampak (1-5): Dampek risiko setelah tindakan pengendalian
+  Level Risiko (1-5): Level risiko setelzh tindakan pengendalian berdasarkan hasil perkalian
kemungkinan dan dampak setelah pengendalian

*  Rencana Tindak Pengendalian: Rencana tindakan yang akan diambil untuk mengelola risiko.
®  Target Waktu: Waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan tindakan pengendalian
®  Pelaksana Pengendalian: Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tindakan pengendalian
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
di_at_as 9Q°{o ‘

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

e SM-wCcEhiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan

Bukt| dukung: tersedia dokumen perencanaan Inovasi

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA LAMPIRAN JUDUL INOVASI DAN PENJELASAN SINGKAT
& PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS I\EPE\D('D( KAN DAN PE\(A'L\TA\ SIPIL.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL D
g 1. LASKAR (LAYANAN SATU HARI KELAR)
 KOTASAMARINDA ot 3 A T NIIR e i i
x (0541) 7429, pemyelesaian doloznen kepeoduudoban saf ban seless dengan gratis, babkan secats eriegrast
\ —\\l -\RI)\ DA satu kal: penguruan 3 dan 4 dola cara bersamasn (KK, Akta, KTP dan KIA) desmdai pada

BERITA ACARA RAPAT tabun 201
Nomer : 470/

2. SIPAHIT (SATULAYANAN HITUN¢
STPAHIT peagembangan dasi LASKAR 2 satu i kelar ditinghatian
memyads Iayananmn hivmgan mens
pindah datane duselecaian 10 menst

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470/515 4 / 100,13

3 nml« NTAS (FENGADUAN LAXG

wmmmu wmmmmwmmx\nnmm dak valid, data
duplikat din layacan bisa diselesaikan pads saat it juga, lantas ki mesempatian nng
tersenda petagas BPJS deamdas 2019

KEBUAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SAYEMBARA INOVAS! LAYANAN DI KELURAHAN
‘DIAS KEPENDUDLKAN DAN PENCATATAN SIPL KOTA SAMARINOA

JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

KROYOK KAMPUNG KB
Kooy Kampung KB s ko Dispd denpm D Prgeadeien P on

KK dsn KIA tanpa harus datang ke Disdukcapil Kota Ssmarinds dan movast \nmdx\
tab 2018

5. PAK DOLA KADIS (PELAYANAN DOKUMEN LANGSUNG ANTAR KERJASAMA
DISABILITAS)
Layansn aotar dolounen kependodukon ini adalah kerjwsama Disdubcapil dengan Persatian
Dimiie adcuns PP bk uae prsbrdeyn bl sonk mponkh
serta meminghatian paekoacman mereka apr meyak dar
s taopa harus ke Disdukcapil Kota Samariods lnovass ini

N O

E- Layanan Oulioe adalah salah sats layanan berbasis website diciptakan Disdukeapl sendsri dan
memlila fir-fitor culnp leagkat di msos apiasi layanan yang depat diakes dimsasprm,
Eapempun badk melaha laptop supun sometpbooe

7. SIMARSIP (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN)
SIMARSIP adalah sistem pendigitalan arsip fik menjadi arup digital. Sistem ini dibeagua.
Karesa arsip-arsip yang ada di Disdukcapil adalah arsip stats (arsip sevamus hidop) yang tidak
dapat dmmemblon Jia 6ddk disopn dbm bek diginl mwla arsp fiskoys skan
ban Arip

beotuk dital diantaranya akta kelabiran sk kematian. al2a perkwinan dan dinmla: dart awal
ok 2020,

: S, WADAI BALAPIS MANIS (WADAH LAYANAN ADMINDUK KELURAHAN
kepeadudiban dua pes TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI MUDAH AMAN DAN GRATIS)
Sebagas teapat pelayansn yang tenintegrass Dukcapsl bersama dengan Keluwatian berbass digital
dan gratis don movasi ins diemula tabsun 2022

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
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Bukti dukung: Terdapat Tim Kelompok Budaya Kerja, Tim Agen Perubahan,
serta penghargaan internal

— SAMARINDA ey, — p—— .
ey l)|N/\SIK'E;'1::r:{DIB;a:(|A};(:;rA‘N PENCATATAN SIPIL DINAS KbPFNDUDUKAI\ DAN PENCATATAN SIPIL e PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARIND/\ KOT/\ SAMARIND;\ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
aan s _KOTA SAMARINDA |
\\\IARI\l)\ \\\I\Rl\l)\ Jalan B 742923

5-\MARIT\D-\

KEPUTUSAN KEPUTUSAN i
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA A S O il AT B
SAMARINDA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 470/ §7/100.13 NOMOR : 470 /88 1 100.13 ’
e
KEBUAKAN PEMBERIAN PENGHARGARN v
TENEAM TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
PEMBE TUKAN TIM AGEN PERUBANIAN REFORMAS 1 BIROKRASI PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA
ADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN FAMAT TN YANG
KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA

9. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (DISHUB) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah
kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 52. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DISHUB sudah optimal pada 8 variabel
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 72%. Namun demikian, DISHUB masih
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur),
dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah)
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISHUB:

Variabel 5 DISHUB perlu menyusun rencana kebutuhan
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik  penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 10 DISHUB perlu melakukan program pengkajian
(Pengembangan Inovasi Pelayanan | rencana inovasi berkelanjutan
Perangkat Daerah) (komperehensif)

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DISHUB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DISHUB sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

= seaee ®* * 0 &P

£

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infq Rembangunan Daerah
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISHUB secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet.

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh
tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Jum‘at, 19 Juli 2024
DINAS PERHUBUNGAN 03:50:23 PM

JL MT. Haryono, Samarinda

vy @D #sso

PROFIL ~ SEKRETARIAT -~ BIDANG TEKNIS ~ SOP LAYANAN INFO DINAS ~ E-LIBRARY ~ PPID PEMBANTU v L5

SOP Layanan

Beranda » SOP Layanan

Berkas atau Formulir yang dibutuhkan dapat di unduh melalui

10 ~

No T NamaSOP Bidang

Bidang Lalu Lintas Jalan
Bidang Angkutan

Bidang Lalu Lintas Jalan
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

MERINTAH KOTA SAMARINDA Jum‘at, 19 Juli 2024

DINAS PERHUBUNGAN 03:50:23 PM

JI. MT. Haryono, Samarinda iv©@OD #sso

w PROFIL ~ SEKRETARIAT v BIDANG TEKNIS ~ SOP LAYANAN INFO DINAS ~ E-LIBRARY + PPID PEMBANTU ~ .

SOP Layanan

Beranda » SOP Layanan

Berkas atau Formulir yang dibutuhkan dapat di unduh melalui

10 v
No Nama SOP Bidang
Bidang Lalu Lintas Jalan
Bidang Angkutan

Bidang Lalu Lintas Jalan

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4)

Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana
pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.
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Bukti dukung: ada dokumen surat tugas untuk pegawai mengikuti diklat

sy PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAIN

Jalan : MT. Haryono, Telp. (0541) 748537 — Fax. (0541) 741636

SAMARINDA Kode pos 75124

SURAT TLUGAS
MNomor : 500.11.1/ 356 /100.05

Dasar 1. Panggilan Peserta Teknik Perlengkapan Jalan Angkatan [ Tahun 2024 Nomor :
SM.113/4/19/ Poltrada Bali/ 2024 tanggal 28 Juni 2024,
2. Telaahan Staf Dari Kepala Bidang Keselamatan Nomor

551.12/03,/100.05,/V /2024 Tanggal 01 Juli 2024, Permohonan mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Staf Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota
Samarinda Guna Terwujudnya Kompetensi Pemerintahan Tahun 2004,

3. DFA Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
MEMERINTAHKAN

Kepada : Para pegawai vang namanya tersebut dalam lampiran Surat Perintah Tugas ini :

Untuk : Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Badan Layvanan Umum (BLU) Diklat Teknik
Perlengkapan Jalan Angkatan 1.

Tempat berangkat : Samarinda

Tempat Tujuan : Politeknik Transportasi Darat Bali, Jl. Cempaka Putih Desa Samsam,
Kec. Kerambitan Kab, Tabanan-Bali/Jl. Batuyang MNo. 109,
Batubulan, Sukawati Gianjar-Bali.

Lamanya : 08 ( Delapan) Hari
Tanggal Berangkat : 0F Juli 2024 s/d 14 Juli 2024
Beban Anggaran : Bidang Keselamatan

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.
Demikan Surat Tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/ berdampak ke publik melibatkan
tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur
dan terdokumentasi.

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli

ﬁOKUMEN PENELITIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA EOKUMEN PENELITIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Ketersediaan dokumen rencana induk pengembangan Masterplan Transportasi 's Studi/Penelitian lainnya di bidang transportasi

= DI LX B
"—-—-—u—u\"‘"fb oy
okumen Pra Study Kelayaka e A q
'D' y edylfill s N
Jaringan Jalur Rel Kereta Api R < SO ..oy )

OTh SAMARNOA

* Dokumen Masterplan Transportasi
Kota Samarinda Tahap III Tahun 2021

Dalam Kota Samarinda

* Dokumen Studi Pendahuluan
Lampu Penerangan Jalan Umum
@’ ::,’:;:"::::;L, (LPJU) Kota Samarinda

Kota Samarinda Tahap 111

| Dinas Perhubungan Penertah Koca Semarinda I
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Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem

At rs g dctal Db et

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

e o T e -

[earr—.
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Kab./Kota * PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi * Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
UPB * Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
- Asal{Cara Tahun Barang/ Keadaan
Merk/ Ho. Sertifikat Bahan Satuan Keterangan
— - Perolehan Pem- Konstruk Barang
Urut Kode Barang Reg:ste Mama [ Jenis Barang Type :": IF:'::;S Barang  belian o (B/x8/RE) Barang Harga
No. Mesin fp.s.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13505001000006 000001  Tanaman Hias - - - Pembelizn 202 Baik 1 26.725.000,00
Jumlah 26.725,000.00
MENGETAHUT Samarinda, 25 April 2024
Kepala Badan Pengurus Barang
H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.Si Sitvana
MIP. 19681209 198803 1004 NIP. 19791027 200701 2 005

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan
evaluasi secara berkala.

Bukti dukung: Tersedia dokumen kertas kerja Manajemen Risiko dan Laporan
Manajemen Risiko

LA UL S AR U

FmmaAIL A

PERIODE REMCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

LAPORAN MANAJEMEN RESIKO ST
DINAS PERHUBUNGAN KOTA e — T e o
\ SAMARINDA TAHUN 2024 N | PR

g
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
DaeAraAh Qiqtas _90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.

| Bukti dukung: tersedia dokumen daftar invensi (temuan produk inovasi lokal) |
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PROPOSAL LOMBA INOVAS
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

JUDUL INOVASI
OPD Parkir
(Optimalisasi Digital Perparkiran)

PEMERINTAR KOTA SAMARIYDA
DINAS PERHUBUNGAN

4 / Julan I Haryoo, Telp, 0541 ) M8537- v, (0541 41636
/ SAMARINDA
Kode Pus 75124

“

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SAMARINDA
NOMOR : & /¢l /100.05

TENTANG

T PELAKSANA INOVAS! OPTINALISHSI DIGITAL PERPARKIRAN
(OPD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TARUN 2008
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Telp. (0541 ) 748537 - Fax. ( 0541 )741636
SAMARINDA
Kode Pos 75124

e ——————————— e ————————

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SAMARINDA
NOMOR : Soo.U.\ /345 /10005

TENTANG

INOVASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023
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PROPOSAL LOMBA INOVASI
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023

Judul Inovasi
SEPAKAT HUB

(Sistem Pelaporan Kegiatan
Dinas Perhubungan)

DiSHUB Manual book of application :

Bergerak Menuju Kota Peradaban

4 )"‘
£

Dishub

Diagram Alir Sepakat Hub
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PROPOSAL PEMERINTAH HOTA SAVARINDA
DINAS PERHUBUNGAN
LOMBATNOVASI T, e el (0641 4651
KOTA SAMARINDA SANARINDA
TAHUN 2023
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA
. NOMOR ; 800(’12] 110005
JUDUL INOVASI
TENTANG
SISTER,S SISTERS
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SISTE
SISTEM INFORMASI DAN SINERGITAS PENGELOLAAN LPJU UNTUK ST O SRS FNBLOLAN 20
PENERANGAN SAMARINDA (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) KOTA SAMARINDA

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Bukti dukung: ada dokumen inovasi dan proposal inovasi serta tim SK Inovasi
DOKUMENTAS SOSIALISASI SALUD

DOKUMENTASI LOMBA PEMILIAN ABDIVASA (Sadar Lalu Lintas Uia Din)
TAHUN 204 Tahun 2024

€9 2o €9 Biinn

DISHUB GELAR PEMILIHAN ABDIYASA
TELADAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024
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10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
1,5
1
0,5
0
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah
optimal pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Sedangkan 2
variabel lainnya mendapatkan penialian 4, yaitu variabel Analisis Kebijakan Dan
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
dan Aparatur dan Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah. Selanjutnya, pada
variabel Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah, Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Perangkat Daerah, dan Budaya Organisasi Perangkat Daerah telah
mendapatkan nilai 3. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika masih
memerlukan perbaikan khususnya pada variabel Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta
Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur.

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Komunikasi dan
Informatika:

Variabel 5 Dinas Komunikasi dan Informatika perlu
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | menyusun rencana kebutuhan diklat secara
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan balik
penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan

Variabel 8 Diskominfo perlu menetapkan prosedur

(Manajemen Resiko Pelaksanaan | pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas

Tugas Aparatur) serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa
ada kerugian baik bagi pegawai maupun
instansi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DISKOMINFO telah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung: Dokumen RKA dan Renja, serta dokumen cascading. Selain itu, seluruh
Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan menggunakan Aplikasi SIPD. Selain
itu

LY

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Rembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kota Samarinda - “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"
Misi Pembangunan Kota Samarinda + 3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SAMARINDA

ey s o ey

N
g I
M
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POHON KINERJA DINAS DAN KOTA TAHUN 2024

Kegatan -

Pengeloisan iforma dan Komumikas Puslk

Pemerintah Daersh Ksbupsten/kota Kegatan

1. Pengelolasn Nama Domain yang Teish
n

Sosaran Ditetapkan cieh Pemerantah Pusat don Sub

ra——

Publik Pemerintah Daerah Kabupsten/Xots Kabugaten/iots

Sssaran-
Sckministrasi Kewangan Peranghat Daeran Imikatos Kegiatan: 1 Terkelolanys Pengeblaan Nams Domain

Inaator Kegatan Pemeriniah Daerah Kabupatenfota dan
Penyeenggaraan arngan intra Pemertah
Formuile
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKABELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
ring
Rincian rogram, Kegiatan
Bidang Unusen
nt Oanisas
b Unit rganisasi. =
Frogam 216,03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORNATIKA
Hogitan -
b Kegiatan
e
denis ayanan -
Surbor Pondanaan - PENDAPATAN ASLIDAEFAH (PADI
Lol <Kok Samarnco, Semua Kecamalon, Soma KekDeon
Vs Pelscsansan e
Aokasi 2023 o000
Aoasi 2026 “Ro. 200000000000
Aoasi 2025 “Fp. 200000000000
Indikator dan Tolek Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kineria Target Kinerla
35 Parsan

Nasan o yarg Gouiuhban P 2600000.00000
Wobaran 3 Layaran

Purserssse ayunan SPOE s tayanen odmisiast ® mon "
- Comermre s SPSE el o e e e e s e e |

perse e 25 Pman

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
‘Satuan Kerja Perangkat Daerah

b Negitan
Lovast Kola Samain. Semos Kocamati, Somon Korahan
[ re— Sanu . Desambor
Katorargan

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selain
itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menyusun laporan monitoring dan
evaluasi per triwulan.

T2 o con Semacnda
o~ >
Selamat Datang! Deviasi Fisik dan Keuangan
Fisik Keuangan
Database Tahun
' heind “
Paket Berjalan [fJ
Realisasi
Sisa Pagu
Perangkat -
Paket Belum Berjolon [ No Pagu Fisik Keuangan
(Rp) @ ™ (Rp) Pembayaran (%) ~Penyerapan (%)

@ Torakhir dperbarul pada 2024-07-08 084837

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Program Unggulan
37.563.386.700
30.325.406.068

30.263.302.066

- U7 eteplan ssmarindakota go ddashbosrd

109



LAPORAN MONITORING

LAPORAN MONITORING EVALUASI KEGIATAN LAPORAN MONITORING

EVALUASI KEGIATAN
EVALUASI KEGIATAN

CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA P CAPAIAN
KINERJA ’ KINERJA
TRIWULAN IV
TRIWULAN | i TRIWULAN I
NAS KEMUNIKAS) AN INFCRMATIRA KOTA SAMEARINDA
DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LAPORAN MONITORING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jlo. Babikioen Nou§2 Telp.0541) 4119483, Kel Bugi, Kec Samarinds Ko, 75121
SAMARINDA
EVALUASI KEGIATAN
NOTULEN RAPAT
1 Acara : Rapat Persiapan Pengendalian dan evaluasi pekerjaan tahun 2024

Triwulan 11 di Lingkup Dinas Komunikasi dan

CAPAIAN Informatika Kota Samarinda

2. Hari/Tanggal  : Senin, 19 Juni 2024
% 3. Waktu 8.00 sd Selesai
KINERJA 4. Tempat Ruang Rapat Dinas Kominfo Kota Samarinda
5. Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas Kominfo Kota Samarinda
6. Peserta - Seluruh Kabid, , Jafung dan staf pengelola kegiatan di Dinas

“= TRIWULAN 1

Kominfo Kota Samarinda

N

Hasil Pembahasan :
1. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Samarinda s/d tanggal 19 Juni 2024

‘apaian Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Samarinda s/d tanggal 19 Juni 2024 baru mencapai 34,15% dan target realisasi

keuangan baru mencapai 22,49%

e

Nilai pagu diskominfo sebesar Rp37.563.386.700 sedangkan realisasi keuangan baru
tercapai 22,49%. berarti kita masih butuh 25% lagi dari target 47,5% atau sekitar
9.000.000.000 febih untuk mencapai target 47,5% sesuai dengan target berdasarkan
likota nomor a: 02 tentany rsiapan, pelapor;
o ran INFORMATIKA KOTA RINDA SE Walikota nomor 900.1.15/4139/012.02 tentang persiapan, pelaporan dan
pengendalian pelaksanaan pekerjaan TA 2024
SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

~

. Pembahasan dalam rapat mengenai strategi dan langkah-langka untuk pencapain

target realisasi fisik maupun keuangan

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

Nomor Standar £100/1 /11/0120/2023
Oprasional Prosedur : 15 Maret 2023
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tanggal Samarinda
Efektif
Disahkan
Oleh
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA | SYARIF HIDAYATTULAH,S.S0s, M.Psi
SEKRETARIAT NIP. 197010271993031004
Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememrintah | 1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

Kinerja

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2021 Nomor 1569)

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor &
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Momor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Evaluasi 1. Komputer dan Kelengkapan
2. ATK
Peringatan : dan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja seuai Disimpan sebagai data elektronik dan manual

target yang ditetapkan.
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP

Bukti dukung: Dokumen SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ‘ﬁ R

| s
PINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I
‘

KOTA SAMARINDA ’»

e

FEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

IHAHIED

I )

[omersos [ Ge7m0s00 21 -
7 | Torgeat Pemtuacan l 14 Januari 2022
Tooggal Revii e e
| Tongaa Efcktil [ =
R - SR |
' | Disabian Oleh ‘
Pomarinteh Koty Semernds
| Dwas xomundas dan informatika
Jedul SOP | Pemyusunan Lazoran Akuntabibtss Gnera mtans Pemenmtan
Sub Bagfen Program/Selretariat [ (LAKIF) Dines Kominfo. Xota Samarinds
Ther e T wudevem) reasare PR 7
L UndargUndarg Nomor 28 Tahun 1999 tentarg Perrpeenagvn Moz pang T RN ewendeg e dEare peraa une legoret Krere Imtarsl Perrriresh
Beruh dan betvvs Aar! Coruges! dan NepoTsve LA |
2. Persturan Mecsed Negass Penduyageron Agamer Megars dan Nerveie Solam pavas das . drermarn |
Birohrinl Mowyer J010 tertang Prdomas Perpuunas Deerda fon Aelparan |

Moasstabiitas Eiverfs bnvsanyd Pamerintah

eterkaian TR | Persbasperiengeasan P
["50F Abar Saret Mawsk can Sure Vebuar Semitra OF0 '
SQOP Pencarian Oata dan Indormas | Format Peryuseran LAKP

| SOP Penetapan Kinerja Oakarmen Perrazas Knesjs
SOP Pengadas baresg den lasa | Format Porgeburen Keerie
SOP Pengarsigan Dota dan iformasl Casakin Kiserjs OO0
Lagoras Reaksasi Kewongas
| e Pararghat Kaempuner
|_Pwringatan - Pascatizas das Pescaeaan
| Jica tidak cilakxanalan sesval SOP, maka Proses Evatiasl Kinerjs ini IncEk vicr drecia, tarpen, readian A3 Serrrate C3poian Kner)3
| ticak akae berjalan lincer 22

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1)
Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Bukti dukung Bukti dukung berupa rekap pelaksanaan Diklat pegawai Dinas

Komunikasi dan Informatika pada jabatan tertentu, belum mencakup rencana

kebutuhan diklat.
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DATA ASN YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL/BIMTEK/SEMINAR/WORKSHOP TAHUN 2019-2022

DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

SUMBER PEMBIAYAAN (BKPSDM/OPD
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN NAMA DIKLAT/BIMTEK/SEMINAR/WORKSHOP TANGGAL MENGIKUTI
PESERTA/KEMENTERIAN/MANDIRI)
Digital Entt hip Acad -Ti of Trai P lol
Suparmin, SE, M.Eng Pembina / 1V a Kepala Bidang Aplikasi Dan Layanan E-Government |0 2 o C/ 1 cPren@Urship Academy - Training OF Trainers PEngElolaan 44 174 15 rebruari 2022 |Kementerian Kominfo
N Keuangan, Akses Permodalan Dan Digital Marketing
NIP19 100;
) - ) Driving Government Digital Transformation With One Data And Smart
Suparmin, SE, M.Eng Pembina / IV a Kepala Bidang Aplikasi Dan Layanan E-Government y Kementerian Kominfo
) City Pada Program Digital Leadership Academy 31 maret 5/d 27 April 2022
NIP197809262005021005
. - § R Training Of Trainers Pelatihan Dasar-dasar Kewirausahaan Digital . i
Suparmin, SE, M.Eng Pembina / IV a Kepala Bidang Aplikasi Dan Layanan E-Government y Kementerian Kominfo
3 Program Digital Entrepreneurship Academy 3 s/d April 2022
INIP197809262005021005
Petrus Suryadi Balisa, SE, MM [Pembina/IVa staf Bimtek Satu Data : Penguatan Statistik Sektoral Di Daerah

4 |NIP 197005071999031001

Seminar Green Development : Kontribusi ASN Terhadap Indonesia
Hijau

4-6 Maret 2020

16 Agustus 2019

Dinas Komunikasi Dan Informatika Samarindg

Lembaga Administrasi Negara

Didik Susanto

NIP 197903072007011021

Pengatur Tk.1/11d  |staf

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kriptografi Asimetrik
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dasar-dasar Keamanan Jaringan
Webinar : Regulasi keamanan Informasi Dan Sosialisasi Indeks
keamanan Informasi

Webinar : Diseminasi Indeks Keamanan Informasi Bagi penyelanggaran
Sistem Elektronik Sektor Ekanomi Digital Dan perguruan Tinggi
Webinar : Eksistensi 1.0 Edukasi Siber Fungsi Identifikasi Dan Proteksi
Webinar : Dekripsi#03 Diseminasi Kebijakan Dan Peraturan Teknis
Pembinaan Jabatan Fungsional Sandiman Indonesia Seri Ketiga dengan

Tema "kinerja Sandiman Untuk Negeri"

Edukasi Dan Literasi Keamanan Informasi Sektor Media

25 Maret-10 April 2019
26 Juni-5 Juli 2019

22-23 Juli 2020

28 Juli 2020

23 Desember 2021

10 November 2021

14 Desember 2021

Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara
Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara

Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara
Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara
Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara

Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara

Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke
publik melibatkan tim ahli

Bukti dukung: Penyusunan Renstra telah melibatkan tim ahli

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455

SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

PEM!

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 940-05/042/HK-KS/11/2023

TENTANG

BENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Mengingat

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
jan dan Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah pasal 125 huruf a yaitu penyusunan rancangan keputusan
Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat
Dacrah dan sesuai persetujuan Walikota Samarinda melalui
Telashan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penclitian dan  Pengembangan Kota Samarinda  Nomor
000.7.2.4/1849/300.01 Tanggal 29 Desember 2022;

bahwa i dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang
membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

;1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Rerpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Tim Review Renstra Perangkat Dacrah Tahun
2021-2026.
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimeksud dalam diktum Kesatu
Keputusan ini bertugas menyusun Review Renstra Perangkat Daerah
vi
3
Tahun 20212026 di masing-masing Perangkat Daerah Kota
Samarinda.
KETIGA

Kepala Dinas dan

: Tim Penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Samarinda Tahun 20: i

Sckretaris Dinas

Perencana Ahli Muda (Penyetaraan)

1

2

3

4. Staff Perencana

5. Pengelola Program dan Kegiatan
6. Pranata Komputer Terampil

7. Kasubbag Keuangan

8

9,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

ang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
lang Sarana Komunikasi dan Diseminasi
ang Teknologi Informasi dan Komunikasi
. Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government

13. Bidang Persandian dan Statistik

Kota

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kota Samarinda

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

21-2026, scbagai berikut:
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TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

Ketua : Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos,M.Psi
Sekretaris : Dian Ruhendra, ST, MM
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOMUNIKASI DAN IHI'I"“IA'I'IKA
Jin. Babukots NeK2 Telp 0541) 4119483, Kel B macinds Koss, 5121
Pokja Pokja Identifikasi Data, dan itasi SAMARIND A
Rancangan
a. Ketua : Hj. Herlina, SE, MM Samarinda, 24 Februari 2023
b. Anggota : Sofyan Agus, S.Si Nomor 005/0223/100.17 Kepada Yth
Lampiran Sekretaris, Kepala Bidang
Hal Pembahasan Review Matrik Renstra dan Jafung Penyetaraan
Pokja Pengumpulan Pengolah Data i
a. Ketua : Muchsin, SH di-
Samarinda
b. Anggota : Riduansyah, SE
c. Anggota : Wahyu Sabana, A.Md Schubungan Dengan akan dilaksanakannya penyusunan Review Matrik Renstra
Pokia Diseminasi dan Publikasi Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda, maka dengan
okja Diseminasl dan Publikasi ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Tbu dalam rapat yang akan dilaksanakan
pada
a. Anggota : Wawan Setyawan, SE
Senin
b. Anggota : Reni Setiawati, S.Kom 27 Februari 2023
10.00 Wita - Selesai
¢. Anggota : Herman Yosef Bao Tukan, S.Sos, M.Si Tempat Ruang Rapat Diskominfo Kota Ssmarinda
Materi Pembahasan Review Matrik Renstra Tahun 2021- 2026
d. Anggota : Muhammad Nur Komar, SH
e. Anggota - Rahadi Rizal, SE :::x'v‘v‘\:;::\mlnmn sampaikan atas kesediannya dan perhatiannya kami ucapkan
Pokja Validasi dan Verifikasi gi
f. Anggota : Zuheryansyah, SE S
pala Dinas,
g. Anggota : Achmad Rama Gagaryn Kabid Sarana ge€mifBikysi dan Disemjfasi Informasi <M
h. Anggota : Edy Susanto /
i. Anggota : Farida Agustin, ST =
j. Anggota  Arif Rahman, SE NIP. 196810)41988031001
Tembusan Yth
1 Arsip

1 j diskominfo. inda  Foll
DISkOmmfg @ Salam Perubahan KSAMN“W\JA iskominfo.samarinda - Follow

KOTA SAMABINDA A PUSAT PERADARAN

9 diskominfo.samarinda Terima Kunjungan Tim Monev KIM, Kadis
Kominfo Paparkan Pembentukan Hingga Tujuan KIM

SAMARINDA.KOMINFONEWS - Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Kota Samarinda menerima kunjungan Tim
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komunitas Informasi
Masyarakat (KIM) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim) di kantor Diskominfo Kota Samarinda

TIM MONITORING DAN EVALUAS! o .
ITAS INFORMAS! MASYARAKAT (KIM) KAB/KOTA pros ey (EREEED

Dalam kunjungannya Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda Dr
Aji Syarif Hidayatullah di dampingi oleh Kepala Bidang Sarana
di Kota Samarinda - Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo Kota
Samarinda, Syamsul Anwar dan Kepala Bidang PPID, Euis Eka
April Yani serta Ketua FK KIM Kota Samarinda Joko Iswanto
menyambut langsung tim Monev Diskominfo Kaltim yang
diwakili oleh Pranata Humas Ahli Muda dan Sub Koordinator
Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Kaltim, Awang Fauzan
Rahman, serta anggota tim lainnya.

taSamarinda

#Diskominf

Pada kesempatan itu Awang Fauzan Rahman menyampaikan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan tujuan
memberikan penilaian sekaligus masukan dan saran terkait
kinerja serta melihat perkembangan KIM yang berada di
kabupaten/kota se Kalimantan Timur, khususnya KIM Kota
Samarinda yg pada hari kami kunjungi yang mana sebelumnya
kami sudah mengunjungi KIM Kabupaten Paser dan setelah dari
Samarinda ini kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kutai
Kartanegara.

“Dalam waktu dekat akan diadakan event nasional KIM. Kami
berharap dengan diadakannya monitoring dan evaluasi ini,
sekaligus bisa melihat potensi-potensi KIM yang ada di seluruh

Terima Kunjungan Tim Monev KIM, Kadis Kominfo Kabupaten/kota se-Kaltim," ujarnya.

Paparkan Pembentukan Hingga Tujuan KIM SR e
Qv W

18 likes
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

o

LR T T

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
[HRSR—
AMIAB & ABK

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS GABUNGAN
i + pavst
urs

donyears | Tobum | Shuman -
o o | marang =
Uree | made baraag | mageter Nama  enis arang el - Pt ey orearms) | sarses [
3 s 6 ] n
o e S i -
- Sseratc e ot = -
e

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.
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RTP Dinas Komunikasi dan Informatika

IBukti dukung: Telah disusun

DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS (ESELON Il) - URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN

TAHUN 2025
No Tujuan/ Indikator Kinerja Risiko Sebab ciuc Dampak
Sasaran Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang
Strategis OPD Terkena
a b B d e 1 9 h i k
1 |Meningkatnya Indikator - NILAT IKIT Risiko Tidak Terukumya RS0 24.16.051 |KEPALA |Perangkat Daerah yang tidak | Ekstemal | UC |Masyarakat tidak puas akan Pimpinan Daerah, il
kualitas pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat DINAS  |responsif terhadap Kebutuhan pelayanan Pemerintah Seluruh Perangkat
informasi dan (KM ) Layanan Masyarakat Daerah dan
komunikasi publik Masyarakat
2 Indeks K. Informasi |Risiko Informasi publik tidak RS0.24.16.052 |KEPALA |Perangkat Daerah Belum Internal | C  |Penilaian Keterbukaan Informasi |Pimpinan Daerah, XVl
kualitas pengelolaan |Publik diketahui masyarakat DINAS  [optimal dalam Publik Menurun Seluruh Perangkat
informasi dan mensosialisasikan dan Daerah dan
komunikasi publik diseminasi informasi yang Masyarakat
terbatas
P yang [Risiko vg yang RS0.24.16.063 |KEPALA |Belum Maksimalnya Diseminasi| Intemal | C |Masyarakat tidak puas akan Pimpinan Daerah, XX
menjadi sasaran penyebaran [tidak memperoleh atau DINAS  [Informasi mengenai kebijakan pelayanan Pemerintah dan Seluruh Perangkat
informasi publik, mengstahui |mengetahui kebijakan dan dan Program pemerintah dan informasi Kebijakan Program  [Daerah dan
kebijakan dan program program prioritas pemerintah kota Pemerintah menurun Masyarakat
prioritas pemerintah dan dan pemerintah kota
kota
3 P Peranglat Daerah |Risiko Perangkat daerah tidak | RS024.16.054 |KEPALA |Belum Maksimalnya Internal/Ek| G |Penerapan SPBE berjalan Lambat |Pimpinan Daerah,
sistem Yang Menerapkan Arsitektur |menerapan arsitektur SPBE DINAS  [Pengembangan inovasi yang stemal Seluruh Perangkat
pemerintahan SPBE dilaksanakan OPD sangat Daerah dan
berbasis elektronik parsial, tidak tematik, dan tidak Masyarakat
yang terpadu terkoordinasi dengan baik dan
SDM yang tidak memadai
4 |Meningkatnya Nilai EPSS Risiko Data Statistik Sektoral | RS0.24.20.055 |KEPALA |Perangkat daerah belum Intemnal/Ek Nilai EPSS tidak sesuai yang di_|Pimpinan Daerah, X
kualitas Tidak Terpenuhi DINAS  [melaksanakan kegiatan statistik| = stemal targetkan Seluruh Perangkat
penyelenggaraan sektoral tanpa koordinasi Daerah dan
statistik sektoral dengan dinas keminfo sehingga Masyarakat
tidak terdata
| RENCANA TINDAK PENGENDALIAN |
Unit Pemillik Risiko : Dinas Komunikasi
Tahun 12025
.. - Rencana Kegiatan . . Risiko yang Direspon
No |Pernyataan Risiko| Pernyataan Penyebab [Respon Risikoj g- Indikator Keluaran| Penanggungj b|Target Waktu o yang po =
Pengendalian Ki Dampak | Level Risiko
a b c d e f g h i i k
Risiko Keamanan |belum adanya firewall | Pembentuka |Penyusunan dokumen |Dokumen ISO dan [Kepala Dinas Akhir Tahun 3 3 22
Jumlah SDM yang
Risik kurang, saat ini hanya
isiko L i
memiliki 1 {satu) Rekrutment tenaga Ketersediaan ) Semester IV
Pengelolaan | belum ada ) ) Kepala Dinas 3 5 22
orang yang menguasai ahli Personil 2025
server terganggu .
/memahami
pengelolaan server
Risiko Layanan
Jaringan internet
ke OPD
terganggu
Risiko koordinasi [kompilasi data tidak 22 kendali jadwal Prosen % OPD OPD danTim 2024 1 1 1
Risiko single sing on_belum 14 pembentukan presentasi % OPD danTim 2024 1 1 1
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL (ESELON IIl/IV) - URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN

TAHUN 2025
Risiko Sebab Dampak
No | Sasaran Operasional OPD Indikator Kinerja No Uraian Kode Uraian Sumber c/uc Uraian Pihak yang Terkend
a < e f a h i i k |
1.Meningkatnya Pelavanan dan |indikator : NILAIIKM 1
2 |Risiko Tidak Tersusunnya | RS50.24.16.05.1.1 |sekretaris Keterlambatan Eksternal UC _[Terlambat Tersusunnya Dinas Komunikasi dan
3 IR Penganggaran dan | RS0.24.16.056.1.2 |Sekretaris Proses |dentifikasi dan Internal C__|Gaji dan Tunjangan Tidak Dinas Komunikasi dan
4 |Tersedianya Pelaksanaan | RS0 24 16.05.13 |Sekretaris Proses Identifikasi dan Internal C__|ASN tidak mendapatkan Dinas Komunikasi dan
5 |Tersediannya RS0.24.16.05.14 |sekretaris Proses Identifikasi dan Internal I Tidak terlaksananya administrasi|Dinas Komunikasi dan
6 |Tersedianya Penunjang | R50.24 16.0515 |Sekretaris Proses penyediaanya jasa Internal [tidak terlaksananya penunjang _|Dinas Komunikasi dan
2.Meningkatnya Kualitas Indeks keterbukaan 1 o pelaksanaan RS0.24.16.05.2.1 (Kepala Bidang Kurangnya SDM dan internal/ uc jalinan OPD dan
Pengelolaan Informasidan  |informasi publik yang kegiatan Kemitraan Sarana Komunikasi |minimnya anggaran eksternal lambat terlaksana
Komunikasi Publik inormatif Dengan Pemangku dan Diseminasi
Kepentingan Informasi
2 [Risiko Media Komunikasi | RS0.24.16.05.2.2 |Kepala Bidang Media Sosial milik eksternal uc media 0PD dan
Publik milik Pemerintah sarana Kota publik terganggu, sehingga tidak
Daerah tidak terkelola dan Diseminasi dan Dinas Komunikasi dan dapat mendiseminasikan
dengan baik i Kota informasi dari Pemerintah
(facebook, instagram, Daerah tepat waktu
twitter, youtube) tidak
dapat diakses karena
adanya peretasan akun dan
cloning yang berpotensi
negatif dan merugikan
Daerah
3 [Risiko Pengelolaan RS0.24.16.05.2.3 |Kepala Bidang Target tidak sesuai tahapan |  internal/ C |Pengerjaaan dokumentasi oPD
Konten dan Perencanaan Sarana Komunikasi |perencanaan kegiatan eksternal lvideo, pembuatan konten dan
Media Komunikasi Publik dan Diseminasi penayangannya menjadi tidak
Informasi tepat waktu

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Balaikota No.82 Kel.Bugis, Kec.Samarinda Kota, Kode Pos 75121

SAMARIN

rarindakota go.id

DA

Nomor
Sifat

Samarinda, 14 Mei 2024

700/0405/100.17
S

Perihal

Yth,

Segera
Usulan Nama Dan Jabatan
Koordinator Dan Ang
TIM SPIP Dinas Kominfo
Kota Samarinda

Inspektur Kota Samarinda

di—

SAMARINDA

tanggal 7 Mei 2024 perihal Permintaan
Anggota Tim /
perangkat daerah, dengan ini kami meng

Berdasarkan Surat Inspektur Kota Samarinda Nomor 700/669/200
na dan Jabatan Koordinator dan
PIP terintegrasi tingkat organisasi
gusulkan nama dan jabatan koordinator
anggota tim ascsor penilaian mandiri SPIP fterintegrasi pada Dinas

sesor Penilaian Mandiri

K Dan Kota da dengan rincian sebagai berikut :
[NOT NAMA JABATAN | JABATAN [ NIP EMAIL
DALAM KANTOR
TIM
ASESOR
| | OFD | |
[T | Dr. Aji Syarif | Kepala Dinas | Koordinator | 19701027 | diskom!
Hidayattulah, 19990310 | =

[4

S.Sos, M.Psi 04

SE, | Sekretaris 19780926

M.Eng [
THj. Herlina, | Perencana | Anggota |
| SE, MM | | Tim 20090120
03
|'Muchsin, SH | Kasubag | Anggota ‘ 19720822
Umum dan | Tim 20080110
Kepegawaian 20

Demikian usulan nama dan jabatan koordinator dan anggota tim asesor

penilaian mandiri SPIP terintegrasi tingkat organisasi perangkat daerah ini kami

sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan draft SK Tim

Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas

penyele:

ara Sistem Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkus

n Pemerintah Kota

Samarinda, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Skadf Hidayattulah, S.Sos, M.Psi
4 Utama Muda / TV ¢
1010271999031004

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
db@s9¢%.

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

a aM-scEiaacn

PEMERINTAH KOTA

SAMARINDA

INSPEKTORAT

Jalan Dahlia No. 9 RT. 04 kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121
hitps - inspektorat samarindakotagoid  Email - inspektoratkotasmd@gmail com

Samarinda, 29 Mei 2023

Yth.3 Kepala Dinas dan i Kota
Di

Samarinda

SURAT PENGANTAR
No.700.1.2.1/651/200

No | Naskah Dinas / Barang yang Banyaknya

Dikirim |
1. | Surat Peringatan | 1 Berkas

|
LAPORAN HASIL EVALUASI [
AKUNTABILITAS KINERJA |

| PEMERINTAH PADA DINAS
KOMUNIKAS! DAN
| INFORMATIKA KOTA
SAMARINDA  ANGGARAN
| TAHUN 2022

Diterima tanggal,
Penerima
Nama Jabatan

Nama
Pangkat/gol
NIP

Nomor telepon

Tembusan Yth

Walikota Samarinda

Keterangan

Disampaikan dengan
hormat  untuk diterima
dan dapat dipergunakan
| sebagaimana mestinya

NIP. 19680617 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2022

IRBAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Il
NOMOR  :700.1.2.1/651/200
TANGGAL : 24 MEI 2023

TAHUN PENGAWASAN
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan
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Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri
2. FORM IDENTIFIKASI USULAN GAGASAN INOVASI OPD TAHUN 2025-2029

mencakup pencapaian
dalam efisiensi layanan,

peningkatan

aksesibilitas  informasi
publik, serta
responsivitas  terhadap

kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penghargaan
ini juga mendorong OPD
lain untuk mengadopsi
teknologl serupa guna

JUDUL IDE/ GAGASAN URAIAN GAGASAN INOWVASI UsuULAN
NO INOVASI LATAR BELAKANG,/ TUIUAN MANEAAT GAMBARAN SINGKAT TAHUN
PERMASALAHAMN GAGASAN INOVASI PELAKSANAAN
1 Penganugrahan atas | Memberikan Penghargaan | Memberikan apresiasi | Untuk Penganugrahan atau
pemanfaatan digital | dan pengakuan publik dan | kepada Perngkat | mengakselerasi penghargaan yang
dari Diskominfo (OPD | internal kepada perangkat | Daerah yang mampu | transformasi  digital | diberikan atas
yang menggunakan | daerah yang telah sukses | mengimplementasikan | di Kota Samarinda pemanfaatan digital ini
TTE, melaporkan | dalam mengadopsi | digitalisasi bertujuan untuk
kelukan warga) teknologi. Hal ini dapat | perkantoran memberikan  apresiasi
meningkatkan motivasi dan kepada Organisasi
semangat tim dalam Perangkat Daerah (OPD)
melakukan perubahan yang berhasil
positif serta menunjukkan mengimplementasikan

keberhasilan mereka kepada TTE dan sistem
masyarakat. pelaporan digital
dengan baik. Ini

meningkatkan  kualitas
pelayanan dan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
modern dan terpercaya.

PENAMBAHAN FITUR
KELURAHAN DAN RT DIGITAL
PADA APLIKASI SAMARINDA SANTER

TAHUN 2023

Tahun 2023 aplikasi SANTER Kembali dikembangkan dengan memasukan layanan

kelurahan  digital dengan mengintegrasikan e-kelurahan dengan tanda tangan

elektronik (TTE) Selain itv, terdapat fitur pemantaan banjir berbasis Artificial

Intelligence  (Al)

Untuk layanan kelurahan berbasis digital Masyarakat dapat

memanfaatkan permohonan layanan melalui Aplikasi SANTER, baik ditingkat RT

maupun kelurahan, sehingga dalam mendapatkan layanannya Masyarakat tidak perlu

lagi mengantri dikelurahan. Dan dalam rangka optimalisasi layanan SANTER ini Dinas

Kominfo juga bekerjasama dengan amazon web service (AWS) dalam hal pengelolaan

server berbasis cloud, sehingga yang tadinya Masyarakat mengakses secara bersamaan

dalam skala besar terjadi loading yang lama menjadi lebih lancar dan optimal.

Masyarakat

——* Fitur AT Digital dan Kelurahan Digital

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKAST
SAMARINDA SANTER

=]

B. Halaman Kelurahan Digital:

Langkah — Langkah penggunaan layanan kelurahan digital:

1) Warga Membuka Aplikasi SANTER melalui website: pwa.santer.samarindakota.go.id

atau melalui

Pith Menu
Masyarakat

intorrmasi Tarwies

=
WEEDNOn powerod by aws e

oo (sgun

Masyorakat

Apakasi

o Rooksi Copat 12

o Kecomoton Digitat
0 pos

2) Pilih Jenis Surat layanan yang diperlukan.

Kekurahan digital ®

Pillh jenis
surat layanan

| = R U R 1 (" R B O

Surat Keterangan

Surat Keterangan Kurong Mompy

Surat Keterangan Belum Pamah Manikah

Surat Pangantor SECK

Surat Ketarangan kemation

Surat Ketwrangan Ketiongan

Surat Keterangan Menikah

o Xelurahan Dightal

4 Pilih Kelurahan
Digital

Melihat daftar surat
yang pernah diajukan
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"' ¥ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
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APLIKASI LAPORAN
PERJALANAN DINAS

Dinas Kemunikasi dan Informatika Kota Samarinda

L \

SCAN HERE

HTTPS://PERJADIN.SAMARINDAKOTA.GO.ID

MASUKAPLIKASI

Buko Aplikosi Per
hitps://perjodin sa

non Dinos di
orindakoto go i atou melolui barcoda

Selamat Datang!

——— \ /

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di Dinas Komunikasi dan Informatika

Bukti dukung: Terdapat SK Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

p TR ey 2 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
@ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jin. Balaikea Nov 82 Telp.0541) 4119483, Kel Bugis, Kee Samarinda Kora, 75121
SAMARINDA
4 http//diskominfo samarindakota g0 .id info@diskominfo samarindakota go id
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMINFO KOTA SAMARINDA
Nomor : 100.3.3/0007/100.17

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja tanggung jawab,
etika dan moral aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas
secara berorientasi pelayanan, akuntable, kompeten , harmonis,
kolaboratif , adaptif dan loyal sebagaimana terangkum dalam
budaya kerja BerAHKLAK, perlu mengembangkan nilai — nilai dasar
budaya kerja aparatur pemerintah secara berkelanjutan dan
menyeluruh di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Samarinda;

b. bahwa untuk melak kan t nilai-niali dasar budaya
kerja aparatur pemerintah di lingkungan kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Samarinda di perlukan komitmen tinggi dalam
dan konsistensi dari seluruh pegawai yang ada di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Samarinda untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaran tugas-tugas yang efektif dan efisien;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas, perlu menerepkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda tentang Budaya Kerja
Aparatur Pemerintah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Samarinda;

Mengingat : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
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11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI
dengan nilai total 50. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran
capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPMPTSP sudah optimal atau berada pada
level tertinggi pada 8 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 72,72%. Ke-
delapan variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya yang Terukur; Analisis Kebijakan
Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah; Pengukuran Kinerja Perangkat
Daerah Dan Aparatur; Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah; serta Budaya
Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, DPMPTSP masih memerlukan perbaikan
khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPMPTSP:

Variabel 5 DPMPTSP perlu menyusun rencana kebutuhan
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPMPTSP:
sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 8 Dapat diupayakan oleh DPMPTSP dengan
(Manajemen Resiko Pelaksanaan | menetapkan prosedur pengelolaan resiko
Tugas Aparatur) dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko

dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik
bagi pegawai maupun instansi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DPMPTSP sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

3 5pdgo ® 0D &P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPMPTSP secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet.
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

«@= Df’l‘j‘lfTSPCERIA

ayl, mba, Mba, Pak Amat

-
Diharapkan kehadiran bapak dan
ibu pada:
Hari : Jumat

Tanggal : 14 Juni 2024
Jam: 14.30
il Tempat: Ruang Rapat Lantai V
DPMPTSP Kota Samarinda
Acara : Rapat Koordinasi
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas
l Dihadiri :
1. Sekretaris
2. Kabid Promosi
3. Kabid Pengolahan Data dan
Informasi
4. Kabid Dalwas
5. Kasubag Umum dan
Kepegawaian
6. Seluruh Jafung
7. Seluruh Staf ASN dan Non
ASN

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan
pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.

Bukti dukung: Memperoleh predikat UPP Pelayanan Prima dari Kemenpan-RB
serta ditetapkan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)

AL Ao A ooy

DPM-PTSP KOTA SAMARINDA

sebagal

Init Pri

Pelayanan Publik y
Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022

-3
?

Jakarta, 6 Desember 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

-

H. Abd\uiiﬂ’w(mmmms‘
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi

serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada DPMPTSP

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

terpadu satu pintu sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah

N e FJELEEASE NPT

Ne D 8

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP PENANGANAN PENGADUAN

1002 uanewn
Formulir DPMPTSP Kota Samarinda

[ane)
L —
o3
- £
a3 B o o
L Yk JELeAS A A Q0% st B

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.
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KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

SERTIFIKAT
Nomor : 590/PELATIHAN TOT 0SS/B.3/A. 1/2022

Diberikan Kepada :

Rosana, ST
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
TELAH MENGIKUT]

Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (0SS)
oleh Pusat dan Pelatihan
pada tanggal 11 5.d. 12 Mei 2022 di Novotel Hotel Balikpapan, dengan 20 Jam Pelatihan.

yang

Balikpapan, 12 Mei 2022
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Afrida Wirjandini

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

SERTIFIKAT
Nomor : 385/Pelatihan OSS/X/B.3/A.1/2021
Diberikan Kepada :

DESSY NUR ISLIANA, S.IP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

LULUS dengan kualifikasi MEMUASKAN

Pada Pelatihan Online Single Submission (OSS) bagi Tenaga Pendamping DPMPTSP Kabupaten/Kota Angkatan ke-10 yang
diselenggarakan dalam jaringan (online) oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM
pada tanggal 19 5.d. 20 April 2021 dengan 19 Jam Pelatihan.
Jakarta, 20 April 2021

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
NDIDIKAN DAN PELATIHAN

Wirjandini, S.Sos
NIP. 19710430 199303 2 002

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan

terukur dan terdokumentasi.

pemecahan

Bukti dukung: Penyusunan peta potensi investasi kota samarinda telah

melibatkan tim ahli

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MOON. DAN PELAYANAN TERPADU SAT\) PINTU

ART.
m (0541) 739614, Fax (0541) 741286, svsm-wnmm

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan  Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

o s

o

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Kota Samarinda tentang Penyusun Tenaga Ahli
sebagai Tim Peta potensi i/
Modal Kota Samarinda.
KESATU  : Menunjuk Tenaga Ahli sebagai Tim Penyediaan Peta Potensi
Investasi/Penanaman Modal Kota Samarinda sebagai berikut :
1. Dr. Rahcmad Budi Subarto, SE.,SH.,M.Si.,CHRP
KEDUA : Tenaga Abli tersebut beortugas untuk :
1. dan dan
Menyusun Dokumen Peta Potensi Wilayah di Kota Samarinda.
2. Sebagai Narasumber pada Seminar Kegiatan Penyediaan Peta
Potensi | Modl di Kota
3. Sebugai pada Kegiatan
Petn Potensi lnvc-m-x/l’mnnnmnn Modal di Kota Samarinda.
4. Secbagai poda L egintan Penyed
Peta Potensi / Mndnl di Kota
KETIGA . Semua Deban Biaya yong timbul akibat  ditetapkannya
keputusan inl di bebankan pada Anggaran DPMPTSP Tahun
2023,

..-...,m-.—m»-.-un'dia:un
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melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang




- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi

nformasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA SAMARINDA

-

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ansns mam

ANALISIS JABATAN

ng dan Evaluasi ANALI AN KERJA

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi
secara berkala.

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan

— T — - -
e R [ E— o
ermungkinan jampal Kategoril (Kepatuhan ‘Memadail Efektif! (AdalTidak) it ung jawab Risiko
b 9 Dampak Sk peringkat risiko S0P} Tidak Tidak_ d Sl b Risiks
= = ‘. 2 o i % 5
2 ) X et | e . e ; \ ; Swin | S T s R
2 ) : s | o e ; \ ; s | B Tt [E—
1. Sudah memiliki Bidang
; ; 6 T[S Mot | Gomtsi | asa - : E 1| reesoe | e [P P AN Qe
i
e
[P g R
Wit | Smte | aas i . . ; o g ess | KPRIPPTK
ety
ey
r— P
s s " o[ [ —— hig s s P F— s Tl —
it
e o
Memadsi | Bilum steksif ada Miigasi 3 2 0 Janua Pengalah PAIKPAIPPTK
ek
JE—
SR 2 ) Memadai elurm Efektif Eidang
s ; " Tooa LMemodst |LBeumEE |, hig s . © s e -
o iy
e
e
o T
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) ‘ " Toas ot | ok " e . : o st p—
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
di.at.as. 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja
===

a A-sCeiaacn ge e

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah,
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

alan B:

WALI KOTA SAMARINDA
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR: 060/.024 /100.20 NOMOR: 061/525/HK-KS/1X/2022

TENTANG TENTANG
PENGELOLA INOVAS! PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

LITAS
PEMBENTUKAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KUAI
PELAYANAN PUBLIK MELALUI STRATEGI PELAYANAN LANGSUNG TANPA
ANTRIAN (SI PELATARAN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
prima, diperiukan penciptaan dan pengembangan inovasi
pelayanan publik: WALI KOTA SAMARINDA,
bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang periu
nunjuk pengelola inovasi peiayanan publik di Dinas
nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan pada

Dasar

Samarinda.

Diklat Kepemimpinan Tingkat i yaitu Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik melalui Strategi Pelayanan Langsung Tanpa

¢. bahwa agaimana_dimaksud Antrian (S| PELATARAN) pada Dinas Penanaman Modal dan
am Koputusan Kepala 3 S
aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;

inda

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Uncang

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undar
Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan ara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagal mana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat
11 Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1
Darurat Nomor 3 Tahun 19
Daerah Tingkat Il o Kal
Indonasia Nomor 2756)

an (Lemba

n Negara Republiik

ng-Undang Republix Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
g Keterbukaan Informas: Publik:

Nomor 25 Tahun 2009
ran Negara  Republik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §587) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik
Indonosia Nomor 14 n 2008 tontang Koterbukaan Informas
Publk (Lembaran Tahun 2010 No. 99, Tambahan
Lombaran Negara No. 5

Mengingat

. bahwa

bahwa berdasarkan dalam huruf a, dipandang perlu

i proyek pe imaksud dalam
bentuk digitalisasi sistem teknologi dan informasi pada
pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal
yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Samarinda melalui layanan virtual video;

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Strategi
Pelayanan Langsung Tanpa Antrian (SI PELATARAN) Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), scbagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat If Tanah Laut, Daerah Tingkat
1l Tapin dan Dacrah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 195 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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NOMOR: 061/671/HK:

XI1/4
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TENTANG
TENTANG
= IMPLEMENTASI INOVASI STRATEGI PELAYANAN LANGSUNG TANPA ANTRIAN (SI
PRLAKSANA NOVASI STRATECH PELAVANVELANGEUNG TANZA ANTIIAN ¢ PELATARAN) MELALUI LAYANAN VIRTUAL PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
PELATARAN) MELALUI LAYANAN VIRTUAL PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA
KOTA SAMARINDA 5

Menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di
Menimbang a bahwa dalam rangka Implomentasi Inovasi Strategi Pemerintah Kota Samarinda, periu adanya dukungan

Pelayanan Langsung Tanpa Antrian (SIPELATARAN) yang

perkembangan teknologi dan informasi melalui inovasi Strategi
diterapkan pada Mal Pelayanan Publik Kota Semarinda;

Pelayanan Langsung Tanpa Antrian (SI PELATARAN) yang

b bahwa berdasarken hal lersebut i atas, dpandang peru diterapkan pada Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda;
untuk menunjuk ister ;
Floriies] peda pilaenen. pUBHIK Selaill b Sirateg! b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu
Pelayanan Langsung Tanpa Anirian (SIPELATARAN), mengimplementasikan kegiatan dimaksud dalam bentuk
digitalisasi sistem teknologi dan informasi pada pelayanan
¢ bahwa dimaksud publik secara komprehensif di Mal Pelayanan Publik Kota
pada huruf a dan b tersebut i atas, perku dietapkan daiam Semeirtida malakit T s Vitosl
Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan v g
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. c. bahwa 7 dimaksud pada
Dasar 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1853 fentang Keputusan Wali Kota Samarinda
Pembentukan Daerah Tingkat Il & Kalimantan (Lembaran = A
Negara Republk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
1820) sebagal mana lelah diubah bederapa kall terakhir dengan Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 lentang Pembentukan Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 1820) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Pombentukan Daerah Tingkat | & Kalimantan (Lembaran Daerah Tingkat I Tabalong dengan Mengubah Undang -
Negara Republik indonesia Nomor 2758) Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Pembentukan Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Nomor 2756);
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
2016/No.251, Tambahan Lembaran Negara No.5952); tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun Dascah (Lecabaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2014
2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); .‘:nmor 5587) e;elnmllm.m:;‘ telah ‘d;u‘!l:\u: lrl;or:ga Kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
. g:;:':an-::g:"ﬂo»:«z:wqL:-:on:::u';a,:fr: n‘,';:f:,r.ﬂ Kere (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2020 Nomor

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran A behan L AtSans RN S e paale | Nadie

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ""‘ 3

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Bukti dukung: Terdapat slogan CERIA (CEPAT EFEKTIF RAMAH INOVATIF AMANAH),
juga telah dibentuk tim agen perubahan dan lomba budaya kerja ditingkat DPMPTSP
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URAT KEPUTL

AN KEPALA

T DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATI
SURATEERDIUSAN KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RO R SR NOMOR : 860/140/100.20
TENTANG
NOMOR : 800/062/100.20 PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRAS!
b i - DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TENTANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TIM PELAKSANA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN REWARD KOTA SAMARINDA
BAGI PEGAWAI TELADAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
2 3 B P Menimbang a Bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka perlu adanya
TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA perubahan pola pikir dan budaya kerja di DPMPTSP Kota Samarinda,
yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan terscbut adalah

Menimbang a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai pelayanan keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota
dan non pelayanan, maka perlu dilakukan penilaian kinerja; organisasi di lingkungan DPMPTSP Kota Samarinda:
b. balwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat b, Hahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai pegawai yang berperan menggerakan perubahan dan scbagai
ot s teladan pada lingkungan kerja pertu ditunjuk sebagai agen perubahan
¢ Bahwa berdasarkan butir a dan butir b terscbut diatas, maka perlu
Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 4 kan Keput Kepala Dinas Modal dan
Sipil Ne Terpadu satu Pintu kota Samarinda Tentang Pembentukkan Tim Agen

Perubahan dan Budaya Kerja di Lingkungan dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

»

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang
5 Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Mengingat ! ;:vkhnu-llm.\unu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Teallfian Passtusl Xad = ) cgara
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2012 tentang Kode Etik dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Perilaku Pegawai di L Kota Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 74
perubahan Lembaran Negari RI Nomor $135);
3 Peraturan Pemer or 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi By 2028,
o :
MEMUTUSKAN 4 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN DINAS PENANAMAN 27 Ywm 2014 Tertang Pocoman Paibinganen:A gy Pordishan di
= = ) Instansi Pemerintah
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA s Peraturan Dacrah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang
TENTANG TIM PELAKSANA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DAN Perubahan atas Peraturan Ducrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
PEMBERIAN REWARD BAGI PEGAWAI TELADAN TAHUN 2022 Fombentdkan dan Samnin Rersngker Dasesh

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperoleh tingkat
kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan
akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
1,5
1
0,5
0
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DP3A sudah optimal pada 4 variabel dari

11 variabel
perbaikan

yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, DP3A masih memerlukan
khususnya pada Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perangkat Daerah), serta Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DP3A:

Variabel 4 DP3A perlu menyusun proses organisasi dalam

(Standar Operasional Prosedur | SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak

Pelayanan Perangkat Daerah) lanjut, kemudian disesuaikan  dengan
kebutuhan/ keluhan pelanggan serta didukung
oleh teknologi berbasis internet.

Variabel 11 DP3A perlu mendorong agar udaya organisasi

(Budaya Organisasi Perangkat | dapat tercermin dalam sikap dan perilaku

Daerah) pegawai pada perangkat daerah vyang
bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi
secara rutin dan berkelanjutan.
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DP3A dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DP3A sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosdiune % 0D &L P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infq Rembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.

Bukti dukung: Tersedia SP dan SOP

[NOMOR SOP 068.2/008/100.18.01

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA )
Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Kepala Dinas DP2PA

e-mail
i PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
[Disahkan Oleh
Dinas ) puan dan P Anak
KEPUTUSAN y NIP. 19750402 200312 2 006
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KOTA RINDA URTD Putiucangan Perempnan don Aaak v —
NOMOR : 068.2/ 126 /100.18/SK Sekrt1 1 /2024 R SO Lot Do fnduniean sk
[DASAR HUKUM ALIFIKASI PELAKSANA
TENTANG 1 UU Nomor 23 tahun012 tentang Perlindungan anak 1. SLTAD3'S1
Schagaimana diubah UU No. 35 tahun 2014 teatang Perubahan 2. Memiliki Pemahaman tentang UPTD PPA
- ;Iensv,;:ap; ES;ANDAR PELAYANAN ADMINISTRAS| PEMERINTAH UU Nomor 23 tahan 2002 tentang Perlindungan Ansk 3. Telah berscriifika Fasiltator Nasional
INAS DAYAAN pe;s'mmg‘w PERLINDUNGAN ANAK KOTA 2 U Noaor 23 Tahun 2004 sntang Penghapusan Kekerasan |4 Mcmaham dengan baik tahapan proscs yang harus
Dalam Rumah Tangga dilaksakanan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA L URE Nomor 21 a3 tciing Reosticmtasen Viedc - ommlonl o ol srumn Summous P ohpnsms i)
Menimbang : . bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur sipil Negara yang optimal Pl iomewes S s Rl s S s
et pelayanan & Dias o 20 g i P 1 Memprys Ko tgutmensias esmsaon
rempuan dan Perfind Anak serta melal
i Amgan Anek ksanakan Roadmap Standar § Peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) No. | tabun 2016
Y tah pada Dinas pua tentang Mediasi
dan Perlindungan Anak 6 UU Nomor § tahun! 91 tcotang Hukum Acara Pidsna
b Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walkota Samarinda L1 o 4wt A58 g ot
Nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional “:_:::“"m'm MRSt
E
Prosedur administrasi Pemerintah o Kt tntang undang-undng Hukum Pidans (KUHP)
c. Bahwa hunsf 3 dan hurup b perlu 10 Peraturan Menten Pemberdayasn Percrapuan dan
ditetapkan dalam Waliots Perlindungan Anak No - tahun 2018 tentang pedoman
pembentukan Unut Pelakana Dacrah Perlindungan
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang o o
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat Il di 11 Peraturan Dacrah Kota Samarinds Nomor 10 taban 2013
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor Teotang Perlindingan Anak

12 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 460/812/SJ dan No 4603135
tanggal 28 Januari 2020 Tentang Percncanaan dalam Pencegahan dan Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempusn dan Anak:

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 2)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).

Bukti dukung: Tersedia SOP

068.2/008/100.18.01
05 Januari 2024

Kepala Dings DP2PA

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

[Disahkan Oleh
3 SOP FASILITATOR ANAK Dinas ! dan Anak
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak NIP. 19750402 200312 2 006
[Nama SOP : Fasilitator Perlind an Anak
B SOP KONSULTASI HUKUM IDASAR HUKUM |KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UU Nomor 23 tahun2012 tentang Perlindungan anak 1. SLTA/D3/S1
Scbagaimana dbah UU No. 35 tahun 2014 tcntang Perubahan 2. Mcmiliki Pemahaman tentang UPTD PPA
B SOP MEDIASI UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Telah bersertifiat Fasilitator Nasional
2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 4. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus
Dalam Rumah Tangga dilaksakanan
n SOP MEDIATOR 3 UU Nomsor 21 tahun(007 tentang Pemberantasan Tindak 5. Memahami d baik 3 y Minimal
Pidana Perdagangan Orang 6. Memahami dengan baik Pelayanan yang harus diberikan
B3 SOP PENDAMPINGAN HUKUM 4 UL Nomor 11 tabn 2012 tentang sistm peradilan Pidana Ansk I, Komitmen tuga "
S Peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) No. | tabun 2016
tentang Medias
B8 SOP PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS 5 U Normor 8 981 teang ok Acar Pdans
7 UU Nomor 44 tahun 2008 ientang Pornografi
8 UU Nomor 11 tahun 2008 tcntang nformasi dan transaksi dan
B SOPPENGADUAN cicaall
9 Kitab tentang undang-undng Hukum Pidana (KUHP)
10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
B8 SOPSUBBAGIAN TU Perlindungan Anak No 4 tabun 2018 tentang pedorman

pembentukan Unuit Pelaksana Dacrah Perlindungan
Perempuan dan Anak
11 Peraturan Dacrah Kota Samarinda Nomor 10 tabun 2013
Tentang Perlindungan Anak
12 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 4608125 dan No 460813/8)
tanggal 28 Januari 2020 Tentang Percncanaan dalam Pencegahan dan Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

131



Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh
jabatan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke
publik melibatkan tim ahli.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ANALISIS JABATAN

A A R

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2)
Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan
tugasnya, namun hanya bersifat individu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas_ 909/_0 -

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

...........

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh tingkat kematangan

perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 11

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 7

Variabel 1
5

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sudah optimal pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau

mencapai 54.55%. Namun demikian,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11 (Budaya Organsiasi
Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), dan Variabel 6
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana:

Variabel 11
(Budaya Organsiasi Perangkat
Daerah)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana perlu membuat dokumen budaya
organisasi yang resmi menggambarkan nilai-
nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah
yang bersangkutan serta dilakukan
internalisasi budaya organisasi  yang
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan
perilaku pegawai pada perangkat daerah

Variabel 6
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan
Masalah Tugas Perangkat Daerah)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana perlu perlu melakukan Analisis
kebijakan dan pemecahan masalah yang
berdampak ke publik yang dilakukan
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim
internal  dengan  melibatkan  instansi
pemerintah terkait, serta dilakukan konsultasi
public dan analisis umpan balik yang terukur
dan terdokumentasi.
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan Penentuan
prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil
(outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan
dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosinne

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
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CASCADING
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Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung
oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP yang direvisi

omor SOF B SO
L ey T8 anggn) Powbuatan  [2-Feb-20

[Tanggal Revial T-Mar a1

nnﬂplf.-ilmu 3 1-Mae 2] W

Disehkan Oleh KEPALA DINAS PENGENDALIAN TENDUDUK DAN K8

> b
PEMERINTAMAN KOTA SAMARINDA )
DINAS PENGENDALIAN PENDUDIUK DAN K8 Don NURUT MUBINAYATI, MM
NIFCASE | 1U650122002
DGRAM DAN INFORMAST) Ta=a S0P FENVLS BULANAN DAN SESIES

D sr Hukuss
1. Permendagn & RB No 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP AP
2 Undang-undang No. 28 Tahun 199 tentrag Penyclnggars Negaes Yang Bervih das Bebas dari KKN
3. Permen PAN RB Nomar 29 tsun 2010 testang Pedoman Peayusunan Kincga dan Pelaporss Akuntabilitas Kinorja lnatsmi Pemerimsah
2 Permen PAN R Nomor 53 tabun 2014 tentang Petunjok Teknis Peganjian Kinerjs, Pelaporan K iserja dan Tata Cora Reviu atas Laporn
K ncrjs Instamss Possrniah

- Kuslifihas) Pelaksana
1. Memgetalie tugas dent Rangsi penyesan program
2. Memahami pelaporan sealsast soggann bulanan dan semesieran
1. Memndiki disipln wakns
M. Memaham| Dokamen Pelsksanaan Anggaean
5. Mumge mengiperasikan kompuler

Keterkaltan Peralatan dan Perlonghagas
1. SOP Penyususan Lapocan Realnas: Asggaman 1. Lagoran Realsas Anggaran
1. Dokumeen Pelaksanaan Anggaman
3. Seperangkat Komputer yang dikenghap| aplics: Office (Wond, Excel)
Peringatan Pencatatun das Peadataan

Apubda penyusunan Lapoean Bubnan dan Semesteran fidek bertalen dengan baik, maka pengelolzm krusmgan alse mendepal Aambatan untuk

Dokumen Laporan Bulman dan Semestoran
pengajuan SPP sebmggn Spal menghambat skiftankegatan kastor

Pelaksuna Mutu Bahu
d egiat Kmetbis Kelerangsn
- Keglaten perescanasa | - 5 | Setretaris | Kepota Dings | KUDbES- Umum | ot Kebengkupan Wakeu Outgut "
Program & Krepeg-
& Program
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi

serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
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Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi

ﬁ .’kb Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 03:56:13 PM
dpp " =/

BERANDA  PROFR ~  IDANG »  BERITAL INFORMASE - MEDNA = PHID PYLAKSANA ~

sk - Lo WO gt

| SOP Kegiatan

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 2)

Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat
daerah yang bersangkutan

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

I TH N P

-

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
an

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi
secara berkala

Bukti dukung: Telah disusun RTP dan Pemantauan Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

PEMANTAUAN RTP

b
b
H
:
q
M
=
le
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

...........

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1)

Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

14. Dinas Perikanan
Dinas Perikanan memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI

dengan nilai total 45. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran
capaian sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 4,5 Variabel 2

4

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Perikanan sudah optimal atau
berada pada level tertinggi pada 7 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai
63,63%. Ke-enam variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah; Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah
Tugas Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
Yang Terukur; Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur; Pengukuran Kinerja
Perangkat Daerah Dan Aparatur; serta Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat
Daerah. Namun demikian, Dinas Perikanan masih memerlukan perbaikan khususnya pada
Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) dan Variabel 5 (Pendidikan Dan
Pelatihan Aparatur).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perikanan :

Variabel 11 (Budaya Organisasi | Dinas Perikanan perlu membuat slogan-slogan
Perangkat Daerah) nilai organisasi, menyususn dokumen budaya
organisasi yang resmi menggambarkan nilai-
nilai, sikap dan perilaku, Menyusun program
internalisasi budaya organisasi  yang
berkelanjutan sehingga dapat dilakukan
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
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Variabel 5 Dinas Perikanan perlu menyusun rencana
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | kebutuhan diklat secara komprehensif untuk
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi
secara reguler atas hasil pengembangan
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara
berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Perikanan sudah melakukan DPMPTSP sudah melakukan penentuan prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi.
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Bukti Dukung:

1. Dokumen RKA, Renja Berbasis Renstra

2. Dokumen Cascading

3. Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

TABEL T.C-27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

AENCANA KERJA DAN ANGGARAN A PROGRAM, NECTXTAN DARY PENDA
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perikanan  secara sistematis,

terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung:
1. Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat
2. Dokumen Monitoring

3. telah tersedia aplikasi E-TEPIAN yang diberlakukan kepada seluruh perangkat
daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

] PEMRINTAH KOTA SAMARINDA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA v DAFTAR HADIR
DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan | Tahun 2024
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o
ot Peasia/ i) g Kinera Trwelan ¥ | pndiny Dippat
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-y \ B fat
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

secara internal.

Bukti dukung: Penjaminan mutu berkala internal berupa Standar Pelayanan dan

SOP, belum ada penjamin mutu eksternal.

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERIKANAN

J1. Dablia No.69 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Jenis Pelayanan  : Penerbitan Surat Pendaftaran Kel k Usaha (KUB)
< ISR Webabbe: iitp://diok goid  gKPD : Dinas Perikanan Kota Samarinda
7 _— A
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA s Fioeponse e
DINAS PERIKANAN 1. | Dasar Hukum 17 Undang - Undang No45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
Nomor :727zy- 390 [100-10 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA

Menimbang  : a. Bahwa untuk public sesuai dengan 2 | Persyaratan
asas penyelenggaran pemerintahan yang baik, dan benar serta guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
pe setiap public wajib 3

menetapkan standar pelayanan ;.

b. Bahwa penetapan standar pelayanan ini bertujuan untuk memberikan 4 | Jangka Wakiu Penyslesaian | Maksmum 10 (Sepuluh) hari kerja
pastian kepa /arakat men: ktu dalam memperoleh 5 | BuayaTanif | Gratis (tidak dipungut biaya)

Mpostien Jacada s o oetome ?mseour'wa g p=s 6 | Produk Layanan | Penerbitan Rekomendasi Lagaitas Kelompok Usaha Bersama (KUB)
pelayanan di Dinas Periianan Kota Samarinda . 7| SaranaPrasarana dan atau fasiitas | 1. Meja Pelayanan

b. Bahwa dimaksud dalam huruf a dan lainnya 2. Komputer
b periu standar melalul Surat Kepala Dinas 3 :’;’:"
Perikanan Kota Samarinda . 5. Tempat Parkic Yg Memadai

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan, yang telah diubah | | 6. Sarana Transportasi
8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Penkanan

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 2. Keteramplan mengoperasikan komputer, alat htung dan alat ukur

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan 9| Pengawasan intemal _ -
Publik 10| Penanganan Pengaduan | Email  perikanankotsam@gmail.com

11| Jumiah Pelaksana | 34 orang
4. Peratisran Dacroh Nomior' 89 Tahun 2013 tentang peniyalsnggeranst pelsyann 12 | Jaminan Pelayanan - Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pelayanan Publi
iblik. - Maklumat Kepala Dinas Pertkanan Kota Samarinda

3 3. | 1 Pelugas Ki

6. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik 1 -F’,'ﬂ":;::mw"’"'“” denKeamnen | a. Pekiges Kesmenen
Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 14. | Evaluas Kinerja Pelaksana |"a_Monitoring dan evaluasi kinerja Pelayanan Publik

No Kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU T
Petugas Kabid i Y 4 0 out
1 Petugas Meiakukan identifikasi sebaga pendataar = | i S B:ﬁ\‘:’sghas’;::a: S\Nr:;n s vg“l ~ I
awal C_ = Masuk Y
{ ! e
2 Petugas memeriksa dan  memverifikas Tidak r Surat
kelengkapan berkas persyaratan /'< s:a::: Surat 1jam Surat masu<
SR i

3 | Petugas mengisi fcrm dan melengkap: berkas

4 | Petugas/Tim Verifikas: melakukan vaiidasi terhadap |
kebenaran dan  kelengkapan data yanc =
disampaikan oleh nelayan Data yang telah o
validasi oleh Petugas Dinas kemudian dibuatkarn
daftar penenma di Ickas: kegiatan

- + ]
T J
5 | Petugas menerima Data yang teiah diverifikasi oleh
petugas kemudian dilakukan data dar |
pemberian Nomor Registras: Surat Pendaftaran v
Kus 1

| Sistem Mekanisme dan Prosedur Kl

Kelengkapan 1Jam | Surat masu<
berkas
" Kelengkapan 2Har | Draft
Berkas Kena
| Berkas  Surat | 30 menit | Pemberian
Keluar Nomor
Registrasi

STANDAR PELAYANAN

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang - Undang No_ 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Penkanan
Peraturan Dwektur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/PER
DJPT2019 Tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama

Peraturan Walikota Samarinda No.116 Tahun 2021 Tentang

r e

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kota Samarinda
11, Formulir Permohonan Pendaftaran KUB yang telah di ist
2. Fotocopy SK Pangukuhan KUB dari Kelurahan
3. Foto berukuran 2 x 3 cm pengurus kelompok

Permohonan diajukan secara teriuks
2 Melengkapai Dokumen sah yang diteniukan dalam persyaratan

3. Pemeisaan beikas dan Verifinasi lapangan

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP)
(Tingkat 4)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam

Pelayanan Perangkat Daerah

SOP, sudah dievaluasi secara

berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa

tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada
Dinas Perikanan

Usaha Bersama (KUBS)

Bersama (KUB)

KET

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

SATARERARTRTRTVIe TS

" LEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
e D] ANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (528 AS KELAUTAN DAN PERIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ;

— N (. SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :
Diberikan Kepada
Budiarta Sentosa, S.Pi
Atas Partsipasinya sebaga
Peserta

BUDIARTA SENTOSA, S.Pi

Sebagai PESERTA dalam kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2023
yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 Februari 2024 di Balikpapan .

Pada Kegiatan
Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Samasnda 32 Chioter 2023
Kepdia Swnas.

. —_

Pambioa Toghat | N
NIP, 1975122820000031002  _ o v v

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik

melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.
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Bukti dukung: kegiatan Gemarikan yang melibatkan pihak eksternal mulai dari
persiapan sampai tahapan pelaporannya

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Rapat Koordinasi Bersama Tim F

DAFTAR HADIR

k PKK Se kota

Instansi : Dinas Perikanan Kota Samarinda
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di-
3 Tempat 10 Nor ot Kee. §wd S-Mnj 10
11 | Bssawe Aengan Lea ” e
dengan rapat inasi bersama Tim Penggerak &h'mr ﬂJHK., uC‘ %4 Uy Cﬁz
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1 SR Heya Kec. gnp. ulu 15 iR
Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024 o] Lestni $up ot » JZ
Pukul : 10.00 wita - selesai - T 7
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Pengelola TPI di PPI Selili 15 | Harwab v Swp - d‘p .
J1. Lumba-lumba No. 1 Samarinda
Acara : Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Gemarikan dan 16 | ESWOHYANA ¢ Smp beote i 44
Acara Lomba Kreasi dan Olahan Ikan s T
17 | Yuli ana fandi allo | ked- pagi palarn |17 M -
Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya 8| meesiak kel ,u,r.(r, Aalan % %
diucapkan terima kasih. . .
S o | Rucmowar | ke i kang o Cphc
20 | T Y g X @ Stowe Ptay 20 %
KEGIATAN BAZAR IKAN MURAH TAHUN 2024
NOTULENS! RAPAT
AW T Cegi
Nama Rapat Rapat Koordinasi Bersama Tim Penggerak PKK Se kota Samarinda 1 ":‘_‘a::: Tempat Keglatan
Hari/Tanggal Senin, 20 Mei 2024 Tanggal 07 Maret 2024
Waktu 09.00 Wita 2. Tempat
Yempiet — Halaman parkir Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda J1. Biola No
| Samarinda
Acera Persiapan Kegiatan Gemarikan dan Persiapan Acara Lomba Kreasi dan

Olahan lkan
Pimpinan Rapat Hj. Ratnawati (Kepala Bidang Perikanan Tangkap)

Peserta Rapat

B. Peserta Kegiatan

OPD terkait dan UMKM yang ada di Kota Samarinda

C. Tujuan Kegiatan

1. Pejabat Fungsional Pengelola Produks: Perikanan Tangkap

2

Staf Dinas Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap)
3. PKK Kota Samarinda

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)

dalam rangka harni

besar agama (bulan Ramadhan) , penanggulangan inflasi serta menjaga sluh|liiasl Pasokan

4. PKK Kecamatan Se Kota Samarinda
5. Perwakilan POSYANDU

dan Harga Pangan

Hasil Rapat

1 Pelaksanan Kegiatan Gemarikan dan Lomba Kreasi Olahan Ikan dilaksanakan pada tanggal
30 Mei 2024
2. Pelaksanakan Kegiatan Gemarikan dilakukan bersamaan dengan Lomba Keterampilan dan
Ketangkasan Nelayan berupa Lomba memperbaiki jaring dan Lomba ketangkasan
menangkap belut
3. Penanggung Jawab Seksi di kegiatan Gemarikan antara lain
1)  Seksiacara : Bu henny, pak jeryco, dan netti
2)  Seksi Perlengkapan : Hadi, Muhaiir, Sugeng dan Rama
3)  Seksi Keamanan : Doni
4y Seksi Konsumsi : Renata dan Gita
5)  Seksi Dokumentasi : Fadly
4. Peserta Lomba Kreasi dan olahan ikan sejumlah 20 peserta terdiri dari kader PKK se Kota
Samarinda dan kader Posyandu
5. Lomba Yang dilaksanakan ada 2 Kategori
1. Kategori Untuk PKK Kecamatan se Kota Samarinda
A Menu Keluarga
B. Menu Balita
C. Menu Kudapan
2. Kategori Untuk Posyandu
A Menu MPASI

*

Setiap Peserta dii siapkan Meja untuk display hasil lomba
7. Pada Kegiatan Gemarikan disiapkan pula untuk UMKM (Pengolah Hasil Perikanan)
menampilkan hasil olahan, jumiah peserta UMKM sebanyak 7 Pengolah

Jenis ikan yang dijual pada Bazar kan Murah adalsh ikan Layang kecil, Layang Sedang,
Tongkol Sisik, Cumi-cumi, Udang, Bandeng dan Ikan Bogor dengan total keseluruhan
scbesar 105 kg.

E. Dokumentasi Kegiatan
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Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi
berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM

Copyright © 2017 PT. Geomedia Sinergi | BAGIAN ORGANISAS! | G-Sinjab | Sistem Informasi Anakisis Jabalan & Analisis Beban Keffa

G ATidakaman samarindakotad.0.sinjabinfo/# % * D Lo

Do M Gmai @ YouTube @ Maps [ New folder [ Semus Bookmark

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BAGUN ORGANISAS!
(Geaung Balsikota, 1. Kesuma Bangsa, No. 52, Bugis, Samarnas Kots, Kola Samannda, Kalimantsn Tunur 15242
Koniak : 154120868

Home Dasar Hukum Anjab & ABK FAQ _
ANJAB & ABK
ANALISIS JABATAN :

' tan teknik UNUK MENCAPATKaN (313 jabatan yg ciolan Mmenyad (nformas! Jabatan guna penyusuNan kebijakan,
program kebifakan, program pemixanaanipenataan lembaga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, perencanaan kebuluhan dikiat serla serta
UMpan balik Dagi DrgaNiSas!

ANALISIS BEBAN KERJA

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 5)

Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik
bagi pegawai maupun instansi.

Bukti dukung: Data Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi

PENILALAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRAS!

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
Periode Penilaian 01

Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024
n

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

“““““““““““ DINAS PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024
sasaman
Bl -~ oty
I KUALITAS SASARAN PROGRAM
e
‘SASARAN PROGRAM
W0 | napsogu |sisuppogean| MOWATORIDERLR | - TMEGET | sagn o b
FROGRAM KNERJA PROGRAN SASTRAOPDDAN INDIKATOR KINERJX | UNKECUKUPAM | TARGETKINERJA
IBIMDHH VENGGAMBARKAN TEPAT INDIKATOR TEPAT
‘TUGAS DANFUNGSI
1 [ ] 1] 1 1 11 " 15 16
IProgram Penunjang [ ——
1 [Unssan Pemerinizh  |ilai AKIP " | 053% T Y Y Y Y
Procrare Pt P kzsarakal (KH)
[rames IDarzh
IProgram Pengelolzan | Weningkatnya Produks{eningkainya Produksi il
2 |Periznan Tangkap 131820000 Y i 1 ¥ Y
5 \Pragram Pengelolzan |Weninghatnyz Weningkatnya Produlsi 71.49% v ¥ Y ¥ y
i Prodhulsi Peikanan | Perkanan Budidzra
IProgram Pengawasan |Weningkatnya Jumiah [Heningkainya Jumizh 4Kl
4 [Sumber Dayakelautan Pengawssan | Penganizsin d Peraian Y ¥ Y
[Dan Pericanan Perairan Darel Darat
o P e IProgram Pengolahan | Weningkatnya Jumiah [Heningkainya Jumizh 3 Pelaim
s 5 |dan Pemasaran Hasil |PengctahanHasil | Pengolzhen Hasl Uszha Y ¥ Y
- = [Peicznan : wikanan pang ditina
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Unit Pemillik Risiko

: Dinas Perikanan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tahun 12025
No [Pernyataan Risiko| Pernyataan Penyebab | Respon Risiko . Keg!atan Indikator Kel: P b|Target Waktul| HskayangiDirespan =
Pengendalian gk Dampak|Level Risiko|
a b [ d e f g h i i k
1. |Kurangnya " Kurangnya koordinasi Memaksimalka koordinasi dengann tim Peningkatan . 1 tahun
Anggaran di n pengunaan anggaran Sekretaris anggaran 1 1 1
dengan TAPD TAPD
kegiatan tekhnis anggaran (Dokumen) (2025)
Sumber daya Memaksimalka N . Peningkatan 1 tahun
manusia yang Anggaran belum koordinasi dengann tim .
N n pengunaan anggaran Sekretaris anggaran 1 1 1
tidak memadai { |maksimal anggaran (Dokumen) 12025)
2 |SDM ASN )
Sumber daya
manusia pelaku Memaksimalka - : Peningkatan 1 tahun
y Anggaran belum koordinasi dengann tim .
usaha budidaya ‘maksimal n pengunaan anggaran Sekretaris anggaran 1 1 1
dan tangkap yg anggaran (Dokumen) (2025)
3 |kurang memadai
Pengaruh [klim
yang ?ksmm Perubahan iklim yang  |pembuatan Kt
zanga h ekstrim dan kondisi sumur bor dan pengalihan ke Sga‘ngb adadn Kepala bidang  |triwulan ke 3 " 5 "
erpengarnt ekonomi global belum bak treatment tekhnologi Bioflok produksi budidaya budidaya 2025
terhadap produksi ' : (Ton)
stabil air
tangkap dan
4 |budidaya
Kurangnya sarana Anggaran belum Memaksimalka koordinasi dengann tim Peningkatan 1 tahun
dan prasarana maksimal n pengunaan anggaran Sekretaris anggaran 1 1 1
5 |perikanan anggaran {Dokumen) (2025)
Tingginya biaya Belum optimalnya Pemberian bantuan SK Pemberian Kepala Bidang Tahun 2024
operasional bantuan maupun subsidi Dibagi disesuaikan dengan Bantuan Perikanan Tangkap| TW 2 TW 3 5 4 4
g jumlah anggota
6 kelompok
Kurangnya data Masih terbatasnya Penambahan Petugas Usulan Kepala Bidang Tahun 2026
dan informasi SDI |petugas di lapangan Pencegahan |di lapangan dan umpan penambahan Perikanan Tangkap 4 4
7 balik dari nelayan pegawai 4
Terbatasnya Masih rendahnya Kerja sama dengan Dokumen Kepala Bidang Tahun 2024
akses permodalan (tingkat kepercayaan Pihak Perbankan MOU/PKS Perikanan Tangkap
bagi Pelaku usaha|perbankan terhadap Pencegahan 4 4 4
Perikanan pelaku usaha Perikanan
8

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung:
1. Tersedia e-Sakip
2., Tersedia laporan LHE Sakip dan Lakip

Tingkat Capaisn Kinerjs (1) dan Predikat Kiner]a SKPO

Bealisast Anggaran (RP)

Capalan Kinerja (X)

Persentass  Predikat Porsanisss  Pradikar
® Kinerja ® im

Paranghat Dasra

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

u - sMieCEsaASH ~a ‘o

148




LAPORAN KINERJA

DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023

A ponnd &,

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah,
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERIKANAN
Jin. Dahiia No. 69, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota

Email: perikanankotsam@ gmail.com

SAMARINDA Kode Pos 78121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
Nomor : 523/ 249 /100.10

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ARTEMIA SEBAGAI PELUANG BISNIS
BERKELANJUTAN DISEKTOR PERIKANAN
DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Menimbang : & Bahwa untuk meningkatkan pelayanan teknis terhadap masyarakat
pembudidaya ikan scbagai bingan OPD dalam pengelolaan ketersediaan pakan

OLEH: alami yang mengandung protein tinggi untuk kebutuhan pakan larva ikan dan

2 scjenisnya. Diarahkan dalam Pengembangan Artemia Sebagai Peluang Bisnis

BUDIARTA SENTOSA, S.Pi Berkelanjutan Di Sektor Perikanan Budidaya melalui kreatifitas ASN dan Non
e

ASN dalam berkarya dan berinovasi, dipandang perlu untuk meaetapkan

NIP: 197605042000031003 Karya terapan inovasi dalam menunjang pembangunan sekior perikanan darat

. o maupun perikanan lautpayau scbagai kebutuhan penunjang utama dalam

mewujudkan kualitas produksi benih unggul dan bermutu, sehingga
diperlukan langkah pengembangan terapan inovasi ferarah dan terukur

Berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda

DINAS PERIKANAN KOTA
SAMARINDA
PENGEMBANGBIAKAN 2024 Mengingat 1. Undang-Undang nomor 27 tahun 2059 tentang Pencrapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 teniang Perpanjangan Pembentuken Daerah
ARTEMIA SEBAGAI

=

Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

PELUANG BISNIS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Tenah Laut

a L Daerah Tingkat 1T Tapin, dan Dacrah Tingkat 1T Tabalong dengan mengubah

BERKELANJUTAN DI Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 fentang Penctapan Undang-Undang

Y Darurat Nomar 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Dacrah

SEKTOR PERIKANAN Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

TERAPAN BIOVAS! I6A 2004 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Berita Negara republic Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1)
Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.

namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,

15. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan (DISDAG) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI dengan nilai total 39. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Berdasarka

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

n grafik radar diatas terlihat bahwa DISDAG sudah optimal pada 4 variabel

dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, DISDAG masih

memerluka

n perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur),

dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDAG:

Variabel 5

DISDAG perlu menyusun rencana kebutuhan

(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | diklat secara komprehensif untuk seluruh

jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik penyempurnaan
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pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 10 DISDAG perlu melakukan adopsi/replikasi
(Pengembangan Inovasi Layanan |inovasi daerah Ilain, membuat rencana
Perangkat Daerah) Pengembangan inovasi (jenis, mutu,metode)

secara mandiri dan menyusun program
pengkajian rencana inovasi berkelanjutan
(komperehensif)
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
DISDAG dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DISDAG sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

5 5pdgo ® 0D &Pt

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infq Rembangunan Daerah

=
Moo
L]
ot
po——p
A
N——
&

=

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISDAG secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet.
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)

Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan distandarisasi dan berkala oleh tenaga
ahli bersertifikasi serta didukung oleh teknologi informasi berbasis teknologi.
Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP, SNI, SKM, Berita Acara Hasil Penilaian
SPIP, Evaluasi Kinerja TW1, e-KIANPUAS, screenshoot pengaduan Masyarakat,
Standar Pelayanan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERDAGANGAN LD
Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, JLIr. H. Juanda No. 81 (Perangkat Daerah/
Telp : 0541 — 742159, Fax : 748846 Kec.Samarinda Ulu Urusan/
samarinda (kalimantan timur) Kode P Bidang Urusan/
laman : disdag samarindakota.go.id  Pos-el : perdagang o Program/ Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan
b - S Kegiatan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Sub Kegiatan)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN MANDIRI
SPIP DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024 3.30.3.29.0.00.02.0000 | | | Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh 3.30.3.29.0.00.02.0000 3 30 2 ::ROSSAHA:IEURNM DAN PEN ARAN

Empat telah dilaksanakan penilaian mandiri Sistem Penilaian Instansi Pemerintah (SPIP) pada
Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 di Ruang Rapat Dinas Perdagangan Lantai 2 3.30.3.29.0.00.02.0000 3 30 2

vang dihadiri Olch

Faktorisasi Program Triwulan 1:

1. Kepala Dinas Faktorisasi Program Triwulan 2 :

2. Sekietasis Faktorisasi Program Triwulan 3 :

Faktorisasi Program Triwulan 4 :

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

3. Seluruh Tim Assesor SPIP Dinas Perdagangan

3.30.3.29.0.00.02.0000 | 3| 30| 2 02.01

Dan telah dipenuhi segala data dukung yang tersedia dalam rangka memberikan rekomendasi

tindak lanjut untuk perbaikan kedepan (terlampir). 3.30.3.29.0.00.02.0000 | 3| 30| 2| 02.01,

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Adapun secara garis besar yang sangat diperlukan dalam rangka perbaikan diantara lain :
3.30.3.29.0.00.02.0000 | 3| 30| 2| 02.01
1. Meningkatan Integritas dan Nilai Etika Seluruh Pegawai dan Melakukan Evaluasi Secara

Periodik

2. Menganalis resiko yang terdaftar serta mengevaluasi secara periodik

3. Reviu Atas Kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan dokumen 3.30.3.29.0.00.02.0000 | 3/ 30| 2| 02.01 1
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LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2024

UPTD PASAR PAGI DINAS PERDAGANGAN

KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

Selamat datong di aplikasi |

E-KIANPUAS

[Nomer SOP 000833/040/10011
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2024
Tanggal Reviy 11 Januari 2004
Tanggal Efelté 11 Januasi 2024
[vsahkan olsh Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA ‘

DINAS PERDAGANGAN et~
UPTD PASAR PAGI . Mamabs $ 505, WS
SAMARINDA Ni. 19680628 19890 1003

INama SOP Pananganan Pengaduan Masyarakat
Dasar Hukum [Kualifikasi pelaksana

1 Paraturan Wallketa Samarinda No. 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
QOrganisas), Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda

2 Poraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Kearsipan|
Pamerintah Kota Samarinds

3 Peraluran Walikola Samarinda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas

1 Memahami Pedoman Tata Kearsipan

2. Memahami Prosedur penangénan pengaduan masyarskat

Fxmmmn Poralatal n

1 SOP Pelaksanasn Kearsipan 1. Formulir Pengaduan

2. SOP Penanganan Sural Masuk 2. Komputer

Peringatan Poncatatan dan n

Jika SOP tidak dilaksanakan. penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat lerpenuhi

(Dokumen { formuli ) Kegiatan

Perlengkapannya (UTTP)

SERVICE DELIVERY
1. Jenis Pelayanan :Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan

A. Sidang Tera/Tera Ulang di Kantor

No [ Komponen Uraian
T [ Persyaratan Surat Permohonan
Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tahun
Terakhir
Surat Pengantar (Bagi UTTP diluar Kota Samarinda)
- Membawa Alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

SEBUAH HARAPAN SEMAKIN PUAS YANG DITERIMA
PENGGUNA LAYANAN / MASYARAKAT / STAKEHOLDER
ATAS KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELALUI
MEDIA APLIKAST SURVET KEPUASAN MASYARAKAT

Aplikasi dilayani oleh

Baglan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samannda/

 enesanssenint

Janaka Waktu

Tora/Tera Ulana
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF|

W STANDARDISAS!
NASIONAL

A. SOP PELAYANAN TERA ATAU

[ERA ULANG DI KANTOR

NOMOR SOP | 800/ [100.11.UPTDMET |
o o | 08 Januan 2024
Nomor 1007322112023 E‘%% PEMBUAT'\N T
[OF 0L, REVISI

Kepala Badan Nasional tanda SNI, kepada T0L, EREKTIE 1+ | 15 Januan 2024
Nama Perusahaan DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA %}\Pml‘? Dines Perdagingan
Alamat Perusahaan Kota Samarinda

JL. Ir. H. Juanda No. 81 Gedung Graha Ruhui Rahayu, Kel
Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, 75124
Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

Nama Pabrik PASAR MERDEKA |

Alamat Pabrik Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec DISAHKAN OLEH
Sungal Pinang, Samarinda ‘ )
Nama Produk Pasar Rakyat .
Jenis Produk Jasa Sosial dan Lainnya UNT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI (
et PASAR MERDEKA OUNAS PERDAGANGAN H, Marasts $ S0s, M.
Lembaga Sertifikasi Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian KOTA SAMARINOA | | MR 13680628 198303 1000}
rpu::ém STANDALITU), Kementerian Perdagangan - LSPro VAV SO PELAYANAN TERA ATAU TERA
- “‘ ; |'[ULANG UTTPDIKANTOR |
Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 81522021 I DASAR HUKUM: ‘ KU’\LlFlKASJ pEw‘%N’\ 1
P 1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi| +  Memi sertfkat diklat penera dan /atau uf
53 berlaku sampal dengan 03 Aqustus 2027 Legl kompetensi

« Memahami sistem administrasi dan pelayanan

Diterbitkan di  : JAKARTA

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah;

- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota
Samarinda;

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Metrolog! Pada Dinas Pendagangan Kota Samarinda;

Dakumen iry telah ditandatangan secara elektronk (‘

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP)
dan dievaluasi berkala terhadap penerapan SOP.

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

C % dudigsmirnedikot go g/ dotumenvop-tegati Q0 & (@
Mimd @i @ Man § SU0[ G, § Sk, @ Wl ) B @ s QUi atond. 3 | (9 Mlkek
v+ v el [
) [rrRRTY——
T —r T
1 500 NOMOSI A KL AP conrd sy e DINAS PERDAGANGAN
7 S0P MCHVTORNG RN MM BRAYCHOL P [ A KOTA SAMARINDA
1 OMROMSTUBIN P e e— LUl
& SOPSOM TOGIAMT s Ao ket i
4408wl Mo gt [TER— s
Powieg 105 of S eres Moina 8
el o ' i i
Y S hegegn
' e P
[T R
i i "
W w0 VB
I ll“\ Liperae e LAY

AN A AMARNOR

DINAS PERDAGANGAN

b G g b 415201 ot 1 e o A2 041

WA N ‘

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
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Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1)

Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada
perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan

menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim lintas OPD

& = _ )

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.2-05/417 /HK-KS/IX/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan
kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan
masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan
keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari
dampak negatif minuman beralkohol serta untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu
dilakukan pengendalian terhadap peredaran minuman
beralkohol; e

c. bahwa untuk mewujudkan peranan Pemerintah Daerah
dalam melindung dan menjaga kesehatan masyarakat, serta
menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat dari
dampak buruk peredaran minuman beralkohol, perlu
dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban
Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Bersetujuan
Wali Kota Samarinda sesuai dengan Telaahan Dinas
Perdagangan Kota Samarinda Nomor >
440.7.20/0388/100.02 tanggal 16 Agustus 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dalam .
Keputusan Wali Kota;

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

& + 0 &P

ANJAB & ABK

ANALISIS JABATAN

CopgR & F011 T Caresta S| FASAS (SRLANEAA | ST | Soshen T At St & A i Rt

S PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
\) BUKU INVENTARIS

Provinsi = PROVINST KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
UPB : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
- Asal{Cara Tahun Barang/ Keadaan
Merk/ Ho. Sertifikat Bahan Satuan Keterangan
N N o Perolehan Pem- Konstruk Barang
Urut Kode Barang Reg:ste Hama [ Jenis Barang Type :“: IF:'::;'I‘; Barang belian o (B/x8/RB) Barang Harga
MNo. Mesin frp.s.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13505.001001006 000001  Tanaman Hiss - - - Pembelizn 2012 Baik 1 26.725.000,00
Jumlah 26.725,000.00
MENGETAHUT Samarinda, 25 April 2024
Kepala Badan Pengurus Barang
H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.Si Sitvana
MIP. 19681209 198803 1004 NIP. 19791027 200701 2 005

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunya resiko tinggi.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
Daerah diatas 90%
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......

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan
oleh daerah lain (replikasi inovasi).

Bukti dukung: tersedia dokumen adopsi/replikasi inovasi daerah lain serta SK Tim
Inovasi
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

JL Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124 Telpon (0541) 742159

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS

NOMOR : 800/ 012 /SK/100.11

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PUSAKA SAMARINDA

Menimbang :oa

b.

Mengingat

o

bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan
kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepﬂsuan hukum;
bahwa dalam rangka d lerclpmnya aingan usaha
yang sehat dan peny an perlind kepada masyarakat
dari praktek-praktek kt.curangan dalam pengukuran yang dapat
mengakibatkan kerugian konsumen, perlu meningkatkan
penyelenggaraan pos ukur ulang yang dapat digunakan oleh
masyarakat untuk mengetahui kebenaran hasil pengukuran pada
transaksi jual beli barang

bahwa berdasarkan p b b yang
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;

P Menteri Perd: Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Metrologi Legal;
Menteri Perd: Nomor 67 Tahun 2018 Tentang

Alal alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang
Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Juru
Ukur, Takar dan Timbang;

Keputusan Wali kota Samarinda Nomor 060.01/472/HK-
KS/XI/2021  Tentang Sub Koordinator Kelompok Jabatan
Fi i pada Sub-Sub i Dinas Perd: Kota Samarinda;
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Pusaka
Samarinda.

Dinas Perdagangan
Kota Samarinda

BDFIM:==

GUNAKAN POS UKUR ULANG

\

-
— ~rDATIC #
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PROPOSAL

LOMBA INOVASI
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

PUSAKA SAMARINDA
(POS UKUR ULANG PASAR RAKYAT DI KOTA SAMARINDA)

PERANGKAT DAERAH  : DINAS PERDAGANGAN
NAMA INOVATOR : H. MARNABAS, S Sos, M Si

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Slogan 10 Malu

1k
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16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPUPR memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai
total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian
sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

1,5

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPUPR sudah cukup optimal atau berada
pada level tertinggi pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,55%.
Keenam variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Perangkat Daerah; Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas
Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengjapan Kerja yang
Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun demikian,
DPUPR masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur) dan Variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPUPR:

Variabel 5 Dapat diupayakan oleh DPUPR dengan
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | melengkapi dokumen SK Penetapan Nilai
Budaya Organisasi, SK KBK/GKM, SK Agent of
Change, dan lainnya. Dapat pula
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menambanhkan dokumen rencana (program
pengembangan budaya organisasi, kegiatan
sosialisasi, sarasehan, expo, bimtek, lomba,
dan lainnya. Setelah tahapan tersebut
terlengkapi, perlu dikuatkan dengan evaluasi
rutin  berkala, Lomba Budaya Kerja,
pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut

evaluasi.
Variabel 3 DPUPR  dapat memaksimalkan  mutu
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat | layanannya dengan menyediakan dokumen
Daerah) sistem penjaminan mutu

(ISO/SMM/Akreditasi, dll), serta memastikan
penjaminan mutu berbasis aplikasi terintegrasi
dengan lembaga sertifikasi dengan
tersedianya manual aplikasi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DPUPR dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DPUPR sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung:
1. SIPD
2. Dokumen Cascading

« C % sipdgoid/run/# * ¢ O &P i

“

Halaman Utama

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Administrasi Sistem

Sistem Info leembangunan Daerah A
L A Permohonan Konsultasi

LOGIN KE SIPD DAERAH
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CASCADING/POHON KINERJA PUPR

|

I

Meningkatrya kota yang nyaman dan
berkualitas
IKL: Parsentase Permukinan yang tertsts

Lingka
1K1: Persentase kawszan togar budsys

Pregram
IK: Rasio tensga operstor/veknisi/anslis
nsi

Vang memiik sertifikat kompetes
Torget: 17,07%

Program Penyelenggaraan Penataan
Rua

ng
: Persentase Ketaatsn terhadap RTRW
0a1%

Pengawasan Terub Usaha Tertio
asn

Jasa Konsiruksi

vong tertata
Target: 40%
Lingrunganny o Daeran Kadupaten/Xota
P

Penetagan Rencana

Tata
[RTRW) dan Rencana Rinci Tta Ruang

Tata Ruang Baeran Kabupaten/Kota |

Tega ke e Femantautn din EmEs PEERIN Pengawzsan Do Evakasi Terib | | [ Penetagen Kebiakan dalem rangia Peryisuman Pets Dasar |
Lingkung: (4 Komstruksi Kualifikasi Jabatan Operator | Informasi jasa Kenstruks! Berusahs Berbasis Risiko Jass Konstruksi f#  Panyeienggaraan Jasa Konstruksi Pelaksanaan Penataan Auang
@8N Teknisi atau Analis Kabupaten/kata Pelakzanasn Persetujusn Substans RDTR Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Fenyediaen Data dan o —
Pembingzn dan Peningkaten Kapasites [ Konstruksi Cakupan!
Xeiembegasn Penywsunan Produk Hukum Dasrah [ Pemanfastan Produ fass Konsiruksh
pom— — e || Peaksansan Fasanas RO Kavusaneny
= Kora
Pembmasn Tertio Usaha, Tertih
= o rggars Peistinan Tenags Ker

Levanen Informas Jass

o/ Penyelenggarasn, dan Tertib Pemantaatan

Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPUPR secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung:
1. E-Tepian
2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan

progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan.
3. Dokumentasi monitoring capaian kinerja

A g s g4
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Penjaminan

mutu

produk dan

proses

penguijian secara berkala secara internal.

Bukti dukung:
1. Standar Pelayanan
2. Telaahan Staf

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jatan D.1 Panjaitan Kol Gunung Lings! Kec. Sungsi Pina
ail pup 1a.go.ic | Nomor Telp, 0541 -203785

SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SAMARINDA
NOMOR : 600/SK. 251 /100.07/1/2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Menimbang

Mengingat

a

o

o

1

n

a

PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

Bahwa dalam rangka muty dan penyeleng
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azaz penyelengaraan
pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
sebagal pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayananyang
|elas dan terukur,

Bahwa penetapan standar pelayanan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai
dengan standar yang ditetapkan sebagaimana

Bahwa Penetapan Standart pelayanan ini dolakukan berdasarkan
pertimbangan dan evaluasi yang matang ferhadap proses- proses
pelayanan yang ada

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 fentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

TELAAHAN STAF
Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Dari Arya Wardhana, ST
Tanggal 20 Maret 2024
Nomor 005/bikon/dpupr/11/2024
Lampiran 1berkas
Perihal 8PS jaan untuk pekerja Konstruksi pada kegiatan Jasa

P
Konstruksi di lingkup Dinas PUPR Kota Samarinda.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan data yang diperoleh darl BPJS Ketenagakerjaan dan Data Kontrak yang berada di Dinas
PUPR Kota Samarinda, peran serta penyedia Jasa untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan
Jasa Konstruksi masih minim. Dari 298 kegiatan konstruksi yang bersifat tender di lingkungan Dinas
PUPR Kota Samarinda, hanya 38 kegiatan yang mendaftar dalam kepesertaan BPJS Jasa Konstruksi
(12.75%)

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimana dalam Inpres ini menginstruksikan kepada Kepala
Kementerian/Badan/Daerah yang salah satunya Walikota untuk dapat mengoptimalkan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan program tersebut, dalam Inpres juga
memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan Penegakkan Kepatuhan dan
Penegakkan Hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Pra Anggapan
Belum banyaknya penyedia jasa/rekanan yang belum menjalankan kewajiban atau
mengikutsertakan pekerja dan orang-orang yang terlibat di dalam proyek dikarenakan
 Belum meratanya informasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Konstruksi terhadap
Pengguna Jasa dalam hal ini PPK dan KPA, serta Penyedia Jasa dalam hal ini Kontraktor dan
Konsultan,

Kurangnya sosialisasi akan pentingnya BPJS ketenagakerjaan

Kurangnya kontrol dari pengguna jasa untuk melakukan pengecekan apakah
proyek/kegiatan yang dijalankan sudah didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan lasa
Konstruksi atau belum.

Fakta-fakta yang Mempengaruhi Pokok Persoalan
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, namun tidak/
belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu

DATA PESERTA SERTIFIKASI BARANG/JASA

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

Pertama

No. Nama NIP Pangkat | Gol. Ruang Jabatan No.. HP | Wa Email Unit Kerja
1. |Hendra Gunawan, ST [199005272015031000 Penata (lllic) Ka. UFIU Femelinaraan Jalan - fa554116614  pasunsun@zmailcom PPUPR Kota Samarin
dan Jembatan pada UPTD
Pemeliharaan Jalan dan
lemhatan
2. |Amir Mudrajad, 5T [192608272015031003 Penata (lllic) Pemeriksa Jalan Dan Jembatan [08115544408 [amirmurdrajad 86@gmail.comDPUPR Kota Samarin
pada Bid. Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
3. |Azwar Mugraha, ST [198908022015031005 Penata {lllic) Analisis Jalan Jembatan pada fas246944574 azwargaha@email.com  PPUPR Kota Samarin
Bid. Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
4. |Muhammad Trinanda, ST[198810232023211013 Teknik Jalan dan Jembatan ~ [185246815638  nandapupr@email.com DPUPR Kota Samarin
Pertama pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
r
5. |Afrianto Tandi Renden, 5719910425 201903 1 00§ Penata/lll.a Fungsional Tata Bangunan dan 085246369864 Rhinto250491@amail.com PPUPR Kota Samarin
Perumahan Ahli Pertama
r
6. |Melinda Maharani M, ST [19880709 202321 2 04( [ Ahli Pertama - Teknik Tata 081253718689 sha.imutz@gmail.com  PPUPR Kota S3amarin
Bangunan dan Perumahan
7. |Muh. Arifal, ST 9711001 2010011004  Pengatur Tkl /1l.d Administrasi Umum (82155031414 Bacopagele3@amail.com [PPUPR Kota Samarin
8. |Fadly, ST 9760528 201001100 Penata /lllc Penata Bangunan Gedung dan 085752010297 fadlyabdulwahidi@amail. com DPUPR Kota Samarin
Permukiman
9. |Riduansyah Yahya 9692911 196903 1 004 Penata Muda Tk.1/ 11lip Administrasi Umum [181347002244yahyariduansyah@gmail.compPPUPR Kota Samarin
10. |Zulkifli ST [197903082009011000 [Penata Muda Tk 1 (Illb)| Kepala Sub Bagian Tata Usaha [08115515808 DPUPR Kota Samarin
UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik
11. [Muchacha Rasyidia Bestg19950507 201903 2 01 Penata/lll.a Fungsional Penyehatan 8578473857 uchacha.rasyidia75@smail.col)PUPR Kota Samarin
Lingkungan Ahli Pertama
- TR
SAID ADI TAQWAN, ST, 19720502 200312 1 007 ia Pembina Jasa KonstuksI AN (08125143440 saidaditaqwan@gmaiicom PPUPR Kota Samarin
I
; e
ARYAWARDHANA, ST 19860205 201903 1 00 Wia Pembina Jasa Konstruksi Al o 1347000000 anawsrd@emailcom  PPUPR Kota Samarin

Kepala Dinas

DESY DAMAYANTI, ST, MT.

FPembina Tkl [V/D

NIP. 19711017 2001122 005

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/ berdampak ke publik melibatkan
tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur
dan terdokumentasi.

164




Bukti dukung:
1. SK Tim Internal
2. SK Tim Ahli

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA —
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG s st
J1. D. 1. Panjsitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang =
SAMARINDA-75243 - [ — - T
Website : hitps://pupr.samarindakota.go.id Email - dpuprkotasamarinda@gmail com F i mmwamammw——m—

SURAT KEPUTUSAN e |
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \ e o
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN = |
Nomor : 600/SK.17/100.07/2024 Lam SP—
i | i
TENTANG I i
PENETAPAN / PENUNJUKAN s t e
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK | omom
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA = l Somm
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024 . s
KEPALA DINAS, ; s
Menimbang ¢ (@). bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tuges Pengguna Anggacan (PA), Kuasa . | omom
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana } { L
Teknis Kegiatan (PPTK), dan  masing-masing kegiatan maka dipandang pedu untuk T et e on Fmbeegiren g St |
menctapkan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan dalam suatu Surat Keputusan smen o |
Pengguna Anggaran ' | P
) 2 personil yang tersebut nama dan jabatannya pada Lampiran Surat Keputu | S
anggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sclaku Penclit | e
Pelaksanaan Kegiatan pada Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Bidang Gipta Karya Dinas | s
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2024, | maruriod |
1 1. Peraturan Presiden Republik Indoncsia Nomor : Peraturan Presiden Republik Indonesia |
Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah . | -
2. Peraturan Dacrah APBD Tahun 2024 Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 ) uammi
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Samarinda Tahun 2024 I, e ———— |
3. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 20 ; Penjabaran g e pe— —
Angzaran Pendapatan Belanja Dacrab Tahun 2024; g =y
MiRAN
WALLKOTA BAMARING/ KEPLTUSAY WAL KOTA SAMARISDA
PROVINS! KALIMANTAN TIMUR e
i PENKTAPAN TIM PROFFSS AHLL TIM PENILAS TERNIS, DAN PENILIK SAKGUNAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
KEPUTUSAN W
NOMOR: 6:00.1 NAMA NAMA ANGGOTA TIM PROFESI ALY
%o oA
TN 2024
TAPAN TIM PROFESI AH PENILIK o ubatan | Jabatan / imstan smAXG HONORARIUN
BANGUNAN KO Ll 3 1] —_— = == L3 [} E——
— Wasdhana, ST, 50§ Arsaektur oo 6 790000.00 . 13500 000,00 / Huken
WALI KOTA SAMARINDA ol {
— i Hlessvmsia, ST W Arch pr—— [ "R 6.750.000.00 - kp. 13300.000,00 / tratan
1. bahwa dalam rangk: T |
bk iz, ST, MSe [0 6.750.000.00 w5 1350000000/ an|
dipertukan adanya Tim Unmversatan M lawarms I Pandu K. L " ™ Rp. 6.750.000,00 - Kp. 1350000000 / Huban
melalui Dinas Poker amerstas Mubammadyah Katimantan Tisur | Mahamimad Noar Asnan, ST, MY, 173 Seruktur Wp. 675000000 - Kp. 13.500000.00 / trtan
1 i ol g ik e L Puaiteknik Neger Samans Yud Pranc Mg Struktur Rp. 6.750.000.00  Kp. | 000,00 / Bulan
terhadap dolumen  rencana Pobteknik Negeri Samari Sujinti Jep ME Struktur Kp. 6.750000,00 - Rp. | 00000 / Fitan
datam hurul b meliputi % T Unwersitas Mulewarman O Ir. Ery Budiman, ST. M ‘Serukaur Ko 6.750.00000 Rp. 13,500,00000 / Bulan |
gl semall e o Protest Al [— e S a Melanikal 75000000 Rp. 13.500.000,00 / flulan
o i A priensyah. ST MT aE 675000000 Kp. 13.500.000.00 / Buben
A I Yud Sukmona. ST, M Mekanikal Eekirikal | p 575000000 - Kp. 13.500.000,00 / Bk
wk dilaporkan T ot ann | Tostekr A Harivanto, ST M Mok k| Ry 675000000y 1350000000/ i |
! 0 Penalian Risng Yo Samarin .o [ ] e Tobtrkonik Negrrt Samarinda Supwrna, ST, M | ek vk | w0 075000000 5 1350000000/ 1 |
cvalusasi atas Kondisi nyata di + | i ot an Pobieknik Negrri Samarinda S Prtsen, ST, \ Mekanikal ikl | Hp.6.750.000,00 . 13500000.00 / i

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi
berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM

@ Electronic ibrary. D M Gmai @ YouTube @ Maps [ New folde 3 Semua Bockmark

G ATidakamen  samarindakotad.Osinjabinfo/# * ¢ 0

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BAGIAN ORGANISASI

Gedung Balaikota, J.

Kontak : 0541206768

Home Dasar Hukum Anjab & ABK FAQ

ANJAB & ABK

ANALISIS JABATAN

fan teknik untuk mendapatkan data jabatan yg dio
n pembianaanipenataan lembaga, ketalalaksanaan dan kep

Copyright © 2017 PT. Geomecia Sinergl | BAGIAN ORGANISASI | G-Sinjab | Sistem Informasi Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan

tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Terdapat dokumen manajemen resiko DPUPR

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiko
Tahun

: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

12025

Risiko yang Direspon

No Kode Pernyataan Risiko Pernyataan Penyebab RREi:)kT RE;:::::::::" Indikater Keluaran wab -‘I’-;ar:: B IR_ies\ir:L
a b < d e f ] h i k
Risiko Strategis OPD
1 |RS0.25.03.07.03 Pekerjaan terkait persentase Pihak penyedia yang kurang Mitigasi Implementasi sistem Laporan monitoring Kepala Dinas, Q12025 3 14,00
berkurangnya luasan wilayah banjir - |kompeten dalam pelaksanaan monitoring berkelanjutan Sekretaris,
yang selesai tidak tepat waktu pekerjaan dan dashboard kinerja. Kepala Bidang
SDA
Kurangnya SDM yang Mitigasi Melaksanakan kegiatan SDM terlatin Kepala Dinas, |Q12025
kompeten dalam pengawasan pengembangan SDM, Sekretaris,
pekerjaan seperti, pelatihan, rotasi Kepala Bidang
kerja, studi banding, dan SDA
lain-lain
Proses lelang yang memakan |Mitigasi Melaksanakan dan Dokumen, SOP Kepala Dinas, |Q4 2024
waktu sehingga pekerjaan melakukan optimalisasi Sekretaris,
dimulai pada wakiu yang tidak sistem lelang cepat dan Kepala Bidang
tepat lelang Pra DPA SDA
2 |RS0.25.03.07.05 Tidak bertambahnya luas kawasan |Karena Program Pengelolaan |Mitigasi  |Evaluasi ulang Dokumen evaluasi Kepala Dinas, |Q12025 3 14,00
perumahan dan permukimanyang |dan Pengembangan Sistem perencanaan dan Sekretaris,
terlayani fasilitas dasar Penyediaan Air Minum pengembangan Kepala Bidang
terlaksana secara tidak optimal infrastruktur berdasarkan Cipta Karya
proyeksi populasi terbaru.
3 |RS0.25.03.07.02 Angka persentase berkurangnya karena perubahan dalam pola |Mitigasi Pengembangan SOP Dokumen, SOP Kepala Dinas, |Q12025 3 14,00
luasan wilayah banjir yang tidak cuaca sehingga menyebabkan validasi data dan audit Sekretaris,
akurat fluktuasi yang signifikan dalam berkala. Kepala Bidang
luasan banjir dari tahun ke SDA
tahun
4|R50.25.03.07.04 Hasil pekerjaan terkait persentase | Pihak penyedia tidak Mitigasi Buat dan terapkan SOP SOP Kepala Dinas, |Q12025 3 14,00
berkurangnya luasan wilayah banjir - [mematuhi kontrak yang telah yang terperinci dan Sekretaris,
tidak sesuai dengan spesifikasi disepakati spesifikasi teknis yang Kepala Bidang
yang telah ditentukan jelas. SDA
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.

Bukti dukung:
1. Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU
2. LKjIP
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Renstra

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

LG T YA EE Y]

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. D.. Panjaitan Kel. Gn. Lingai Kec. Sungai Pinang Samarinda 75119 =
il 0.id

.go.id/ Email : Qi

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama DESY DAMAYANTI, ST, MT

LAP 0 RA N KI N E RJ A Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Selanjutnya disebut pihak pertama

( L Kj ) |y, Nama ANDI HARUN

Jabatan Wali Kota

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

""ﬁ":::i‘:' ';“"""‘,::’“ Target Kinefja dan Pagu Indikatif
e Kondisi Akhi
| Sasarai 3
Tujuan | 508 | Strate KA.:;‘. Kode Pm?ﬂ pm",’; Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
| L kan g ( ) | 2020 | 2021
dan T
Kegiatan T T Ta Target T o
4 arget Rp arget Rp rget Rp rg Rp arget Rp o Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 2 2
514, indeks 54,704 50,15 50,1
Menin Kualitas 5
gkatny Lingkunga
a n Hidup
kualita (IKLH)
s
lingku
ngan
hidup sty
Meni | Menin | Pening 068 | 1,14% | 160% 273% 387% 501% 6,14%
ngka | gkatia | katan Kepatuhan | %
tnya | ndaya | upaya IMB katy/
keta | dukun | perfind kota
atan | gdan | ungan,
terh | daya | dan
adap | tampu | pengel
regu | ng olaan
lasi | lingku | lingku
dan | ngan | ngan
peny | hidup | hidup
elen
ggar
aan
ban
gun
an
ged
ung

Renstra Tahun 2021-2026 Vi-34

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat inovasi layanan “Hantu Banyu” yaitu tim/petugas
khusus untuk menormalisasi saluran drainase kota Samarinda.

.
Layanan
- Aplikasi

Termukan Derbagai Layonan apiicas yang kam sediskan
Utk mementy kebutuhan Anda

o
UPTD Jalan dan Jembatan

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.
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Bukti dukung: Terdapat budaya organisasi berupa sharing knowledge dari
pegawai yang telah melaksanakan diklat kepada pegawai lain yang terkait.

17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa kematangan organisasi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan berada pada kategori SEDANG dengan nilai total 35. pada 6 variabel
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,55%. Secara umum Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur) dan Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah tugas
Perangkat Daerah)
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3
1,5
1
0,5
0
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6
Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan:
Variabel 5 DISDIK perlu menyusun rencana kebutuhan

(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur)

diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara
berkelanjutan

Variabel 6
(Analisis Kebijakan dan Pemecahan
Masalah Tugas Perangkat Daerah)

Dalam menyusun kebijakan serta pemecahan
masalah yang berdampak pada publik DISDIK
diharapkan dapat menggunakan
metode/teknik ilmiah baik dilakukan oleh Tim
Internal maupun eksternal

170




Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan
dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

¢ = spdgo % oD & Pt

v

i
£

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

i

ol

Rembangunan Daerah

i

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

s
e

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki SOP, SP, Media
Pengaduan untuk Menjamin Layanan serta Pengelolaan Pengaduan

&S _ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
D e D Y
[ . 22T O Pos@l 2ade samar A, > Row: .

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA KEPUTUSAN KEPALA DIN/
NOMOR 061/25/HK-KS/V11/2024

NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR * 420/7501/100.01/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRAS! PEMERINTAH - - N .
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA TIM WEBSITE ADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS QUDAYAAN KOTA SAMARINDA
DINAS N DAN N KOTA S/ TAHUN 2024
abahwa dengan perubahan ‘ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretariat Dacrah Kota Samarinda scbagaimana Peraturan Walikota KOTA SAMARINDA

Samarinda Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Samarinda, maka dipandang perlu mengadakan

el g S g o el vt gt g o Menimbang a Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan
Samarinda . yang baik (good government) melalui transparansi
informasi dengan meningkatkan pelayanan publik
b bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud buruf a, periu yang efckif dan sicn,  diperiukan  adanya
i Standar osedur Pemerintah 2 an dan strategi pengembangan dan
dalam Keputusan Sekretaris Dacrah Kota Samarinda P atan Website, Pengelola Pengaduan dan
s Pelayanan Publi
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penctapan Undang-Undang b. Bahwa untuk kelancaran Pelayan: Publik,

Darurat Nomor Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Dacrah o
2 - cbsite dan Pengaduan Dinas Pes
Tingkat Il di Kalimantan scbagal Undang Undang (Lembaran Negara 5
Kebudayaan Kota Samarinda perlu k Tim
Tahun 1959 Nomor 72, Tam aran Negara Nomor 1820)
gl o2, Tepsudban Lambieta Nowe pr 1520y Website, Pengelola Pengaduan dan Pelayanan
inas Pendidlkan dan Kebudayaan Kota
a ;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelanggra Negara yang Publ

i dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menctapkan
Media Pengaduan keputusan  Kepala Dinas  Pendidikan  dan

Kebudayaan Kota Samarinda tentang Tim Website,
inas Pendidikan dan aan
D s | dld ka da KebUday Pengelola Pengaduan dan Pelayanan Publik di
Kota Samarinda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Tahun 2024
* Website (Link
NO TANGGAL IS1 ADUAN IDENTITAS | LOKASI MEDIA ADUAN PENYELESAIAN STATUS
N
s Pome Perganan
et
2 Aamn Pome Penganan
ronuian pioamas pergstusn
O Pentinan S Kebudayes
¥eta Samarea tocar berst
Tepaseys punpaun Saye 8 SARP Neges 16 3 -
scars bk hary e
Swaan & b - iy Pameinasn S maangpe
et mestoy Ly weas R e P Ao
450500.00 bapads wewa Soye ohr setcn | CRANG TUA . ramaroasuz e
1l 26 Mavet 2002 utah memdki anguan Nrsesds WA SISWA bl Fosaraapawn memenctanaan pengawas ssoun | SELESA
menguas  wn  bemas temep proses | (AwONar | S | IEMENASTEROOBUD |y ey has
paneeimasn mur tane oy Se hara < . )
an e oran st tama
e St Sacarh Fonsan bara casaa sngan nem
s ot "
g s Sencan S e
s -
Katusmaan memtms e 4
P “rene
o s i wgoan St rw
o pregri )
Nages 16
i H T S Rt
& disdikbud.smr Qo — -
TN ——
2 siran o @ Aostumast
£ = Lagomn < Perpsaten s SO ke Asam e e
793 3269 251 rerany Smtasn & Ghws ban mmtora Ones Parichan S Katucayesn
posts tolowers. foliows i —— Wota Samarnca (SON 011 Sungs
_— agatan teap hana membayar " sonon ]
: P won Wah 1y ek mesgracn Ruat | R pe - T
R s MSARG teriet S K . Prang o anat - s
G Gt 2t 19 0 @ proses & sekca —enpal)
SO st Dok ) A% ems Mkameg . Laporan s G10aminyn
Sodan e mamtrar 2B sorobmeelperoncing
wcn e mea
pargecenan, “tan  mengutoen,
Aaoac secion s Sk ach s
Shasn coan  mu
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki SOP

3

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 5;108[&1[][&3@9,‘
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7

ar Kota, Samarinda 75123
pon Pengaduan 082252656265

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR 061/25/HK-KS/V11/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

klatu

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SAMARINDA -

r 1820)

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1)
Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada
perangkat daerah yang bersangkutan

| Bukti dukung: Sesuai dengan bukti dukung yang diberikan |

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 1)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan
metode yang tidak terukur

| Bukti dukung: Sesuai dengan bukti dukung yang diberikan |

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
ot o
b ittt & i g . £ g Bt Kk, £ bl R e FUE

ANJAB & ABK

CopmIgH 8 211 T et S | BATSAN CRXLARELACH | -S| Stk i Arvs Mt & ki B Wil

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2)
Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan
tugasnya, namun hanya bersifat individu.

.
Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki rencana
DINAS PENDIOIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL (ESELON IIlIV) - URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2025
Sasaran Risiko Sebab Dampak
Ho)[[Operasions) Easion | [iidmator Kineda i [No Uraian Pemilik Uraian sumber | V¢ Uraian Pihak yang Terkena
O B < O v 3 T 1 0 T
1 |Program Pangelolaan  |Angka Partispasi Sekolah | 1 |Banyak nya pengaduan | Bidang P-SMP Ketorbatasan sistem apikasi | Exstomal | UG |Pemerataan Pandidkan di setiap |Pemerintah Daerah. Dinas
Pendickan (APS) 1315 tahun masyarakat perhal yang membatasi Pserta wilayah berdasarkan zona yang |Pendidian dan
Penerimaan Peserta Didik Didik untuk mendaftar di kurang tepat sasaran Kebudayaan, Satuan
Banu (PPDB) wiayah zonasi Pendidikan, Kepala
Sekolah, Tenaga pendidik
Tenaga Kependidikan.
Orang Tua Peserta Didik
2 |Asesmen Nasional (AS) | Biang P-SMP Masih minim nya parangvat | Exstemal | UC | Keterbat Dasrah. Dinas
belum dapat dilaksanakan infrascuktur (TIK) di menyebabkan beberapa satuan  |Pendidikan dan
di bebarapa satuan beberapa Satuan Pendidikan pendidikan teckendala Kebudayaan, Satuan
pendidikan karen kendala melaksanakan AN Pendidian. Kepala
toknis. seperti inrastruktur Sekolah, Tenaga pendidik
Tenaga Kependidikan
Orang Tua Pesarta Didik
3 |Belum terpenchinya Bidang P-SMP Sarana dan Prasarana Exsternal | UC |Fasitas pendidikan 6dak Pemerintah Daerah. Dinas
kebutuhan sarana dan Pandidikan yang mengalami momenchi SPM Pandidikan dan
prasarana yang memadal rusak sedang/ berat di Kebudayaan, Satuan
i beberapa satuan beberapa satuan pendidikan Pendidikan. Kepala
pandidikan jenjang SMP Sekolah, Tenaga pendidik.
sederajar Tenaga Kependidikan
Orang Tua Pesarta Didik
2 |Program Peng ga 1 |Terjadinya keterbatasan | Bidang P-SMP Tidak acanya riset yang Eksternal | UC | Terjadinya kuaiitas pendidixan | Pemerintah Daerah. Dinas
Pandicican Buku Kurikulum Muatan sumber daya seperti buky memadal untuk yang tidak merata Pendidikan dan
Lokal Pendidikan teks, alat peraga, dan mengidentiiasi kebutuhan Kebydayaan, Satuan
[Menengah Pertama infrastruiur pendukung pengajaran Pendidikan, Kepala
dalam mengajar kurikulum Sekolah, Tenaga pendidik
muatan lokal Tonaga Kependicikan
Orang Tua Peserta Didik
2 |Kesultan dalam Bidang P-SMP Keterbatasan pendidik SMP | Eksternal UC  |Potensi lokal yang tidak optimal | Pemerintah Daerah. Dinas
menyetaraskan kurikulm terampil dan sumber daya Karena kurangnya integritas Pencidikan dan
muatan lokal dengan yang tidak merata dalam kurikylum muatan lokal Kebudayaan, Satuan

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah

................

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

a M-eCcEiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang
dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki dokumen
proposal inovasi, aplikasi inovasi serta panduan inovasi

=]
st
BUKU PANDUAN = f
SIMPATIK = *
SISTEM INFORMASI PEMETAAN, PENATAAN 1 | o 5

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA SAMARIN

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola 4A, Dadi Mulya, Samarinda Ulu 751
Telepon (0541) 2087278, Telepon Pengaduan 082: 55
Laman hups/disdik ssmarindakota go id: Pos-el disdik samarindakota@gmail com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARIDA
NOMOR : 067/ 0063c /100.01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan budaya kerja yang efektif dan
efisien yang dapat mempercepat pelaksanaan reformasi  birokrasi, maka
dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Budaya Kerja:

b. bahwa mercka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan
ini dipandang mampu dan hi syarat yang ditetapkan sebagai Kel
Budaya Kerja untuk mendukung pembangunan zona integritas Dinas Pendidikan
dan Kebudayaaan Kota Samarinda Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dan
Korupsi (WBK);

c. bahwa berdasarkan per g bag fimaksud dalam huruf a maka
perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penctapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan scbagai Undang-Undang (L.embaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran }

2
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851):

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki Tim Budaya Kerja

18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPK) memperoleh tingkat kematangan
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 43. Nilai ini merupakan akumulasi

dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 11
Variabel 10
Variabel 9
Variabel 8
Variabel 7

Variabel 1

4,5 Variabel 2

4
3,5

3
2,5 _

2 Variabel 3
1,5

1
0,5

0

Variabel 4
Variabel 5
Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPK sudah optimal pada 5 variabel dari
11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian, DISDAMKAR masih
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perangkat Daerah) dan Variabel 5 (Pendidikan dan Pelatihan Aparatur)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPK:

Variabel 5
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur)

DISDAMKAR  perlu menyusun rencana
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi
secara reguler atas hasil pengembangan
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara
berkelanjutan

Variabel 4
(Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perangkat Daerah)

DISDAMKAR perlu melakukan evaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan
koreksi atau perbaikan SOP.
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DISDAMKAR dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
DISDAMKAR sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

¢ 5 spagosinne ® D &Pt

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infq Rembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPK secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet.

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah




Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.8.3.3/0139/SK/100.21/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMEDAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINNDA

179



Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 2)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.8.3.3/0139/SK/100.21/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMEDAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA SAMARINDA

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli.

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli
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WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 367-05/146/HK-KS /112023

TENTANG

TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN PETA RAWAN KEBAKARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

CATIAN
RISIKOKEBAKARAN
KOTA SAMARINDA

2023

DINAS PEMADAMKEBAKARANDAN
PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA-
UNIVERSITAS

MULAWARMAN

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur

(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya

informasi berbasis internet.

dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem

e D @ b [ e e

o

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

&
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Sl PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
/ BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Kab./Kota * PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi * Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
UPB * Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
- Asal{Cara Tahun Barang/ Keadaan
Merk/ Ho. Sertifikat Bahan Satuan Keterangan
— - " Perolehan Pem- Konstruk Barang
Urut Kode Barang Reg:ste Mama [ Jenis Barang Type :": IF:'::;'I'; Barang  belian o (B/x8/RE) Barang Harga
No. Mesin fp.s.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13505001000006 000001  Tanaman Hizs Pembelizn 202 Baik 1 26.725.000,00
Jumlah 26.725,000.00
MENGETAHUT Samarinda, 25 April 2024
Kepala Badan

Pengurus Barang

H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.Si Sitvana
MIP. 19681209 198803 1004 NIP. 19791027 200701 2 005

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4)
Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
Daerah masih dibawah 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

e SMA-wCEfiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

19. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memperoleh tingkat kematangan perangkat
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

5
Variabel 11 4,5 Variabel 2

3
3

,5

Variabel 10 g 2 Variabel 3

1,5
1

0,5
0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat sudah cukup optimal atau berada pada level tertinggi pada 7 variabel dari 11
variabel yang ada atau mencapai 63,63%. Ke-enam variabel tersebut adalah
Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas
Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah;
Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah; Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan
Perlengkapan Kerja Yang Terukur; Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur;
dan Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah. Namun demikian, Dinas Sosial
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dan Pemberdayaan Masyarakat masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5
dan Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat:

Variabel 5 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
perlu menyusun rencana kebutuhan diklat
secara komprehensif untuk seluruh jabatan,
serta melakukan evaluasi secara reguler atas
hasil pengembangan pegawai sebagai umpan
balik penyempurnaan pengembangan
kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur)

Variabel 11 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
perlu membuat slogan-slogan nilai organisasi,
menyususn dokumen budaya organisasi yang
resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan
perilaku, Menyusun program internalisasi
budaya organisasi yang berkelanjutan
sehingga dapat dilakukan evaluasi secara rutin
dan berkelanjutan.

(Budaya Organisasi Perangkat
Daerah)

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah melakukan penentuan prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung:
1. Dokumen Renja Sudah Berbasis Renstra
2. Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Y

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh
penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-Dalev yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.

Bukti dukung: Penjaminan mutu berkala internal berupa Standar Pelayanan dan SOP

Keputusan Kepala Dinas Sosial_dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
Nemar : 460/419.A/100.03
Tantang Standar Oper | Brosedur, Sub Baglan Perencanaan Program Dinas Sgslal dan Eemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Nemar SOP 460/419.A, 100 03

Tanegal Pembuasan 24 Januari 202

Tanggal Bsxisl

Taneeal Efekill

Dizahkan Oleh KEPALA DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASTARAKAT
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA e e o,

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM Pembina Utama Muda/ IV <
NIP. 196507241985021002
Wama SOF Bensans Siaisals Oinas Sgaial dan P Kot
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA ©
T HodAns - UOdRNE NamaL 28 Tabuf, 1999 LA ERTAIRIRAACARD. 1. Memilki dalam. msatkaet dan Bensiie Oinas Sexal dan Esmbsidaxann Masvarakat Kots
a Vang Bersib dan Bebas dasi Katussl, Kalusi den Neootisme. Samannda.
2 undankundens Nemer 23 Tebwn 2000 Lmlank St 2. SR Han. b shemadan Biosedur Bemer]
Perencanaan Pembangunan Nasicnal s tugas dan fungs lapo)
3. undang - Wmﬁmﬂu 11 Tahun 2009 LEDEANE ELSEIRIELARR. 4 masmillkl dalam membuat don 2 Dinas 5251al dan PemBSLdaRaN Mosyarskat Kot
sesial Sarmarinse unik RErRss. 5 fabun kesieRan
4. Unudang — unm;mmnm 3 tahun 2004 s:mug;umhun.n 5. Mengetahul tugas dan fungst Sitem dan Prassdur Remerintahan.
Kewsnansan ansara Eemsriniah, Fusat dan Esmernath Daca 6. S8R5 dan fungs laRsran.
S \nilsok - Unsn ’Nmnrzj'rh 2014 tentan E Pemerints h
6 WWW 25 1ahun 2000 LeniROK KewSADKAD. SRAKAL OIe0OM.
7 Er;m:(muh Bepublik M.mm 8 Tahun Zﬂﬂﬂt,em.am
I.a..,mw, Tata c lian. Dan Evaluasi
ang ah
Laperan ix (Renstea) Dinas Sosial dan Pemberdavaan Masvarakat Kota
Ruta§
Kegiatan Fasubhar
™ Selcsssnts. | Paisssasasn | Assien f v Eslenakapan Waks Ouipy Hersrangan
......
Demsntablen  menyusen  Beoibs Dines  Somsl dan Diamesis Surat = snemil Diapesis Surat SOP alus sural
Masyarakat o B BANK dan Keluas
Samasiada
E Mesmbuat format penpumpalan da nfosnasi kieis. k2 Format Jam Format
A0 AL — e main ARKTALOELRS Aan _— st ren e tonss
3| Menmnan format peasumpiian data dan loiRas (HRS —" Format 15 memit Format
shaismis lima tabue dagh masing — manng sskrstanat dan | ] ELISSILT TS PRALRABAL
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+
B a i T tabun + + Draf rmainn. Zjam Deaf tenasa SOP pelakaannan
o e e e = ool
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat

25 dinsossamarindakota.go.d/sop

4 ./ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
V/ DINAS SOSIAL BERANDA PROFIL BERITA & INFORMAS!  PPID PELAKSANA  MEDIA
L Dahiia No. 12, Kel. Bugis, Kee. Samarinda &

SOP Kegiatan

Beranda Berita & Informasi Layanan SOP Kegiatan

10 t
No™ Nama SOP Bidang

1 Pelayanan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Bagi Yayasan Bidang Rehabilitasi Sosial
2 Pelayanan Penangnan Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ ) Bidang Rehabilitasi Sosial
3 Pelayanan Per Disabilitas Yang Mer ] idi dan Pelatihan Bidang Rehabilitasi Sosial
4 Pelayanan Anak Terlantar Dalam Panti / Laksa Bidang Rehabilitasi Sosial
5 Pengangkatan Anak ( ADOPSI ) Bidang Rehabilitasi Sosial
6 Penyaluran Bantuan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia Bidang Rehabilitasi Sosial
7 Pelayanan Rekomendasi Lanjut Usia Terlantar Ke Panti Sosial Tresna Werdha " Nirwana Puri Bidang Rehabilitasi Sosial
8 Penerbitan I1zin O] Lembaga j 1an Sosial Anak ( LKSA ) Panti Asuhan Bidang Rehabilitasi Sosial

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

-

Training of Trainer (ToT) LPPSP
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Angkatan Ke-XV S\]:I{’l‘ll:ll\' /\’l‘
Diselenggarakan oleh Lembaga P jian dan P Sumberdaya b: (LPPSP) LN 4 4

Bertempat di Hotel Solia Zigna, Jalan. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Tanggal 27-30 Mei 2024 Nomor: 045/LPPSP/A-3/V/2024
No | Kegiatan/Materi | Waktu
1| r, GEDSI dan PUG ) - 150 | i
2 dagri 90/ 2019 Jo Kepmendagri 1317/ 2023 Dalam PPRG 120 Noor Isnaniyah
HE] er sesuai dengan Kepmendagri 1317/2023 | 180 |
: Gender 77;3 ! Bimbingan Teknis Training of Trainer Perencanaan dan Penganggaran

B ! o0 | Responsif Gender (ToT PPRE)

| 120
GAP) Jangka Menengah (5Tahun) | 150
)

ahun 240 ’
10 | Praktek menyusun GAP dan GAB - Bl | 480 | o
[ 11 | Teknis Fasilitasi dan Advokasi ) [ 230 | IR
[ 12| Menyusun Rencana Aksi - 360 ] CH -
Jumlah jam 2.400 menit [ 22
(40 jam) —_ Dr. Indr

a Kertati, M.Si
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke
publik melibatkan tim ahli.

Bukti dukung: telah tersedia tim kegiatan dan laporan kajian

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

@ i e, PENERINTAN KOTA SAARINDA
SAMARINDA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
"

Jatan Dabka No. 12 Telp (0541) 743598 Fax (0641) 74350
SAMARINDA

Dasar Samarinda, 20 Septomber 2022

Nomor 460249110003 Kepada Yih
st Pertrg Dekan Fakustas Teknik
Lampian - 1 (satu) Rangkap Unieestas Mulawarman
MENUGASKAN Porna Pormirtaan Tenaga Ak Urtuk d-
Kiphca  NAMA DAN INSTANS! YANG DITERCANTUM DI BAWAH 1N, Verlias den Veldes! OTKS Samasnde
Kot Samanna Tahun 2022

[N Mmoo Wacaman | o

VERIFIKASI DAN VALIDASI
DTKS

(DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

Sosial (DTKS) Ko Samarinda Tahun 2022 maka dengan i kamy mohon

Angia waktu kegiatan selama 3 (1ga) bulan terhtung dar bulan Okicber sampai
dongan Desembor 2022

{Jumiah tenaga ahi dan rcian kegiatan terampi).

Kash

2.
Pambina Tingkat |/ (Vid)
NIP 186911101999032008

] ¢
¥ soamperubahon

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan

SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi
berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM

L

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
]

ORGA
Gedung Balsikota, 1. Kesuma Bangsa, Mo. (ota Samarinda, Kalimantan Timur 15242

Woms  Dmwium | AvmsAX | FAD ===

ANJAB & ABK

« G ATwekeman  samarindakatad.O.sinjabinfo/®

@ Eeconicibrar. Do P4 Gmsi @R YouTube @ Masps [ Newfoider

ANALISIS JABATAN “

te dan tekni untuk mendapatkan data jabatan yg diolah menjad! informast jabatan guna penyusunan kebijakan,
p dan keg a0, perenc: Keulunian diklal serl

mpan pa b crganast
ANALISIS BEBAN KERJA

U5 UNMUK MENGUKUI 0an MEngnitung beban kera
ja crganisasi berdasarkan volume kerja

Copyright © 2017 PT. Geomedia Sinergi | BAGLAN ORGANISAS! | G-Sinjab | Sistem Informasi Anakisis Jabatan & Analists Beban Kerja
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi
secara berkala.

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan

IDENTIFIKAS! RISIKO STRATEGIS SKPD

Nama Pamaristah Daersh KOTA SAMARINDA

Nama SKPO DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINOA|

oty
Oumpas.

Tahun Peniaine ua

No|  TupSasane Sategs Inikator Kiser Torget [ Pomystaan Risko ol in«:‘

1 1 3 ‘ 0 6

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Terdapat E-SAKIP dan LHE SAKIP

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

|- Y YA EEEY]

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah, serta
menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan
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v PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

e-mait : dinsossmdg@gmail.com

hitps:/dinsos.samarindakota.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.9/026.A/100.03
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI GERAKAN ORANG TUA ASUH
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN BAGI ANAK MISKIN EKSTREM USIA SEKOLAH
DI KOTA SAMARINDA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
KAT KOTA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2022 tentang
Ekstrem maka periu Tim
Inovasi Gerakan Orang Tua Asuh Waijib Belajar 12 Tahun
Bagi Anak Miskin Ekstrem Usia Sekolah Di Kota Samarinda
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Samarinda Tahun 2023;

b. bahwa
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Sosial dan Kota
tentang Pembentikan Tim Pelaksana Inovasi Gerakan Orang
Tua Asuh Waijib Belajar 12 Tahun Bagi Anak Miskin Ekstrem
Usia Sekolah Di Kota Samarinda pada Dinas Sosial dan

Kota

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat slogan layanan berupa PELAYANAN RAMAH, SEPENUH
HATI DAN PROFESIONAL yang terdapat pada website Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat.

<« C %) htps/dinsos.samarindakota.go.id A P ph =

%

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

=T o
? ‘% DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ji. Diahiia No. 12, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Samarinda

BERANDA PROFIL BERITA & INFORMASI PPID PELAKSANA MEDIA

Kepala Dinas

(e

Pelayanan Ramah

Drs.H.ISFIHANI,
MM

Dalam website ini diuraikan secara detail
mengenai Dinas Sosial & Pemberdayaan
Masyarakat Kota Samarinda sebagai
sebuah unit kerja dengan Program,
Kegiatan, Berita.

Memberikan Pelayanan Ramah, Sopan,
Tepat, dan Cepat

S
o)

Profesional

Bekerja Profesional sesuai dengan

peraturan yang berlaku

)

Sepenuh Hati

Melayani dengan Sepenuh Hati tanpa
Pamrih
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20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh tingkat kematangan perangkat
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sudah optimal pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun
demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih memerlukan perbaikan
khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 8 (Manajemen
Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur), dan 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat
Daerah) Variabel 11 (Budaya Organsiasi Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian:

Variabel 5 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | menyusun rencana kebutuhan diklat secara
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan balik
penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan

Variabel 3 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu

(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat | meningkatkan penjaminan mutu produk dan

Daerah) proses serta dilakukan pengukuran/
pengujian secara berkala oleh tenaga yang
bersertifikat
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan Penentuan  prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = e * o0 L P i

o

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

CROSSCUTTING PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
e ; ]
s s
et
e - |
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Eeames
B —] Prm— ]
POHON KINERJA DAN CROSSCUTTING fommmrmer e
PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 2=
PERTANIAN oo emiah Wiayon oo
z'—'*_-" —»'-w_:____ *4 Pragram Panerngenen Kestwenen Pargen |
B ‘ Bty
Pangan
—1 by |
—1 e, ]
' Nomor : 000.7.2.6/01.a/100.09 I
TANGGAL :1 FEBRUARI 2024 ‘:l—n‘:m
e
? |Procus: Pertanian Utama |
o |
2, X SAARINIDA s
>
Samar.inda )

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh
penggunaan teknologi informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada

seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

JL. Biola No. 1 Samarinda 75123

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Samarinda, 13 November 2023
UNDANGAN

Kepada Yth
1 Anais Ketshanan Pangen
2 Polaksana Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Samannda

Dengan ini kami mengundang Bapak/ibwSdali pada

Hari/Tanggal - Selasa / 14 November 2023
Wakty 08 30 Wita s/d selesal
Tempat Ruang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Ji. Biola Samarinda
Acara Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV dan Rencana Pelaksanaan

Kegatan Tahun Anggaran 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadrannya lepat waklu

kami ucapkan terima kasin

T Raguia Bioang

A

Haritangos! | Selesa, 14 November 2023

Tomy Ruang Kepaia Dinas Ketaharan Pangen dan Peranan
Acarn Rapet Evatuasi Rencara Aks: Triwuian IV
Pesecta Kapata. rsaciaan dan Disinbus Pangan
Ariats Ketaharan Pangan Bidang Ketersedisan 0an DIsos Pangsn
St Bitan Ketersaciaan dan Dstribus Pangan

Keaimpulan Hasd Rapst
1. Roaisas ik hogiatan bidang sampai dengan akhe Triwuian IV felsh mencaps 86 73%

sedangkan untuk reaksas keusngan mencapel Rp 1926372033~ Ada 2 sub kegatan
yang pencapaennya masi Sbawsh S0% dkarenskan bebesos faKIo wakly yang sk
memungrrkan Kegiatan yang 1cisk dapat leriskasna yat pergadasn ket pemuth beras
dan o dryer (mesin pengenng pad), dmana uniuk proses pengadasn Set. tersedut
mermertukan wak kurang issh 35 hart. sedangkan batas wekiu pengSPJan kurang 6an 30
hant sefngpe untuk snggeren e Sdsk bisa Gioarkan. Trdak lanjut yang akan diskukan
A merminat urat permohonan Lt bsa Banggarkan g 3 1aNuN ANGORIN berkuTya
Pasar Tan dan Bazar Pangan felah dlaksanakan i bulan Okiober dan Novemder 2023
Selama pelaksanaan Pasar Tani dan Bazar Pangan yang dimuia pada busn Aqustus. totsl
Kasakununan omzet penjuaian mencaps Rp. 276 156,500 - Hal inl menunjukian batwa.
¥ at cukap Sngo

wasme masyarskat cul Untuk Derparaipes: dalam hegistan £ Sedangksn
fada akhe tarun merjelang Natal dan Tahun Baru. berkostormsi dengan Dinas Pangan
Tarman Pangan dan Hortitrs beish Gisksanskan Garskan Pangan Mursh (GPM) yang
Gbuka olen Sekretars Provins Kalmantan Timur pada tanggal 23 Desember 2023 &
Halaman Musium Samarinda. Orast Perjualan mencapss 100 850,400 . Komod yerg
banyak dbel ceh masyarskat berupa Becas SPHP dari Bulog dengan harga Rp. £0.000,

oers Ky

Dalam rangks Statiisasi Pasokan dan Harga Pangsn (SPHP), teish dilsksanskan Rapet
Koortinasi SPHP pada tanggal 21 November 2023 & Ruang Rapat Manghupelss Baiskota
Rapat i menghadrian 4 narasumber yahu dan Kepala Dinan Perdagangen. Asisten
Direktur Bank indonesia Perwakian Kaftm, Ass. Mansjer Perm Buicg Samainds dan
Anals Perencans Bagpedsibong Kota Ssmarinda dengan peserta sokind Kas Kesra
Kehsahan sa-Kota Samavinda

Untuk pelsksanasn rencans kegistan Taun Anggaran 2024 sebap PPTK dan pengelols
regatan jocwat

Samaringa.  Noversoer 2023
Mangetarns
Kapola Bisang

—k

Ima Sarsawes 5P Dish Huracians. SP.
NP 18740124 200801 2 008 NIP. 19660819 199503 2 004

A AN R p—

E-Teplan

BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN TAHUN 2023
(EVALUASI RENCANA AKS! TRIWULAN V)

telan

Lantai  Jomur

el

Sub Kegatan Infrastruktur
diaksanakan penyerahan hasi pekerjaan berupa Rehabiltasi Lants: Jemur ke

Penyedaan

Kelompok Tary Karya Makmur Kelirahan Makroman Kecamatan Ssmbutsn
Ponyorahan hasil pekerisan disksanskan ped bulsn Nopember 2023 olen
pihak penyedia ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pagu anggaran unfuk sub kegiatan ni sebesar Rp. 50.000.000.- dengan
reatsas sampa dengan Triwuian & untuk fisik sebesar 100% dan keusngsn
‘sebesar 96,31% atau Rp. 48.155.174,
Mol Sub Kegiatan Koordinasi,
Logstk telah disksanakan Pesyusunan Acton Plan Kawasan Penanian
Tanaman Pangan Pagu anggaran unfik Sub kegatan ini sedesar Rp
25,000,000
100% dan keuangan sebesar 98,84% atau Rp. 24,710 200,

Meial Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan

Sikronsasi Penyedissn Intastruktur

dengen reasas sampa: dengan Triwulan 4 untuk fsik sebesar

Makonan (NBM) telah diaksanakan Rapat Tim Ansisis Neraca Bahan
Makanan yang diaksanakan pada bulsn Seplember 2023, Rapst membahas
tentang dats-dats yang diperiukan daiam rangha penyusunen Dokumen
Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salsh
Satu alat yang digunakan unéuk menganaisis situasi kesersedaan pangan di
suaty daerah dalam kurun waklu fertentu. Informasi ketersediaan pangan ini
penting sebegai behan masukan dalem perencansen produksi den
keterseciaan pangsn di sustu wilaysh. Berdasarkan NBM yang disusun pada
Tehun 2022 dengan menggunakan angka sementara, ketersedasn pangan
dalam bentuk energy mencapsl data dalem
rangka penyusunan Ansiiss NBM ini barsumber dan bederspa OPD dsn
stake holder terkail. antara lan Dinas Perdagangan. Dinas Perkanan, Diras
Ketsnanan Pangan dan Penanian Buiog Pelabuhan Samudera Palaran dan

3142 KalowHan Informasi

Baden Pusst Statisi. Meisiul sub Kegatan ini. lelsh terseda Aplikasi
5iGangan Asam yang memuat informas: harga dan pasokan pargan harian &
beborapa pasar & Kota Samarinda

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebasar Rp. 250000 000.- dengan
reofsasi faik sebesar 100% dan keuangan sebesar 42.53% stsu R
249262654,

secara internal

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

S0P PELAPORAN KINERJA

Mo Pelak=ana Mutu Baku
elaky Usah|Pemungukendahara Peneriml - PPE [PAY kaDliEe BFKAD Kelengkapan W aktu Qutput
1 |Bayar jasa potong hewan di RPH Inwoice 24 jam [ Buktibayar
2 | Menerima uang jaza potong hewan \_4)[;] Euktibayar 24 jam [SKRD
werifikasi dan rekap setoran pembayaran jasa potong " _ | Berk.as yang telah di konsirmasi di Aplikasi
—)| SKRD dan Bukti E.
3 hewan anBUktBaar 15 menit Fietribusi dan rek.ap SKRD
4 | Input zetoran penerimaan di SIPD E'*:] SKRD yang sudah di konfing 20 menit| STEF dan 5TS
5 [membuat laporan pendapatan retribusi E":] STBF dan5TS 30 menit| Laporan Penerimaan
& |werifikazi Laporan Penerimaan | 1 Laporan Penerimaan 10 menit| Verifik asi Laporan Penerimaan
7 | Tanda tangan kepala Dinas é kIaP?ran.Yang Telah di 10 menit L?poran yang telak tanda tangi oleh Kepala
| erifik.asi Dinaz
. L dah
2 | Menyerahkan Laporan Penerimaan 2POran 4ang suda 20 menit| verifikasi dari bagian akutansi
lengk.ap dan benar
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP
Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi

JUMLAH SOP TERDAFTAR JUMLAH SOP TERPUBLIKASI JUMLAH SOP BELUM JUMLAH OPD TERDAFTAR
TERPUBLIKASI

? Elektronik / E-SOP By Diskominfo Kota Samarinda & Bagia

@ Q&8 v M9

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke
publik melibatkan tim ahli
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Bukti dukung:

\1‘ 'i/
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SAMARINDA

DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA TENAGA AHLI ROAD MAP
PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK
R — = ]
Pada har inl Kamis tanggal Lima bulan Oklober tatvun Duas Ritbu Dua puluh Tige

bertempat df Dinas Ketahanan Pangan dan Partanian Kota Samannda, kami yang
Boertanda tangan dibawah inl

1. Nama
NiP
Jabatan (PKK)

Asamat Ji Biola No. 1 Provab Samarninds

Dalam hal inl untuk ates nama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kots
Samarnnda. selanjutnys disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama
NP
Jabatan Staf Jurusan Agroekoteknologl Fakultas
Portanian Universitas Mulawarman
Alamat H. Pasir Balengkong No.1 Samarnnda

Ontam hal inl untuk ates nama Fakultes F
Samarinda, selanjulnys disebut
Dasar Peorjanjian Kenasama sebagai bekut

rtanian universitas Mulawaman Kote

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemaerintah Daerah (Lembaran
Negara) Republik Indonosis Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarsn
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kall taraknir dengan Unidung-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gipta Kerja
(Lombaran Nermge Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lombaran Negara Republik Indonesis Nomor 857 3)
2. Poraturan Pomerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistermn informasl lahan
Partanian Pangan Berkelanjulan (Lembaran Negers Republik indonesis Tehun
2019 Nomor 46, T L Negarm F Nomor 5283)
Paratuwran Menter Pertanian Nomor JiPermentan/ OT 140/7/2011 tentang
Pandafiaran Varletas Tanaman Hortkulture;

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Kegiatan tersebutl distas tolah sepakat untuk
menandatangan Perdanian Kegasame anotare PIHAK PERTAMA dan PIMAK
KEDUA (selanjuinys secears besama-sams dsebut PARA PIHAK)  uniuk

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

g-Sinjab 3.0 XETAHANAN PANGAN DAM PERTANLAN

Dashboard

& Bagan Jabatan & v i= List Jabatan ¥

1 N STURE
- KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANLAN
r

MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA #
MEDIK VETERINER AH
MEDIK VETERINER AH
PARAMEDIK VETERIN
PARAMEDIK VETE

PARAMEDIK V1

PARAMEDIK VETE

PEN BIT TER 1

PEN BIBIT TERMAK AHLI MUDA #

PEM BT TERMAK AHLT MADYA # -

P Type here to search Y = = o m ﬁ @ E B
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi

Bukti dukung: Telah disusun RTP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Unit Pemillik Rizika : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Tahun 12025
No L Risils p bl R Risik Rencana ik Kel N _ Wak Risiko yang Direspon
o prnyataan Hisibrnyataan Penye espon Risiko Kegiatan ikator Keluarzznanggungjaw jarget Waky emungking Dampak [Level Fisik
a b c d e I g h i i k
1. |Risiko Jalur distribusi yang Tak dapat diterima, | Mengusulkan kepada | Dokumen Kepala Dinas Triwulan 1 2 3 1
berkurangnya terhambat diperluk.an pemerintah kota untuk, | kerjasama
ketersediaan pengendalianyang | melakukan kerjazama
pangan sangat baik [dapat | terkait jalur distribusi
dizesuaikan dengan | dan daerah produsen
selera Risiko PD)
2. |Risiko Ketersediaan sarana Harus menjadi Memberikan bartuan | Jumlsh sarana Kepala Dinas Triwulan 1-2 3 2 1
berkurangnya dan prazarana perhatian zarana dan prasarana | dan prasarana
produksi padi pertanian yang terbatas | manajemen kepada petani yang diberikan
[bibit, pupuk, alat mesin [ dan diperlukan
pertanian dan irigasi] pengendalian yang
dan dampak. alam baik
[dapat dizesuaikan
dengan selera
Risiko
[=inl]
3. |Risikoterserang | Sistem budidaya belum | Harus menjadi Memberik.an Jumlah pelatihan Kepala Dinas Triwulan 1-2 3 2 10
hama penyakit optimal perhatian pendampingan dan budidaya
[wereng) Mmanajemen pelatihan budidaya
dan diperlukan kepada petani
pengendalian yang
baik.
[dapat dizesuaikan
dengan selera
Risiko
=il
4. |Rigikoterserang | Sistem budidaya belum | Harus menjadi Memberik.an Jumlah pelatihan Kepala Dinas Triwulan 1-2 3 2 10
hama penyakit optimal perhatian pendampingan dan budidaya
[cabai = patek ; Mmanajemen pelatihan budidaya

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
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Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan

Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendirl

Si1 GG A NG ANN A S AT

Dirnas Ketoabhhoaraasr o oaracga=rs ci=r
Pert=rriz=r

Rating = -- <

tnst=l i ponsal. Tersedcdia goerancglcat Iminmy =

T e=rmtanrmcag =aplilasi imid ——

Sisterm Inforrmasi Harag= Pangan Kota Sarmarincd=

( Frodoalkctivitas )

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.
Bukti dukung:
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21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 45. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa hanya tiga variabel yang nilainya berada di angka
5. Adapun enam variabel lainnya berada diangka 4, dan dua variabel sisanya, (18%)
berada diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3); serta
Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Variabel 11).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian:

Variabel 3 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian perlu
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat | membuat dokumen penjaminan mutu produk
Daerah) dan proses yang sudah distandarisasi serta

dilakukan  pengukuran/pengujian  secara
berkala oleh tenaga yang bersertifikat

Variabel 11 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian perlu
menyusun program internalisasi budaya
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(Budaya Organisasi Perangkat | organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
Daerah) dokumen resmi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian udah melakukan Penentuan prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet
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Bukti Dukung: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian telah melakukan e-
controlling dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

secara internal.

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
Jatan Juanda Gedung Graha Rubui Rahays No. 51 Lant 1411369
SAMA

oai. 3 - 4 Tetp. 054
RIN DA - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERAS, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa

tindakan koreksi atau perbaikan SOP
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.
Bukti Dukung: Telah terdapat Dokumen SOP yang telah dievaluasi
T —
”";f::mm et Tanoos Pebuaian [13 3d 2023
g v — AH KOTA il
i e :
[ y M,
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA \\ 1003
'DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA 13 ‘Standar Operating Procedures{SOP)
- S
-
SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Judul SOP = & e
=
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELASANA 2 poory R e
T et o i | £ e
2. Perwali Kota Samarinda No. 77 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait ST
Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah SAhn ach, Mumpih e PSSV un Kste SUpmmIN
=
e
2. SOP Penilalan Risiko
,
dapat digunakan sebagai panduan mengenal kriteria penitaian tingkat risko. [Femaan
serta strateg) penanganan risiko agar dalam penilaian resiko pada proses 1. Kopess
e L

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4)

Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana
engembangan pegawai yang sudah ditetapkan

. . .
Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam
penganggaran, serta telah dilakukan evaluasi

— PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
- W I rRARM A A A s A . ——— DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
JalanJuanda Gedung Graha Rubui Rahayu No. 81 Lantai 3-4 Telp. (0541) 4113699
x INo. P20 SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOPERASI, UKM }—vm :
DAN PERINDUSTRIAN Bulti Kas No.
KOTA SAMARINDA KUITANSI Oboyor Tol© SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 008/SPK/100.14
i Koparent
Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Pulub Tiga, kami
Banyokoyo Uang // semavus. " yang bertanda tangan di bawah ini
Votu By Diviot | Up Kompeters! Penicion Kesehatin Koperos! 1. Nama Nurrahmani, SIP, MM
[ . % Prtom | Unit s Jabatan Pejabat Pengguna Anggaran
NIP 19690301 199003 2 003
Alamat JLIr. H. Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu No. 50 Lantai 3 Samarinda
ol Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Dengan ini memberikan
perintah pelaksanaan pekerjaan kepada
2028
2 Nama Drs. Setyo Heriyanto, MM
[t Joma Hewamgan,
Terblang Rp. 100.650.000,- f . Jabatan Drrektur LSP Koperasi Jasa Keuangan
LSP % NPWP 82.528.584.4.412.000
. l(. } P Alamat Jalan Alternatif Cibubur, Harjamukti, Cimanggis - Depok 16954
\J ?/6h‘“ Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
gD g i Dengan ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja ini, maka pihak kedua menyatakan setuju
T RS untuk Dikiat dan Uji Penilaian Koperasi
bupd
dbanor ek yorg berhok $9p608 22 oreI pesera
Mengetahu Meryetuis s otk 3 Bendohara Pengeluaran. 1. Jenis Pekerjaan
Perggire Anggoran. = poT) Diklat dan Uji Kompetensi Peniaian Kesehatan Koperasi
w . » o OM( 2. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua
Nurrattvon, SPM y T Moryot, S a Menyusun silabus dan jadwal Diklat Uji Kompetensi Penilaian Kesehatan Koperasi
NID. 1968038 199003 2 008 19661024 198608 1 002 NID. 1250906 200001 2 001 b. Pihak Kedua wajib tertib dan tepat waktu dalam menyelesaikan jadwal dan susunan
| acara Diklat/Uji Kompetensi Kesehatan Koperasi.
c yang sesuai dengan peserta
Diklat Uji Kompetensi Penilaian Kesehatan Koperasi
d sarana dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke
publik melibatkan Tim Ahli.
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Cross Cutting Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan
Perindustrian, serta Penyusunan Dokumen RPIK dengan melibatkan tenaga ahli dari
Perguruan Tinggi

pencapaian target kinerja di pengaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses
dari Dinas . UKM dan Kota .
hal ini menunjukan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu

sama lain. Berikut adalah unit-unit kerja yang dengan
Dinas . UKM Dan Peri Kota

Kementerian Koperasi dan UKM RI
Kementerian Perindustrian Ri

Kepolisian R1
BAPPEDALITBANG
BPKAD
DISPORAPAR
Dinas PUPR
DPMPTSP

9. Dinas Perdagangan

it Cross Cutting Kinerija

12.Kelurahan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

®NOOA BN S

Kendati sinergitas kinerja telah dilaksanakan dengan baik, untuk terus
mempertahankan dan kinerja yang pada hasil,

agar stakeholder pada dinas yang memangku kinerja terkait terus memperkuat

koordianasi dengan unit kerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut

Dalam rangka pelaksnaan kegiatan secara efektif dan efisien agar mencermati hal- 2 o 23

hal yang atau telah oleh unit kerja lain

sehingga dapat dihindari adanya pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dengan output DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
yang sama. Hal lain yang harus terus diupayakan adalah melakukan kegiatan MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
bersama secara efektif dengan event

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Sub Kegiatan ini
melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota
(RPIK). Penyusunan dokumen RPIK pada tahun sebelumnya (2018) telah sampai
pada tahap draft dokumen, tahun 2023 penyusunan dokumen dilaksanakan
kelanjutannya menggunakan tenaga ahli dari UNMUL. Dokumen RPIK selesai
pada tahap Evaluasi Draft Dokumen Akademis (Kajian Identifikasi Industri Kecil

dan Menengah).

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah

LRy - * * 0 LW

- el 4w O ite P a3 e b

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
[resp—
b, 1 Samaa gt B g, b Bk 4 B s et e (AL
Py ——

ANJAB & ABK
i [N TR A AT LR R (M -
i arbition progra pemSasaas feraias nsfags, e mananin rrcaraan -
T L L e
APaSRE: N, B MUNAR e ATV A oo
g IR 2 S Pl T P e
RPITIR LA A » g,

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan
evaluasi secara berkala.
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Bukti Dukung: Sudah ada SK Tim MR, Dokumen Analisis Risiko (Rencana Tindak
Pengendalian)

PEMANTAUAN RTP
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699
Pelaks
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR Renan i Wk e ) Pt
Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com Tambahan ” md;::lkun Risike
123 aTsTel7 s o w0]ula2 )

SURAT KEPUTUSAN Sk & iding

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN [Melakukan perbaikan Pecdkisdeniia PAKPA
KOTA SAMARINDA ey = Koperasi

SOP Pembinaan .
Nomor : 800/ 05/100.14 Pendamoinesn Bidang Pemberdayaan PAPPTK

SOP Pelatihan Usaha Mikro PPTK

TENTANG 1. SOP Penyuluhan
Industn
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO : SOP Bimtek Industn Bidang Industr/PPTK PAPPTK
PADA DINAS KOPERASL, UKM DAN PERINDUSTRIAN il
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024 Samarinda, 29 April 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

MENIMBANG : a Bahwa pelaksanaan secara efektif dan efisien program dan kegiatan merupakan

hal yang sangat penting dalam ban tugas p intah dan p

b. Bahwa dalam rangka upaya memperkecil risiko dengan jalan menginventarisir
risiko yang mungkin timbul dan membuat rencana tindakan pengendalian,
pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat menghasilkan kinerja yang tinggi,
maka perlu disusun dokumen manajemen risiko untuk Tahun 2024;

c. Bahwa berdasark imb dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
ditetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota
Samarinda

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang
Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9;
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952
Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

7 Uindana - Uindana Namar 17 Tahun 202 Tontano Kananaan Neaara (1 smhaos

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4)
Target kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian sudah
melakukan pengukuran pencapaian kinerja.
Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian capaiannya

dibawah 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

|- M-ecCiaEasn T
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang

bersangkutan.

Bukti Dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan serta Rencana

Pengembangan Inovasi ke depan

13. LAPER WALUH 2025-2029 | Meningkatkan UMKM DINAS KOPERASI
di Lingkungan UMKM
Kelurahan
(Probebaya)
14. PRORINDA (Pemasaran 2025-2029 | Memperkenalkan DINAS KOPERASI
Produk Orang Samarinda) produk UKM Kota UMKM
Samarinda
15. WELCOME MAMISU 2025-2029 | Memperkenalkan DINAS KOPERASI

produk lokal ciri khas UMKM
Kota Samarinda

16. SIMPASAR (Sistem Informasi | 2025-2029 | Terciptanya DISDAG
Pasar Rakyat) pengelolaan pasar
rakyat yang
profesional
17. DIDIK PESAN GARASI 2025-2029 | Peningkatan DINAS KOPERASI
SEHAT pemahaman koperasi UMKM

sehat bagi pelajar
untuk membentuk
koperasi pelajar
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat Budaya Kerja Pemberian Penghargaan dan Motivasi Kerja
kepada pegawai yang berkinerja

@ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 3;'33
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN ~ Sanarinda

Diberikan kepada :

‘ Nama : Wiwin Sudarta

NIP :197101312007011011
Jabatan : Pengadministrasi Umum

j Atas Prestasi sebagai :

Bulan Januari s.d Desember 2023

pun yang ilihan ASN terbaik ini pada Disiplin, Tanggung Jawab Kerja dan Loyalitas terhadap Pimpinan.

> ¥ ¥
b
BerAKHLAK 3 melgyani
e e i ompeen Nurrahiani, SIp, MM bangsa

\BiP196905011990032003

— PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASL,UKM DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu No.81 Lantai 3-4 Telp.0541-4113699
SAMARINDA -KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTASAMARINDA

Nomor : 800/ 06/ 100.14

TENTANG PENETAPAN REWARD DAN FUNISHMENT
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

Menimbang 3 a) Bahwa dalam rangka peneg disiplin dan i pelay terbaik kepada
masyarakat, pegawai yang mempunyai disiplin, memiliki motivasi kerja yang menjadi
tauladan bagi Pegawai yang lain, perlu diberikan reward dan funishment.

b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a} tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam,
Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Mengingat
ging Negara tahun 2009 Nomor : 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

22. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata memperoleh tingkat kematangan perangkat

daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 9

Variabel 10

Variabel 11

Variabel 8

Variabel 7

4,5

3,5

Variabel 1
5

Variabel 2
4

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
sudah optimal pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36%. Namun
demikian, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata masih memerlukan perbaikan
khususnya pada variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) yang berada tingkat
1, disusul beberapa variabel lainnya yaitu variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan
Perangkat Daerah), variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangakat Daerah), Variabel
V (Pendidikan dan Pelatihan Aparatur), dan variabel VI (Analisis Kebijakan dan
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), dan variabel 8 (Manajemen Resiko
Pelaksanaan Tugas Aparatur).

Rekomendasi Penguatan Kematangan

Kelembagaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata:

Variabel 11 Untuk meningkatakan Budaya Oragnisasi,
: iwisat ¢

(Budaya Organisasi Perangkat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata c_lapa

Daerah) membuat slogan-slogan yang mencerminkan

nilai-nilai dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata, serta menetapkan dokumen SK
Penetapan Nilai Budaya Organisasi, SK KBK,
hingga SK agent of change secara bertahap.
Setelah hal tersebut terlaksana, dapat
dilakukan kegiatan monev implementasi
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budaya organisasi (KBK, Agent of Change,
lomba budaya organisasi) dan
didokumentasikan secara berkala.

Variabel 10 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
dapat mengupayakan dan menggagas ide-ide
inovasi yang memberikan dampak bagi
masyarakat ataupun stakeholder Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Selain itu,
untuk dapat memastikan keberlanjutan
inovasi yang digagas, Dinas Pemuda,
Olahraga, dan Pariwisata dapat menyusun
road map pengembangan inovasi disertai
dengan SK Tim Inovasi.

(Pengembangan Inovasi Pelayanan
Perangkat Daerah)

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sudah melakukan Penentuan prioritas
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu
dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

% spdgo ® e D &P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
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PENERAPAN CASCADING PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis

internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah
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€« c 25 e-tepiansamarindakots.go.id b4 0

Chrome tsn't your default browse

HOME DASHBOARD DOWNLOAD LOGIN

>

<Samarinda Kota Pusat Peradaban

< C 2 dalev.bappedalitbang. indakota.go.id/probebaya/ D ¢

& Google Chrome isn't your default browser Set as default X

E-Probebaya

Maksud & Tujuan Probebaya

=T 4
Probebaya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran == '
serta dan potensi masyarakat Kelurahan. Probebaya &
bertujuan untuk :
1. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi

masalah dan membantu mengartikulasikan

kebutuhannya 5 |
2. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana | \
lingkungan RT
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui &
kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan Con ~—
4. Meningkatkan peran serta dan mendorong {l':"_'_
keberdayaan masyarakat dalam pembangunan » ? E‘é
https://dalevbap gaid/ e =

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.
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Bukti dukung: Tersedia dokumen SP dan SOP yang telah dievaluasi

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Jalan Dahlia Nomor 79-B, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75121
Telepon (0541) 735480
; Pos-el

Laman disporaparsmd22@amail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 000.8.3.4/11/100.06/1/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung
Jjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan asas-asas
umum yang baik,
hak-hak dalam publik
secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan

dalam kualitas publik
sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu ditetapkan standar
pelayanan,;

b. bahwa berdasarkan huruf a maka perlu ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Samarinda.

Menimbang

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

w

A Dacobican  Pomeah  Mamas AR Takin  AAGS  Tamiamn

Samarinda, 25 Juni 2024

Nomor 1000/
Sifat : Penting
Lampiran -

Hal Undangan

/100.06.1

Kepada Yth
Perwakilan Bidang

Di Tempat

Bersama dengan ini Kami mengundang Bapak /Ibu untuk hadir pada kegiatan

Hari “Rabu
Tanggal 126 Juni 2024
Pukul :08.30 s/d Selesai
Tempat 2 Ruang Rapat Kadisporapar
Acara 2 Penyusunan dan Evaluasi SOP Disporapar
Mengingat pentingnya acara ini dimohon kerja sama dan
kehadirannya, terima kasih
An. Kepala
Sekretaris

Andy Ariefin, M.Pd
NIP 197104161994011001

STANDAR PELAYANAI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
Bagian : Sekretariat
Kegiatan : Kepegawaian
Jenis Pelayanan Cuti ASN
NO | ___KOMPONEN | URAIAN
1. | Dasar Hukum Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 7 Tahun

2021 ftentang Perubahan Atas Peraturan Badan
n Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

N

3. Cuti Tahunan
1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang -
kurangnya 1 (salu) tahun secara terus menerus.
2. Cuti Diberikan 12 hari kerja
Cuti Besar (Untuk Haii dan Umroh)
1. Usul permintaan cuti Ybs kepada atasannya;
Umroh/Hai

Persyaratan

3

Jadwal  keberangkatan  dari biro
Umroh/Haji/Kemenag;
5. Kwitansi pelunasan bagi Umroh;
6. Setoran BPIH bagi Haji
7. FC. sah Surat Keputusan SK terakhir,
Cutl Sakit (bisa diambil untuk PNS yang lebih 2 hari
sakit) melampirkan :

1. Surat  keterangan  dokterTm  penguji
kesehatan/resume medisiisum et repertum Cuti
Melahirkan

D. Cuti karena alasan penting ( diberikan pada PNS apabila
keluarganya sakit keras atau meninggal dunia (untuk
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya tsb),
Melangsungkan perkawinan Dan bagi PNS lakiaki yang
isterinya melahirkan operasi Caesar (melampirkan surat
keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan),
bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah
atau bencana alam (dengan melampirkan surat
keterangan paling rendah dari ketua RT).

Cuti diluar tanggungan Negara (sistemnya hanya
fasilitasi)

1. Permohonan Cuti CLTN;

2. Alasan CLTN;

3. FC. sah Surat Keputusan CPNS;

4. FC. sah Surat Keputusan PNS;

5. FC. sah Surat Keputusan SK terakhir.

Cuti Bersama (ditetapkan oleh keputusan presiden, tidak
mengurangi hak atas cuti tahunan)

m

Bl

Sistem, Mekanisme | 1. ASN wajib mengisi aplikasi Cuti Sicepat

Aah Doearkis Manratal Darmanhrman Pl dan 4 sabied alah tanan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA SAMARINDA

1 Dahéa to 70 B No Telp (0541) 735450

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa

tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
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Bukt| dukung Terdapat SOP yang telah dievaluasi berkala

DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI SOP DISPORAPAR

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Jalan Dahia Nomor 79-8, Bugis, Samarinda Kota, Samancda 78121
Tolapon (0541) 735480

t o o .
'

HARI & TANGGAL  Rabu 26 Juni 2024

WAKTU 108

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SAMARINDA

U Datba Mo 790 No. Telp (0541) 735480
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh
jabatan.
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Bukti dukung: Terdapat dokumen rencana kebutuhan diklat bagi seluruh jabatan

[PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/SEMINAR
DINAS PEMUDA OL AHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

=+

NO PENDIDIKAN RENCANA PESERTA KETERANGAN
PELATIHAN/BIMTEK/WORK SHOP/SEMINAR KEGIATAN
1 Pelatihan dan Uji Kompetensi PEJ Level 1 Januar s.d Februari PPK BKPSDM
2024 PPTK
Bendahara

Pejabat Strukiural
Pejabat Fungsional

2 Pelatihan rekonsiliasi aset dan pelaporan Juni s.d Juli 2024 Pengelola Sapras BPKAD
EBarang Milik Daerah (EMD}) Pengadministrasi Umum
Pejabat Strukiural/Kasubag
Umum dan Kepegawaian

3 Pelatihan Kearsipan Juli 5.d Agustus 2024 | Pengadministrasi Umum DISPURSIP
Pengelola Kepegawaian
Pejabat Strukiural/Kasubag
Umum dan Kepegawaian

4 Pelatihan Keuangan Mopember s.d Pengadministrasi Umum/ Staf EPKAD
Desember 2024 Pengelola Kegiatan
PFPK
PPTK
Pejabat Struktural
5 Pelatihan Trainning on Trainer (TOT) Juni 2024 ASM yang sesuai kompetensi BKPSDM
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Parekraf PROVINSI
] Pelatihan penyusunan SAKIP Juni 5.d Juli 2024 Sekretariat Sub Program BAPPERIDA

Pejabat Struktural

Kepala Dinas,

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.
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Bukti dukung: Analisis kebijakan dilakukan oleh tim teknis lintas OPD

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :821.29/  /FBDKDEP/ 100.06

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL BUDAYA DAYAK KENYAH
DESA BUDAYA PAMPANG TAHUN 2023

Menimbang © a Bahwa Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Kota Samarinda dissienggarakan
dalam rangka syukuran pasca panen raya dan hari ulang tahun desa budaya pampang;

b. Bahwa Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang merupakan waraisan budaya yang
perlu dijaga dan dilestarikan sebagai khasanah kekayaan budaya dasrah Kota Samarinda:

¢ Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang
dimaksud periu mlangani secara terkoordinasi dan terpadu oleh Panifia Pelaksana;

d Bahw: dalam huruf a, b dan ¢, maka peru membentuk
Panita Penyelenggara Fesiival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Kota Samarinda
Tahun 2023;

Mengingat - 1. UU Momor 27 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 3 tahun 1853
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan sebagai Undang — Undang (Lembaran
Negara RI tahun 1959 Nomor 72; tambahan lembaran Negara RI Nomor 1820).

. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Menteri Pariwisala dan Ekenomi KreatifKepala Badan Paniwisala dan Ekonomi Kreatif

Nomor @ fahhup 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Megara Republik

Indonesia Tahun 2021 Momaor 781).

W N

5 Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2016 fentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pariwisata
MEMUTUSKAN:

Menetapkan -

KESATU Membentuk Panilia Penyelenggara Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Tahun 2023
Kota Samarinda dengan susunan keanggolaan sebagaimana fercantum pada Lampiran Sural Keputusan
ini;

KEDUA Panitia sebagalmana dlmaksud Dikium KESATU, tugas

kepada pihak-pihak terkait kegiatan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan Fasnva\ Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Tahun 2023.
KETIGA Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan yang belum diatur di dalam Kepulusan ini akan

diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pelaksana dengan Suatu Keputusan atau Surat Tugas
KEEMPAT  Dalam melaksanakan tugasnya, panitia dimaksud bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya;

KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapal kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal - 05 Juni 2023

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA SAMARINDA,

H. MUSLIMIN, SE, M.Si
Pembina Tk_| (IV/b)
MIP. 19740515 200312 1 009

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah

o

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Home Dasar Habasen Acian & A aa _

ANJAB & ABK
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g-Sinjab 3.0

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

. B . . .
Bukti dukung: Terdapat pengelolaan risiko pada kegiatan tertentu yang
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD
.
Nama Pemerintah Daerah : Kota Samarinda
MNama SKPD i Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Renstra : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga
i G P pariwisata dan
Sasaran Strategis Renstra itk
Indikator Kinerja Utama H Indeks Pembangunan Pemuda
Perilik risikof
No. Nama Program Indikator Program Target Pernyataan/Ursian Risiko Sebab Risiko o uefc i P’""“;:’“ it
Darmpak
Pragram pEngembangan hapasios fava sng | Tinghat Parisass Permuds dalarm Kegatan Chanam
kepemudasn Mg - fﬂ‘:ﬂéﬁ‘;xﬁ:ﬁ‘:ﬂi ‘I*;J“I‘“ x;lm-uswr:_n--v.—_:;  scnialsasi dan sicate | ATEE ve |Pemes g g ek
it g g mernerubi persyaratan ousd
3 | Prerem engemibengan kapsiias [IONEIY WIERE T S— S Anggota ceganisasi pramka tidak akst | PoTE uc FAkRA
epramuian i
Tt el nciasl dan
Pragraim pengembangan sumbes days Jumlsh SOM Pariwissts dan koo Kresf Duersh | 6 Kelomack dan | SO0 pata i sekecr elmnams kressif [ o et form e
3 | witstn can sk ke yang Mandir 1150t Sektar | jumishiys sesikit Ketengarturgan pada scktar forma ::'J‘::“:[:uwm ue PRAT
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ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN
Risiko FESpon Status Risiko setelah ada P
SO VRS Analisis Risika ) Existing Pengendalian Risiko e e e Rencana Targer | Peiakeana
ve N T {Risk After Pengendali
sudah ada Memadai/ Residu | [Diterima, Tindak Waktu | (Pihak ve
Kemun Kategori/ Efektif/  ||Ada/ Tidak)| mitigasi.dihi | Kemungkinan Level | pengendalian | (Rencana
Dampak Skol Kepatuhan SOP) Tidak Dampak (Impact] Iaksanak
ghinan ! " | peringhat risiko | (XeP3tUNan SOF) "9 Tidak Efekeif ndari dan | (Likehood) | D2 P 0eaet)| e | Tambahan | ladwal TP | MeiRkEnal
memadai an RTP)
Bersifat rumar,
Peserta yang fkut ridak tzrcover el ik
pemilinan SK | medis, berdampak | 1 | Tidak Signifikan “;;:(”m' = | Memadsi | Tidak Efektif | Tidsk Diterima 68in PPTX
jumlahnys sedikit kecil pads moral s
staf
Bersifat rumor,
Peserta yang fkut ridak tzrcover el ik
pemilinan SK | medis, berdampak | 1 | Tidak Signifikan “;;;‘;s' = | Memadsi | Tidak Efektif | Tidsk Diterima 68in PPTX
jumlahnya sedikit kecil pada moral *
staf
Bersifat rumor,
Peserts yang ikut tidak tercover Melalui publika
pemilihan Sk |medis, berdampak | 1 | Tidak Signifikan “;;;‘;i' = | Memadsi | Tidak Efektif | Tidsk Diterima £8in PPTK
jumlahnya sedikit kecil pada moral *
staf
Vioter yorg Bersifat rumor,
T E tidsk tercover . "
diberikan tidzk Sk |media, berdampak | 1 | Tidak Signifikan | MEEMIRUBIKES ) o | Tidak Brektif | Tidak Diterima 68in PPTK
sesuai dengan ; medsas
kecil pada moral
kebutuhan
staf
Tk
ik gzdungnya Bersifat rumar,
rusak dan  kurang
memadsi make idak tercaver Melalui publikasi
" SK |media, berdampak | 1 | Tidak Signifikan I Memadai | Tidak Efektif | Tidak Diterima £8in BT
tidzk bisa : medsos
kecil pada moral
digunakan secars
h staf
mazksimal
Bersifat rumar,
Data
daf " tidak tercover Melal blika:
"z::d:‘:izi""a" sk |media, berdampak | 1 | Tidak Signifikan SAUIPUOIRS | hiemadal | Tidak ekt | Tidak Ditarima 63in BPTK
i fesan, kecil pads moral
engkap £ et
pezereayan Bersifat rumar,
tidak tercover
mengikuti kegistsn | g | ogia, berdampak | 1 | TidakSignifikan | TSV pUDlikast |y odai | Tidak Bfektt | Tidak Diterima 68in PPTX
jumiahnya tidak o & medsas
o kecil pads moral
a == staf
Bersifat rumor,
Peserta yang tidak tercover Memberikan
terpilih mengiiuts SK  |media, berdampak | 1 | TidakSignfikan | tambshangzidsn | Memsdsi |  Efektf Tidsk Diterima 68in PPTK
seleksi jatuh sakit kecil pada moral fasilitas medis
staf
Bersifat rumor,
Organisasi pemuds tidak tercover Melalui publia
legal tidak sesuai SK | media, berdampak | 1 | Tidak Signifikan “r:;i“m' = | Memadai | Tidak Efektif | Tidak Diterima 68in PPTK
target kecil padz moral -
staf

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Thoghat Copaian Kimargs (1) doe Prwdihnt Eimargs 3590

Capaian Bnecje (1) Reshaanl Anpyaran (37)

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

e SMenCEiaasn a .

217




BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran
capaian kinerja sasaran strategis dan indikator keberhasilan Dinas Pemuda Olah Raga
dan Pariwisata Kola Samarinda. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan kepemudaan, olahraga dan Pariwisata.

Program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota
Samarinda pada Tahun 2022 terkait dengan bidang kepemudaan, olahraga dan
pariwisala, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diembannya dalam pencapaian sasaran strategis. Hal tersebut tercermin dari
keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspekuif stakeholder
yang merupakan dampak dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Penyusunan  Laporan  ini  disajikan  dalam rangka  perwujudan
p b pelak i lol sumber daya dan pelaksanaan

yang dipercayak kepada lembaga berdasarkan sistem pelaporan

Lehiiak

melalui penyusunan laporan akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan

target dan realisasi serta permaslahan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 terealisasi 162,69 %
melalui akumulasi dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang tertera
pada perjanjian kinerja.

2 Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kenerja tahun 2022 dengan
tahun sebel lami p k sebesar 65,37 % dari tahun 2021 yang
capaian Kinerjanya 97,32 %.

3. Tingkat kemajuan capaian Rencana Strategis 2021-2026 sampai dengan tahun
2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 dengan
tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 108,07 %, tingkat capaian ini mengalami
kemajuan sebesar 39,03 % dari tingkat capaian Rencana Strategis tahun 2021.

dihasilkan melalui rata-rata capaian kinerja dari akumulasi 3 indikator.
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
Bukti dukung: Proposal Inovasi

L Latar Belakang
Dalam melaksanakan pembinaan prestasi olahraga diperlukan adanya langkah yang baik
= | dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan prestasi olahraga dan dalam rangka
5 ' DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA dk X hal w0 diperhatikan adalah k d l 4
mewujudkan prestasi emas hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan atlet usia muda
KOTA SAMARINDA ek pres yans periu €
usia pelajar sebagai regenerasi atlet dimasa yang akan datang_ Hal ini bisa terwujud apabila
pola pembinaan prestasi olahraga dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta
bersinergi dengan seluruh stake holder yang ada. Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan

prestasi olahraga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

L
1. Pembinaan prestasi Atlet sifatnya jangka panjang dengan menggunakan metode LTAD
% - (Long Term Atlhete Development) dimulai dari usia 6 tahun
2. Dalam pembibitan calon atlet perlu diadakan tahapan kegiatan identifikasi bakat,
% pemanduan bakat pengembangan bakat, peningkatan bakat
\/A | 3. Penerapan Sport Science.
. . 4

Sinergisitas pembinaan prestasi olahraga pelajar lintas stakeholder (Disporapar,
Disdikbud, Organisasi Keolahragaan, Sekolah dan Masyarakat).
5. Penerapan HPCP (Hight Performance Comprehensive Program)
PROPOSAL INOVASI Terdapat 2 (dua) dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dan acuan dalam pembinaan
prestasi olahraga antara lain :

“ AAN PRESTASI OLAHRAGA

PEMBIN. P 10 1. Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dengan cakupan Olahraga
MELALUI SINERGITAS CLUB DAN SEKOLAH” Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi.
(BINA SIRAGA) 2. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang DBON, dengan cakupan 14 cabor

olahraga prioritas yaitu badminton, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak,
wushu, karate, tackwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan

pencak silat serta industri olahraga seperti sepak bola, bola voli dan bola basket.

1L Tujuan, Sasaran, Manfaat, Keluaran dan Dampak Inovasi
| A, Tujuan Inovasi

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan inovasi “Pembinaan Prestasi Olahraga
‘ 2 02 3 Melalui Sinergitas Club dan Sekolah (Bina Siraga)” ini adalah agar proses pembinaan prestasi
| olahraga yang dilaksanakan secara bersinergi antara club olahraga dengan pihak sekolah dapat

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1)

Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memperoleh nilai tingkat kematangan

perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3

1,5

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa lima variabel memiliki nilai optimal, yakni diangka
5. Adapun dua variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 1 variabel
diangka 3 dan 3 variabel diangka 2, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel
5), Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Variabel 8), serta Budaya Organisasi
Perangkat Daerah (Variabel 11).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan:

Variabel 5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | menyusun rencana kebutuhan diklat secara
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan
balik  penyempurnaan pengembangan
kompetensi pegawai secara berkelanjutan

Variabel 8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu
(Manajemen Risiko Pelaksanaan | menetapkan prosedur pengelolaan risiko
Tugas Aparatur) dalam pelaksanaan tugas yang dipandang

mempunyai risiko tinggi

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dijelaskan sebagai berikut:
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- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Perpustakaan dan kearsipan sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan
dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara

satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
teknologi informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

:f_“

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet
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Bukti Dukung: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan e-controlling
dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah distandarisasi

dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.

" DINAS PER

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JI. Kesuma Bangsa 5, Samarinda, Kalimantan Timur

£0.d - e-mail:dispursip.smr @gmal.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA SAMARINDA

NOMOR: 000.8.3.2/0516/100.16

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA SAMARINDA

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Pasal 20 dan Peraturan Daerah
Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 27,
menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat
Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
per kebutuhan y dan kondisi
lingkungannya;

Bahwa terdapat perubahan Peraturan Wali Kota
Samarinda Nomor 103 Tahun 2021, maka perlu
menyesuaikan kembali Standar Pelayanan dan
Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Samarinda dalam  Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SP yang telah direvisi
BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN
PERPUSTAKAAN
Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan
| SERVICE DELIVERY (INFORMASI| PELAYANAN UTAMA)
No. Komponen Uraian
1. Berdomisili atau sedang menjalankan studi di Kota
Samarinda;
2. Mengisi formulir pendaftaran anggota;
3. Melampirkan 1 lembar fotokopi KTP (KTP Kota
1 | Persyaratan Samarinda)/Kartu Keluarga/Kartu Mahasiswa/Kartu
Pelajar;
4. Melampirkan Asli Kartu Tanda Anggota (KTA)
perpustakaan yang lama (bagi yang akan melakukan
perpanjangan keanggotaan)
1. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir;
2. Calon anggota wajib melengkapi seluruh persyaratan;
3. Calon anggota akan diambil gambar diri untuk Menimbang
pembuatan kartu anggota;
4. Calon anggota menerima kartu keanggotaan.
Pengguna
2 | Mekanisme dan
Prosedur
Pembuatan K
3 Jangka Waktu 10 Menit
Pelayanan Mengingat
4 | Biaya Tarif Rp0.- (Tidak dipungut biaya)
5 | Produk Layanan | Kartu Tanda Anggota
6 Penyelenggaraan | 1. Secara langsung kepada petugas;
Pengaduan 2. Pelaporan pada laman SP4N Lapor! www./apor.go.id
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah menyusun dokumen rencana kebutuhan
engembangan pegawai secara parsial untuk jabatan tertentu.

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam

penganggaran

Peningkatan Kapasitas 212,053,000 210,801,108 | 99.41 1,251,892
Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan 150,000,000 149,990,000 | 99.99 10,000
Layanan Perpustakaan
Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Kebijakan yang melibatkan Tim Ahli eksetrnal

LAPORAN AKHIR

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

“TIDAK ADA YANG LEBIH MENYENANGKAN
DARIPADA MENJELAJAHI PERPUSTAKAAN"
WALTER SAVAGE LANDOR

>
EarRNHERAX
" ufl bangga

melayani

bangsa

DINAS PERPUSTAKAANDANKEARSIPAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur

(Tingkat 5)
Penyediaan

sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

[T Y} P PER——— p—— *« *+ 0 &H P
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
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Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2)
Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan
tugasnya, namun hanya bersifat individu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang

bersangkutan.

Bukti Dukung: Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat

daerah yang bersangkutan.

SALINAN
‘ol R B
g
WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN WAKAF LITERATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan bangsa perpustakaan

menjadi wahana penyedia sarana bahan literasi dan media

informasi bagi masy r.;.]vausl;gr';;ayluu”
memadai dan bervar = oninakatan minat | DISNIK DISPIIQID |
T Rl 2. Strategi Peningkatan Minat 2025-2029 | Peningkatan minat DISDIK, DISPUSIP
b. bahwa terdapat bah Baca Masyarakat Kota baca masyarakat
yang belum dimar Samarinda Samarinda
bahan literatur dan
menjadi daya tarik 3. GAWAL (Gerakan Wakaf 2025-2029 | Meningkatkan jumiah | DISPUSIP
c. bahwa berdasarkar Literatur) Taman Bacaan (TBM)/
dalam hurufa dan perpustakaan khusus
Kota tentang Gerak: di kelurahan termasuk
kerjasama dengan
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dunia usaha dan
Indonesia Tahun 1¢ industn untuk
2. Undang-Undang N¢ menggelorakan
Undang-Undang | Gerakan Sejuta
Perpanjangan Pemt Buku”
(Lembaran Negara :asusn wLuaga:s  wiua

PR, =y e
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

24. Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerjamemperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori

TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa empat variabel memiliki nilai optimal, yakni
diangka 5. Adapun dua variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 4
variabel diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Budaya Organisasi (Variabel 11).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja:

Variabel 11 Dinas Tenaga Kerja perlu membuat
(Budaya Organisasi) dokumen budaya organisasi yang resmi
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan
perilaku di level perangkat daerah

Variabel 5 Dinas Tenaga Kerja perlu perlu mengevaluasi
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | rencana pengembangan pegawai secara
reguler dan memastikan seluruh
pengembangan pegawai telah dilaksanakan
sesuai dengan dokumen rencana
pengembangan pegawai yang telah
ditetapkan
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Dinas Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

jRembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Tenaga Kerja secara sistematis,

terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet
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Bukti Dukung: Dinas Tenaga Kerja telah melakukan e-controlling dengan
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Dinas Tenaga Kerja sudah distandarisasi dan dilakukan
pengujian secara berkala secara internal.

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dinas Tenaga Kerja sudah menyusun dokumen rencana kebutuhan pengembangan
egawai secara parsial untuk jabatan tertentu.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.
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Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur

(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi

informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah
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Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam

pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi
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Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Dinas Tenaga Kerja capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan..
Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

25. Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) memperoleh tingkat kematangan perangkat

daerah kategori TINGGI dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)
sudah optimal atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada
atau mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen
Sumber Daya yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur.
Namun demikian, BAPPENDA masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 10
(Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPPENDA):

Variabel 10 BAPPENDA  perlu  menyusun  rencana
pengembangan inovasi baik jenis, mutu
maupun metodenya. Bappenda juga perlu
membuat inovasi yang dikembangkan sendiri.
Dan yang juga harus menjadi perhatian adalah

(Pengembangan Inovasi Layanan
Perangkat Daerah)
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mempunyai program pengkajian dan inovasi
secara terencana dan berkelanjutan

Variabel III BAPPENDA perlu menyusun penjaminan mutu
produk dan proses yang terdtadarisasi serta
perlu  melakukan  pengukuran/pengujian
secara berkala oleh tenaga yang tersertifikat.
Dan yang perlu dikembangkan juga adalah
penjaminan mutu yang sudah terstandarisasi
oleh tenaga ahli didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet

(Penjaminan Mutu Pelayanan
Perangkat Daerah)

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

BAPPENDA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
BAPPENDA sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosinun * oD &P

FY1 ]

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

?

i

Rembangunan Daerah

i
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan BAPPENDA secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis

internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada

seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

secara internal

Bukti dukung: Dokumen SP dan SOP

o PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
w BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V

Jnten Jukarts No. £2 Kecamatan Sungai KunjungKrinruhan Los Habkung
Toomai £ wpth wikey sh s grsiL v

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nomee : 9731005/ UPTD V/ 300.03

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Menimbang : 2

vah V Kota § aPenetaoanSundar
‘clayanan dsn Maklumat Pelaysnan pada UPTD Pendapatan Daersh Wilaysh
ota Samarinda
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP

Bukti dukung: Telah tersedia SOP dan Evaluasi pada BAPPENDA

o

S BAPENDA

“KILUM‘
so P B N 'Sdom s

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KOTA SAMARINDA

2023

[ —— ~
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA R0 : i : ———
BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekap Anggaran Perubahan Tahun 2024
Samarince MU
Totepen | (041) TN Fax - S4T) TAISI0 . Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Laman "eon Daowca semarndencta go o Pon o nfolepends s | sacence smogymed com
RENCANA DIKLAT/SIMTEK BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN Kede Ko i Bemta |
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Kogatan| 6b Kegatan Koguan W | Pl Bag
TAMUN 2024
— e ——— — . 1 1 3 ) 5 U U "
Com- SmeSraATIAN 1 KETERAUWAN ] SA0AN PENDAPATAN DAERAK KOTA HBG| WM LTS
== — SEXRETARIAT — | - R R —
e 7 . ! | 4 NSUR PENLNJANG LAVSAN BN MRS UMM
2_[Peattan Pergeiolasn Bareng Wisk Daecsh) - 1 ot
3 [Peathan Pengeictann Kmsangan Daecan 42 LT [ 1 —
_4_{Bmasx Perencansan § Penganggeran Dasran e —— = | B2 1| [PROGRAMPENUNIANG LRUSAV (N (N RGN GB0ME LTS
= — PEMERNTAHAN DAERAH
SIOANGPERENCANAMN | == | ABLPATENKOT
T lPeanan Y Anaiitha Data Pagas Dasra — 1 R
2 |Trawng Futer Program e |
3_|Sier Securty Pergelolaan Secver dan Janngan 47 124 1A P |2 Jomes W[ 15%00m
S_Futthon Tangoinen Keunges Descey ___ 1 { Pragalne o
5_[Peiashan Perencanasn Pecapatan Daerar U7 V70 Wkarsres o Penint =3 |
f—— — —
BIDANO TRIONS —— — (oo Peoysean Lt Copmn
I T 1 ot s ot SO
2 |Peathan Jury_Sea Oan Penaghan Paas Dasran 4717 : - T 3
3 {Putstnan Peorias Pak Dash — — LEECE e Koep P |1 Lo ECE T
4 Pemerksaan Paak Daerah 7
: Pangion e P - 1 471 G gAY [ O 0wy | BN (BRI ||
7 [Pentaan Tanah Konour untuk sews resiame/baiend |5 NI — —C L — — S—
[ P Pagan ——— — 47124 T i [ckuren BEAIW| WM X000
R L Y e AN s Fraspan s AV
10_| Tata Cara Pembuatan, Pengeiiaan_Pemetaan PEB.P2 1
11 [PandataranPandataan dan Pengeiiasn P | -
= s = 177 o i o 60 o EIEE
Samarnda, 28 Jurs 2024 S My ko dciprrevei =l
Kapala Bacan Perdapatan Deeran

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke
publik melibatkan tim ahli.

Bukti dukung: Kajian Ringkas Proses Bisnis Induk dan Grand Design Sensus
Pajak Daerah Kota Samarinda

-7 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KAJIAN RINGKAS PROSES BISNIS INDUK
DAN GRAND DESIGN SENSUS PAJAK DAERAH
KOTA SAMARINDA
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah

T wrtactal & ® 0 & P

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

P ——

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi

Bukti dukung: RTP telah diterapkan
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Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (dibawah 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU
‘(:i)' ns INSPEKTORAT - ]

Kinerja

cfFieaasn

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)

Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan
oleh daerah lain (replikasi inovasi).

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah.

Y}
v
9
J

A

T

e
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat Kode Etik Sebagai Gambaran Sikap dan Perilaku
Bappenda

5 X PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
G’ BADAN PENDAPATAN DAERAH

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperoleh tingkat kematangan

perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3

15

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BPBD sudah optimal pada 5 variabel dari
11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian, BPBD masih memerlukan
perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), serta Variabel
11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BPBD:

Variabel 5 BPBD perlu menyusun rencana kebutuhan
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 11 BPBD perlu mendorong agar udaya organisasi
(Budaya Organisasi Perangkat | dapat tercermin dalam sikap dan perilaku
Daerah) pegawai pada perangkat daerah vyang

bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi
secara rutin dan berkelanjutan.

240



Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
BPBD sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosdiune % 0D &L P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infq Rembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.

Bukti dukung: Tersedia SOP dan telah dilakukan evaluasi SOP secara berkala
_— PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 5 e T T
G} BADAN PENAD LANGGA! NCANA DAERAHI T _]__l
| =
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 7' L P
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) | | =
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) -
==
BADAN PENANGULANGGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA i - g—‘

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara
parsial untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

Anjah & AR

-

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ANJAB & ABK

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

resiko

Bukti dukung: Telah disusun dokumen RTP

dan penyelamatan serta evakuasi
korban bencana

063

logistik dan peralatan
penanggulangan
bencana sesuai
kebutuhan

pemahaman akan
pentingnya beberapa
kebutuhan logistik dan
peralatan antara BPBD

teknis tentang pentingnya
kebutuhan logistik dan
peralatan untuk diajukan
kepada pengambil

Kedaruratan dan
Logistik

Form 7
Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Nama Pemda - Pemerintah Kota Samarinda
Tahun Penilaian 2025
Tujuan Sirategis B
Urusan Pemerintahan - Keamanan dan Ketertiban Umum
. - Pemilik/
Ne Risiko Prioritas Kode Risiko uraian Penuendallﬁan Celah Pengendalian [ ﬁqdak Penangungg Last Wa!(tu
yang Sudah Ada*) Pengendalian Penyelesaian
Jawab
a b c d e f g h
Il|Risiko Strategis OPD
Tidak terakomodirnya kebutuhan  |RSQ.2025.39.300 |mengusulkan tambahan |Rincian pagu dana masin ~ |mengusulkan rincian Sekretariat 1 Bulan
penunjang kegiatan 061 pagu dana pada RKPD |ada yang belum terakomodir |standarisasi satuan harga
kesekretariatan.2. Perlambatan 2025 dalam standarisasi satuan  |kepada BPKAD Kota
pelayanan kesekretariatan harga pada sistem informasi |Samarinda
pemerintanan daerah
Minimnya pengetahuan dan R$0.2025.39.300 |1. Memperbanyak 1. kekurangannya personil  |1. melakukan pelatinan Bidang 2 Bulan
kesadaran masyarakat dalam 062 melakukan sosialisai dalam hal melaksanakan peningkatan kapasitas Pencegahan dan
menghadapi bencana kebencanaan kegiatan sosialisasi dan pegawai serta penambanan |Kesiapsiagaan
2 melakukan pelatihan |pelatihan penanggulangan |personil sesuai kapasitasnya
penanggulangan bencana 2.mengadakan usulan untuk
bencana 2_kurangnya peralatan memenuhi sarana dan
3. membuat dokumen- dalam hal penyampaian prasarana edukasi
dokumen pengurangan |informasi pencegahan kebencanaan
risiko bencana bencana 3. memaksimalkan anggaran
4. menyebarkan 3. jumiah anggaran yang sesual kebutuhan
informasi pencegahan belum maksimal
bencana
terhambatnya kegiatan pencarian |RS0.2025.39.300 |melengkapi kebutuhan  |Belum selarasnya Membuat telaanh/justifikasi Bidang 1 Bulan

Tidak tercapainya tujuan akhir
(pemulihan trauma pasca
bencana) Kegiatan Pelayanan
Psikososial, Jitupasna dan
Rencana Rehabilitas dan
Rekonstruksi Pascabencana
(R3P).

RS0.2025.39.300
064

SK Tim Physico Sosial
Dokumen Jitupasna dan
dokumen R3P

1. Juknis Tim Physico Social
2. Juknis Basimban

1. Menambah jumlah
anggota dengan spesifikasi
psikolog dan melakukan
pelatihan

2. melakukan revisi juknis
Basimban dengan
menambah jenis bahan
bangunan yang akan
diberikan serta percepatan
proses bantuan

Bidang
Rehabilitasi dan
Rekontruksi

Triwulan ke 2 (2
Bulan)
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90% o

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

...........

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang
dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. Namun terdapat slogan
SALAM TANGGUH

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) memperoleh tingkat

kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 39. Nilai ini merupakan
akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Badan Kesatuan Bagsa dan Politik
(Kesbangpol) berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau
mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen
Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur.
Namun demikian, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) masih
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur)
dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK (KESBANGPOL):

Variabel 5 Badan Kesbangpol perlu menyusun Dokumen
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | rencana kebutuhan pengembangan pegawai
yang disusun untuk seluruh jabatan. Hal lain
yang juga perlu dilakukan terkait persoalan
pendidikan daln pelatihan SDM Kesbangpol
adalah Rencana pengembangan pegawai
dievaluasi secara regular dan seluruh
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan
sesuai dengan dokumen rencana
pengembangan  pegawai yang sudah
ditetapkan. Terakhir, yang juga perlu
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diperhatikan dan dilakukan adalah evaluasi
terhadap Hasil (outcome) pengembangan
pegawai secara regular sebagai umpan balik

Variabel 10 Dapat diupayakan pengembangan inovasi
(Pengembangan Inovasi Layanan | pelayanan perangkat daerah oleh Badan
Perangkat Daerah) Kesbangpol dengan menyusun rencana

pengembangan inovasi baik jenis, mutu
maupun metodenya. Upaya lain yang perlu
dilakukan adalah terkait dengan
pengembangan inovasi sendiri oleh
Kesbangpol. Hal yang penting lainnya yang
harus dilakukan untuk inovasi di Kesbangpol
adalah harus mempunyai program pengkajian
dan inovasi secara terencana dan
berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Badan Kesbangpol sudah melakukan Penentuan  prioritas  kegiatan  dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

% spdgosiin ® D & P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infg Rembangunan Daerah
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan Badan Kesbangpol secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi

informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada

seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

secara internal

Bukti dukung: Adanya Dokumen SOP Perangkat Daerah yang sudah terpublish
secara Online.

Manajemen Data SOP Utama

8 o o nw —~ C B @mae & w & = ~ wa-m 2200

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

(Tingkat 3)

Proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi

berkala terhadap penerapan SOP

247



o= =~
I > i Manajemen Data SOP Utama
oo
s

4 £ Pl Management System iy Olukoniefo
Kiste Srraerincs

[ R O L ~CEBde @ w &= A Teon 2Ne

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.

Bukti dukung: SK Tim kegiatan yang terbentuk berdasarkan telaaf staff yang
telah dilakukan sebelumnya

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX_ (0541) 741429
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP, (0541) 733033 FAX. (0541) 741429
SAMARIND A - KALIMANTAN TIMUR

KodePos: 75121
—

KodePos: 75121
—
Samarinda, 31 Juli 2023
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
i NOMOR : 100.3.3/0047-SK/300.05
Kepada TENTANG
Nomor 100129730006 Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
lamp 2 Informasi (KOMINFO) Kota PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
Penhal  :  SK Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Samarinda DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
Dan Dokumentasi (Plid) Dan Penunjukan di- DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Samarinda
(Ppid) Pernbantu Badan Kesatuan Bangsa KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Dan Politik Kota Samarinda

Menimbang a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikiim, dan‘atau diterima oleh Badan Publik
sebagal badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah;

Pengangkatan Pcjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan b, bahwa  untuk  tersedianya  informasi  yang  dapat
PPID Pembantu di [ h Kota § da, maka untuk menduk dipertanggungjawabkan peru didukung dokumen yang lengkap,
kelancaran kegiatan tersebut dibentuklah Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagal sarana
Utama dan PPID Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota pelayanan informas

Samarinda sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Kepala Badan ¢ bahwa untuk Informasi dan

yang
tepat guna dan tepat sasaran di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;

d. bahwa dimaksud huruf a,
huruf b, huruf ¢, maka periu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda tentang Penunjukan
dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana di Badan Kesatuan Bangsa Dan Poltik Kota Samarinda,

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih
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Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

- = 0
- ® o=

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan

Q== ) i
O #

LAPORAN RENCANA
TINDAK PENGENDALIAN

(RTP)
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Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat
Daerah diatas 90%

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU

Variabel 10: Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang
dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi) (Tingkat 2).

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkuta.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memperoleh tingkat kematangan

perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 11

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 7

Variabel 1
5

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BPKAD sudah optimal atau berada pada
level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau berada pada angka 45.5%.
Ke-lima variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (Sop)
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran
Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah masih memerlukan prioritas perbaikan khususnya pada Variabel 8
(Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur) dan Variabel 11 (Budaya Organisasi

Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah:

Variabel 8
(Manajemen  Resiko
Tugas Aparatur)

Pelaksanaan

BPKAD dapat melengkapi dokumen analisis
risiko individual (Rencana Tindak
Pengendalian unit kerja di bawah OPD),
Dokumen SK Satgas SPIP (Kegiatan Satgas),
Register Risiko tugas berisiko tinggi, Dokumen
Register Resiko seluruh tugas (komprehensif)
sesuai Tujuan Sasaran Renstra, dan Dokumen
laporan penyelenggaraan SPIP, (laporan
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pengendalian OPD/ Realisasi RTP tanpa
kerugian), RTP
telah di-update.

Variabel 11 BPKAD perlu mendorong agar Budaya
(Budaya Organisasi Perangkat | organisasi dapat tercermin dalam sikap dan
Daerah) perilaku pegawai pada perangkat daerah yang

bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi
secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa hal
yang dapat dilakukan adalah penyusunan
Dokumen SK penetapan Nilai Budaya
Organisasi, SK KBK/GKM, ataupun SK Agent of
Change).

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
BPKAD sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

= spdgo ® * D &P

)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
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Visi Kota Samarinda
Misi Kota Samarinda <

“TERWLIUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"
1 Mevjudkan masyarskat kota yang religivs, unggul dan brbudays;

2 Mewujugkan perekanamian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan bereadil:
Mewujudkan pemer fonal, transparan,

3. Mewujudkan infrastruitur yang mantap dan modern;

5. Mevuugkan lingkur

kot2 yang aman, nyaman, harmoni dan lestari-

CASCADING BPKAD KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Program Pangslaizan Keuangan
Daeran

Indikstar Program - Laperan
Keuangen Dasrsh

Prozram Pengslolaan Sarang M
Deran

Indikator Program : Laparan
Neraca Asst Barang Miik Dasrah

|

' I

Kegistan : Koordinasi dan
Perbendaharaai

Daeran

uknis Gan Laporan
Pertangzungjawaban 48D

Koorsinasiden Kegiatan - Pengelolasn Data dan S . 5 st
Pelaksanasn Akuntansi dan R g Kegiatan
(S e e B inerja Perangiat Dasran Dzeran i n
Keuangan Pemerintah serta - Indiketor Kegiatan :Nilai Indikator Sub. Kegiatan : Indikator Sub. Kegiatan =
pr sk Bl | e | sumiah Laporan [tumiah Pegawai
Penjabaran AP8D

]

B Em— , S —

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Kota Samarinda

Rencana Tahun 2024 | PRERS W s
Keglatan/ Target
Sub. Kegiatan totunt | Capalan | Kebutuhan Dana/ | susser Capaian | Kebutuhan Dana/
Kinerja |  Paguindikatif | oess 2 Paguindikatif
PEMERINTAHAN Nilal IKM - 7 | 65324202672 | e 75| 71196.343.714
DAERAH KABUPATEN / |
KOTA Joot | | i |
Nilai AKIP ww| 78 250,000,000 | w0 150.000.000
it Dacrah == | | | [ |
Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen < | i
Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat o | e 125000000 | w0 i
daerah Daerah | - A=l ][] 50000000
jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan
dan Laporan Hasil Koordinasi | _ - 1
R usinan DolCumen | ponyysunan Dokumen RKA- ] Dokunen 10.000.000
S ) { { { {
jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil i |
Penyusunan Dokumen | Koordinasi Penyusunan of we .
Perubahan RKASKPD | Dokumen Perubahan RKA- 10000000
Pl
Jumlah Dokumen DPA-SKPD T == I = -
Koordinas! dan dan Laporan Hasil Koordinasi | . | ol w 1
Penyusunan DPA-SKPD | Penyusunan Dokumen DPA- Dulanen 10.000.000 |
N | skep I 1 I |
Jumiah Dokumen Perubahan
Koodioast den DPA-SKPD dan Laporan Hasi 0
Penyusunan Perubahan Koordinasi Penyusunan Dokumen | ™" o 10.000.000
DPA'SKPD Perubahan DPASKPD
} ! ! ! ] !
Realsast Kinerjs
Penyusunan laporan
2 SKPD dan Laporan Hasil "
Copeion Kinerja dea Koornas Peayusunsn aporsn | "™ | ke 75000000 | ootmoen | 50000000
Tkhtisar Realisast KIBeria | covnan Kierr,don Bontar
KPD e - = |
Evaluas Kinerja = [ o ‘ . |
Perengkat Dacrah |k nen 50000000 * | | ookamen | 10000000
Administrasi Kevangan wean | 7 Laporan e i
Postaghet pesent | Jumiah Laporan | Lapors | 34.204.319.442 | | 7imemn | 60.537.075.800
Penyediaan Gajl dan Jumiah Orang yang Menerima | - = =
et [ e l nome | 31654456177 | some | 5846086326

Jurmial Hasil
Penyediaan Administras| wos | s20mme | 2539.863.265 |
| Polaksanaan Tugas ASN |

Jumiah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinast wcso | 7 \aporsm 50,000,000 | 4 7taperan 54636350
Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

S0aw | 2021544950

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tabun

Rencana Kerja (a2t ) SO <t Dacrah Kota
da Tahun 2024 |
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan BPKAD secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

pam— F TAH KOTA SA ; PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAFTAR HADIR
‘s BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Han  :Selasa
‘r. Jalan Dahlia Kompick Perkantoran Balsikota Tanggal 04 Juni 2024
o Telp.(0541)733926 Fax (0541)733986 ukul seles
e = SAMARINDA dan
o
Han s bR
S ok d0sh —
N NAMA
1 -u/llsljl/nw?fﬂf
2 fl"“ rohad
{ |
3 Mg Y\Q
I KESIMPULAN R 1 T R Y &" \
[ —+
¢ fugep  Awswani /{\'\‘
! | BkaMia z«yf
o | Pabialy Pupd
0 Della Nur Ariyany (‘ul,
1 Novin  €VIm | |
12 | Fngamin -8 73 |-
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingka_t 3) )
Penjaminan mutu produk dan proses telah distandarisasi dan dilakukan pengujian
secara berkala secara internal.

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP dan Pelaksanaan Rapat Teknis Internal

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 11 Januan 2024
= Tanggal Revisi 15 Februari 2024
P Tanggal Efektif

; =
Disahice Otek V28R N Kepals BPKAD Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3 :
NI
PENETAPAN PERDA TENTANG APBD DAN

BIDANG ANGGARAN Nama SOP DRAFT PENETAPAN PERWALI TENTANG
PENJABARAN APBD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1. Memahami tata cara asistensi anggaran
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Komputer
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan | 3. Menguasai Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daersh (SIPD)
Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan, 4. Memahami akun kode rekening dalam APBD.
3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Standar O, | Prosedur Ad P Di Lingkungan P

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda;

Keterkaitan Per ¥

1. Aplikasi SIPD

2. Komputer,Printer,scanner

3 ATK

4. RKA/DPA dari aplikasi SIPD
Peringatan Pencatatan dan

1. Dokumen Anggaran Perangkat Dacrah
2. Buku Penjabaran APBD

3. BukuKUPA dan Buku PPAS

4. Buku Perda APBD

KEUAMGAM DAN ASET OATRAN

B o oo Fiten nf‘,_:_x:n!qi ( =
=

PERCEPATAN REALISASI APBD TAHUN 2024

| @@ bood wotosomoringa bpkodsamerindagoid) O

bpkod samaninga.go.id/

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5) _ _
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.

255



Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada website
BPKAD Kota Samarinda (https://bpkad.samarindakota.go.id/integrasi-data/sop/sop-bpkad-
provinsi-kaltim-tahun-2023)

? ggslsrﬁgdq BERANDA PROFIL ¥ ORGANISASI ~  INFOPUBLIK ~  PRODUKHUKUM -  INTEGRASIDATA ~  POTENSI v  TRANSPARANSI ANGGARAN PROGRAM KEGAITAN *  PPID PELAKSANA ¥ BUKU TAMU

Search:

No 4 Judul Periode e
1 SOP Aset SOP BPKAD Kota Samarinda ®Lhat X
2 SOP Keuangan SOP BPKAD Kota Samarinda hat &
3 SOP Manajemen Resiko SOP BPKAD Kota Samarinda @Llihat X
4 SOP Pelayanan Pengaduan Masyrakat SOP BPKAD Kota Samarinda @Llihat &
5 SOP Pelay: gaduan Whist| ing sistem SOP BPKAD Kota Samarinda @Lihat &
6 SOP Pengukuran Data Kinerja SOP BPKAD Kota Samarinda @Llihat &
7 SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP BPKAD Kota Samarinda @Llihat &
8 SOP Pengumpulan Data SOP BPKAD Kota Samarinda @Llihat &
« < 1] > »
iomor SOP re—
b === fanggel Pembuatan |17 Miel 2024 = ;u.-;:\gr . s
S ‘anggal Pem T Januan 2
anggal Efenti E e — p— Tanggal Revisi 15 Februan 2024
Disahkan Oleh NGELOLAAN KEUANGAN Tanggal Efektic
Disahkan
ASEY DAERAH A o ! Répals BPKAD Kota Samarinda
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA \ Tz / ’_>
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ~N A [
MSi PEMERINTAH KOTA SAMARINDA jf ! &
~ /19690602 1909021004 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH & Saidhmsey
Dasar Hukum Kualiikasi n = g fososan 198902 | 004
T Peraturan Pamariniah Nomor 60 Tahun 2008 lentang Siwiem | 1. Pemik Risiko (Risk Owner) - Phak yang berianggungjewsh daam e -
2 Paraturan Prosiden Nomor 39 Tanun 2023 tentang Manajemen | - monioring dan conirc, dolam ha s adaah pemilk targe knera (tjuan | AFT FENETAPAN PEAWALITENTANG
Risko Pembangunan Nasional strategs), program kerja (1POKS), paket pengadaan ataugun penugasan | LEMAIAR B
. s 3roset dutl SO ’ ¢ Dae Halam Kl Peshoansan
Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Daerah | 5 - Koordinator (Risk Coordinator) : Pihak yang bertanggungiawab dalam Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 2. Memiliki kemampuan dalum mengoperasiksn Komput
Peraturan Waikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang melakukan konsolidasi, montonng, Control dan evakasi atas risko-siko 2 Perauran Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tatang Pedomin Penyusunan | 3. Mengussi Aplikas Sitem laformat Pemeriiahi D
s Pestaribas Tt Lincaos ovsst ok " > 1 lemahami akun kode rekening dalam AP
Adobiicas Pussariohan U Lgaroen Pessrie Kol tratogs jka diperiukan 3. Pernturan Walikota Samarinda Nomor 11 Taun 2015 tentang Pedoman Penyusunan »
e alioka S 1217 Ten Standar Operasionl Prosedur Administrasi Pemerintahan D Lingkungan Pemerint
5 aran Wakota Sanarmds Nomar 12| Tatn 2021 TS| 3. Kot (s Sieerng Coniie) : Pk yang menetakan kbiokan ’ imiigcsi eeriiahan Di Linghungan Pemcriniah
ppeisk v - pengeloiaan nsiko serta meiakukan pengawasan atas seluruh Peruturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacra
Kane Badan Pongeioaa Keuangandan Ase Dseah Kta osicopcrelfrismprialypsirion 8 Penge angan Daerah,
6 Peraturan Walkota Samarnda Nomor 17 Tahun 2023 tentang | 4. Pelaksana Rencans Aksi (Executor) | Pihak yang melaksanakan eksekusi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis
Tota Naskah Dinas dlingkungan Pemesintah Doerah rencana aksi {penangansn) sebuah rsko; Pengelolaan Keuangan Daerah,
5 Dokumentas: (Risk Documenter) Mengarsipkan seunh dokumentas: 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tshun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
don pes - Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Ketorvaitan PeralataniPerenghapan — Dserah Kota Samarinda,
1. SOP Perencanas Pengadam 1. Krieria dampak dan probabiitas Keterbaitan 7
2 SOP Persiapan Pengadasn 2. Fomat identiikasi risko Yeralatan Perlenghapan
3 SOP Pemiinan 3 Format analisis risko 1. Aplikasi SIPD
4. SOP Pelaksanaan Kontrak 4 Format rencana penanganan risko 2. Komputer, Printer,scanner
5. SOP Pangeioiaan Penyeda 5. Fomat pelapocan 3 ATK
6_Fomat konsoidas! _ | 4_RKA/DPA dari aplikasi SIPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan — Peringatan Pencatatan dan peadatann
T Pelaksana beranggung Jawab aias peiaksanaan akiias yang| 1. Copy berkas terkall pengeioiaan fiko Gr:atal Gan didata sebagal 6ot | L T A e
telah dibakukan dan dietapean sieKtronik dan manusi dakam berkas kearsipan Sekretariat i T gk Doveak
2 Segela bentuk penyimpangan atss muty baku teckak 2 Bovkes tavkalt pertyispan pengelolan risko dicatal dan data ssbegel o
pertengkapan, wakll maupun Ouput dkategorikan sebagai data oloktroni dan Manual dalam berkas knarspan pokia - Bkn KUIRA da Bikcu PPAS
bentuk kegagatan yang harus dipertanggungiawabkan oieh 4_ Buku Perda APBD
W BPKAD,  coon o omueas o WORBXC PRODUIWKUM - WTEGUASONTA < POTENS - TIAMSPAMANSIAMGGATAN  ROGRAMKEGATAN - PO
APBD >
« sop >

SOP BPKAD Kota
Samarinda
RencanaKerja

INFORMASI YANG (e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

PPID Pelaksana > INFORMASI YANG WA)IB TERSEDIA SETIAH

Satu Data & SPBE
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Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

‘ %ﬁ’ el LT \g LKPP

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomer : 00014485 DAlstpm Th. IV BAAT2LAN 2013

Pemerintah Provinsi Kalmantan Timur berdasarkan Poraturan Pemerintah RI Nomer - 101 Tahun 2000 tentang Pendidkan dan

ZUHERYANSYAH, SE
19750118 200701 1016

INDA, 18 JANUARI 1975
Penata (Illic )
BPKAD Pemkot. Samarinda

LULUS

285 jam

AWANG FAROEK ISHAK

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. KESUMA BANGSA NOMOR No. 82 TELP. (0541) 741898 Fax.731455
SAMARINDA 75121

Samarinda, 06 Mei 2024

Nomor : 800.2/5126/300.04
. Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua )lembar.
Perihal : Pemanggilan Peserta Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas( PKP )
Angkatan 20 Tahun 2024

juti Surat Badan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 300.2.5.1/2002/BPSDM-III
Tanggal 4 Mei 2024 Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Struktural
Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 20 Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024 dengan Pola Fasilitasi, yang akan dimulai tanggal 16 Mei s/d 07
September 2024, Kami sampaikan daftar nama peserta untuk mengikuti
Pelatihan dimaksud (terlampir).

Pelatihan Kepémimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 20 Pemerintah
Kota Samarinda Tahun 2024 di selenggarakan dengan metode Blended
Leaming, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan
pelatihan secara klasikal dengan pelatihan secara nonklasikal.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing peserta adalah
sebagai berikut

1. Pembelajaran PKP Angkatan 20 Pemerintah Kota Samarinda Tahun

2024 dimulai pada tanggal 16 Mei s/d 07 September 2024.

~

Pembelajaran akan dilaksanakan secara Blended Learning, yaitu
metode pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan pelatihan
secara klasikal dengan pelatihan secara nonklasikal. Pembelajaran
nonklasikal ~ dilakukan melalui e-leaming secara langsung
(synchronous) dan tidak langsung (asynchronous) dari tempat

ing g_peserta, metode _klasikal

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli eksternal

Bukti dukung: SK Pembentukan Tim Tenaga Ahli Kegiatan Analisis Standar
Belanja dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Formulasi Updating Analisis
Standar Belanja (ASB) tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2019
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Jalan : Dahlia Komplek Berkantoran Balaikota (0541) 733926 Fax. 733986
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
Jalan : Dahiia Komplek Berkantoran Balaikota (0541) 733026 Fax. 722006
Samarinda 75121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/831/300.02

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM RANGKA

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN FORMULASI UPDATING ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2019

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan

dan aset daerah, telah dilak paya-upaya konkrit jawab isustrategis

Menimbang  : 3. Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 89 ayat (2)
Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencakup Dokumen sebagal lampiran meliputi KUA,PPA,kode Rek APBD,Format RKA-

S0 A s g, olmen Jage tan | dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan

yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulk melalui }

b. Bahwa Guna kelancaran dan efektifitas output Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana di maksud N : .
di atas , maka di pandang perlu membentuk Tim Tenaga Ahli Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintan perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan,
kota Samarinda tahun 2021,

kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses

o

Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Keoal .
‘eoala Badan Penaelolaan Keuanaan dan Aset Daerah Kota Samarinda. musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota

Mengingat ;1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia . . : :

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ; masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat

. Peraty ( i i
uran Pemerintah Nomor S8 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah) teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023

4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Dacreah. penyalurannya hanya terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD
MEMUTUSKAN pendukung seperti BPKAD Kota Samarinda.
Menetapkan
Pertama i Membentuk Tim Tenaga Ahii Anaiisis Standar Belanja (ASB) dalam rangka Pendampingan Penyusunan
Formuiasi Updating ASB kota Samarinda tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun

Anggaran 2019 dengan komposisi dan personil sebagal berikut ;

Koordinator Ahl * Yanse Kardias,SE.M.Si
Tenaga Ahii * Sri Wahyuni, SE.M.Se.Dev
Tenaga Ahii ¢ Rizky Aditya.S.Kom.M.Cs
Asisten Tenaga Ahii ¢ Budi Nurhandoyo, SH
Asisten Tenaga Anii : Edy Nurcholis, Amd

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat_
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah

SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA TS * +0
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR D L Tl T P SR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
ERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2023 PEM AKOTA &

e e —— |

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

anans s am

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan
tertib, lancar berdayaguna dan berhasilguna sesui
ketentuan peraturam perundang - undangan maka perlu
disusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2024;

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undane-Undane Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentane

L
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2)
Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan
tugasnya, namun hanya bersifat individu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

3 MA-wCEiaasn
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TavTTZon

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2023
PAGU MURNI PAGU PERUBAHAN REALISASI

NO | PROGRAM, KEGIATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH dan Sub KEGIATAN @) KEUANGAN (RP)
JI. Dahiia Komplek Perkantoran Balaikota, Telp. 0541-733926 Fax 0541, 733986 = _[.;
PROGRAM PENUNJANG ‘ | | |
SAMARINDA
URUSAN PEMERINTAHAN
Kot po 5121
DAERAH KABUPATEN / 64,536,804,089 66,455,693,921 | 57,708,249,704
| KOTA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 chmmn‘ = |
| | Perencanaan, Penganggaran \ |
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan | | dan Evaluasi Kinerja 145,000,000 211,700,000 | 210,912,500
dan akuntabel serta berorientasi pada hasi, yang bertanda tangan di bawah ini Perangkat Daerah ’ i | R
e e - —
Nama IBROHIM, SE, M.Si Penymun«m kaumﬂn |
Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota ;"*”,“""“" Pevinghat £5,000000 | 130,827,500 |
Samarinda acrah | ‘ 131,200,000 |
_ Koordinasi dan Penyusunan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama | 2 | laporan Capaian Kinerja dan 60,000,000 80,500,000 | 80,085,000
p p 085,
Ikhtisar Realisasi Kinerja |
Nama ANDI HARUN | SKED, | |
Jabatan WALIKOTA SAMARINDA Kegiatass |
|| An i wmagn 52,406,799,159 43,258988,991 | 35,551,111,348
|
selaky atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua | l‘:e:;"g"“"‘ 2“":"
enyediaan Gaji dan i p
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 1 | Tunjangan ASN | 50.461,343,920 | 41,085,758.032 33,669,908,540
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah , | Penyediaan Administrasi = . [ 5
seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan ‘ 2 | Pelaksanaan Tugas ASN | 1895455239 | 025250959 i |
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Koordinasi dan Penyusunan | |
3 | Laporan Keuangan Akhir 50,000,000 150,000,000 139,921,500 |
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Tahun SKPD |
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang | Kegiatan; |
dalam rangka ghargaan dan sanksi Administrasi Kepegawaian 3,770,232,700 7,680,067,700 7,399,908,725
‘ Perangkat Daerah
{ Penyedia Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan 231,240,000 438,360,000 438,340,190
‘ g

Samarinda, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

N et m si
Nﬂ%},‘%ﬂ{v 98902 1 004

Pembina Utama Muda / IVe

Bangunan kantor
5 | Penyediaan peralatan dan
| perlengkapan kantor
3 | Penyediaan Bahan Logistik
| B ‘ tor

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2023

1,605,000,000

3,755,000,000 3,753,360,740

415,655,000

200,015,000 | 415,305,000

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat_{)
Perangkat daerah telah memiliki inovasi yang dikembangkan secara mandiri

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat dae_rah,
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan
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2. FORM IDENTIFIKASI USULAN GAGASAN INOVASI OPD TAHUN 2025-2029

9 x

T RO% B

terutama secara digital. Hal
ini mengakibatkan
rendahnya pengetahuan
masyarakat  dan  calon
investor tentang aset lokasi
dan luasan aset yang dapat
dikerjasamakan. Saat ini
pengelolaan  aset  telah
dilakukan secara digital
dengan tersedianya website
direktori aset,  namun
karena banyaknya aset kota
dan  terbatasnya  SDM
Bidang Aset BPKAD Kota
Samarinda mengakibatkan
lambatnya sinkronisasi data
aset.  Nantinya, setelah
seluruh data aset telah
terintegrasi, langkah
selanjutnya adalah
membuat aplikasi berbasis
android untuk menjangkau
lebih  banyak pengguna,
khususnya pengusaha dan
calon investor.

masyarakat, khususnya
pengusaha dan calon
investor yang ingin
menanamkan
membangun usaha di
Kota Samarinda.

investor yang ingin
berinvestasi di Kota
Samarinda.

dengan  meningkatnya
pendatang, sehingga
perlu bergerak cepat
untuk menjaring
peluang usaha
pemanfaatan aset untuk
mendongkrak nilai PAD.

Saat ini, Kota Samarinda
telah memiliki aplikasi
berbasis web terkait
direktori aset. Mamun
pendataannya masih
berjalan lambat karena
data yang tumpang
tindih serta terbatasnya
jumlah SDM yang di
bawah 10 orang. Inovasi
yang digagas BPKAD ke
depannya adalah
transformasi  direktori
aset berbasis android.

JUDUL IDE/ GAGASAN URAIAN GAGASAN INOVASI USULAN
NO INOVAS! LATAR BELAKANG/ TUJUAN MANFAAT GAMBARAN SINGKAT TAHUN
PERMASALAHAN GAGASAN INOVASI PELAKSANAAN
1 | Aplikasi android | Manajemen  aset  Kota | Informasi aset Kota | Memudahkan Kota Samarinda sebagai | 2027
direktori  aset Kota | Samarinda masih  belum | Samarinda dapat | masyarakat terutama | daerah penyangga IKN
Samarinda terpetakan dengan  baik | diketahui oleh | pengusaha dan calon | memiliki peluang besar

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat

daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan
nilai total 38. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian

sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BKPSDM sudah optimal atau berada pada
level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Kelima
variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan
Kerja yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun
demikian, BKPSDM masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis
Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya
Organisasi Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BKPSDM:

Variabel 6 BKPSDM perlu menyusun Dokumen SK Tim
(Analisis Kebijakan dan Pemecahan | Khusus (internal), Teknis (lintas OPD),
Masalah Tugas Perangkat Daerah) maupun Ahli (Narsum dan Kerjasama) yang

berisi kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim,
laporan kajian. Selain itu, perlu dilengkapi juga
dengan konsultasi publik dan analisis feedback
(undangan, notulen, hasil, rekomendasi).

Variabel 11 Dapat diupayakan oleh BKPSDM dengan
(Budaya Organisasi Perangkat | melengkapi dokumen SK Penetapan Nilai
Daerah) Budaya Organisasi, SK KBK/GKM, SK Agent of

Change, dan lainnya. Dapat pula
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menambanhkan dokumen rencana (program
pengembangan budaya organisasi, kegiatan
sosialisasi, sarasehan, expo, bimtek, lomba,
dan lainnya. Setelah tahapan tersebut
terlengkapi, perlu dikuatkan dengan evaluasi
rutin  berkala, Lomba Budaya Kerja,
pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
BKPSDM sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung:
1. SIPD

- “

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Adminstrasi Sistem
(%

Permohonan Konsultas!
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CASCADING BKPSDM KOTA SAMARINDA

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan BKPSDM secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung:
1. E-Tepian
2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan
progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan.
3. Undangan rapat evaluasi capaian kinerja
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
. 1(" BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
Caat/ll| SUMBER DAYA MANUSIA
‘ ' y Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp./Fax 0541-737060
= SAMARINDA

75121

Samarinda, 27 Desember 2023

UNDANGAN Yth. g;ﬁ::: PPTK BKPSDM

Kota Samarinda
di -
SAMARINDA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah berakhir nya triwulan IV pada tahun
anggaran 2023, maka dengan ini kami mengharapkan kehadirannya,

pada:
Hari, tanggal :Jumat, 29 Desember 2023
Pukul :10.00 s.d Selesai
Tempat :Ruang Rapat Utama BKPSDM

Acara :Rapat evaluasi capaian kinerja BKPSDM Kota
Samarinda TW IV.

Demikian di: atas ian dan yang
baik diucapkan terima kasih.

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan
pengujian secara berkala secara internal.

Bukti dukung:
1. Standar Pelayanan
2. Hasil Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai SKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Tahun 2020-2024
100 98,98 979
98 PN
9 TS 94,05
94 . S
92 P4
90 88 889/
88 ;
86
84
82
2020 2021 2022 2023 2024
KM 88 889 98,98 94,05 97,9
IKM

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
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DAFTAR STANDAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

Judul Standar Pelayanan

2
o

No/Tgl d |

DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

PENSIUN BUP/ APS

PENSIUN JANDA/ DUDA

IZIN PERKAWINAN

1ZIN PERCERAIAN

PELANGGARAN DISIPLIN

PENERIMAAN BERKAS USULAN SK TUGAS BELAJAR

PENERIMAAN BERKAS USULAN PENERBITAN SURAT IZIN BELAJAR
9 PENERIMAAN BERKAS USULAN SURAT REKOMENDASI BIMTEK

0NV A WN

Nomor : 800/ 0316 /300.04
Tentang Pembentukan Standar Pelayanan Di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

10 PENDIDIKAN PELATIHAN LATSAR,PKP,PKA,PKN TK.II =
Kota Samarinda
11 CUTI TAHUNAN KEPALA OPD Tanggal 16 Januari 2024
12 CUTI BESAR
13 CUTI MELAHIRKAN
14 CUTI SAKIT
15 CUTI KARENA ALASAN PENTING
16 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
17 SUMPAH JANIJI PNS
i8 SATYA LENCANA KARYA SATYA

{(’WM 29 Januari 2024
aﬁ‘Badan

N |
~“HJUANOOR, S.1.P
wrﬂ#‘sﬁn7 198609 1 001

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan
balik.

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online pada website BKPSDM, namun website
sedang maintenance sehingga bukti belum dapat dilampirkan.

PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

gan Sumber Daya
Kota Samarindg

Rapublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 4286

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
L aran Negara Nomor 4421

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, dan Evaluasi 8 Daerah

5 Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 994/086/HK-KS/11/2022 tanggal 15 Februari
2022 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dasn Bendahara Pengeluaran Pada
Badan dan Sumber Daya Manusia

BADAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA P 196507171986091001
SEKRETARIAT NAMA SOP PENERBITAN SK PA
|DASAR HUKUM | mm
1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara 1 dan mampu asikan

2 Memahami terhadap peraturan undang undang terkait penerbitan Surat Keputusan (SK)

3 Strata 1/ 51 (Koordinator Perencana Muda)

4 Strata 1 /51 (Staf)

5 SMA (staf)

€ &
6
| KETERKAITAN
PERALATAN/
1 RKA/DPA/DPPA 1 Komputer, printer, kertas
2 siPD
|PERINGATAN DAN
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda 75121
Telp./Fax. : (0541) 737060

TELAAHAN STAF
Dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Tanggal 08 Januari 2024
- Nomor : 800.2 /0154 /300.04
Sifat : Penting
Lampiran
Perihal 2 5 tujuan Pelas n Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota

Samaril‘vda Tahun 2024.

Kepada Yth. Bapak Walikota Samarinda
Bersama ini kami sampaikan rencana pelatihan dan pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
bekerjasama dengan lembaga yang sudah terakredtasi yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Lembaga Administrasi Negara Samarinda
Adapun Pendidikan dan Pelatinan tersebut adalah sbb :
Pelatihan Kepemimpinan Nasional / PKN Tingkat |l sebanyak 5 orang / menyesuaikan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator / PKA sebanyak 14 orang / menyesuaikan
Pelatthan Kepemimpinan Pengawas / PKP sebanyak 80 orang / menyesuaikan
Pelatihan Dasar / Latsar Go.ongan Ill sebanyak 7 orang
Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / PPPK sebanyak 865 Orang / menyesuaikan
Pelatihan tersebut diatas direncanakan pelaksanaannya berawal dari Bulan Pebruari atau mengikuti
jadual yang akan ditetapkan oleh lembaga terakreditasi tersebut diatas, sedangkan metode pembelajaran yaitu
dengan metode Blended Learing
Demikian Permohonan Persetujuan ini disampaikan atas arahan dan Perkenaan Bapak kami ucapkan

n OB W N -

terima kasih.
— = Parad Hirarhi ey ' Sy
No. | Nama | Jabatan === | Tgl . -
| T —
1 | Drs. Samlian Noor, M.Si | Sekretaris BRPSDM éf ! i ke boae BED
i Pembina Utama Muda/iVc
Kepala Bidang Pengembangan | NIP. 196507 171986091001
o | Himawan . SSTP, MM o X
Disposisi <
[ WaliKos, “Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, | Asisten Adm. Umum
Setuju/ Tidak setujo— Disposisi : Dispaosisi ; Disposisi
— | Tql. //'/ Tal. (/_7 Tgl
e | z ~¢ b |
H. Andi Harun | ~Rusmadi H. Hero Mardanus Satyawan H. Ali Fitri Noor |
< |

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 1)
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan
metode yang tidak terukur.
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Bukti dukung: Dari hasil wawancara, diketahui bahwa belum terdapat analisis
kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah.

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

PPenyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM

G ATdakamen < dakotad.Osinjabinfo/#

@ Eectioniclibiay.D M Gmsl €8 YouTube

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BAGIAN
3

imantan Timus 75342

Home Dasar Hukum Anjab & ABK FAQ

ANJAB & ABK

progr
umpan baik bagi

ANALISIS BEBAN KERJA

Copyright © 2017 PT Geomedia Sinergl | BAGIAN ORGANISASI | G-Sinjab | Sistem Informasi Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
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13/05/24, 1513 g-Sinjab 3.0
Profil
Home (http://samarindakota3.0.sinjab.info/dashboard) / Profil
Tambsh
Data
No Kode Jabatan Nama Jabatan
Non
pns  Boo PNS
1 1.03.2302.647203068.1 BADAN KEPEGAWAIAN # @ H. JULIA NOOR, S..LP.
DAN PENGEMBANGAN (http://samarindakota3. 0.sinjab.info/profil/detail/pns/19650717 1
SUMBER DAYA
MANUSIA
2 3.09.2302.647203068.1.001.1.230.2 ANALTS SUMBER +
DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI
MUDA
3 | 3.10.2302.647203068.1.001.1.306.4 ANALTS # @ SUHARTI, SE
KEPEGAWATIAN AHLT (http://samarindakota3.0.sinjab.info/profil/detail/ pns/198401 1121
PERTAMA # @ WINDI KURNIATI, SE, MM
(http://samarindakota3.0.sinjab.info/ profil/detail/ pns/1982092121
4 3.09.2308.647203068.1.001.1.306.5 ANALTS # @ HARYADI UTOMO, SH.,MM
KEPEGAWAIAN AHLT (http://samarindakota3. 0.sinjab.info/ profil/detail/pns/1985091021
MUDA # @ NUR HIDAYAH, 5.So0s
(http://samarindakota3.0.sinjab.info/profil/detail/ pns/1982101021
5 3.10.2302.647203068.1.001.1.90.1 ASSESSOR SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI
PERTAMA
6  3.09.2302.647203068.1.001.1.90.2 ASSESSOR SUMBER # @ RENANINGTYAS WIDYA KRISNINDITA, S.Psi.M,Psi
DAYA MANUSIA, (http://samarindakota3.0.sinjab.info/profil/detail/pns/1984080521
APARATUR AHLI # @ FEBRIANNISA, S.Psi, M.Psi
MUDA (http://samarindakota3.0.sinjab.info/profil/detail/pns/198702 1121
7  3.08.2302.647203068.1.001.1.90.3 ASSESSOR SUMBER [+
DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI
MADYA
8  2.04.2302.647203068.1.1 SEKRETARIS # @ Drs. SAMLIAN NOOR, M.Si
(http://samarindakota3. 0.sinjab.info/profil/detail/ pns/19690404 1
9  3.13.2302.647203068.1.1.001.1.306.1 ANALIS
KEPEGAWAIAN
TERAMPIL
10 3.09.2303.647203068.1.1.001.1.57.2 PERENCANA AHLI # @ NOR HIDAYAH, SE
MUDA (http://samarindakota3. 0.sinjab.info/profil/detail/pns/1980092121

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan

ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN
S PEMANTAUAN RTP
Pongendatian | PERgendalian Existing Respon Risiko [ pratus Reiko sevelay 3da Renoana | Tarset | Pelaksana Rencana | WakuPelaksanaan | Pelaksana [ .
"9 va sudah ada Pengendalian _ ma, EEEm U . Waktu - (Bulan) Pengedalia [
vg sudah ada Fesidu " Mirggariont Tindsk | ok 6 Tindak Tt
Kemungkina Kategorid | (Kepawhan | o, . py5op [Memadai| Efekuff | { |7 aridan | Kemungkina| Dampak | Level | PEPOSNdalian | oy al | melaksanak Bengengsie
i Dampak Skor ,.' |I<:al SOP) P mg.:.i:skﬂ ET:::' diransfer) | (Likehood)| (mpact) | Risiko Tambahan RTP) “an RTP) n Tambahan |1(2|3|4[5|6 TR
Kabid
dokumen Kabid
pengadaan
Dckumen Hasil | Kelengkapan |1, oo idak terpendi redan koordinasidan |SOP — ki s J— targethineria | Targettidak Manitering dan e | Pengadaan Manitciing dan - oslsbaden
Perumusan s | idskisnenh ? dana eualiss  [Pengadaan ASN < Elekai < e tidsk terpenchi| tempenuhi 3 evaluasi TeEu dan evaliasi Dsm;ﬁmm Hepalabac
Bahan Kebilzkan -
TSy o
Hasi Kelengkapen Kabid pemgaiaan
Peryuzunan Vocrdinasiden |SOP vangerbiners | Targstidk Maritzring dsr, pengadazn Marioring dar,
Rerzans T 3 sedara cusissi [Pengadsanasn| memede | Eeki ads T35 ik erperubi| terpenubi 3 eushussi 12Buden dan usluasi en Kepalsbadan
et | pelaksanaan pembethentia
EETE=r
Dokmen | e Kabid - K:"d“’
Kegiatan e WG dan [SOF, tangethines | Targetiidak Monioring dan pengadaan Honitoring dan ety gt
Kosrdinasidan | #2422 T ? Fedang cualussi _gfPangedzan st | ™= =f | [ o B udakerporui | teperbi | © cushussi T2Buden an cualizsi - den Hepalzbaden
oo | pelaksanazn bemberhentia
n
mt::;:: horse | Ketenakapan Loordnasidan |SOP targetkinera | Targettidak Maritaring dan ps:ga:;;n Manitoring dan “::;:“
Eusluasi i T 3 sedang cusliasi |Pengadaan A | Toroos | Efelat ads S ok terpenuhi | terpenubi s eusluzsi T2Bulan dan st NNk pmb”::wa Kepalabadan
Pangadsan ASH
Dokumen Hasl s wabid . r’\(::d‘:ar\
KelerShenan |1 curnasberpera| 3 sedang | Koodnasiden |Pelakeanaan | | ek ada miges | gkl | Taseiak | g | Menteinsdn | pppuian | Porgen Heritorng dar din | Keplsbaden
Pemberhertian pembehents
Kabid
Kabid
pengadazn
musen | Kelengkepen [ g cedan koordinssidan [Pengelolaen | ol s — targetbineria | Targettidak Monitoring den o | Pengadeen Monitoring den . oslabadon
Bahan Kebilakan data | THEetvdskterpench : dang evalias  [Datadan < Elela < " tidak terpenuhi | terpenhi 3 evaluasi 1B dan luasi psmbimm Kepalabadk
Pengelalaan Irformasi ASN
tadan "
Kabid
tdaktersedianyal " Kabid
Kelengkapan S0P Fasiitast pengadaan
Jumiah Lembaga T 5 cedang | Kosrdnssidan |20 L | ekt s - tagsthineis | Tagetidsk | | Menboingdan | e | pensadaan Manitciing dan Kepsla badan
Profesi ASN yana| evaluasi ik terperuki|  terpenubl eualuasi dan evaliasi
et pelsksanazn ash pembsthentia
Deuman Hasl | g g Kabid DE::;‘ZEH
Pengelciaan T 3 ey | bosdrasiden [Pengelelaan | i | ek o mipas | pgetivet | Tegeidsl |5 | eskwnsdn | o, | pergaden Monkeng dar e | Kepalabaden
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta

didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung:

1. Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU

2. LHE LAKIP
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

CIG FRTY XN ]

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp./Fax 0541-737060
SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama :H.JULIA NOOR. SIP
: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ANDI HARUN

Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan sipervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kine dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Samarinda, Februari 2024
Pihak Pertama,

S

H.JULIA NOOR. SIP

asasn AT

Tingkat Capaian Kinerja (1) dan Predikat Kiner]a SKPD

[Umpe—t

Persentsss  Predikat Porsanisss  Dradikat
™ [ = Miaerls

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
J1. Kusuma Bangsa No. 82, Samarinda, 75121
0.dd Email : bkpsdm@samarindakota. go.id

Samarinda, 27 April 2024

Nomor © 800.1.11.1/3855/300.04

Lampiran 1 (Berkas)

Hal ¢+ Laporan Hasil Penilaian Mandiri Atas Implementasi

AKIP
Kepada Yth:
Inspektur Kota Samarinda
Di-
Samarinda

Kami telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Permenpan RB Nemor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024,
dengan pokok-pokok hasil sebagai berikut:

A Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh Nilai AKIP 92,00 tahun
2023 dalam kategori AA

. Rinian nilai per komponen AKIP berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah
sebagai berikut:

=

No Komponen Bobot Capaian Nilai2022 Capaian 2023  Nilai 2023
2022 (%) (%)

1 Perencanaan Kinerja 30 - 29.00 96.67

2 Pengukuran Kinerja 20 . . 29.00 96.67

3 Pelaporan Kinerja 15 14.00 93.33

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25 - . 20.00 80.00
Internal
Nilai Hasil Penilaian Mandiri 100 " . 92.00 .
Tingkat Akuntabilitas Kinerja ABICD AA

€ Area yang masih memerlukan perbailan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah juga menghasilkan identifikasi atas area yang masih
memerlukan perbaikan pada kempenen, yaitu:
No. Komponen
1 PERENCANAAN KINERJA

Area perbaikan Keterangan

2 PENGUKURAN KINERJA
1. Tidak Terdapat Setiap pegawai

memahami dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan
oleh daerah lain (replikasi inovasi).
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Bukti dukung: Terdapat gagasan inovasi yang akan dikembangkan oleh perangkat

daerah dan rencananya akan dilaksanakan tahun 2025.
2. FORM IDENTIFIKASI USULAN GAGASAN INOVASI OPD TAHUN 2025-2029

3
URAIAN GAGASAN INQVASI USULAN
NO JUDUL:I\?;{’&:IGASAN LATAR BELAKANG/ TUJUAN MANFAAT GAMBARAN SINGKAT PEL;:::I\II\IAAN
PERMASALAHAN GAGASAN INOVASI
1 ASN dan Non ASN vyang | Untuk mencegagh | Menekan ASN dan | Aplikasi yang secara 2025

i-Hukdis Absennya terakumulasi | terjadinya potensi | Non ASN yang | otomatis  menghitung
jumlah kosongnya | penjatuhan Hukdis | terkena Hukdis akumulasi
(ketidakhadiran) akan | karena absensi ketidakhadiran pegawai
terancam terkena Hukuman | kehadiran pegawai sehingga dapat
Disiplin (Hukdis) mencegah potensi

terjadinya Hukdis

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat slogan untuk aplikasi Simpeg Client Mobile yang dipublish di
website BKPSDM.

v O (24 WhatsApp X | @ 4ffa371a-cOe1-43ad-b2i X | & DATAPUSLATBANGDOL X | W DALEV || BAPPEDA X W Welcome -BKPSDMKot: X+ = o X
< > C 25 bkpsdm.samarindakota.go.id/new/ B & & ‘ 5
BKPSDM KOTA SAMARINDA Pencarian
a BERANDA BERITA PROFIL v LAYANAN KEPEGAWAIAN ¥ PENGUMUMAN  GALERI DOWNLOAD eReport BKPSDM PENGADUAN ~  PPID PELAKSANA ~

momasi K€naikan pangkat

Download Now for free

| HEADLINE NEWS

SOP INPUT DATA
KEPEGAWAIAN
SIMPEGCLIENT
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30. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memperoleh
tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BAPPERIDA sudah optimal pada 6 variabel
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,54%. Namun demikian, BAPPERIDA masih
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur),
dan Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BAPPERIDA:

Variabel 5 Bapperida perlu menyusun rencana kebutuhan
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | diklat secara komprehensif untuk seluruh
jabatan, serta melakukan evaluasi secara
reguler atas hasil pengembangan pegawai
sebagai umpan balik penyempurnaan
pengembangan kompetensi pegawai secara

berkelanjutan
Variabel 4 Bapperida perlu melakukan evaluasi secara
(Standar Operasional Prosedur | berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap
Pelayanan Perangkat Daerah) hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan

koreksi atau perbaikan SOP.
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

BAPPERIDA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
BAPPERIDA sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spagomn % * 0 &P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan BAPPERIDA secara sistematis, terstandarisasi

termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah




- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP
’@ BAPPEDALITBANG
KOTA SAMARINDA
STANDAR

OPERASIONAL
PELAYANAN

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
| Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP |
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Nomor SOP

‘ Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

| Tanggal Revisi

‘ Tanggal Efektif :

Disahkan oleh | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Samarinda Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
H.Ananta Fathurrozi,$.50s,M.Si
NIP. 19681209 198803 1 004
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nama SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 1. Menguasai dasar hukum tentang penanggulangan kemiskinan

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2010 2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42
Tahun 2010

4. Keputusan Walikota nomor 407-05/027 /HK-KS/1/2011

S. Keputusan Walikota nomor 407-05/253/HK-KS/111/2012

6 Permendagri no.53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan
kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim
kordinasi penanggulangan kemiskinan provins dan kabupaten kota

7.Inpres no.4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

1. Renstra BAPFEDA

- SOF Peminjaman Ruang Rapat

2. Renja BAPPEDA

3.Data
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rapat tidak Direkam/ disimpan secara elektronik dan manual
dapat berjalan lancar

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)

Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada
perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu

Lampiran

1. Monitoring, dan Evaluasi (Monev)
Yogyakarta, 8-12 Juli 2024
Peserta
1. Onny Fahrony, SE., MSi
2. Lathifah Wardati Suminar, S.E
3. Rizki Fadilla, S.P.

2. dan
Bandung 22-26 Juli 224
Peserta
1. Siti Nurhasanah, S.Si, M Si
2. Dewi Rahmadani, SE
3. Azwar Anas, A.Md
4. Fitriani Yusra, S.E

Pelatihan Rencana Strategis

Banten, 19-23 Agustus 2024

Peserta

1. Siti Nurhasanah, S.Si, M.Si
2. Dewi Rahmadani, SE

3. Onny Fahrony, SE. M.Si

»

KEPALA \

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1004
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.9.2-05/177 /HK-KS/ IV /2024

TENTANG TIM TENAGA AHLI KAJIAN OPTIMALISASI

WALI KOTA SAMARINDA PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI KOTA
SAMARINDA

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.9.2-05/176/HK-KS/1V/2024

TENTANG [ TIM TENAGA AHLI o ) ]
JABATAN =
TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN POLICY BRIEF TENTANG URGENSI EVALUASI NO NAMA JABATAN DALAM TIM | KET-
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM KONTEKS KEKINIAN DAN | 1 — 4 — - 4 1
PENYUSUNAN POLICY BRIEF TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN Mayahayati Kusumaningrum, Analis Kebijakan
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA 1. | SE. M.Ec.Dev Ahli Muda Ketia
© | Nip.198005122006042003 KDOD LAN Regional
WALI KOTA SAMARINDA, | Penata (Ill/c) | IV Samarinda

Analis Kebijakan
Ahli Pertama KDOD Sekretaris |
LAN Regional IV = |
| Samarinda
Analis Kebijakan

Dewi Sartika, SE., MM
2 Nip.198005122006042003
Penata Tingkat I (111/d)

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, dan
prinsip-prinsip Good Government serta mempertanggungjawabkan

i atau misi isasi dalam i

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

Novi Prawitasari, S.Sos

per ji yang di secara periodik, maka 3 e Ahli Muda
; periii et i Tenagh. ABA 3. | Nip. 198911252018012003 KDOD LAN Regional | AnEgota |
Penyusunan Policy Brief tentang Urgensi Evaluasi Peraturan Penata Muda Ill/a IV Samarinda
Daerah Kota Samarinda Dalam Konteks Kekinian dan Penyusunan T Rusdiansyah, SH Peneliti Ahli Muda T
Policy Brief tentang Upaya at dan 4 NIP. 19720104 199503 1 002 Bapperida Kota Anggota
Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Samarinda; Penata Tk. I (11l/d) Shniirinda
b. bahwa i i i huruf a, — N

per
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tenaga Ahli
Penyusunan Policy Brief tentang Urgensi Evaluasi Peraturan
Daerah Kota Samarinda Dalam Konteks Kekinian dan Penyusunan
Policy Brief tentang Upaya dan

Terhadap Anak dan Perempuan di Kota Samarinda;

LK oS
/ W SQMARmDA,
/’ ‘r'y' w ) \v g

£y

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

‘\m i
<
- LL:

QIHARUN

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem

O AT eesotal s st * *D L@

-

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ANIAB & ABK

ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Kab./Kota * PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB

* Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BUKU INVENTARIS

NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012

NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
- Asal{Cara Tahun Barang/ Keadaan
Merk/ Ho. Sertifikat Bahan Satuan Keterangan
— - " Perolehan Pem- Konstruk Barang
Urut Kode Barang Reg:ste Mama [ Jenis Barang Type :": IF:'::;'I'; Barang  belian o (B/x8/RE) Barang Harga
No. Mesin fp.s.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13505001000006 000001  Tanaman Hias Pembelizn 202 Baik 1 26.725.000,00
Jumlah 26.725,000.00
MENGETAHUT Samarinda, 25 April 2024
Kepala Badan Pengurus Barang

H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.Si Sitvana

MIP. 19681209 198803 1004 NIP. 19791027 200701 2 005

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan
evaluasi secara berkala.

Bukti dukung: Terdapat pengelolaan resiko seluruh kegiatan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiko
Tahun

: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
12025

Rencana Kegiatan Risiko yang Direspon
Pengendalian Kemungkinan | Dampak_|Level Risiko
a b 3 d 3 f g h i i k
RESIKO STRATEGIS
1 |Hasil Dokumen SAKIP
Perangkat Daerah
Komponen
Perencanaan Belum
Memuaskan

No Respon Risiko

Pernyataan Risiko Pernyataan Penyebab Target Waktu

1Tahun 2 3 11
{sedang)

Dokumen

Melaksanskan forum
perangkat dazrah beruga
kensultasi publik untuk

a_Ketidakselarasan

b. Sebagian besar
rumusan kinerja, sasaran
dan indikator baik pada
level PEMDA maupun PO
belum memenuhi kriteria
kualitas yang baik

c¢. Meskipun secara
umum pohon kinerja
pada level Pemerintah
Kota dan PD telah
disusun, namun masih
diperlukan
penyempurnaan

d. Pemkot Samarinda
telah menjabarkan
rencana pencapaian
realisasi kinerja kedalam
rencana aksi, namun
masih ditemui rencana
aksi terfokus pada
anggaran dan belum
merincikan sampai ke
tahap kegiatan

Tingkat kualitas bukti
dukung terhadap inovasi
daerah belum
sepenuhnya maksimal
sesuai Juknis BRIN

Kabid P2EPD,
PSIW, PRI

Mitigasi

dan monitoring berkala
per triviulan

Kabid RIDA 1Tahun 3 3 14

(sedang)

Dokumen Inovasi
dan Kajian

Melaksanakan desk
masalah dan inovasi
perangkat daerah,
melakukan kejian dan
peneliian, lomba inovasi
daerah

2 | Kebermanfaatan dan
Keberlanjutan Inovasi
Daerah Belum

Mitigasi

Maksimal

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4)
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Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
D'ae.ra.h mgsih _dibawgh 90%

. . .

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja
==

e MA-ncCEiaasn Ge Lo

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)

Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan

Bukti dukung: tersedia dokumen roadmap pengembangan inovasi serta SK Tim
Inovasi

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.9-05/105/HK- /111/2024

NOMOR: 000.9.1-05/197 /HK-KS/V /2024

TENTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN R[&\h\ INOVASI DAERAH SR AN TR T EAS AR

KOTA SAMARIND/ PENGEMBANGAN ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KOTA SAMARINDA
BERDASARKAN PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NOMOR 5 TAHUN 2023

MENJADI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang a. bahwa Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk ' ‘ ) »
meningkatkan kinerjanya berc kan prinsip peningkatan : a.bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Kajian Akademis
efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, Persiapan Daerah Penyangga ‘Perbamsan Berbentuk Smg?rt
tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorcantasi kepada Kelurahan Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim

WALI KOTA SAMARINDA,

kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai

kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;

terencana, terpadu,

melalui Telaa
Inovasi Daer:
tanggal 19 Februari 2024;

Nomor :

bahwa guna terselenggaranya kebijakan inovasi daerah secara

inasi  dan

vasi daerah, maka
an Indeks Inovas
Samarinda berdasarkan Persetujuan Wali

Daerah Kota

Kota Samarinda
aan Pembangunan, Riset dan
000.9.3/382/300.01

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali

Kota;

Tenaga Ahli Pengembangan Road Map Sistem Inovasi Daerah
(SIDa) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Badan Riset dan
Inovasi Nomor 5 Tahun 2023 menjadi Peta Jalan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, sesuai dengan persetujuan
Wali Kota Samarinda melalui Telaahan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Nomor:
000.9.2/890/300.01, tanggal 24 April 2024;

. bahwa berdasarkan perti i i huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim
Tenaga Ahli Pengembangan Road Map Sistem Inovasi Daerah
(SIDa) Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan
Inovasi Nomor 5 Tahun 2023 Menjadi Peta Jalan Riset Dan Inovasi
Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 81 Komplek Balai Kota

SAMARINDA 75121

LAMPIRAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN ASN
DAN NON ASN DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023
NOMOR : 188/ 106 /300.01/2023

NO ' NAMA | BIDANG

[
|

1 : Nurul Hidayah l Sckretariat

2 i’shrya Darma, SE ~ P2EPD

3 | Ruslinawati o Litbang |

4 [Hendra Wijaya, SE l PPM

5 , PSIW

| A Arif Rahman, SE

Ditetapkan : Samarinds
Pada Tanggal : 13 Nm‘en’}hvr 2023
Kepala
|

?

4»b H. Ananta Fathurrozi. S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Bukti dukung: Terdapat pemberian penghargaan bagi pegawai teladan

31. Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori
TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan

gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5
Variabel 11 A Variabel 2
3
Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sungai Kunjang sudah optimal
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45.45%. Namun demikian,
Kecamatan Sungai Kunjang masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11
(Budaya Organsiasi Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur),
Variabel 6 (Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sungai Kunjang:

Variabel 11 Kecamatan Sungai Kunjang perlu membuat
(Budaya Organsiasi Perangkat | dokumen budaya organisasi yang resmi
Daerah) menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku

di perangkat daerah yang bersangkutan serta
dilakukan internalisasi budaya organisasi yang
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan
perilaku pegawai pada perangkat daerah
Variabel 5 Kecamatan Sungai Kunjang perlu menyusun
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | rencana kebutuhan diklat secara komprehensif
untuk seluruh jabatan, serta melakukan
evaluasi secara reguler atas  hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan balik
penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Kecamatan Sungai Kunjang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Sungai Kunjang sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD
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LY

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Wiz Pembangunan Kata Samarinda : HOTA PUSAT
WSl Pesmbangunan Kota Samarinda 1 Mewjudican masyarakat kota yang religius, enggel dan berbudaya;
yang majs, mandil,
g prodesionl, huntabel dam behas konipsi;

A
5 Mhowujuctian Bnghungan kta yang aman, syaman, hanmoni dan lexta

CASCADING KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

L e T

Romaor SOF
Tangaal Fembuatan

Tanggal Fewisi

Tanggal Efektf

Disahkan oleh Camat,
KOTA SAMARINDA 4)_5#.'
T —
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG -
Dwl SITL RIOOEES Y AH S Sos B Si
KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN RIF. 1959051419900:32005
MNama SOP PEMBUATAN BUKU MONOGRAF]

Jszar Hukum _-_E | 3 =laks
. Undang-undang RAepublik Indonesia Momor 32 Tahun 2004 TEntand mahami tentang Administrasi Kependudukan
Pemerintah Daersh.

-

2 Undsng-urdang Al Mo, 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan | 2 Memahami tentang pembuatan buku monografi
antara pemerintah pusat dan pemerintabh dasrah

3 Perda Mo, 14 Tahun 2003 Tentang penvelenggaraan Sdministrasi
kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Perwali Mo, 24 Tahun 2011 Tentang penunjukan pelaksanaan Perda Blo. 14 Tahun
2003 tentang penyslenggaraan administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

Jeterkaitan Peralatanlperlernagkapan
1 SOF Fendokumentasian Surat 1. Buku Monografi iap Keluraban
z ATHE

3 Komputer

2erimgatan Perncatatan dan pendataan
Lpabila salak satu darni 2 kelurahan tidak menginimkan Buku Monograb maka 1 Buku Monoarafi
sembuatan buku Fonograk Kecamatan idak Dapat diboat,

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
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Bukti dukung:

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569

Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129
https:/iikec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id Email:kac.sungaikuniangmmail.r.om

Samarinda, 22 Mei 2024
Nomor : 800.1.4.1/0813/400.08

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Permohonan Pengusulan Diklat PIM IV Tahun 2024

Kepada Yth
Kepala BKPSDM Kota Samarinda
Di -

Samarinda

Dalam Rangka meningkatkan kompetensi Kepemimpinan serta menambah pengetahuan
dan keterampilan maka, Kecamatan Sungai Kunjang mengajukan peserta Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV Adapun nama tersebut dibawah ini belum mengikuti pelatihan tersebut :

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 2)

Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ANALISIS JABATAN

ANALISIS BEBAN KERJA



- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)

resiko dalam

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi

Unit Pemillik Risiko
Tahun

: Kecamatan Sungai Kunjang

12025

Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Sungai Kunjang

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

No |Pernyataan Risiko| Pernyataan Penyebab |Respon Risiko| Rencana Keg!atan Indikator Keluaran|Penanggungjawab [Target Waktu Rls_lko yang Direspon —
Pengendal king Dampak |Level Risiko|
a b c d e f g h i i k
1 Menurunnya Pelayanan yang tidak  |Ditolak Melaksanakan Kegiatan, Sertifikat TWA1 TwW2
penilaian optimal bimbingan teknis Pelatihan, Camat Wi TwW . 2 2 7
masvarakat pelavanan sesuai Kode |Notulensi. Berita .
2 Tidak Kelompok Masyarakat  |Ditolak Melaksanakan Notulensi, Berita
terlaksananya pelaksana masih belum sosialisasi tentang Acara Rapat
kegiatan memahami peraturan kegiatan Probebaya
pembangunan terkait pelaksanaan setiap bulan, Monitoring
sarana dan Probebaya, ‘Perubahan DUK Setiap Triwulan,
prasarana dan pejabat struktural Rapat Koordinasi Camat Twi, Tw 2 2 2 !
kegiatan karena kegiatan mutasi dengan TAP setiap
pemberdayaan dan pensiun, Alokasi bulan
masyarakat anggaran yang tidak
sebanyak 100 % |proporsional

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah

diatas 9’0°w/o’

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

~sce

R R RN
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan

Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri

T PENGUMUMAN
MALAM LEMBUR June 08, 2024

MALAM LEMBUR Kecamatan Sungai Kunjang H1 (Rabu,
05 Juni 2024) June 05, 2024

MALAM LEMBUR, Malam Layanan Kependudukan dan
Administrasi Berbagai Urusan Pada Malam Hari
June 04, 2024

PPID PELAKSANA October 06, 2023

Pemberlakuan PPKM, Pelayanan di Kecamatan Sungai
Kunjang secara Online July 06, 2021

Lihat Pengumuman Selengkapnya

) AGENDA TERKINI
I MALAM LEMBUR

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1)
Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah
| Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah |

32. Kecamatan Samarinda Ulu
Kecamatan Samarinda Ulu memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori

TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2
Variabel 10 Variabel 3

1,5

1
0,5

0

Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5
Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu sudah optimal
pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,54%. Namun demikian,
Kecamatan Samarinda Ulu masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah), dan Variabel 11 (Budaya Inovasi
Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Ulu:

Variabel 3 Kecamatan Samarinda Ulu perlu melakukan
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat | penjaminan mutu produk dan proses serta
Daerah) dilakukan  pengukuran/pengujian  secara

berkala oleh tenaga yang bersertifikat serta
didukung oleh teknologi informasi berbasis
internet

Variabel 11 Kecamatan Samarinda Ulu perlu melakukan
(Budaya Inovasi Perangkat Daerah) program internalisasi budaya organisasi yang
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi
dan tercermin dalam sikap dan perilaku
pegawai pada Kecamatan Samarinda Ulu
berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan
berkelanjutan
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Samarinda Ulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Samarinda Ulu sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spagomn % * 0 &P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Ulu secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah




- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

J1. IrJuanda No. 05 Telp.(0541) 7779892 SAMARINDA

Samarinda, 30 November 2023

Nomor : 005/0799/400.07
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan
Yth. Bapak/Ibu .................
di-
Sama

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan
tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 04 Desember 2023
Pukul : 08:30 s/d Selesai
Acara : Peninjauan Ulang Standar Pelayanan di Kecamatan
Samarinda Ulu
Tempat : Kantor Aula Kecamatan Samarinda Ulu
= Nomer S0P 50046 | 40007 S
s 3 § Manggd Porbustan  [03.Jan-19
Targosl Revas 08-Jan 24 —=
Targga Eloat J05Jun 24 s — \
Dashin olah &/ \ L
KOTA SAMARINDA 4 \ '
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KESEJAHTERAAN & PEMB. MASYARAKAT
Nama S0P
e Kbl pish 598
t MF'amr Dbecsama Marsar Agama dan Menteri Dialarm Neger Nomor 9 Tahun 2006 dannomor (8 (1. Mamshami hntang prossdur pemyusunan Surat Rokomendas Rumsh badeh dan sskolah

th 2006 lentang pedoman pelksanasn Lgas Kapala Daersh/Waki Kepala Doecsh dslam
pemeinaraan kerubunan umal beragama pembecdayaan forum kenukunan umat beragama dan
pendiean Rumsh badat

2 Undng-urdang R No. 33 Tahun 2004 taniang perisbangan Keusngen aniara pemednish pusat (2 Memaham tening panyusunsn surel Rskomendasl Rumah badah dan sehcish
dan pemerniah dosrsh

3 Pernuren Wekkota Semarndn no. 32 sahun 201 1tentang peleysnan sebagan wusan Wakkota
kapada Camal dan Lursh

Undang-undang No_ 9 Tahun 2015 lentang Pemerintah Daeeah

5 Peratran Walkota Samarinda Nomor 57 Tahun 2046 Tentang Satuan Organsas dan Tafta Kena
Kecamatin Kota Samannda

Koleckaton Porslganpedeegdapie
1 SOP Pambustan surat Rekomendasi Rumah badah dan sskolah 1. Xompuler
2. Butu Regeler

[Pacingatan Peecatatan dan pondutsan
Surst Rekomendas Rumah Ibadel harmas bisa dbuet olh Kecamatan Samannca Uly apebia ads sust |- Agenda Surat Rekomendas Rumah badsh dan seholah
permohonan rekomendasi dan paniia dan surat domesil dan Kelurahan ) . Arap Surat Rekomendas Rumah irdsh dan sabcish
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi
berkala terhadap penerapan SOP.

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP
= Nomor SOP JUSOOME 1 400 07
T Taggel Pambuatan  J03Jmn19
Tanggsl Reves 08 Jan- 24 > =~
{Tanggat Elokt! 05-Jun 24 A - N
|Deshian olsh f !
/ \
KOTA SAMARINDA , |
KECAMATAN SAMARINDA ULU
: \
Nama SOF SURAT REXOMENDASI RUMAH IBADAH DAN SEKOLAH
Desar b Kusifkss poiah 5608
t Peratursn bersama Martari Agama dan Menieri Dislarm Negerd Nomor 9 Tahun 2006 dannomor 18 |1, Memshami kntang proesdur pemyusunan Surat Rokomendas Rumsh badeh dan sabolah
th 2006 lentang padoman pelaksanamn Lgas Kepala Dosrsh/Waki Kepala Doersh daam
pemeinaraan kerubunan umal beragama pembeccayaan fonsm kerukunan umat beragama dan
pendiran Rumah badat
Undmg-urdang RI No. 33 Tahun 2004 fentang perimbangan Keuangan antara pamenniah pusal 2 Memaham lentang perryusunsn surel Retomendas Rumah badah dan sekolsh
dan pemeriah deersh
Persfuran Wakota Semarnda no. 32 tahun 201 1tentang peleyanan sebagian wrusan Walkota
kapada Camal dan Lursh
b Undang-undang No 9 Tahun 2015 lentang Pemerintah Daerah
5 Peratran Walikota Samarinda Nomor 57 Tahen 2046 Tentang Satuan Organmas dan Tata Kena
Kecamatan Kota Samannda
Kelorkaton Peralsanpederch spar
S0P Pambusian surat Rekomendasi Rumah ibadah dan sekolah . Xompuler
2. Buku Regeler
Paangatan _|Peocatatan dan pordatsan
‘;;u Rekomendas Rumah Ibadal harrya bisa dbuet okh Kecamatan Samarinda Ulu apebia ada surst |- Agenda Surat Rekomendas Roamah badsh den sekolah
parmohonan rekomendasi dan paniia dan surat domesil dan Kelurahan i . Arap Surat Rekomendas Rumah adsh ol

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4)
Kecamatan Samarinda Ulu telah menyusun rencana pengembangan pegawai /rencana
kebutuhan diklat secara regular dan seluruh Pengembangan pegawai sudah
dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana Pengembangan pegawai yang sudah
ditetapkan.

Bukti dukung: dokumen rencana kebutuhan diklat
DATA KEBUTUHAN DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL/IAFUNG PENYETARAAN/BIMTEK/MWORKSHOP/SEMINAR YANG AKAN DIIKUT|
KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO NAMA DIKLAT/BIMTEK/SEMINAR/WORKSHOP JUMLAH ORG BIAYA KONTRIBUSI PENYELENGGARA

1 |Pelatihan Kepemimpinan Tingkat |V 3 Orang Pusat Pelatihan dan pengembangan dan

kajlan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Lembaga Administrasi Negara
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X FORMAT REKON DIKLAT 2023 KEC SMD ULU.xlsx

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang
terukur dan terdokumentasi

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli

Screenshot media pengaduan SP4 Lapor N

VERFIAS] SECARANG

«DLAPORI TENUNGLAPOR!  STATSTN  LAPORAN O CARIADRWN | n Teann 5

0 ‘ - 0

Fotheutan Sieuneds U

$0 TN

Tidak Dapat Makan Saat Pelantikan Anggota Kpps ..Kemana
Uang Anggran Dr Kpu Yg Turun Kelurahan
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

JI. Ir. Juanda No.05Telp. (0541) 743201
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 067/0749/ SK/X/400.07

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN
KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir. H.Juanda No. 05 Kel Air Putih Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75124
https //kec-samarinda-ulu samarindakota go 1d Email: kecamatan samarindaulu@gmail. com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULUKOTA SAMARINDA
NOMOR :800/0347/SK/V/ 400.07

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem
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Gl

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
smauian

I
e,

e basan s it g st o
IR ——
o ey

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAMN TIMUR

Kab./Kota * PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Bidang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

UPB : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
NOMOR SPESIFTKAST BARANG
Merk/ Bahan
Urut Kode Barang Registe Mama / Jenis Barang Type -
. No. Chasis
Mo. Mesin
1 2 3 4 5 6 7

[ h

Tanaman Hias - -

1 13505000001006 000001 -

MENGETAHUI
Kepala Badan

H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.5i
NIP. 19681209 198803 1004

NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012

Ukuran JUMLAH
Asal/Cara Tahun Barang/ Keadaan
Perolehan Pem- Konstruk 52M4a0  garang Ba Ha Keterangan
Barang belian si (B/KB/RB) rang rga
e.s.m
8 9 10 1 12 13 14 15
Fembelizn 2012 Bk 1 26.725.000,00
Jumilah 26.725.000,00

Samarinda, 25 April 2024
Pengurus Barang

Silvana

NIP. 19791027 200701 2 005
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk tugas
tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi

Bukti dukung: SK Tim SPIP dan dokumen tabel risiko

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir. H.Juanda No. 05 Kel. Air Putih Kec.Samarinda Ulu
Kota Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75124
-ulu samarindakota.go.id Email: kccamatan.samarindaulu@mail.com

KEPUTUSAN
CAMAT SAMARINDA ULU

* NOMOR : 700/0428/SK/400.07
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

KOTA SAMARINDA

X| TABEL MANAJ RESIKO.xlsx Openwith -

B

Formulir Identifikasi Risiko
Pemerintah daerah OPD Kecamatan Samarinda Ulu

Visi : TERWLILIDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN MAIL MELALUI PEMBANGUNAN TERKOO RDINASI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIALL BERSIH DANSEHAT
Misi 1. MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRANM -PROGRAN PEMBANGUNAN

2. MENINGKATEAN KUALITAS SDM APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA ULU;

3. MENINGKATKAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA ULL;

4, MENCIPTAKAN MASYARAKAT TANG SEMHTERA DAN MAJU MELALUI PEMBANGUNAN TERKODRDINAS;

5. MENINGKATEAN KUALITAS PELAYANAN APARATUR KECAMATAN SAMARINDA ULU PADA MASYARAKAT;

6. MENAMBAH SARANA DAN FASILITAS KERMA YANG MENUNANG:

7. MENCIPTAKAN HES [HIZAL, BERS IH DAMSEHAT) DAN PHES |PERILAKU HIDUP BERS|H DANSEHAT),

B MENINGKATEAN IMTAQ APARATUR DAN MASTARKAT DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA ULL;

Tujuan
Risiko Py bab D; k.
No Kegiatan Bisnis Proses L snye cjuc Ll Kegiatan Pengendalian
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 1
I !
1 :cmbuatan Fc\ab;sanaan B Lambat dalam ;cks:]&konomu ~Jaringan Internet - provider P‘;glscsh p ‘ ¥ PENEE! -Memberikan Password
eterangan embuatansuratizin roses 'embangunan jadilambat dan layanan
B £ Enhn P B Masyarakat tidak ada J[er B b Internet Pemkot / Kantor
paketinternet Bange
-macwarabat

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi.
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
D_aerah 'digtas. 9Q%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

e A-scCeiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5)
Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan

Bukti dukung: tersedia dokumen proposal inovasi dan replikasi inovasi serta SK Tim
Inovasi

Replikasi
Aplikasi E-Simpati dari Kabupaten Sumedang

Pemkot Samarinda lakukan studi tiru ke kota Surabaya guna turunkan angka
Stunting

SURABAYA- KOMINFONEWS - Melihat keberhasilan Kota Surabaya dalam mengatasi
Stunting setiap tahunnya membuat Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan
Studi tiru di kota Surabaya.

Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda yang dipimpin oleh Wakil Walikota Dr. H.
Rusmadi didampingi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kota
Samarinda yang diterima oleh Fauzie Mustagiem Yos Staf Ahli Walikota Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di ruang Rapat BKPSDM Kota Surabaya.
Selasa (26/3/2024).
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#3 Aman

MAKARTI BHAKTI NAGARI h tumbat
bangga
BerakHLAK T
SUJONO
NDH : 38
CAMAT SAMARINDA ULU -
KOTA SAMARINDA
e Vs

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PENURUNAN ANGKA

STANTING BERBASIS
STAKEHOLDER
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Kecamatan Samarinda Ulu telah memiliki dokumen budaya organisasi yang resmi
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang
bersangkutan.

Bukti dukung: SK Tim Agen Perubahan dan Budaya Kerja

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir. H.Juanda No. 05 Kel.Air Putith Kec.Samarinda Ulu
Kota Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75124

https //kec-samaninda-ulu samarindakota go id Email: kecamatan samarindaulu@gmail. con|

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800/ 0751/ SK /XI1/ 400.07
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN BUDAYA KERJA
DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

296



33. Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan Samarinda Utara memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori
RENDAH dengan nilai total 27. Nilai perolehan ini disebabkan karena Kecamatan
Samarinda Utara belum menyerahkan isian form kuisioner serta belum menyampaikan
bukti dukung terkait hingga batas waktu pelaksanaan kajian dilakukan. Oleh karena itu,
tim analis menetapkan nilai Kecamatan Samarinda Utara masing-masing variabel dengan
nilai 1 sehingga total capaian menjadi 27. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 4,5
4

3,5

Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Utara:

Seluruh Variabel (7 Variabel) Kecamatan Samarinda Utara perlu secara pro-
aktif melakukan pengisian form evaluasi
kelembagaan sesuai amanat Permendagri No.
99 Tahun 2018 dengan disertai bukti dukung
terkait pada masing-masing variabel
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Samarinda Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Samarinda Utara sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosdin ® D &P

v

FY1 ]

E

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

i

ol

i

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Utara secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 1)
Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang
dilakukan

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 1)

Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah
Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1)
Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada
perangkat daerah yang bersangkutan

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 1)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan
metode yang tidak terukur

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

o 17 P Gt S | DA CSRLAMMAS | Sy | Sk e Ao & gt e

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 1)

Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah
Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah

diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 1)
Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis
Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung
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Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1)
Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung

34. Kecamatan Samarinda Ilir

Kecamatan Samarinda Ilir memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI dengan nilai total 43. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 10

Variabel 9

Variabel 8

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa lima variabel memiliki nilai optimal, yakni diangka
5. Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 4 variabel
diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel

5).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Ilir:

Variabel 11
(Budaya Organisasi)

Kecamatan Samarinda Ilir perlu menyusun
dokumen budaya organisasi yang resmi,
yang menggambarkan nilai-nilai, sikap dan
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perilaku di perangkat daerah yang
bersangkutan.

Variabel 5 Kecamatan Samarinda Ilir perlu menyusun
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | rencana kebutuhan diklat secara
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan
balik  penyempurnaan  pengembangan
kompetensi pegawai secara berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Samarinda Ilir dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Samarinda Ilir sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

“

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

leembangunan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Ilir secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet
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Bukti Dukung: Kecamatan Samarinda Ilir telah melakukan e-controlling dengan
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Kecamatan Samarinda Ilir sudah distandarisasi dan
dilakukan pengujian secara berkala secara internal.

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen SOP dan SP

STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

JENIS PELAYANAN : LEGALISIR SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO| KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum 1. Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2 |Persyaratan 1. Berkas Asli ahli waris
2. Fotokopi berkas ahli waris
3 [Prosedur 1. Menerima dan mengecek berkas ahli waris yang ash

2. Dan dilanjutkan untuk penandatangan oleh pejabat yang berwenang
3. Setelah penandatangan, dicek kembali berkas tersebut dan distempel.
4. Berkas legalisir keterangan ahli waris diberikan kepada yang

'Waktu Pelayanan 15 menit per dokumen (apabila pejabat tersebut ada di tempat)
|Biaya Tarif Gratis Rp 0.-)

Produk Layanan Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris

Sarana, Prasarana  |a. Data Pendukung

dan Fasilitas b. Komputer, printer, alat tulis

o]+

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan |01 Marot 2021
. | Tanggal Revis I |-
| Tanggal Pengesahan |- o1 wavet 2021
Disahikan Oleh CAMAT INDA ILIR,
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR M o tst
| 10651208 128609 1 002
Kinerja

P,
Sub Baglan Perencanaan Program dan Keuangan Nama SOP Pengumpulan Data

Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indiator Kinerja Utama OPD.
2. Memilii Kemampusn dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD
3. Memiliki kemampuan terkait mekansme pembuatan sporan OPD

4. Perangkat Komputer
ingatan | Pencatatan dan Pendataan |
1.3%a tdak diaksanakan sesusi SOP, maka proses pelaporan akuntabitas | 1. Rumusan rencana program dan kegatan dan anggaran unbuk periode
Kinerja ini tidak akan berjalan lancar sat tahun anggaran
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Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.

Bukti dukung: SOP Kecamatan Samarinda Ilir telah tersedia di website

(& 25 kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id/documents?page=2 w

PEMERINTAH KOTA SAMARINDAS </> S-PANEL

# Profilv Informasiv Media- Pelayanan Aspirasi PPID Pelaksana v

Dokumen

Beranda

Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Ilir 2024 (1323 ke
Tanggal Terbit: April 22,2024

LKjIP Kecamatan Samarinda Ilir 2023 (10125 k8

Tanggal Terbit: April 22, 2024
LA UJE, S.S0S., M.SI
Canist Samacinda 1Hr Peta Proses Bisnis (81297 k8)
Tanggal Terbit: April 22, 2024
© PENGUMUMAN Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2023 Murni Perubahan (6500 k8)
Tanggal Terbit: April 22, 2024

PROFIL CAMAT SAMARINDA ILIR

May 20, 2024 SOP PENDOKUMENTASIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI PUBLIK (0417 k8
TUGAS DAN FUNGS! PPID TAEm Teti: Octeherohi2028
| Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan  |: | 01 Maret 2021
Tanggal Revisi B
Tanggal Pengesahan * |01 Maret 2021
Disahkan Oleh CAMAT INDA ILIR,
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR BANDANE AN, M2
| | NIP. 19651 98609 1 002
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum | Kualiﬂlusl Pelaksana
dalam peny Indikator Kinerja Utama OPD
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 2 Mcm-hk- Kemampuan dalam menyusun Indlkator Kinerja Utama OPD
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 3.W P terkait an laporan OPD
2. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Opmas»onal Prosedur di Lingkungan P Provinsi dan Kabup. /Kota ;
Menteri Py Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomo' 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Renstra
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja 2. Renja
3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja 3. Format pengumpulan data kinerja
| 4. Perangkat Komputer
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan
1. Jka tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelap L bil 1.R rencana prog! dan kegs dan angg untuk periode
kinerja ini tidak akan berjalan lancar. satu tahun anggaran
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Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara
arsial untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

o

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Hi Duaar Hubiarm Aals 8 AER . _
ANJAE L ABH
Al TA

TP 8 PO B Cairuien Ssah | P (SERCUANIRAE | G 55 | bem I A S A AR, et e

305



- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Telah tersusun dokumen manajemen risiko di Kecamatan Samarinda

Ilir

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiko : KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Tahun 12025
No Pernyataan Risiko Pernyataan Penyebab |Respon Risiko Rencana Keg!atan Keluaran ji Target Waktu Rl.sika y::::;:ist::el Risiko
i
a b o d e f E h i i k
Risiko is OPD
program Evaluasi dan
Kurangnya koordinasi Implementasi juknis | . Kegiat:
1 pemberdayaansr;'l;sny:;aak:ldan dan kepada Ditolak . p I aporan Kegiatan Camat Triveulan 11 1 2 3
Kolurahan 1 Probebaya
kelurahan probebaya

Risiko Operasional OPD

monitoring dan

Pagu anggaran yang .
Tidak tercukupinya anggaran belanja |tersedia tidak mencukupi . evaluasi RKA dan
1 Ditolak  |DPA

listrik air dan telepon kebutuhan belanja listrik,
air dan telepon

Laporan Bulanan
Keuangan

Camat Triwulan 11 1 4 8

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Kecamatan Samarinda Ilir capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

] Ascenaasn " Qe LT

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.
Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

35. Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Seberang memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah
kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel
dengan gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Grafik radar diatas menunjukkan bahwa empat variabel memiliki nilai optimal, yakni
diangka 5. Adapun tiga variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak
empat variabel diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Budaya Organisasi (Variabel
11).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda
Seberang:

Variabel 11 Kecamatan Samarinda Seberang perlu
(Budaya Organisasi) menyusun dokumen budaya organisasi yang
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda
Seberang:

resmi, yang menggambarkan nilai-nilai,
sikap dan perilaku di perangkat daerah yang
bersangkutan.

Variabel 5 Kecamatan Samarinda Seberang perlu
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) | menyusun rencana kebutuhan diklat secara
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan
balik  penyempurnaan  pengembangan
kompetensi pegawai secara berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Samarinda Seberang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Samarinda Seberang sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan
dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
teknologi informasi

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

g

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

kembangunan Daerah
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Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet

Bukti Dukung: Kecamatan Samarinda Seberang telah melakukan e-controlling
dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev

Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 )
Mutu produk dan proses di Kecamatan Samarinda Seberang sudah distandarisasi dan
dilakukan pengujian secara berkala secara internal.

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Kecamatan Samarinda Seberang sudah menyusun dokumen rencana kebutuhan
engembangan pegawai secara parsial untuk jabatan tertentu.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi
pemerintah terkait.

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

R T T T — & * 0 &L @
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam

pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja,
dan kinerja Kecamatan Samarinda Seberang capaiannya diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

Aaseceiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan..
Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

36. Kecamatan Palaran
Kecamatan Palaran memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI

dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran
capaian sebagai berikut:
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Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Palaran sudah optimal pada 4
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, Kecamatan
Palaran masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), serta Variabel 3 (Penjaminan Mutu
Layanan Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Palaran:

Variabel 6 Kecamatan Palaran dalam melakukan analisis
kebijakan dan  pemecahan masalah
strategis/berdampak ke publik melibatkan tim
ahli dengan melakukan konsultasi publik dan
analisis umpan balik yang terukur dan
terdokumentasi.

(Analisis Kebijakan dan Pemecahan
Masalah Tugas Perangkat Daerah)

Variabel 3 Kecamatan Palaran perlu meningkatkan
penjaminan mutu produk dan proses serta
dilakukan pengukuran/ pengujian secara
berkala oleh tenaga yang bersertifikat

(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat
Daerah)

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Kecamatan Palaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
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Kecamatan Palaran sudah melakukan Penentuan  prioritas  kegiatan  dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis
internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

3

-
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh
jabatan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 2)

Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat
daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan

baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat

Daerah ‘di'atas‘ 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

37. Kecamatan Samarinda Kota

Kecamatan Samarinda Kota memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori
TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1
5

Variabel 11 4,5
4

Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3

Variabel 9 Variabel 4

Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Kota sudah optimal
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45.45%. Namun demikian,
Kecamatan Samarinda Kota masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), variable 11
(Budaya Organisasi Perangkat Daerah), dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi
Pelayanan Perangkat Daerah.

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Kota:

Variabel 6 Kecamatan Samarinda Kota perlu melakukan
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan | Analisis kebijakan dan pemecahan masalah
Masalah Tugas Perangkat Daerah) yang berdampak ke publik yang dilakukan
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim
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internal  dengan  melibatkan  instansi
pemerintah terkait, serta dilakukan konsultasi
public dan analisis umpan balik yang terukur
dan terdokumentasi.

Variabel 11 Kecamatan Samarinda Kota perlu membuat
(Budaya Organisasi Perangkat | dokumen budaya organisasi yang resmi
Daerah) menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku

di perangkat daerah yang bersangkutan serta
dilakukan internalisasi budaya organisasi yang
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan
perilaku pegawai pada perangkat daerah

Variabel 10 Kecamatan Samarinda Kota perlu menyusun
(Pengembangan Inovasi Pelayanan | rencana inovasi baik berupa replikasi ataupun
Perangkat Daerah) inovasi local dalam upaya perbaikan layanan

Kecamatan serta rencana pengembangan
inovasi tersebut ke depannya.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Samarinda Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Samarinda Kota sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan

menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgox ® 0 P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infog Rembangunan Daerah
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Kota secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

| Nomor SOP 800/ 057 / 400.03
{ Tanggal "
S Pembuatan 24 Januari 2023 o
| Tanggal Revisi | - 2
Tanggal Efektif | 24 Januari 2023
- Disahkan Oleh CAMAT SAMARINDA KOTA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA SAMARINDA ‘

ANIS SISWANTINI, S. Kom , M.Si
NIP . 1971 16 200003 2 005

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI Judul SOP Permintaan Informasi Publik
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA -
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID

1
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Memiliki kemampuan pelayanan public
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017,

| 5. PP Nomor 81 Tahun 2010;

| 8. Perki Nomor 1 Tahun 2021

| KETERKAITAN | PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Pendokumentasian Informasi Publik 1. Formulir Permintaan Informasi 6. Printer
2. Pelayanan informasi 2. Komputer 7. Telepon [
3. Jaringan Intertnet 8. Surat/ nota dinas |
4. ATK 8. Daftar Informasi Publik (DIP)
. - 5. Desk (meja) layanan Informasi
PERINGATAN ) PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan be’rakit;alwp;‘aﬁa tidak | Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardcopy
lancamya pelayanan informasi publik

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP serta didukung oleh teknologi
berbasis internet.
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Bukti dukung: Dokumen SOP yang disampaikan dalm website

Informasi Secara Berkala

Beranda ; PPID  Informasi Secara Berkala

Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik {0016 ksl
Tanggal Terbit: September 26, 2023

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (0455 kB|

Tanggsl Terbit: September 26, 2023
SOP Pendokumentasian informasi publik (1707 ka)
Tanggal Terbit: September 26, 2023

SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik (2047 kB)
Tanggal Terbit: September 26, 2023

SOP permohonan informasi (oss7 ke)
Tanggal Terbit: September 26, 2023

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA SAMARINDA

3
GAMAT SAMARINDA KOTA

TINL S. Kom , M.SI
3816 200003 2 005

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMAS!

DASAR HUKUM
1

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2)
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial
untuk jabatan tertentu.
Bukti dukung:

GAP KOPENTENSI PEGAVWAL
KECAMATAN SARMARINDA KOTA
TAHUN 2024

IABAT AN KETERANGAN

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah.
(Tingkat 2)

Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat
daerah yang bersangkutan

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

@ AT et s & + 0 &P

. Mg Ewide 9
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
[rerre—

AMIAB & ABK

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi
Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Samarinda Kota

RENCAMNA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiks : Kecamatan Samarinda Kota
Tahun 208

ditalak

ag Program |Sbulan/Tw| 2 2 7

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRAS!
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Periode Penilaian 01 Juli 2033 sampai dengan 30 Juni 2024

SAGARAN PROGRAM K|
[ RSAIGHPAOEIAN | o | NAMA sasanan | WORATER | e T SReRmR
SASARAN RELEVAN DENGAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN RELEVAN |

SASTRA OPD DAN SASARAN PA(
PROGRAM
7 3 0 kil 12 13
| Jarrish Jeriz
Keorkas [oainaa
ingkaraa I F
panar Prirma Al 1 [Kegatan Firwrjs dan Perrmtiriah D T Dishurren ¥ ¥
Masyarshal Pemerinishand  |Pelayanan OPD Tanghsl Fscamatan
Tirgk st Kecarnatan| Yarg D Srdsk.
larytin
| harriah Lisud o
i
ingkainya Kagistan Meringhatnys | L
panan pang As 1 |Pemberdayssn Kirerjs dan [ 65 uril Y Y
wabel Koelurshan | Pelaaren OPD rasarna dan
iy &
Felurahan
[P——
oiag Hee
don Ketmshiersan
ailae. | Jumish Kelusga
2 [Keluwgs Tinghal [£20E852 e cibiry Wikshuags
Moo s
elurher ebvrshen




Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

..........

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja
===

Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya
Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat
daerah yang bersangkutan

Bukt| dukung

& Severnda
& suomperubahan

BERGERAK BERSAMA
Camat Samarinda Kou #  { Serretaris Camat
SAMARINDA MAKIN MAJU. Yosus Liten. S STP, W81,

u}svm Pe. MM
5.

\RINDA KO

SIAP SU KANPROBEBAYA |

Motto " Kepuasan Anda Prioritas dan Kebanggaan Kami '
BerAKHLAK -tm'mm & -

bangsa

.
.l-.r».’

@ Koceamarindakota @) karcamarindakata @ nR1245770095
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38. Kecamatan Loa Janan Ilir

Kecamatan Loa Janan Ilir memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori
TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan

gambaran capaian sebagai berikut:
Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Loa Janan Ilir sudah optimal
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian,
Kecamatan Loa Janan Ilir masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11
(Budaya Organisasi perangkat daerah), dan Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Loa Janan Ilir:
Variabel 11 Kecamatan Loa Janan Ilir perlu menyusun
(Budaya Organisasi perangkat daerah) | program internalisasi budaya organisasi secara
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi

Variabel 4 Kecamatan Loa Janan Ilir perlu melakukan
(Standar Operasional Prosedur | evaluasi secara berkala dan dilakukan tindak
Pelayanan Perangkat Daerah) lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP

berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Kecamatan Loa Janan Ilir dapat dijelaskan sebagai berikut:
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- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Loa Janan Ilir sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spdgosdinne % oD &L P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Loa Janan Ilir secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala

secara internal

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

Nomor S0P
, Targgal Pembuatan

Targgal Rewsi

Targgal Pecgesanan S-Jan-24

| Tanggal Efoksf &.5an-24

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Diankan ol
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
Syahrudins, 5.508
Pembine TX |, V/b
NIP.19670827 1988031018
SUB BAGIAN KEUANGAN & PERENCANAAN PROGRAM Nara SOP SO# Usng Persediaan

jOasar Hukum

FKoaifkas peaksans

* UU No. 33 Tahun 2074 Tentang Penmbangas Keuangsn Artarn Pemerntsh Pusst deoges Daarsh
2 PP Ne 12 Tahun 2018 Temang Penpeloes Keunnngs Duerah
3 PEMENDAGRI No 77 Tahun 2020 Tenang Fedoman Pengaiclaan Kauangan Daeran

e PEMENDAGR| No 84 Tahun 2000 Tanteng Pedoman Pesyusunes Asggaran Beenja Pentapatan dan
Balerya Osorah

4 Porwal Kotz Samannda No 57 Tabun 2016 sang Suseren Orgessasi den Tem Kaena Kecamatan
Kota Ss=annca

1. mernaharm terfang prosedur pancairan dama
2. macn e tentang Dosumoen Poakaans Argparan
3 mamanami tantang Surat Pertangung jawasan keuangan

L’-ﬂmﬂww

[“atackansn

1 S0P Uang Parsecaan
2 SOP Pesyusunan DPA.

1. Kompuser / Lapiop
2 Alat Komunkas!
3 Buky Kens

Pencatatan cas pencataar

1. Mandata wegiatan yang dliarsanskan

12 Dipedtuban koordmas dengen Kas don stakenoider yan( terkat

Lembar Pengesahan RxA - SKP

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

(Tingkat 2)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP

Nomor S0P
. Targgal Pembuatan

Targgal Rewsi

Targgal Pengesanian SJan-24 |

[Tangge! Eforst SBn24 |

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Dwankan oleh
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
Sxahrudine, S.Sos
Pembine TX |, Vb
NIP. 19670927 1988031018
SUB BAGIAN KEUANGAN & PERENCANAAN PROGRAM Nara SOP SO Uang Persediaan

jOasar Hukum

FoaiMkas ceIksana

T UU No._ 33 Tahun 2074 Tentang Penmbanger Keuargen Artars Pemernish Pusst deogas Daarsh
2 PP Ne 12 Yahun 2098 Temang Pengelokes Keusnngs Duerah
I3 PEMENDAGRI No 77 Tahun 2020 Teneng Fedoman Pengaclaan Mauangan Daeran

je. PEMENDAGR! No 84 Tahun 2000 Tenteng Pedoman Pesyusunes Aaggaran Beenia Pentapatan dan
Balera Dsorah

jt Parwat fote Samannda No 57 Tabun 2006 Ssviang Sesaren Orgessasi den Tes Kea Kecamatan
Kota Ss=arnda

1. memaharm tertang prosedur pencairan dama
2. macmnanes tlentang Dowumen Poaksens Arggaran
3 memanam tantang Surat Pertangung jawasan keuangan

J"w

[“atackansn

m"um
2 SOP Penyusunan DPA

1. Kompiser / Lapiop
2 Alat Komunkas!
3 Buky Kegs

Percatatan cas pencataan

1 Mendats wegiatan yang dlaksanskan

12 Diperiukan koordmas: dengen Kasl den stakeholder yan( Serkat

Lembar Pengesahan RXA - SKP
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 5)
Hasil outcome Pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik.

Bukti dukung: dokumen rencana kebutuhan diklat, surat tugas diklat, surat
pemanggilan peserta diklat, dokumentasi kegiatan diklat, undangan mengikuti rapat
tata kelola penyusunan rencana kebutuhan BMD dan pengelolaan pertanggungjawaban
belanja modal dalam rangka penyusunan Laporan neraca asset daerah tahun 2024

PENERINTAH KOTA SAMARNDA
SEKRETARIAT DAERAH

I KESUMA BANGSA NOMOR No. 82 TELP. (0541) 741898 Fax 731455

?’ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

SAMARINDA Hode pos 5121 SAMARINDA 75124
Samrinda, 06 Mei 2024
Samarinda, 19 April 2024
Kepada‘ Nomor + 800.2/5126/300.04
Nomor ;03019435002 Yth: Kepala Peranghat Daerah , St Pening
Lanpin - Lammran  2(dua ) lembar,
: Perhal : Pemanggllan Peserta Pelatihan
Petal - Undangan Kepemimpinan Pengaas( PKP
d- Anghatan 20 Tahun 2024
Samarinda

Menindaklanjui Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Dacreh Pemerinah Kota Samarinda, akan Pemerintah Provingi Kalimantan Timur Nomor : 30025, 120028PSONHI
Vg s Sy L o Tanggal 4 Mel 2024 Hal Pemangglen Peseta Pelthan Stutura

Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkaten 20 Pemerintah Kota Samarinda

Hari + Selasa d Jumat
Tanggal o 02905 Juli 204 Tahun 2024 dengan Pola Fasittai, yang akan dimula tanggal 16 Mei sd 07
Pukul - 08:00 Wita 510 Selesai September 2024, Kami sampakan dafar nama pesera unluk menghut
Tempat ¢ Ruang Megting Andrawina Outdoor Lanta 1, Hotel Arshika Bal Pethn ik (et
Sunset Road, Jalan Raya Kuta Kav. 183, Badung Regency, ‘ "
Pemenuan Kelod Kut-Badung Bl 011, Pelathan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkalan 20 Pemerintah
AgndaRapat ~ : - Totn Kelola Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Kota Samarinda Tahun 2024 i selenggarakan dengan metode Blended
Barang Milik Dagrah, - . :
- Pengeloban Peranggng Jovaben Beaja Modal Delam Loaming, yau metode pembelaaran yang diakukan dengan memadukan
Rangka Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Tahun 2024 pelathan secara Kasikel dengan pelahan secara nonklaskal
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PEMERINTAK KOTA SAMARINDA PENERITA KOTA SNARINDA
SERETARIT AERM LU
J KESUMA BANGSA NOMOR No. 82 TELP, (0541) 741696 Fax 731436
.1 Kesuma Bangsa No 82, Keuranan Bug, Ke. Samannds Kot SAMARINDA 501
Kota Samarida, Kalmantan T Kode Pos 75121
hitos Jieamanndakota.oo.id Pos-8t: nlo@samanndatota go.¢ SURAT TUGAS
e e e e S —— NOWOR B50TTBGR0004
Samands, ) i 024

) Dasar 1, Advise Walkota Samarinda Nomor 600104227300, 04 Tanggal 26 Januari 2023 Perial Perselyjuan
Nom - ORA At Pelaksanaan Hegian Pendcikan & Pelathan i Lingkungan Pemerniah ot Samaida Tahun
Lamp:ran i 1(sa:u) Berkas m
Sl Baw 2 Sl St D Ko Samarnda Nomer SQOROMK XSV Tangl 6 A 2023
Hl Bk SAKIP dan AR Tahun 2004 Perhl Peneapan Pset Peahan Kepemininan Pengavas PKP) dingungan Pemsiniah

Kota Samarinda Tahun 2023,

Yih 5, Sural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemernah Provins! Kamantan Timur
Kepﬂmr&ﬂgkﬂ' Dagrah Nomor 80024 111031BPSOMMI Tanggal 03 Jui 2023 Perhal Pemanggan Peserta
se Kt Samarinda Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang 1 Anghatan 17 Kelas Pemerintah Kota Samarinda.
g ENUGASIAN:
mpil Kepada . Nama-nama peserta Pesert Pelahan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkaten 17 Tahun 2003

Aurebtas Kinra Intnsi Pemeriah yang seanuinya diingat AKP T ——

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 3)
Analisis kebijakan dan pemecahan  masalah strategis/berdampak ke publik
melibatkan tim ahli dilakukan dengan menggunakan metode/Teknik imiah oleh tim
internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait
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Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim lintas OPD

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem

O AT et D & * 0 4P

o

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ANJAB & ABK

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINST KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Bidang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

UPB : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO. KODE LOKAST : 00.01.23.09.15.01.01.01.2012

NOMOR SPESIFIKASI BARANG Ukuran JUMLAH
- Asal{Cara Tahun Barang/ Keadaan
Merk/ Ho. Sertifikat Bahan Satuan Keterangan
_ _ o Perolehan Pem- Konstruk Barang
Urut Kode Barang Reg-lste Nama / Jenis Barang Type :: IF:'::;'I'; Barang belian s (B/KB/RB) Barang Harga
MNo. Mesin frp.s.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13505.001001006 000001  Tanaman Hiss Pembelizn 2012 Baik 1 26.725.000,00
Jumlah 26.725,000.00
MENGETAHUT Samarinda, 25 April 2024
Kepala Badan Pengurus Barang

H. Ananta Fathurrozi, 5.50s, M.Si
MIP. 19681209 198803 1004

Sitvana

NIP. 19791027 200701 2 005

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh

tugas pada perangkat
evaluasi secara berkala.

daerah yang bersangkutan,
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Bukti dukung: tersedia form RTP, form Identifikasi Risiko Operasional Perangkat
Daerah, Form Level Risiko, Form Penetapan Konteksi Risiko Strategis Perangkat

Daerah, Form realisasi atas pengkomunikasian pengendalian risiko dan SK Tim
Manajemen Risiko

@ & PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

B - KECAMATAN LOA JANAN ILIR
.\ =) J1. H. A. M. M Rifaddin RT.30 Telp. (0541) 7268534
SAMARINDA 75131

KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR
NOMOR :800/0027.a/400.01

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO (MR}
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Form
Tindak P dalina Pemeriniab Dacrah dan Datrah
e Pen © Pemerialak Kot Farareda,
[ OFD = Kecamulen Lon S [
Periacs © e
T oo Sareicgls Mismin ghesteys Paliysns Prima Bagi Masyseakat
U rnusan Mameriniiia. Ui K
) Celab Hincara Thndak Tl Wakin
" —— Kade Setab Dapak Ursiss Fragendslise yasg Pragesdalism Turgst
Ficka yamg Suidah Ads w Feemggeng Jawsh
I ] 3 4 § B T L L 1
——T
Imisikb Sermdezis Pemerintah Kots Samarisda dew Kecsmatan Lag Jenao Vor
A, [Sasaran ;
» el .
flns e oarane oy I ok Ierbanis eloroalk],
IE———— Pejabat yane . . Wﬂ;p&;pﬂm (g fskenlogi sepen mnds Permurs — . "
e sncar miniemal reaah dem :ﬁo wmhm}mq—n&?ﬂ pesjeseng b
péilvitng: pebapanan P ™~ s Skt st Ko pelagyanan
3
|Folayanas Futsk,
FORM
IDENTIFIKAST RISTKD OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH
= : Prreeristsh Koln Sewsindn
OFD : Kecametn Low Jisaa [Hr
‘alhen 3034
fedde: : PO 2821-2006
wjean Seningis + Meabsgicatroon Peleyonan Priss Bogl Masyscakal
Terstiisiatag = U Kowilsgaban
Wislkn Sebab Damgak
Mo Kegiston LadEatsr Kepmras Tabp Urainn [N Fenitikc Urnian Samber | CUC Ursian hﬁ_’-'
Bisihe
T F] 3 [ 3 [ 7 ] [l 11 1 12
1 Pelayana Frins Bag
Musparskat
Caat Lo Tarem
P Lk Kincrhs Kecamatnn Tos Janan Tir 1ig,
Easaras - Mestoghalsyi Pemenisne Capalsn WaliEKota  [Pejehet yeng menacdainsgind Hidak rptime], feghnl krpsnas
~ T - frealneton palaroms Somarie  [tidak beran & trml | UG | i remdak din s | e dosm Pencrims
Kizega dan Pelevenm Einerin plnrae lompsl : e
Puablik
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IDENTIFTKAST RISIKD STRATEGISE FEMERINTAH DAERATH DAN PERANGEAT DAERAH

FORM

s Pemda i Pomarntk Kats Samasinds
= OPD 1 Kecamaten Los Juamm [lir
=) 1 M
e : AFRD 70012026
oz St pis + Mfesingheuieye Feliyems Prise Heg) Masyemis
s Prrnerinsabus 1 Ussar Eewileyaies
Hislks Skl Dimpak
L] ‘MajusnSassren S trateph Tadikaior Kinesjs Lirems Knde: Femills Uralen Sewmler | CVC Uriclas Flisk yang Ferkems
Hads
1 1 E] ] ] E [l 5 3 T 11
i WJWFW
Prima Bagi Masyaraksi
[Kiserja Krcamaten Lo Tono [ | Cistal Laa lanaa [,
" +\ieni Kinerjn Copuin ik el Kom  [Pjeber yrg S pe  [fakusiss, drke bepessan Frenppane
dan Palayanen Kisasha pelryaran oo sinimel Goararinds  |talek birmls e |rsysrakat resdah dm efekcivites | dan Penerima Manfar|
rendad Pelsyuese Pablii
FORM
LEVEL RISTKO
rasis Pesnds i Pomermish Kots Rarsinds.
[arma OF D 1 Kecamatan Lon lanm [lis
it + 3004
Periods 1 RPRMD 2021-2026
Topess Strategly + Mamingkairys Peleysne Priz Hagl hasymiai
[Uesas + Trver Kewilmyibisen
Rladlan Sy Dampak Lawed Dbk, | Livel Hitssamghiaan | e
Ma| Kaglatan Taslikatir Hilsaras | Tabap U rwiss K Pl L Somler | CAILC Crsim ':*I’_" Hiled | Wiwinm | MNilad | Urnins | Ricl)
Rk
1 ) 3 4 5 [ kil ] [] n 1] [H 13 1 3 16 1]
Trjen:
1 i A
: Pelayrem Proma Bagi
Carssi Loz
Kinerjs Kncasaias Loy Jusag Itk
. een e sk apilieal,
S B Hasmrelias idal : Katy (T g
A aringhatoys Kinoga| 1 Copsian nendapasiar. W ok | e st ek ot | 1 [ ke enggae dan
Kinerfe -~ Samarieda | 0 |mazyeraiat gk dem Tererima
daa Pelayasan ream = aims [ & ot Jeisisfviles pelzyaran Mmdi
|remsdads. Betnurar
Pabiik
Fornm
Pencatatan Kejadian Hisike (Risk Event) dan Pelalosnson RTP
[Hama Feods
]
Ferlods
| Tjman Soringin
e Pemrrisining
Kote Kejuling Risike K Brncann Tiodak L] Fealsiasl Heteriaga)
m Fsln Priarites milke | Tpl Terjt ~eloni D r RIF I
1 1 3 4 5 o 7 L] L] 0 il
E‘h%!r—ummh-ﬁhhﬂmhlnl—uﬂ'
A :
(Ko Kesamaton | on [P i
e ——— ipsrial s besoamln e kirmanil,
" yeug emmlnumole e Limas
:‘“__""""""‘“:m“""""' - |t [T et e v, [ .
T p— ey wdab vt g Seeasts i Ko
efiitivias pelymen [ rctomes mmiems) den Frateas pracepes
renalch. o0 Velymm Fabil
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Form
Format Penetapan Kontcksi Risiko Strategis Peranglhat Daerah
[Nama Pemerintah Daersh : Pemerintah Kota Samarinda
, Takun : 2024
Preriods: : Reocana Strategis (Rensra) Kecamatn Loa Jaran Tlir Tebum 2021-2026
Urusan Pemerintakan :  Unsur Kewilayahan
Peranghat Daerh : Kecamatan Loa Janan [ir
Sumber Data, :  Reosta Tabun 2021-2026 dan Fenja Tahen 2024
Tujuan Stratesis 1 Menicgkatnya Pelayanan Pritog Bagl Masvarakat
. : 1. Meningkatnyz Kinerja dan Pelayanan
Sesern Strategis . .
2. Meningkatnys Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitss Masvarakat di Kelurahan
Mo (41} Tarpet
Lt Renstra 0PD 1. |Perscotase capaian kincja ) o . 100%
o, [Jumlah Sarana dan Prasarans yang dapat mewujudkan kualitas hidup, kapasitas den 100%
" {kapabilitas imasyarakat di keforahan
I Tuiran Strategia ;
Form
R dun Reslisasi atas F ino Pemgendalian Risiko
[Maren Pesnde : Primeristed Fols Semerinidy
[Marea P ¢ Eecamaten Las Jesam M
|Perinds o 3
Tfema Strisepli  Mozingkatayas Pelayanan Prima Magi Manarshel
Jawal Peinkeing Telmis Bemcana Wakiu Bl leal Wakne
Mo Krgaian Ferg, yumg Vamg Eatcrasgan
i Hrinirn
1 F 3 ] ] & ] [}
ik iy Pemariditil i Kecimitun Los Janse llis
A [Sasares
Pemizicin digilaliail pemeristuion
—t sxmmmm ';;‘m.l:l.rnmnull asl Pelyyanan Ui, Fomgas N .
aﬂ*"‘::“ e skt bapa Sebren Fatniinet Camnt [a Joma T - Incnuri - Dessbor I S——
e Kmil polarasns s des Fvad oo ‘Bhelmiulin

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat
Daerah diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

B MA-wcCEiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Perangkat daerah sudah mempunyai inovasi yang dikembangkan sendiri oleh
perangkat daerah yang bersangkutan
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Bukti dukung: tersedia dokumen daftar inventarisasi inovasi pelayanan publik

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN LOA JANAN ILIR
JI.H. A. M. M Rifaddin RT.30 Telp. (0541) 7268534
SAMARINDA 75131

Daftar Inventarisasi
Inovasi Pelayanan Publik
Di Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024

No Nama Inovator Instansi 1 Ju__dn! Inovasi | Keterangan
8 M. Ade Nurdin, | Kelurahan Rapak | Radar Katana | Inovasi
S.Hut Dalam (Rapak Dalam | dimaksudkan untuk

Tanggap Bencana) | memetakan potensi
rawan bencana di
wilayah RT Se
Kelurahan Rapak

Dalam.
2. | Safira Molida | Kelurahan Tani | Gradas (Gerakan | Inovasi yang
Kusuma, A.Md. Aman Sedekah Sampah | dimaksudkan untuk
An Organik) mengatasi

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai, sikap dan
perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: dokumentasi budaya organisasi
PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik Kantor Camat Loa Janan Ilir merujuk
kepada system Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sehingga masyarakat

vang dilayani tidak lagi membutuhkan pelayanan dalam waktu lama.

Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan,
Kecamatn Loa Janan Ilir kota Samarinda dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas
lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagaian dalam kondisi baik , diharapkan

semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ruang Pelavanan dan Ruang Tunggu
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39. Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sambutan memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori
TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:

Variabel 1

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sambutan sudah optimal pada
4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, Kecamatan
Sambutan masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3 (Penjaminan Mutu
Layanan Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 8
(Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur), dan Variabel 11 (Budaya Organsiasi
Perangkat Daerah)

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sambutan:

Variabel 3 Kecamatan Sambutan perlu meningkatkan
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat | penjaminan mutu produk dan proses serta
Daerah) dilakukan pengukuran/ pengujian secara
berkala oleh tenaga yang bersertifikat
Variabel 5 Kecamatan Sambutan perlu  menyusun
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | rencana kebutuhan diklat secara komprehensif
untuk seluruh jabatan, serta melakukan
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sambutan:

evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan balik
penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada
Kecamatan Sambutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)

Kecamatan Sambutan sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan
menggunakan Aplikasi SIPD

C = spage

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Rembangunan Daerah

| - [

TAH KOTA

e OB

PENERAPAN CASCADING - =

KECAMATAN SAMBUTAN ..
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Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)

Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Sambutan secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi
informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

KECAMATAN SAMBUTAN
JL. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 76115
SAMARINDA

i PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

G g € tntase bapec s mnintan samamntarcts g0

/ PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
JL Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541240040 Kode Pos 76115
SAMARINOA

D Visnte g saminston sararvdsnta

s

Samarinda, 26 Januad 2024

Nomor 005 / 1S3 /40004
Stat Penting
Lampican : -
Hal UNDANGAN
Yo, 1. Pojabat Struktural Kecamatan Sambutan

2. Sekretaris Lurah Se Kecamatan Sambutan

3. Satu Orang staf di Kelurahan Se Kecamatan Sambutan

-
Samarinda

Sehubungan dengan adanya penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2023, maka
kami mengundang Bapai/lbu Sekretaris Lurah dan Staf Kelurahan untuk hadi pada

Hari & Tanggal  : Senin, 20 Januari 2024

Pukul £ 13.00 wita &/d selesal

Tempat : Aula Kecamatan Sambutan

Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Penyusunan
Laporan SAKIP Tahun 2023

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
diucapkan terima kasih.

NOTULEN RAPAT
Hari & Tanggal Senin, 29 Januari 2024
Pukul © 13.00 Wita w/d Selesal
Porinal Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan
SAKIP Tahun 2023
: Sekretaris
Peserta Rapat : - Pejabat Struktural Kecamatan Sambutan

« Sekretaris Lurah Se Kecamatan Sambutan
~ Satu Orang staf di Kelurahan Se Kecamatan Sambutan

Isi Rapat
- Rapat Tahun 2023

Tindak LanjutHasil Rapat :

- Pefanjan Kineria di ukur dan disporkan di Evaluasi Kinerja. Disetiap Perjanjan Kinea ada
Kaitannya dengan Rensira

- Penanggungiawab Laporan Indikator Kinera (1K1 isiah bagian umum yang imana Indikator
Kinena tak lepas dan Tupoksi Kerja masing-masing staf

- Laporan IKU yatu menghimpun program inb dar K

- SOP dibuat dari masing-masing Kas dan Kasubbag

- Laporan R - 439 per twulan

- Laporan Evaluasi Kineria menghimpun dokumentasi, absensi dan notulen” dsetiap rapat staf
baik dikelurahan maupun Kecamatan

- Pein tedinggl penlaian dokumen SAKIP berada Oi pendsian SKM (Suvei Kepuasan
Masyaraat)

28 Februar 2023,

Notuts,

ki

Hanitan, SM
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Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal




Bukti dukung: Tersedia dokumen SPP dan SOP

|

KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

-

3 Memsbean Pelsyanon Kepenscekn

4. Memii Kemuapuan Berkoeoikast Dengan Bk

......

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 4)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa
tindakan koreksi atau perbaikan SOP
Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA '
JL Sultan Sulaiman Sambutan No. 97 Telp. ( 0541 ) 240039240040
NOTULEN RAPAT KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN

1. Pelaksanaan Rapat

. HarvTanggal Senin, 17 Oklober 2022

b. Pukul 08.30 s/d 11.30 Wite KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

c. Tempat Ruang Camat Sambutan

d. Pimipinan Rapat Camat Sambutan [Dasar Hukum

e. Notulen Umum =

1 Agenda Rapet Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahen 2006 Tentang Administrasi Kependuduban

o M S~ 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pervbahan Atas Undang- |,
2. Catatan Repet [Undang Nomor 23 Tabun 2006 i

i P Repat; ). Peraturan Presiden Nomor 96 Tabun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cars Pendafiiam 3 » X

® Meisksanakan secars konsiston ketentuan dan persturan perUndang-Undangan  yang

® Mombangun sinergitas dan sinkronisasi semua jenis pelayanan agar memberikan kemudahan
dalam pelaksanaan tugas.

® Menyelenggarakan penanganan SKM bagi semua un pelayanan public secara konsisten

[Pendudu dan Pencatatan Sipd

4. Peratoran Dacrah Nomor 14 Tabun 2009 Penyclenggaraan Administrasi Kependudukan &
(Pencaatan Sipd & Kot Samannda

4. Memshami Cara Perckamn Data Penduduk

5. Memahumi Cara Menggunakan Mesin Pencetakan E-KTP

6. Memitk Kemampuan Berkommiasi Dengan Bak

b. Peserta Rapat
® Adens bak 7. Mampu Berkoordinssi Dengan Semwa Pihak Terksit
inl tugas
s Produk layenen yang & Menguasai Pengganaan Komputer
* Sobokm kogiatan fnolsasi, scboknyo diodakan poriomun 2080l dongan kasi dan prodk
s Ketertaitan Peralatan | Pecenghapan
® Anggota Pelsksana Giuangkan dalem bentuk Keputusan Penetapan SK Camat dan
dterbitian Surat Tugas. 1. SOP Pebayansn E-KTP 1. Komputer / Laptop.
2 ATk
3. Kesimpulan 3. Jaingan lnternet
® Ty SRS PO o PTGESION et 4. Seperanghat Alst Perckarnam E-KTP
pelayanan publik bak o Kecamatan maupun Gikekrshan dan kegiatan i sangat penting
untuk mems 5. Al Pencetsk EXTP
® Toiah dibuat revisi perubahan SOP-AP dan SP i ingkup Kecamatan dan Kelurahan 6 Blangho E-KTP.
® Produk layanan yang telah ditetapkan dan harus dapet dilaksanakan sesual peraturan yang | Persyaratan
bertatu I Fotocopy Karms Kebusga

® Monyampakan dan melaksanakan Regulasi : PP Nomor. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan
berusaha yang terntegrasi elekironik.

Demidan Notulen rapat ini untuk

2. Yang Bersanghustan Melakukan Perckaman Foto Wajah, Sidik Jar, Tanda Tangsn dan Irs Maca
3. Membawa Keterangan Hilang E-KTP Dari Kepolisin Jika E-KTP Yang Bersanghutan Hilang

5. Membawa E-KTP Yang Rusak Jka Ingin Menggans E-KTP Menjadi Barw

4. Mombawa E-KTP Yang Lama Jiks Ingin Menggans E-KTP Karcna Adanya Perubehan Flemen Dota Pada E-KTP

Peringatan : Jika SOP Tidak dilaksanakan skan berdampak

Pencatatan dan Prodatasn

2. Jika Prosedur dam Persyaratan Tidak Lenghap, Maka Permohonan Tidak Akam Diproses

1. Jika Tidak Dilaksanakan Porekaman Maka Penduduk Tidak Terdaflar Sebagai Pendoduk Indonesa

1. Buku Peacetslan E-KTP

2. Penginputan E-KTP Yang Tercetak diK omputer

Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3)

Dokumen kebutuhan

jabatan

rencana

pengembangan pegawai disusun untuk seluruh

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,

namun tidak/ belum dilengkapi de

ngan bukti pendukung
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Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah

(Tingkat 4)

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke

publik melibatkan tim ahli

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur

(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi

informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh
perangkat daerah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

OB 1) T Canresbe e | ATSAN (SFIANEAASH | S0M | S I Aroes s & At e Serie

Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam

pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi
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Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Sambutan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiko : Kecamatan Sambutan
Tahun 12028
Rencana Keglatan o Risiko Direspon
Kell Target
No Pernyataan Risiko Pernyataan Penyebab Respon Risika Pangandaan Indlkator Keluaran args e p— — P
a b [ d [} t E h i i k
Risiko Strategis OPD
Terlambatnya pelaksanaan
program Evaluasi dan
dan oy Laporan Keglatan
1 |masyarakat dan o " Ditolak  |Implementasi juknis Camat Triwulan Il 1 2 3
pembangunan sarana can pengawasan kepada Kelurahan pelaksanaan probebaya Probebaya
prasarang kelurghan
Risiko Operasional OPD
[Pagu anggaran yang tersedia
1 ;::::::“_‘:‘: o [pdak mencukupi kebutuhan Ditolak m“::{:‘%‘;:" vkie lawl: i Besisnan Camat Triwulan I 1 4 8
o betanja Istk, air dan telepon uangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan pemyataan risiko

Kolom ¢ diisi dengan respon risiko

Kolom d diisi dengan respon risiko

Kolom e diisi dengan rencana kegiatan pengendalian

Kolom f diisi dengan indikalor keluaran (contoh Dokumen, SK, SOP dsb)
Kolom g diisi dengan Penanggung Jawab

Kolom h diisi dengan Target Waktu (Bulanan, Triwulan, Semester)

Kolom i diisi dengan Harapan inan setelah ada P ian / RTP
Kolom j diisi dengan Harapan Dampak setelah ada Pengendalian / RTP
Kolom j diisi dengan Harapan Level Risiko setelah ada Pengendalian / RTP

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

e SMA-wcCEiaasn

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan
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Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri
2. FORM IDENTIFIKASI USULAN GAGASAN INOVASI OPD TAHUN 2025-2029

JUDUL IDE/ GAGASAN URAIAN GAGASAN INOVASI USULAN
NO INOVASI LATAR BELAKANG/ TUJUAN MANEAAT GAMBARAN SINGKAT TAHUN
PERMASALAHAN GAGASAN INOVASI PELAKSANAAN
1 | Silaturahmi Satu Jam | Cukup Luasnya wilayah Gagasan ini | 1. Membantu Dalam Upaya 2025
(SITAJAM) Kecamatan serta masih dimaksudkan agar Masyarakat untuk meningkatkan ~ kualitas

kurangnya pemahaman aduan Masyarakat, ide, menyampaikan layanan kepada

gagasan yang Masyarakat, banyak hal

warga tentang penggunaan > aduan dan X
hone dan social membangun bagi aspiasinva secara | Y208 dapat  dilakukan
smar.1p one pemerintah dapat P 7 salah satunya adalah
media menyebablkan banyak | segera tersampaikan. langsung kepada | meperima berbagai
aspirasi, ide, gagasan, serta Camat ataupun masukan warga. Inovasi
aduan masyakat yang tidak pejabat lainnya ini dilaksanakan dalam
tersampaikan kepada 2. Membantu Upaya mendekatkan diri
Pemerintah, sehingga perlu Pemerintah dalam l;epada Masya_rakat_
dilaksanakan kunjungan/ mengontrol engan mengunjungt
o warga secara langsung
tinjauan langsung ke pelaksanaan selama satu jam. Dalam
masyarakat kegiatan yang lunjungan ini
belum tepat diharapkan warga dapat
sasaran menyampaikan berbagai

aspirasi, keluhan, usulan
ataupun  permasalahan
lainnya yang tidak dapat
disampaikan secara
formal melalui surat
ataupun social media.

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung

40. Kecamatan Sungai Pinang
Kecamatan Sungai Pinang memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori

TINGGI dengan nilai total 38. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan
gambaran capaian sebagai berikut:
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Variabel 1
5

Variabel 11 Variabel 2

Variabel 10 Variabel 3
Variabel 9 Variabel 4
Variabel 8 Variabel 5

Variabel 7 Variabel 6

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sungai Pinang sudah optimal
atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai
36.6%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen Sumber
Daya yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. Namun
demikian, Kecamatan Sungai Pinang masih memerlukan perbaikan khususnya pada
Variabel 11 (Budaya Organsiasi Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan
Aparatur), Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat
Daerah), Variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah), Variabel 4 (Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah), dan Variabel 10
(Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah).

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan KECAMATAN SUNGAI PINANG:
Variabel 5 Kecamatan Sungai Pinang perlu menyusun
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) | rencana kebutuhan diklat secara komprehensif
untuk seluruh jabatan, serta melakukan
evaluasi secara reguler atas hasil
pengembangan pegawai sebagai umpan balik
penyempurnaan pengembangan kompetensi
pegawai secara berkelanjutan

Variabel 11 (Budaya Organisasi | Kecamatan Sungai Pinang perlu membuat
Perangkat Daerah) slogan-slogan yang mencerminkan nilai-nilai
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan KECAMATAN SUNGAI PINANG:

organisasi dalam bentuk media cetak ataupun
digital. Selain itu untuk lebih meningkatkan
budaya organisasi, maka perlu disusun
dokumen SK penetapan nilai budaya
organisasai, SK KBK, dan SK Agen Perubahan.

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada

Kecamatan Sungai Pinang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5)
Kecamatan Sungai Pinang sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi
informasi.

Bukti dukung: Dokumen Cascading dan Pohon Kinerja. Selain itu seluruh Perangkat
Daerah telah melakukan E-Planning dengan menggunakan Aplikasi SIPD

C 5 spdgosinne ® 0D &P

v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Infg Rembangunan Daerah
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KECAMATAN SUNGAI PINANG e
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bangga
melayani
bangsa

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 5)
Monitoring dan pengendalian dilakukan KECAMATAN SUNGAI PINANG secara
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan
teknologi informasi berbasis internet

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3)
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala
secara internal.
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Bukti dukung: Terdapat Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada layanan Kecamatan Sungai Pinang dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat

GALPINANG DALAM 2 - - : \
A SAMARINDA

1
. -
1 "
| STANDAR oPERASIONAL PROSEDUR n
1 ADMINISTRASI PEMERINTAH n
i (SOP-AP) 1 |
B B .
~ — |
1 - ] S
i & e ] i“
| L - ; 3 i = = § ! % = a
il : = i T EEO B 3
n A ] = s@e =1 ‘1—;\
IDE %
" ! it=l & B
— 2s ] =
i | = =
_ S =
n =
1 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA | n 2
i KECAMATAN SUNGAI PINANG 1 g =l
| | {
: Tahun 2024 :
1 ]
| |
| | |
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KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG

[\._m;’ SOF SOP]  MO00S

|Targgat Pembuatan 22 desember 2023

Tangga! Rewisl 29 Desamber 2023
nnulll!;:w 2 Jornuari 2024 =
Dinatian clet / T Camat, ”_-
N B
Ve Y ) V,
. Sl nmum.éﬁl

NP, 19660707 m-,d 21019

SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT IZIN KERAMAIAN

Dwar Holeum

Kualfilay pelaksina

T UL No 32 tahon 2000 tontang pemarintahan Gaeran

Pemerntah Pusat dan Pemerintah daerah

2 UUR Nomor §3 tabun 2004 Tentang pedimbangan Keuangan antara

3 Persturan Walikota Samarinda Nemor.025 Tatwn 2008 tentang Penjabaran
Tegas, Fungsl, dom Tata Kerja Strukter Organisasi Kecamatan SUNGA

1 Memahami tentang prograes kera Trame® d| Wikiyah Kecamatan SUNGAI MINANG

PINANG
Keterkstan Peralatan/perienghapan
1 S0P Penomoran 1 Adarys Pergregisteran Sural len Xeramaian dari kefurshan
2 S0P Pendokumentasian Swrst 2 ATK
Peringatan Peccatatan dan pendatasn

Pasabia tdak ads pengesahan dari Kelurahan tenlang Surat @in keramadanmaka | 1 Register Kecamatan
pengesshan surat lzn teramalan & Kecamatan tidak dapat dilaksanaban

: AMA| D. Kecamatan |
m,.l\ Sungai Pinang

INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT

PERIODE APRIL S/D JUNI
TAHUN 2023

ot ’ Ki ta
* xsoﬁmsﬁ Per!qﬂbla)nA Sel:l‘l;;i Binang

® o +

NILAI IKM &

Sawvor ndo

. " 8923

somonad

<

4 Sangat Baik (88,31 - 100)

kec-sungai-pinang.samarindakot
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SAMA! Kecamatan
LGIERTEE ] Peradaban sungai Pillal‘lg

l

eKecamamn Sungai Pinang

c-sungai-pinang.samarindakota.go.id

Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
(Tingkat 3)

Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP di Kecamatan Sungai Pinang

Nemee SOP SOP 005

v Targgal Pembuatan 22 desember 2013
Tangga! Rewisl 29 Desambar 2023
Tanggal £iwetf 2 Jornuari 2024
Dnatican cleh

KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
NP, 19660707 1 2019
SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIS Nama SOP PENGELOLAAN 3(!’/11'! KERAMAIAN
Dwsar Hubewm |Kualfikasl pelaksana

1 UU No 32 tahus 2004 tentang pemarntahan daerah

h Pusat dan intah daerah

2 UUR Nomor 53 tabun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara

3 Persturan Walikota Samarinda Nemor.025 Tatwn 2008 tentang Penjabaran|
Tegas, Fungsl, dem Tata Kerja Strukter Organisasi Kecamaton SUNGA

1 nmummnmrmalmnmmwmm

PINANG
Keterkaitan P T h
1 S0P Penomoran 1 Adarwye Surad len dari h
2 S0P Pendokumentasian Surst 2 ATK

Peecatatin dan pendatasn

I

Ehu:ﬁ*mnwﬂndmanmmmmm 1 Register Kecamatan
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2 H
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1)
Belum tersedia dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bukti dukung: Bukti dukung Bukti dukung berupa rekap pelaksanaan Diklat pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika pada jabatan tertentu, belum mencakup rencana
kebutuhan diklat.
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DATA CAMAT, CCAMAT DAN LURAH
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KABUPATEN / KOTA : SAMARINDA

1. DATA CAMAT

NAMA CAMAT PENDIDIKAN ™T DIKLAT LUAS WIL ALAMAT KANTOR GENDER
NO NIP. PANGKAT/GOL TERAKHIR JABATAN PENJENJANGAN NOMOR HP KECAMATAN KEC KECAMATAN LAtk | PEREMPUAN KETERANGAN
¥G PERNAH DIIKUTI
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1. [H1.SITI HASANAH,S,S05,M.Si 52 17 januari 2022 DIKLAT PIM-Ill 08125363103 SUNGAI PINANG 2.420,54 ha JI. Mayjen DI Panjaitan 54.27'0 52.270
NIP.196607071988032019

Pembina Tk-1/IV-b

JUMLAH
DATA CAMAT, SEKRETARIS CAMAT DAN LURAH
SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024
KABUPATEN / KOTA : SAMARINDA
2. DATA SEKRETARIS CAMAT
NAMA CAMAT PENDIDIKAN ™T DIKLAT LUAS WIL ALAMAT KANTOR GENDER
NO NOMOR HP KECAMATAN KETERANGAN
NIP. PANGKAT/GOL TERAKHIR JABATAN PENJENJANGAN KEC KECAMATAN Laklakl | PEREMPUAN
Y@ PERNAH DIIKUTI
1 2 3 a s 6 7 8 10 11 12
1. |Drs.ABDULLAH 52 Juni 2023 PIM IV, PRA 085387990753 SUNGAI PINANG 2.420,54 ha JI. Mayjen DI Panjaitan 54.27'0 52270

NIP.196801141995121002
Pembina Tk-1/IV-2

JUMLAH

Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
(Tingkat 2)

Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal Kecamatan
Sungai Pinang.

Bukti dukung: Surat Undangan Umpan Balik Pelaksanaan SKM

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG

JL. MAYJEN DI PANJAITAN (0541) 201250 - 201251
SAMARINDA

Samarinda, 20 Januan 2023

Kepada,
ndangan

Samannda

Bersama ini Kami mengundang Bapak/ThwSdr (1) untuk

Han Kami
anggal anua:
ahy ( 0 Wita
Acara Rapat Umpen Balik Responden terhadap Hasil SKM
eriode Apeil 3'd Desember 2022 Kecamatan Sunga
Pinang
empat Aula Kecamatan Sungai Pinang
Dl Panjastan
Mengingat pentingnya acara ini kehadiran Bapak/Tbw/Sdr (i) sangat di harapkan dan tak
upa di ucapkan terima kasih

/
Larbat Sunga Pinang

GAAR S

HESiti Hasanab §.506 M.S|
NIF, 19660707 198800 2 019
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
(Tingkat 5)

Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi
informasi berbasis internet.

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP

& A Tdm s pamasedstctal. s

* + 0 &P
@ rorr e R ] o P e [ e —

L]

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi
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Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemillik Risiko

: Kecamatan Sungai Pinang

Tahun 12025
No Pernyataan Risiko Pernyataan Penyebab Respon Risiko Rencana Keg.latan dik Penanggungjawab | Target Waktu R_mlm S ERET =
endalian Level Risikol
a b = d e f E h i j k
Risiko Strategis OPD
‘S:rrg::al;[’a\fa Manusiz yang Mela_kulca_m pengukuran Mengusulkan Bimtek
1 pglgig:r::;aseall'}a Mitigasi Risiko da_n F"(elat’lhan Sertifikat Bimtek Camat 1 tahun 3 3 14
pegawai Peningkatan SOM
Kurangnya Sumber Daya
Manusia [ SDM | dalam Melakukan pengukuran
penggunaan aplikasi di L .
kinerja terhada o Mengusulkan Diklat .
2 |Pelayanan Publik di Kantor pelakganaan Kell'}a Mitigasi Risiko Pen?ngkata" oo | Sertifikat Bimtek Camat 1 Tahun 2 3 1
Kecamatan & Kelurahan pegawai
Kurangnya Pemahaman
Masyarakat untuk .
bepartisipasi dalam Pendampingan Memperbanyakan -
3 engisian Survey Kepuasan pefugas informasi Mitigasi Risiko emberian informasi Sosialisasi / Camat 1 Tahun 4 4 19
peng ¥ Rep terkait pelayanan & P _ Pelatihan
Masyarakat dengan digital lebih luas
menggunakan Pengisian
Kusioner secara Digital
g&:}rﬁn_ﬁn\fadﬂrggarar; 'I'ankga _ |Mengusulkan anggaran Melakukan DukumtEn blerupa
4 1 _e_" an da _am melengkapi sesuai dengan Mitigasi Risiko Pengontrolan melalui skuErkau':;u:: Camat 1 Tahun 4 4 19
fasilitas / kegiatan kebutuhan kegiatan aplikasi &
anggaran
Musyawarah Perencanaan | Mengusulkan kembali Mengindetifikasi
Pembangunan( Musrenbang hasil rapat yang kembal usulan yang
5 |} hanya sebatas usulan menjadi prioritas di Mitigasi Risiko R . Dokurnen Camat 1Tahun 3 4 17
) menjadi kegiatan
dalam kegiatan -
prioritas
musrenbang
Melakukan
Menjadwalkan
Belum terlaksannya 10 . S Pengawasan secara .
[ indikator PHES pertemuan rutin kader Mitigasi Risiko rutin terkait laporan Sosializasi, SK Camat 1 tahun 4 4 19
. PHBS
kegiatan
Mengevaluasi dan
7 Be‘f‘m terlaksannya 10 Pembentukan UMKM Mitigasi Risika pembinaan terhadap Dokumen Camat 1 tahun 4 4 19
indikator UMKM
UMEKM
KEMUNGKINAN DAMPAK
Kategori | Skor Operasional Dampak Risiko
Dampak
Keuangan | Kinerja Reputasi Hukum Kategori Dampak | Skor Uraian
Sangat 5 |Kerugian | kegiatan negatif, pelanggara -
Tinggi sangat terhenti, tersebar luas n SEriUS, Hampir pasti . 5 h"f_“'u-"llﬂl‘“[_m“ lt_":l*-ldm."a Risiko sangat
I 0
besar tujuan tidak | di banvak terkena tesjadi/Sangat sering .k;im;‘ l”rm'[.lﬂi’l'l{";: 70%, atau lebih dari 7
tercapii media annkai 1 dalam ‘ahun)
1 : T Kemungkinan besar El Kemungkinan terjedinya Risiko sering
Tinggi 4 Kerugian | kegiatan negatif, . prhnmra (sebesar 51 - T0% atau 5 sampal dengan 7
besar sangat tersebar di N serius, kali dalam 10 Tahun)
terhambat, | beberapa sanksi
1'-"-"'3?'?.' mc:t!.la tertulis Kemungkinan sedang | 3 | Kemungkinan terjadinya Risiko sedang
efektif nasional flokal [sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5
kali dalam 10 Tahun)
Sedang 3 | kerugian | kegiatan negatif, pelanggara
cukup terhambat, | tersebar di n biasa, Kemungkinan 2 | Kemungkinan terjadinya Risiko
besar kurang beberapa sanksi kecil fJarang rendah [kecil (sebesar 11% - 30% atau |
efektif media lokal tertulis sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Rendah 2 | kerugian | kegiatan negatif, pelanggara Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjndinya  Risiko sangat
kecil kura | terhambat, | terdapat n  biasa, kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10
ng kurang pemberitahuan | sanksi Tahun)
| material | efisien tEguran
Sangat 1 kerugian | ada ada Tidak
Rendah kecil, hambatan pemberitaan matenal
tidak kegiatan, negatif, namun
material | namun tidak material
tertangami
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Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja

Jama Pemda : Kecamatan Sungai Pinang
Tahun Penilaian 2025
Tujuan Strategis :
Jrusan Pemerintahan
. n Pemilik/
do Risiko Prioritas Kode Rislko Uraian Pengendalian | .\, pongendalian [ Er M P ek iy
yang Sudah Ada*) P Jawab Peny
a b c d e f 1] h
] Risiko Strategis OPD
Sumber Daya Manusia yang RS0.25.95.400.05,01 |Melakukan pengukuran |Melakukan arahan kepada |Mengusulkan Bimtek dan
terbatas kinerja terhadap pegawai terkait kinerja Pelatihan Peningkatan SDM
1 pelaksanaan kerja Camat 1tahun
pegawal
Kurangnya Sumber Daya R50.25.99.400.05,02 |Melakukan pengukuran |Melakukan arahan kepada |Mengusulkan Diklat
Manusia [ SDM ) dalam kinerja terhadap pegawai terkait kinerja Peningkatan SOM
penggunaan aplikasi di Egga:;:?aan kerja
2 Pelayanan Publik di Kantor Camat 1 tahun
Kelurahan Bandara
Kurangnya Pemahaman R50.25.99.400.05,02 |Pendampingan petugas |menyediakan informasi memperbanyakan
Masyarakat untuk bepartisipasi informasi terkait pelayanan digital melalui | pemberian informasi lebih
dalam pengisian Surve pelayanan digital tampilan layar digital di luas
peng ¥ ruang pelayanan
Kepuasan Masyarakat dengan
3 |menggunakan Pengisian Camat, Lurah 1 tahun
Kusioner secara Digital
Kurangnya Anggaran yang R50.25.99.400.05,06 |mengusulkan anggaran |mengkoordinasikan secara |Melakukan Pengontrolan
diberikan dalam melengkapi sesuai dengan aktif kepada opd terkait melalui aplikasi
4 |fasilitas / kegiatan kebutuhan kegiatan Camat 1 tahun

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta
didukung dengan teknologi informasi

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah
diatas 90%

Tinghat Capaien Kimargs (1) oo Pradiat Kinargs 3170

Capeion Bnecje (1) Reshanst Ampyaran (09)

Pelaporan Aplikasi E-Kinerja

a MA-wCEiaasn g .
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG

JL. MAYJEN D.L PANJAITAN (0541) 201250-201251
SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang cfektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Camat Sungai Pinang
Selanjutnya discbut Pihak Pertama.
Nama Andi Harun

Jabatan Walikota Samarinda

Selanjutnya discbut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kincrja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
dalam rangka dan sanksi

Samarinda, 5 Februari 2024

#

Pihak kedua ihak Pertama
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Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4)
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Kecamatan Sungai Pinang.

Bukti dukung: Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi

LI Peradaban

GIAT GREBEK SUPINA

12
h, FORM IDENTIFIKASI USULAN GAGASAN INOVASI OPD TAHUN 2025-2029
]
JUDUL IDE/ GAGASAN URAIAN GAGASAN INOVASI USULAN
NO INOvAS! LATAR BELAKANG/ TuruAN MANFAAT GAMBARAN SINGKAT TAHUN
PERMASALAHAN GAGASAN INOVASI PELAKSANAAN

1 limbah rumah limbah | Hasil budidaya | Pemberdayaan 2026
masyarakat  melalui | tangga dan memberikan | rumah  tangga dan | maggot dapat | masyarakat melalui
budidaya mageot vang | nilasi  tambah  terhadap | memberikan nilai | menjadi paken | budidaya mageot adalah
bahan  makanannya | pengelolaan sampah rumah | tambah terhadap | ternak, ikan, burung | upaya untuk
dari sampah rumeh | tangga melalui budidaya | pengelolaan sampah | dan lainnya meningkatkan
tangea (2026) maggot merupakan strategi | rumah tangga kemandirian ekonomi dan

inovatif  yang  dapat pengelolazn sumber dayz
meningkatkan  efisiensi secara berkelanjutan
daur ulang limbsh organik. Melalui budidays mageot,
Dengan  memanfaatkan masyarakat dapat
larva  lalat  sebagai memanfaatkan  limbah
konsumen sampah organik, organik sebsgai sumber
terutama  sisa  makanan, pakan untuk maggot, yang
dapat mengubzh limbah kemudian dapat  dijual
menjadi  sumber protein sebagsi pakan ternak atau
hewani yang bernilai tinggi bahan  baku  produk
Selain itu, mageot juga olahan. Hal ini tidak hanya
dapat digunakan sebagai membantu  mengurangi
pakan ternak, mengurangi jumlah  sampsh  yang
kebutuhan akan pakan dibuang ke lingkungan,
konvensional yang lebih tetapi juga menciptakan
mahal  dan  mendukung sumber pendapatan
pertanian berkelanjutan. tambahan bagi
masyarakat, meningkatkan
ketahanan pangan dengan
memproduksi pakan
ternak  lokal,  serta
mengedukssi  tentang
pentingnya praktik
pertanian  berkelanjutan
dan pengelolaan limbah
vang efisien.

2 [ GEMARIRAN (Gerakan Gerakan Makan tkan 2025

Makan ikan) ‘ ] (GEMARIKAN) aclalah
an Inovasi OFD Kecamatan
Pinang, untuk manurunian Sungal Pinang untuk
dengan  memperhatikan mengkampanyekan akan
sk yaltu denisn pentingnya manfaat
i salah satu imakan iken sejak dink,
5 s gl dan | karena banyaknya
ermasalahan gz di
nermassiah & kandungan gizi
mencegsh tenadinve
ctunting GEMARIKAN juga dapat
meniadi salah satu upava
untuk menurunkan angka
stunting

5 [Femanfestan  baker
kantor kecamatan
menjadi ruang terbuka
hiau (z026)

4 | Gerakan bersin mengsjak mosyarakat | Lmenimbulkan rasa | Gerakan Bersih Lingkungan | 2025
Kawasan kumuh untuk goto simpati  masyarskat [ Kumuh novasi
(grebek selingkuh) dan  pedul kan gnya | untuk  masyarakat untuk
(z026) lingkungan s kebersihan ang | menyadarkan betapa

&
adanya wilayah kecamatan
vang masih tidak  pedull
dengan lingkungan sekitar

kesehatan

mempengaruhi akan

dalam

cara gotong roveng setiap
hari libur kerja di kawazan
kurmuh

atan  pestizida
alami (z0z6)

ST 3
pekarangan untuk
pengembangan  tanaman
spatek  hidup Tidak
mengeunakan bahan kimia
berbha

Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2)

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada Kecamatan

Sungai Pinang.

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah,

namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung
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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari hasil penilaian kematangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Samarinda berdasarkan Permendagri 99 Tahun 2018, maka dapat disimpulkan
beberapa hal, yakni:

a.

Sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 33% telah memiliki data
pendukung yang lengkap. Adapun, empat perangkat daerah lainnya tercatat
tidak menyerahkan data pendukung (Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan
Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, serta Kecamatan Palaran).
Sebanyak tiga puluh dua perangkat daerah atau sebesar 80% nilai kematangan
nya masuk pada kategori Tinggi, enam perangkat daerah (15%) masuk
kategori Sangat Baik, satu perangkat daerah masuk kategori Sedang, dan satu
lainnya masuk kategori Rendah.

Berdasarkan agregat nilai kematangan seluruh perangkat daerah, dan
kemudian dirata-ratakan, maka didapat nilai kematangan organisasi
Pemerintah Kota Samarinda, yakni berada di angka 42,58 atau masuk dalam
kategori Kematangan Tinggi.

Pada empat variabel, yakni Perencanaan Pembangunan Daerah (variabel 1);
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanan Tugas Perangkat Daerah (variabel II);
Manajemen Sumber Daya yang Terukur (variabel VII); serta Pengukuran
Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur (variabel IX), diseluruh perangkat
daerah berada pada level 5. Hal ini dikarenakan di lingkungan Pemerintah Kota
Samarinda telah menggunakan aplikasi penunjang E-Planning (SIMDA), E-
Controlling (E-Tepian dan E-Dalev), Monitorng SDM (SINJAB) serta E-Kinerja.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian kematangan perangkat daerah di Lingkungan
pemerintah Kota Samarina, maka terdapat beberapa saran serta rekomendasi yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait kematangan perangkat
daerah, yakni:

d.

Berdasarkan SK-Mendagri No. 900-4700/ 2020, kematangan penataan
perangkat daerah memberikan porsi 10% dalam tambahan penghasilan
pegawai (TPP) ASN, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara periodik
terhadap pemenuhan seluruh indikator oleh perangkat daerah. Bentuk
pemantauan tersebut dapat berupa keaktifan penguatan internal perangkat
daerah (mandiri) serta dapat pula dengan dikoordinasikan oleh Bagian
Organisasi untuk seluruh perangkat daerah.

Proses pembelajaran (mentoring) dapat didorong antar perangkat daerah
khususnya pada perangkat daerah yang sudah berada pada kategori Sangat
Tinggi kepada perangkat daerah yang masih berada pada level di bawahnya.
Sebagaimana diketahui bahwa kematangan perangkat daerah hanya dapat
meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator
sudah terpenuhi, sehingga strategi pemenuhan seluruh indikator dapat
ditransfer (transfer of experience) antar perangkat daerah.
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C.

d.

Perangkat daerah dapat menyusun rencana aksi penguatan kelembagaan
sesuai dengan variabel yang masih lemah agar dapat diungkit pencapaiannya
dimasa mendatang. Untuk mengejawantahkan action plan tersebut, perangkat
daerah perlu menyusun tim khusus yang mengawal peningkatan seluruh
variabel kematangan perangkat daerah beserta kelengkapan pengarsipan dan
pendokumentasian data dukung terkait.

Jika memungkinkan, pencapaian kematangan perangkat daerah dapat menjadi
bahan evaluasi (Raport Perangkat Daerah ) terhadap pencapaian tata kelola
organisasi perangkat daerah yang juga dapat diberikan apresiasi khusus
kepada perangkat daerah dengan nilai atau kategori tertinggi. Hal ini dilakukan
dalam rangka meningkatkan perhatian perangkat daerah terhadap peningkatan
level/ tingkat pemenuhan masing-masing variabel kematangan perangkat
daerah. Bahkan dapat pula didorong agar nilai kematangan perangkat daerah
dimasukkan ke dalam pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perangkat
daerah (LAKIP Perangkat daerah)

Penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap penilaian kematangan
perangkat daerah berdasarkan Permendagri 99/ 2018 dalam bentuk desk
konsultasi/ pendampingan khusus juga perlu diberlakukan oleh Bagian
Organisasi agar perangkat daerah dapat berkomunikasi dan memahami secara
operasional kebutuhan data dukung masing-masing variabel serta upaya
tindaklanjut yang perlu dijalankan.
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